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Telepon (0451) 421411 - 421812 Fax. (0451) 423612 - 421411
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara

akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal — hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 15 April 2026

ey Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BIRO ORGANISASI

NENG ELLY, SH, MM
Pembina Utama Muda
Ni.g_. 19730601 199503 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
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TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27
dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menyusun laporan kinerja sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
Menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dengan Keputusan Kepala Badan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
denga mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawei Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawei Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2025.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 Januari 2025

____KEPALA BADAN
PENG/ELCNngEUAN GAN DAN ASET DAERAH
\J&
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
merupakan wujud tranparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi
Sulawesi Tengah, yang memberikan gambaran mengenai ketercapaian kinerja
BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang didasari
oleh Rencana Strategis BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikategorikan memuaskan dengan
realisasi anggaran mencapai Rp. 970.240.626.787,04,- atau 74,86% dari
anggaran sebesar Rp. 1.296.099.853.338,39,- dan capaian realisasi Indikator
Kinerja Utama (IKU) yakni Penyerapan anggaran belanja ini mendukung 3
(tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah. keberhasilan capaian kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Rencana
Strategis Tahun 2025 merupakan upaya dari semua unsur BPKAD dan
Stakeholder terkait. Capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan
sehingga kinerja BPKAD di tahun-tahun mendatang semakin meningkat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah tetap memacu pelaksanaan pekerjaan agar terlaksana lebih efisien dan
lebih efektif untuk di tahun-tahun berikutnya agar dapat mencapai target.
Mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB No 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan
perhatian terhadap pemanfaatan laporan kinerja, aspek-aspek yang menjadi
penekanan yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai atas
laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah
digunakan dalam penyesuaian aktivitas, sehingga kedepannya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan
dan dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.



KATA PENGANTAR

Assalamualailkum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan yang telah
dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dalam Rangka mewujudkan Visi dan Misi
Gubernur Sulawesi Tengah.

Penyusunan LKIP ini mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan
prinsip akuntabilitas kinerja yang transparan, Objektif dan berorientasi pada
hasil, dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan yang tercantum
dalam dokumen ini telah diupayakan secara optimal untuk mendukung
pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kami berharap LKIP Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan
refleksi dalam upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang dalam perbaikan

tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palu 15 Januari 2026

- ~tmbina Utama Madya
NIP 19660306 199803 1 011
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat
BPKAD merupakan perangkat daerah yang dibentuk pada tahun 2013
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah maka, telah terjadi perubahan nomenklatur
sehingga terbentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan penggabungan dari Biro
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Kas
Daerah dan Bagian Aset Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja instansi Pemerintah dan Permempan RB no 53 tahun 2014
tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap
perangkat daerah wajib menyampaikan laporan Kinerja Instansi
Pemerintah kepada Gubernur sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan Kinerja BPKAD adalah dokumen akuntabilitas tahunan
yang menyajikan pencapaian Target Strategis, Realisasi Anggaran,
Efektivitas pengelolaan keuangan serta aset daerah. Selain itu,
Laporan Kinerja BPKAD ini mengacu pada Renstra BPKAD tahun
2025 - 2030 dimana dalam Renstra BPKAD tersebut telah
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menetapkan rencana kinerja BPKAD selama 5 Tahun berdasarkan

Tugas dan Fungsi BPKAD.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai
berikut :

1. Kepala Badan

L

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan,
dan Pengelolaan Aset Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi,
Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi,
Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;

d. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2. Sekretaris

L.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan
administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri
di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan

administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja,

pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
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(1)

c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan
administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan
umum;

d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan,
aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan
urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga
dan umum;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
kesekretariatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 1

(Satu) Sub Bagian yaitu :

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kxepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga

dan surat menyurat;

Uraian tugas Sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

da.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian,
Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;

melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan
Badan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan
kepegawaian dan umum;

melaksanakan/ menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, pension, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu
Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP;

melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,
perpustakaan, dan Hukum;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis

Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi
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Jabatan;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan
serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara,
rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan
kantor;

melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan
sub bidang kepegawaian dan umum;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan
menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan

Umum serta Badan.

Bidang Anggaran

1.

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan

terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen

Anggaran, dan Evaluasi APBD;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang
Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;

b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang
Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;

c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Penyusunan Anggaran,
Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;

d. pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan
anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;

e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan
daerah pada kabupaten /kota;

f. penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah,;

g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan
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laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dibantu oleh
2 (dua) Sub Bidang yaitu :

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran

1 Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Penyusunan Anggaran.

2. Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program
kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penyusunan
Anggaran;

c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Penyusunan
Anggaran dengan unit kerja/instansi terkait;

d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan
rencana Penyusunan Anggaran;

e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis
terkait penyusunan anggaran terhadap seluruh Perangkat Daerah
serta terhadap Kabupaten/Kota;

f. melaksanakan Penyusunan Rancangan Peratuan Daerah tentang
APBD dan Perubahan APBD serta pengantar nota keuangan;

g. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
tugas pada Sub Bidang Penyusun Anggaran;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
dan

J- melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan

Anggaran.

(2) SubBidang Manajemen Anggaran
1. Sub Bidang Manajemen Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta
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pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang

Manajemen Anggaran.

2.  Uraian tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program
kerja Sub Bidang Manajemen Anggaran;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Manajemen
Anggaran;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Manajemen
Anggaran terhadap Rancangan APBD dan Rancangan perubahan

APBD bersama-sama dengan DPRD Provinsi;

d. melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data dalam rangka
mempersiapkan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;

e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta
menyiapkan data terkait dengan penyusunan DPA Lanjutan;

f. menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman
daerah serta investasi pemerintah daerah;

g. melaksanakan penelitian RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat
Daerah;

h. melakukan analisa serta Menyusun Bahan Penerbitan Surat
Penyediaan Dana (SPD);

i. melaksanakan menyiapkan data lainnya guna keperluan Penyusunan
Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

J. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
dan

l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Manajemen

Anggaran.

Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan Kkebijakan,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap

penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen
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(1)

dan Evaluasi Pertanggungjawaban.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a  penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di
bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi
Pertanggungjawaban,

b. perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan,
Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;

¢. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang
Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi
Pertanggungjawaban;

d.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan
Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;

e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

f  penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dibantu oleh 2

(dua) Sub Bidang yaitu :

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan.
Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja
Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;

b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;

c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan Akuntansi
Pelaporan;

d. menyusun rancangan perubahan kebijakan akuntansi pemerintah
Daerah, Rancangan perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah
serta rancangan kebijakan lain yang berkaitan dengan penguatan fungsi

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah serta
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(2)

melaksanakan sosialisasi;

melaksanakan fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah baik Pendapatan,
Belanja, Hutang, Piutang, Investasi dan lainnya atas Pelaksanaan APBD
setiap bulan;

melaksanakan rekonsiliasi dan atas semua bahan/ data yang terkait
dengan akun Laporan Keuangan dan berkoordinasi dengan Sub Bidang
Akuntansi Manajemen sebelum Penyusunan Laporan;

melaksanakan penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, Semesteran
dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya serta Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap akhir tahun;
melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada lembaga Daerah yang
melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berkaitan
dengan penyusunan kebijakan dan Sistem Prosedur pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

melaksanakan pendampingan pelaksanaan pemeriksaan laporan
keuangan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan hasil koreksi
audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

melaksanakan koordinasi dan pembinaan akuntansi dan pelaporan
pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah dan Kabupaten/ Kota;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi dan

Pelaporan.

Sub Bidang Akuntansi Manajemen

Sub Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi Manajemen.

Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

melaksanakan administrasi dan penyusunan program kerja Sub
Bidang Akuntansi Manajemen;
menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi
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Manajemen;

c. melaksanakan peyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan Pelaksanaan
Akuntansi Manajemen serta Pelaksanaan APBD Provinsi bersama
dengan DPRD;

d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan bendahara
penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan
berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

e. melaksanakan penyiapan data pembukuan Bendahara baik Bendahara
Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran termasuk Badan
Layanan Umum Daerah secara berkala sebagai bahan Penyusunan
Laporan;

f.  melaksanakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan meminta
Laporan Keuangan setiap akhir tahun sebagai bahan penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Sub
Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

g. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Kepegawaian,
pembayaran gaji serta berkoordinasi dengan BKD, Perangkat Daerah
dan Bidang Perbendaharaan;

h. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Aset tetap dan
persediaan secara berkala dan berkoordinasi dengan Bidang Aset
sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

i. menyiapkan data capaian kinerja dan indikator Pembangunan,
pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah serta lembaga lainnya
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

j.  melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pembinaan tentang Akuntansi
Manajemen atas Pelaksanaan APBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/
Kota;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas pada Sub Bidang

Akuntansi Manajemen.
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(1)

Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai
kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja

Langsung, dan Pengelolaan Kas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dibantu

penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di

bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan

Kas;

perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung,
Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;

pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang
Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan
Kas;

pelaksanaan pengkoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja
Langsung, dan Pengelolaan Kas;

pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah,
pemindahbukuan wuang kas daerah, dan penatausahaan
pembiayaan daerah;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak
Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;

pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
dan

penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan
bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang

Perbendaharaan.

oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan

peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung.

Uraian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud

ayat (1) meliputi:
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(2)

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;

menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk
Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Tidak
Langsung;

melakukan koordinasi dan pembinaan teknis Belanja Tidak Langsung
dengan pihak dan unit kerja/ Instansi terkait;

melaksanakan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah
Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas
Belanja Tidak Langsung;

melakukan administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D);

melakukan administrasi penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (SKPP);

melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran belanja berdasarkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan
Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Pimpinan; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang

Belanja Tidak Langsung.

Sub Bidang Belanja Langsung

Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Belanja Langsung.

Uraian tugas Sub Bidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a,

C.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program

kerja Sub Bidang Belanja langsung;

menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan

Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja
Langsung;

melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait;
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d. melakukan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen dan
menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;

e. melakukan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah
Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
atas belanja langsung;

f.  melakukan administrasi penerbitan Surat Permintaan Pencairan
dana (SP2D);

g. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat
Permintaan Pencairan dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan
Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

h. melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada Sub Bidang
Belanja Langsung;

1.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

j.  melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang

Belanja Langsung;

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan

Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset

Daerah, dan Pengawasan Aset Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di
bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian
Aset Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan
Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan
Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;

c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang
Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian
Aset Daerah;
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d. pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan kebutuhan
barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah,
pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan penghapusan
barang  milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan,
pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan
pengamanan barang milik daerah;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset
Daerah, serta Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah;

f.  pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan
laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Aset Daerah

dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah

Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi,

serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang

Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja
Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;

b. menghimpun Peraturan Perundangan-undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Aset Daerah;

c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Perencanaan Dan
Penatusahaan Aset Daerah dengan pihak dan unit kerja/instansi
terkait antara lain penyusunan kebutuhan/Pemeliharaan Barang Milik
Daerah, penetapan status Barang Milik Daerah;

d. melaksanakan mengumpulkan bahan pemantauan, dan evaluasi

penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;

e. melaksanakan Proses administrasi penggunaan dan pemanfaatan Aset
Daerah;
f. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi, dan
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(2)

menyusun Laporan mutasi barang, Laporan persediaan barang,
Laporan hasil pengadaan barang dan Laporan hasil pemeliharaan
barang;

melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka
penyusunan Laporan mutasi barang;

melakukan bimbingan teknis pada Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Aset Daerah;

melaksanakan pembinaan kabupaten/kota;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tugas Sub Bidang

Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.

Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai

tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,

koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di

Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

o

melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja
Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan Penghapusan dan pemindahtanganan asset
daerah;

melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan penghapusan
dan perubahan status hukum Aset Daerah;

menghimpun bahan dan data, menganalisa serta menyelenggarakan
kegiatan koordinasi penghapusan/ perubahan status hukum Aset
Daerah;

memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan status hukum
Aset Daerah;

melakukan Pembinaan Sub Bidang Penghapusan dan
Pemindahtanganan Aset Daerah;

melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

LKIP Tahun 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah u



i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghapusan
dan Pemindahtanganan Aset Daerah.

1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 212 orang Aparatur Sipil Negara
(PNS dan PPPK). Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup
memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas
dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih
jelasnya mengenai Sumber daya Aparatur dapat dilihat pada Diagram berikut :

Diagram / Tabel 1.1
REKAP PEGAWAI PER JENIS KELAMIN

PPPK
PEREMPUAN PNS
24% LAKI-LAKI
31%

PPPK
LAKI-LAKI
16%
PNS
PEREMPUAN
29%
ASN BERDASARKAN
SRR AR PENDIDIKAN
PNS Laki - Laki | 66 o
PNS Perempuan 61 44 Orang (—‘_ —J - 2 Orang
PPPK Laki-Laki 34

PPPK Perempuan 51

JUMLAH 212

143 Orang

“SMA/SMK wD3 uS1 .S2

Sumber : TU per 31 desember 2025
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1.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain sumber

daya manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh

BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas pokok dan

fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien.

Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana bagi aparatur BPKAD

Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Daftar Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
1.3 ASET TETAP 52.909.766.340,57
1 TANAH 5.723.405.406,17
1.01 , TANAH 5.723.405.406,17
2 | PERALATAN DAN MESIN 24.727.699.958,34
2.01 i ALAT BESAR 183.306.000,00
2.02 ALAT ANGKUTAN 10.747.243.501,00
2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 151.898.904,10
2.04 | ALAT PERTANIAN 0,00
2.05 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 4.710.758.384,00
2.06 I ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 989.381.794,24
2:807 ' ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 47.000.000,00
2.08 | ALAT LABORATORIUM 75.925.000,00
2.09 | ALAT PERSENJATAAN 43.219.300,00
2.10 | KOMPUTER 7.744.507.075,00
2.11 ALAT EKSPLORASI 13.000.000,00
2.12 | ALAT PENGEBORAN 0,00
2.13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 0,00
2.14 | ALAT BANTU EKSPLORASI 0,00
2.15 | ALAT KESELAMATAN KERJA 0,00
2.16 | ALAT PERAGA 0,00
2.17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0,00
2.18 | RAMBU - RAMBU 21.460.000,00
2.19 | PERALATAN OLAH RAGA 0,00
KODE | NAMA BARANG NILAI (Rp.)
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3 | GEDUNG DAN BANGUNAN 20.219.820.995,05
3.01 | BANGUNAN GEDUNG 19.853.636.995,05
3.02 | MONUMEN 168.907.000,00
3.03 | BANGUNAN MENARA 0,00
3.04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI 197.277.000,00

4 | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 1.396.636.148,01
4.01 | JALAN DAN JEMBATAN 645.128.574,01
4.02 | BANGUNAN AIR 242.993.674,00
4.03 | INSTALASI 416.693.900,00
4.04 | JARINGAN 91.820.000,00

5 | ASET TETAP LAINNYA 743.331.305,00
5.01 | BAHAN PERPUSTAKAAN 0,00
<0y | BARANG BERCORAK S0

KESENIAN/KEBUDAYAAN /OLAHRAGA ’

5.03 | HEWAN 0,00
5.04 | BIOTA PERAIRAN 0,00
5.05 | TANAMAN 0,00
5.06 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA 0,00
5.07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI 743.331.305,00

6 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 98.872.528,00
6.01 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 98.872.528,00

1.5 | ASET LAINNYA 37.576.853.650,00

2 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 2.879.730.000,00
2.01 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 2.879.730.000,00

3 | ASET TIDAK BERWUJUD 21.545.895.000,00
3.01 : ASET TIDAK BERWUJUD 21.545.895.000,00

4 | ASET LAIN-LAIN 13.151.228.650,00
4.01 | ASET LAIN-LAIN 13.151.228.650,00

Sumber : Rekapitulasi data aset BPKAD
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1.3 ISU STRATEGIS /| PERMASALAHAN
Aspek strategis merupakan hal penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi

yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan

program pembangunan.

bergantung

sejauh mana perangkat

Eksistensi

sebuah perangkat
daerah

daerah

tersebut mampu

menemukan, mengenali dan merespon aspek-aspek strategis dengan
berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Aspek strategis yang dapat
mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah adalah :
a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Provinsi Sulawesi Tengah ;
b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Tengah.
Selain aspek strategis, dalam mengemban tugas dan menjalankan
fungsi pelayanannya, BPKAD dihadapkan pada berbagai permasalahan,
diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Akar Masalah

Rumusan Isu

Sumber Masih Perkembangan Kebutuhan peningkatan

Daya terbatasnya | teknologi, informasi | kualitas SDM BPKAD

Manusia pegawai dan aplikasi yang yang adaptif terhadap
yang begitu cepat teknologi dan mampu
memiliki mengelola keuangan
kapabilitas serta aset daerah secara

profesional dan
akuntabel

Sarana dan | Sarana dan | Kapasitas gedung Modernisasi dan

Prasarana | prasarana kantor tidak sesuai | pengembangan sarana

Kantor perkantoran | dengan jumlah serta ruang kerja yang
yang kurang | pegawai memadai sesuai
memadai, kebutuhan organisasi
ruang kerja untuk meningkatkan
terbatas produktivitas dan
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pelayanan BPKAD

Tindak Percepatan Kurangnya Penguatan mekanisme
Lanjut tindak lanjut | perhatian dari pihak | koordinasi, pengawasan,
Temuan serta ketiga, perangkat dan percepatan
Audit penyelesaian | daerah/stakeholder | penyelesaian temuan
hasil temuan | dalam penyelesaian | audit baik internal
pemeriksaan | tindak lanjut maupun eksternal yang
berdampak pada
akuntabilitas keuangan
daerah
Pengelolaan | Lambatnya | Perubahan regulasi | Percepatan adaptasi
Keuangan | proses dan kebijakan regulasi dan kebijakan
Daerah pengelolaan baru serta optimalisasi
keuangan proses pengelolaan
daerah keuangan daerah melalui
teknologi dan perbaikan
sistem perencanaan
Pelaporan Laporan Kurangnya Peningkatan pemahaman
Keuangan | keuangan pemahaman dan kapasitas pengelola
Perangkat | masing- pengelola laporan laporan keuangan
Daerah masing keuangan tentang perangkat daerah untuk
perangkat Standar Akuntansi | menyusun laporan yang
daerah Pemerintah (SAP) berkualitas dan tepat
belum waktu
akuntabel
dan tepat
waktu
Integrasi Sistem Modul BMD belum | Pengembangan dan
Sistem informasi terintegrasi ke penerapan sistem
Informasi pengelolaan | perencanaan, informasi yang
Pengelolaan | keuangan penganggaran, terintegrasi secara
Keuangan |dan Barang | penatausahaan menyeluruh mendukung
MD belum keuangan dan akuntabilitas dan
terintegrasi | pertanggungjawaban | efisiensi pengelolaan
keuangan dan BMD
Koordinasi | Koordinasi Inventarisasi dan Penguatan koordinasi
Pengelolaan | pengelolaan | pengamanan BMD dan sinergi antar
BMD BMD dengan | tetap belum Perangkat Daerah
Perangkat maksimal, belum Provinsi Sulawesi Tengah
Daerah tertibnya dalam pengelolaan BMD
Provinsi pengamanan BMD, | serta optimalisasi
Sulawesi dokumen lahan inventarisasi dan
Tengah belum lengkap pengamanan aset dengan
belum dokumen yang lengkap
optimal dan valid
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Pada Bab II Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dilakukan
identifikasi permasalahan pembangunan yang berfokus pada realita capaian
pembangunan serta kesenjangan dengan kondisi ideal yang diharapkan.
Permasalahan ini diuraikan sebagai kondisi nyata yang menjadi hambatan
atau tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi

Sulawesi Tengah .

Secara khusus, dalam pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, permasalahan difokuskan pada
aspek pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, transparansi, akuntabilitas,
dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Rumusan permasalahan ini
berangkat dari kesenjangan antara capaian layanan dan tata kelola keuangan
yang ada dengan standar pengelolaan yang ideal, sehingga memerlukan
pembenahan terarah dan strategis.

Identifikasi permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menyusun
kertas kerja yang memetakan isu-isu kunci serta memberikan gambaran
terperinci mengenai tantangan yang harus dihadapi dan dikelola oleh BPKAD
ke depan. Kertas kerja ini diharapkan menjadi alat bantu yang efektif dalam
perencanaan program dan kebijakan serta mendorong pencapaian sasaran
pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Rumusan isu dan
identifikasi permasalahan sesuai Bab II RPJMD 2025-2029 yang berkaitan
dengan pelayanan BPKAD, berdasarkan rumusan kondisi nyata (realita) dari

akar masalah dan kesenjangan capaian dengan kondisi ideal.
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SULAWESI TENGAH

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



2.1

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Cascading kinerja adalah menurunkan kinerja secara bertahap dan
terbagi habis sampai dengan level paling bawah. Cascading kinerja disusun
dengan tujuan agar organisasi mampu menyelaraskan Kkinerja organisasi
terhadap kinerja unit kerja maupun kinerja individu dengan baik, memiliki
acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, maupun individu, serta
mampu mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efisien dan

tepat guna.

Dalam mewujudkan misi Gubernur Tahun 2021-2026, maka BPKAD
mengampu misi keempat yaitu mewujudkan Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintah Bersih,Inovatif , Kolaboratif Serta Keamanan Daerah Yang Tangguh
Berlandaskan Nilai Religius Dan Kearifan Lokal. Berdasarkan tugas pokok dan
fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah maka
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yaitu
“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (akuntabel,
inovatif, efisien, dan transparan) dengan indikator Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah (IPKD).

Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu
meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan
indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD, Indeks Pengelolaan Aset
(IPA) serta Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:
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¥ BXHAD
BAGAN 2.1

CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MISE4 :
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH, INOVATIF,
ROLABORATIF A KEAMANAN DAERAH Y ANG TANGGUH

BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KEARIFAN LOKAL

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG DEMOKRASLBERSIH,INOVATIF,DAN

SASARAN RPIMD :
| TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Ir YANG BERKUALITAS

=

INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(1K)

[ TUJUAN PERANGKAT DAERAH : |
. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN
| YANG YANG BERKUALITAS (AKUNTABEL,

| INOVATIF, EFISIEN DAN TRANSPARAN)
\

INDEKS PENGELOEAAN KEUANGAN DAERAM PEDY

SASARAN PERANGKAT DAERAH : ?
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NILAIINDEKS PENGELOLAAN KEUANG/
‘RAH (IPKD)

PROGRAM PENUS iG _ _ _ ___ PROGRAM
URUSAN PEMER PROGRAM PENGELOLAAN PE_?‘\;(_-H.l-_LIIJL AAN BARANG
DAERAH PROVINSI N DAERAF MILIK DAERAH
'- - Nilai IPKD Dimensi ' [ : '.
Nilai Indeks Reformasi | i _ fndeks Pongslobegw Asct CBA).
57 2 kesesuaian dokumen
Birokrasi BPKAD 1 , perencansandan L J
v, ] <l | =S —== 4
o I"\. ettt ,-r Pmenmal’cmubahm_ Nilai Aset
Nilai Indeks Pengelolaan | e e Tetap |
Keuangan Daerah | | Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian J
| Anggaran Belanja dalam APBD |
J i
g

! Nilai IPKD Dimensi Penyerapan '

| Nilai IPKD Dmrmu kondisi

Nilai [PKD Dimensi Opini BPK |
Atas LKPD |
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penganggaran

Hﬂﬁmmmndl’_bnymnm.&nmm
Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah
Nilai Dimensi Opini BPK Atas Laporan

L I ]

Daerah

Nilai TPKD Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan

Nilai [IPKAD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

DARRAH PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Eepungan h Dacrah yung di
*  Persentsse Dokumen Pesyusanan Rabvuputen/Kota amas sesial Btandar Akuntans|
A-mmw y '-“‘ iase : A yung Prmerintaban m
‘endangan das Sistom
Peugecdalian
7 (Tujild Sub Keglatan 2 [Dua) Bub Keglatan # {Duiapan) Sub fegiatan 4Empan Bub Kagiatan 3 [Tigsi Sub Keglalun
ol Fstslab Lagotan
s Prtuam Yancangan NP e et Dotz AN dumian
oo gy VERIFIRAS] Taw Ealesbechons = Laporan Hand
AN TIAN iy (eimam YANLPATEN, oo, Lt A HOORDINAS DA Sumtah Dikrmen Hns VEW AN, ERUITA Veuiifcand Aaet, FARBNCANAAN | ndiisia
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AN PEAS Dimua RARCANIAN Bandasm Parvhutmn Progeiuian Kas Dases BRLARIA PRMBIAYA dagois, PRNFALURAN dury Pemyshuran
PERATURAN IRPaLs | Kewala AN TAN ey g BANTUAN Bantiion
DAERAM TEXTANG b e ey Bauligietan 10 KBUANGAN
oty o APHE Hlabas: Kedangan
KABUFATEN/ KOTA ey N
BVALUAS.
Sumish
EARCARGAR e
DA FENTANG " 2 Dt FENYIAPAR, fa arlats Lapo
L o 4 T
i ™ i APER Seutany Pors bl PELAKSANAAN Suwndah ks Fasit HEUARGAN Raign | PENGELOLAAN I.:;m Hasil
T Berubaban KA dus X BOTA . P FENOENDALIAN DAN dan AEPD,BLUT DAR SHPD,BLUD dam DANA Aoy
e . perabiakan PFAS yang AN KANCARGAN s o PENERETTAN e LAPORAN DARURAT DA L s
2 st x.,i"."\':."&m - ANGGARAN KAS DAN HELAMGAN Femritiinh Duersh MENDESAK Darurat
ABARAN ‘temtang & L ) 3 yang Tatheatachdan dan Mandesak
- i
PER JREE T ERAH
ROTA
KORTANAR DAN
PERATURAN Peraiiran Dusrah
BARRANTENEANG, tetang
PEFTANGGUNGIAWA Jumiah
ROIREINASL, Hay Faluicnanuun APHD PENGELOLAA
L I v il [l e | o NpasARAGT | e
VERIFINAS RHA yan i " R Rane ran HASIL iy
" TR P by Domeraty PRERATURAN Kopunln Dwmsh POV .
DAERAH KEPALA taritay Freysbacay Provins
AERAN TENTANG L
Peinloaanna)
PEETANGCUNGIAWA | Pravine
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APED
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e Indeks Pengelolaan Aset (IPA/IPBMD)
¢ Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Aset Yang Disusun

Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan

Persentase Dokumen Penghapusan dan

Pemindahtanganan Aset Yang Disusun

Disusun

Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang

11 (Sebelas) Sub Kegiatan

PENYUSUNAN STANDAR
HARGA

Jumlah Standar Harga yang
Disusun

PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah

PENATAUSAHAAN BARANG
MILIK DAERAH

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah

INVENTARISASI  BARANG | Jumlah  Laporan Hasil
MILIK DAERAH Inventarisasi (LHI) Barang
Milik Daerah
PENGAMANAN  BARANG |pomieh | Lavorsn - Has
MILIK DAERAH g ng
Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik

PENILAIAN BARANG MILIK
DAERAH

Daerah dan Hasil Koordinasi

Penilaian Barang Milik

Daerah
PENGAWASAN DAN | Jumlah Laporan Hasil
PENGENDALIAN Pengawasan dan
PENGELOLAAN BARANG | Pengendalian Pengelolaan
MILIK DAERAH Barang Milik Daerah
OPTIMALISASI Jumlah Dokumen Hasil
PENGGUNAAN, Optimalisasi Penggunaan,
PEMANFAATAN, Pemanfaatan,
PEMINDATANGANAN, Pemindatanganan,
PEMUSNAHAN, DAN | Pemusnahan, dan
PENGHAPUSAN BARANG | Penghapusan Barang Milik
MILIK DAERAH Daerah
REKONSILIASI DALAM | Jumlah Laporan Hasil
RANGKA PENYUSUNAN | Rekonsiliasi dalam Rangka

LAPORAN BARANG MILIK
DAERAH

Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

PENYUSUNAN LAPORAN
BARANG MILIK DAERAH

Jumlah Laporan Barang Milik
Daerah yang Disusun
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2.2

STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

rg‘?'

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didanai dari APBD

terdiri 3 Program, 13 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Struktur program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya

sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2025 maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Langsung Pencapaian Sasaran

ANGGARAN SEBELUM | ANGGARAN SETELAH | BERTAMBAH /

o FREOORAN | KEGRATAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG

1 2 3 4 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.328.938.089.598,68 1.296.099.853.338,39 Berkurang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ,
DAERAH PROVINSI 486.981.643.899,05 244.430.023.812,77 Berkurang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

1 Perangkat Dasrah 780.824.450,73 853.654.950,73 Bertambah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 158.891.450,73 171.644.950,73 Bertanibiah
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 56.301.000,00 54.488.000,00 Berkurang
Koordinasi dan Penvusunan Dokumen Perubahan 67.950.000,00 46.700.000,00 Berkurang
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan DPA-SKPD 60.350.000,00 57.100.000,00 Berkurang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 48.850.000,00 48.850.000,00 0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 388.482.000.00 474.872.000,00 Bertambah

2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 477.240.072.046,50 231.175.502.989,22 Berkurang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 476.211.478.196,50 230.418.345.139,22 Berkurang
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 05.640.000,00 341.690.000,00 Bertambah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 41.061.250,00 41.061.250,00 0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 107.250.000,00 107.250.000,00 0
Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 508.431.100,00 200.945.100,00 |  Berkurang
Pemeriksaan :
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 40.961.500,00 40.961.500,00 0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi An S5 25.250.000,00 25.250.000,00 0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

B Daerah 127.361.966,00 120.261.966,00 Berkurang
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 13.500.000,00 0

Daerah SKPD

13.500.000,00
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o PRoGRa / znTAN A ik | e e |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 56.327.050,00 57.467.050,00 Bertambah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 57.534.916,00 49.294.916,00 Berkurang

5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 627.876.200,00 721.459.125,00 Bertambah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 41.951.150,00 102.701.150,00 Bertambah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 62.976.500,00 43.756.500,00 Berkurang
g"an“dl;‘;f‘f::; dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 85.362.000,00 64.074.475,00 |  Berkurang
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 143.853.550,00 214.382.000,00 Bertambah
e A pees SuStre 293.733.000,00 296.545.000,00 |  Bertambah

6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 850.170.560,65 1.315.690.082,32 Bertambah
geaiﬁdrﬁnngﬁmm R R SARLGAG0 85.595.384,00 | Dertambah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.914.400,00 181.911.050,00 Bertambah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.362.900,00 154.700.010,00 Bertambah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.079,583,65 222.066.638,32 Bertambah
S a vegharnes. Repw: Moortinamt dan Ronavions. 608.392.000,00 671.417.000,00 |  Bertambah

i | SOREALAR S NEE MK Dasrsts Basnnjeny Uimmn 1.261.664.883,76 3.107.507.036,76 |  Bertambah
Pengadann Kendaraan Perorangan Dinag atau 219.000.000,00 201.455.200,00 |  Berkurang
Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel 26.247.600,00 179,179.800,00 Bertambah
Pengadaan Aset Tetap Lainnya 601.099.545,00 2.202.843.256,00 Bertambah
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 415.317.738,76 524.028.780,76 Bertambah

8 ;:::miaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4.597.363.754,50 T Berkurang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 49.987.500,00 49.987.500,00
E;?n);idiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.490.320.400.00 i S R Bertambah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 243.793.600,00 427.313.600,00 Bertambah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.813.262.254,50 2.534.939.406,00 Berkurang

T Svwopesmmpicnci st e e e 1.496.310.036,91 2.603.067.164,74 |  Bertambah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Slen Pk endataaa Teronesgpet L sha 902.870.000,00 1.061.550.000,00 |  Bertambah
Kendaraan Dinas
Jabatan
gi?;ﬁﬁi&iﬁ%:ﬁg;?&m?amma 466.850.036,91 1.327.727.164,74 |  Bertambah
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 126.590.000,00 213.790.000,00 Bartarmbati

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN

BERTAMBAH /
BERKURANG

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

838.144.445.699,62

1.035.297.949.655,62

Bertambah

10

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah

4.146.909.025,00

5.413.746.225,00

Bertambah

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

504.006.250,00

535.313.150,00

Bertambah

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

245.383.600,00

352.745.600,00

Bertambah

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD

462.633.900,00

475.415.150,00

Bertambah

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD

173.858.225,00

133.388.225,00

Berkurang

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

1.667.834.800,00

1.817.831.100,00

Bertambah

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD

334.250.875,00

711.859.625,00

Bertambah

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah
Pemerintah Provinsi

758.941.375,00

1.387.193.375,00

Bertambah

11

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

726.252.382,00

1.048.726.182,00

Bertambah

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD

Kabupaten /Kota

508.368.375,00

804.212.575,00

Bertambah

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Kabupaten /Kota

217.884.007,00

244.513.607,00

Bertambah

12

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah

3.763.701.557,00

4.749,618.557,00

Bertambah

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

288.314.450,00

422.507.425,00

Bertambah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

492.318.490,00

492,994.980,00

Bertambah

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

595.893.410,00

680.670.410,00

Bertambah

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan

dan Dana Transfer Lainnya

439.162.642,00

869.413.637,00

Bertambah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan,/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK])

298.126.800,00

226.103.400,00

Berkurang

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan
Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas

269.644.550,00

137.984.550,00

Berkurang

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan
Instansi

Terkait

585.633.450,00

925.566.450,00

Bertambah

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan
yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

794.607.765,00

994.377.705,00

Bertambah

13

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah

4.257.582.741,00

4.583.416.241,00

Bertambah
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ANGGARAN SEBELUM | ANGGARAN SETELAH | BERTAMEBAH /
“" FROTAAN. | EERATAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, 947.765.250,00 Bertambah
Bt 1.044.045.000,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, B Gk
BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.257.720.500,00 1.309.048.650,00 5 2
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Be, it
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 1.035.622.118,00 1.142.201.368,00
Pelaksanaan APBD
Provinsi
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Bertambah
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.016.474.873,00 1.088.121.223,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
14 | Keuangan Daerah 825.249.999.994,62 | 1.019.502.442.450,62 | Dertambah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan 2.250.000.000,00 19.150.000.000,00 |  Bertambah
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 16.500.000.000,00 500.000.000,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 806.499.999.994 62 999.852.442.450.62 Bertambah
FROGRAM FENGELOLAAN EARANG MILIK DAERAH 3.812.000.000,00 16.371.879.870,00 | Bertambah
1B | Pengelohien Darang Milik Dasrah 3.812.000.000,00 16.371.879.870,00 | Bertambah
Perymamnien Sandar Harga 164.914.850,00 174.969.550,00 |  Bertambah
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah 106.592.700,00 151.152.200,00 |  Bertambah
Persticashesn Raokig M Dastah 1.259.149.350,00 1.266.443.150,00 | Bertambah
Inventarisasi Barang Milik Daerah 218.108.300,00 11.865.996.870,00 Bertambah
Pengamanan Barang Milik Daerah 715.432.950,00 1.186.273.100,00 Bertambah
Panfaian Barsng Milil Daersh 412.105.600,00 690.696.400,00 |  Dertambah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang
Milik Daerah 236.578.450,00 355.227.200,00 | Bertambah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, I | o =
Pemmdah_u}nganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 217.425.550,00 289.343.600,00 Bertambah
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah 276.225.500,00 120.318.800,00 |  Berkurang
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Bertambah

205.466.750,00

271.459.000,00

Sumber : Data Capaian Kinerja dan RKPD 2025
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2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

( Renstra 2021-2026)

INDIKATOR
SASARAN PENJELASAN /| FORMULASI PENANGGUNG
TUJUAN UTAMA SUMBER
STRATEGIS KINERJA PERHITUNGAN DA JAWAB
T judnya Meningkatnya (1. Indeks
t:tla—: ::tjzi)las Kuli t;:k = Pengelolaa IPKD adalah Indeks Pengelolaan Keuangan
Bemmerintalian pengelol - Daerah yang mencakup 6 dimensi yaitu :
Yang Kenangan Keuangan a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan e Sekretariat
Berkualitas Daerah Daerah Penganggar_an . . ’ B%d‘ Anggaran
(Akuntabel (IPKD) b. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam Kementrian e Bid.
A ! APBD Dalam Negeri Perbendaharaan
Efesien , A c. Transparansi Pengelolaan « Bid. Akuntansi
d. Penyerapan Anggaran
Transparan
B e. Kondisi Keuangan Daerah
f. Opini BPK atas LKPD
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
Meningkatnya b, Indeks Akuntabel
kualitas ’ Pengelolaa 2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap T
Pengelolaan A Mger Peraturan Perundang-undangan D Dhceiti Bid. Aset
Barang Milik (P A1] 3. Pengawasan dan Pengendalian BMD &
Daerah yang Efektif
4. Administrasi BMD yang Andal
Opini BPK adalah pernyataan pemeriksa
BPK tentang  kewajaran informasi
3. Opini BPK | keuangan dalam laporan keuangan.
Meningkatnya Terhadap Penentuan opini didasarkan pada 4
kulitas Laporan kriteria yaitu : ;
d
pengelolaan Keuangan a. kesesuaian dengan standar akuntansi ]?(iua;!l’:fﬁ;l:;? Semua Bidang
Keuangan Pemerinta pemerintahan; e
Daerah h Daerah b. Kecukupan pengungkapan informasi;
(LKPD) c. Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan;
d. Efektifitas system pengendalian intern
Sumber : IKU Kepala BPKAD 2021-2026
TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
( Renstra 2025-2029)
INDIKATOR
SASARAN PENJELASAN / FORMULASI PENANGGUNG
TUJU. S
AN STRATEGIS KU;ERJAHAA PERHITUNGA UMBER DATA JAWAB
Ti jud Meni tnya |l. Indek
- kl;?tfsgka ¥ P:n';;o}aa IPKD adalah Indeks Pengelolaan Keuangan
ettt pengelolaan " Daerah yang mencakup 6 dimensi yaitu :
Yang Keuangan Keusngan |& Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan * Sekretariat
Berkualitas Daerah Daerah Pe"ga“ggm,a ) ) * de‘ Anggaran
(Akuntabel (IPKD) h. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam Kementrian * Bid.
lnévatif ' APBD Dalam Negeri Perbendaharaan
Efesien ’ gic i. Transparansi Pengelolaan e Bid. Akuntansi
Transparan Jj. Penyerapan Anggaran
k. Kondisi Keunangan Daerah

Opini BPK atas LKPD

Sumber : IKU Kepala BPKAD 2025-2029
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Berdasarkan tabel diatas 2.3 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU)
berdasarkan Renstra 2021-2026 dibuat dengan tiga indikator kinerja yaitu
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA),
dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan pada tabel 2.4 Perubahan Renstra 2025-2029
Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi 1 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah (IPKD)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan atau
alat ukur objektif yang digunakan oleh instansi pemerintah dan organisasi
untuk menilai sejauh mana target strategis telah tercapai dalam periode
tertentu. Setiap akhir tahun, pencapaian IKU akan dilaporkan
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hasil
ini akan menentukan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) yang menjadi cerminan efisiensi birokrasi pada Opd tersebut.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan
tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja aparatur.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan
dicapai dalam Tahun 2025:
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangha mewujudkan manajemen pemermtahan vang ctektill transparan dan akuntabel serta
berorientas) pada hasil, kami vang bertanda tangan di bawah

Nama Dr H RUDIDEWANTO. SE.MM
Jabatan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawest engah
selanjuiny a disebut PIHAK PERTAMA

Nama - HLRUSDY MASTURA
labatan : Crubernur Sulawest engah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA. selanjuinya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja vang seharusnya sesuai lampiran
perjanpian i dalam rangka mencapar target kinerga jangka menengah seperti yang telah dinetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAKN KEDU A akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penehargaan dan sanksi sesuai ketentuan vang berlaku

Palu SO Januari 2028

PIHAK KI DUA, PFIHAK PERTAMA,

GUBERNUR SULAWES] TENGALI Pl KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEHANGAN DAN

ASE T DAT RAT PROVINSI SUTLAWESTH TENGAH

{ -
| U«,’
H. RLSDY MASTL RA Dr. H.RUDIDEWANTO, SE.. MM
Pembina Utama Madyva
NIP. 19701209 199103 1 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

N Sasaran Strategis Indikator Kinerja .[ Target
ey ————————— s i
Memnghatnya Kuaitas Penpelolaan Revangan dar Wi RP'K orhadap Laparan Redangan Pemeriatan Daveah | 100
Mir s MK Doorat (LKPD
i . e _— SESHEES. e i
Memoghainva huasatas pengelodan Revangan Davrah deks Pengelolaan Nevangan Daerah | L1
} . e L T, — i S e I . i
A ETUNZRATAVA hisaitas 14t seloma Pengeloiaan Barang indeks Fengelulaan Asel { (%1
Wil Daerah
WIGTRAM WNGGARAN RETERANGAN
e Pdmdngang usan Pemwesontahan Daceab Provin THE Y95 ] 54489 0 Sumber dana vang
uram Pengelclaan Xevangan (laeran Q 438 144 345 /99 00 digunakan pada
T P ORTant in
e bolaan Rarang Mikik acerah 3y L2000 000 PO & "_._ !
adatall APHD
TOTAL Rp 1LLIZH.938.089 598,00

§ Tengah

H. BUSDY MASTURA

P Kerprania Batla
engeloian Kevangan dan Aset Daerah
oINS M bawes il

HUDI DEWANTO, SE. MM

tama Madva

Hemnina

NI E9701209 159107 | 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028

Dalam rangha mewujudhan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientast pada hasil, kami yang bertanda tangoan di bawal ini :

Nama s Dr. . RUDIEDEWANTO, SELMM
Jabatan : Pl Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Ducrah Provinsi Sulawesi
Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . ANWAR HAFID
Jabatan ¢ Gubernur Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kincrjn yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan meclakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pembenan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 1l Desember 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

ERNURSULAWESI TENGAH  Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
%S ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
1</ & .

S ANWAR HAFID Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No. Sasaran Strategls Indikator Kinerja I Target
1 [Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah |- Nilal Indeks Pengelolaan Keuangan Dacrah (IPKD) ] 78,32
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 244.430.023.812,77 Sumber dana yang
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp  1035297.54965562 CIunakanpada
3 Pengelolaan Barang Millk Daerah Rp 16.371.879.870.00 “T::I:!:TFE;D.
TOTAL Rp 1.296.099.853.338,39

Palu, 11 Desember 2025
Gubernur Sulawesi Tengah Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawes| Tengah

Dr.H. RUD] DEWANT Q. SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah
dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan
kepada pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah  Provinsi  Sulawesi Tengah disusun sebagai  bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.
Penyajian akuntabilitas kinerja ini dilakukan melalui penilaian,
pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi terhadap pencapaian sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan
Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun serta Perjanjian
Kinerja Perubahan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-
2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyesuaian tersebut
dilakukan seiring dengan perubahan dokumen RPJMD Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sehingga berdampak pada
perubahan Rencana Strategis BPKAD tahun 2025-2029.

Kinerja organisasi diukur melalui indikator kinerja pada setiap
sasaran strategis yang diperjanjikan. Hasil pengukuran selanjutnya
dianalisis untuk menilai tingkat pencapaian target, tren capaian antar
tahun, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala
pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui penyajian Bab ini, diharapkan diperoleh gambaran
capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah selama Tahun QOQS yang dapat digunakan sebagai dasar

perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja
yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, disusun analisis

capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
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Sulawesi Tengah. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara

rencana kinerja (performance plan) dan realisasi kinerja (performance

result) untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian target serta kesenjangan
kinerja (performance gap) yang terjadi. Sesuai dengan ketentuan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, analisis capaian kinerja

dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

a. membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun berjalan;

b. membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun berjalan dengan
tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;

c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan
dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan
strategis;

d. membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi nasional atau daerah
lain yang relevan;

e. menganalisis faktor penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan
pencapaian kinerja serta alternatif langkah perbaikan; dan

f.  menganalisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran strategis.

Sehubungan dengan adanya periode transisi perencanaan strategis
pada Tahun 2025, analisis capaian kinerja disajikan dalam dua bagian,
yaitu analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu
pada Renstra 2021-2026 dan analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2025-2029.

A. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN INI

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan strategis di
Provinsi Sulawesi Tengah seiring dengan penetapan RPJMD Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai pengganti RPJMD Tahun
2021-2026. Perubahan dokumen perencanaan strategis tersebut
berdampak pada penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang
selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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TABEL 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

(Renstra 2021-2026)

No Sstn ¢ nl Indikator Kinerja | Target  Realisasi | Capaian Kategori | Tahun
| Meningkatnya Indeks Pengelolaan Perl Tahun
kulitas Keuangan Daerah 78,32 | 75037 | 96,23% | r;".g Ukur
1. | pengelolaan (IPKD) SERELAR | 2025
| Keuangan Daerah
Meningkatnya
2, kualitfs . Tahun
o _ Indeks Pengelolaan 213 Baik - - Ukur
Pengelolaan Aset (IPA ?
Barang Milik i ) 2026
8 Daerah - -
Opini BPK Terhadap Sangat Tahun
: Laporan Keuangan WTP WTP 100% v Audit
3 Keuangan Pemerintah Daerah Tingei 2025
’ ‘ (LKPD)
Sumber : Hasil olah data
TABEL 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)
[ Sasaran '
| No Strategls Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kategori | Tahun
Meningkatnya Indeks
. Tahun
kulitas Pengelolaan ; - Perlu
1. | pengelolaan Keuangan Daerah | /002 | 79037 | 96,23% |,y ikan | %‘;5"
Keuangan (IPKD)
Daerah |

Sumber : Hasil oIa,lh data

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target IPKD antara lain:

» Prioritas yang Berubah:

Pergeseran prioritas pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan

mandatory spending dan pemenuhan SPM kebutuhan atau peraturan

yang berlaku dapat menurunkan nilai.

+ Ketidakseimbangan Belanja:
Alokasi belanja yang timpang antara belanja operasional dan belanja
modal, yang tidak mendukung pembangunan daerah secara efektif.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Skor transparansi dapat turun jika akses informasi publik terhadap
dokumen keuangan daerah, seperti APBD, laporan keuangan, dan
informasi pengadaan barang/jasa, kurang optimal atau tidak tersedia

secara mudah di situs web resmi.
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1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang

ditetapkan berdasarkan peraturan Kemendagri (Permendagri Nomor 19

Tahun 2020) untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara sederhana, IPKD

bekerja dengan cara menginput dokumen keuangan daerah dan Dokumen-

dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan 6 dimensi pada IPKD.

Berikut adalah mekanisme cara kerja [PKD:

1. Enam Dimensi Pengukuran (Komponen Penilaian) Pengukuran IPKD

tidak hanya melihat satu sisi, melainkan enam dimensi utama:

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran: Apakah APBD
sejalan dengan dokumen rencana pembangunan (RKPD/RPJ MD).
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD: Fokus belanja pada
sektor produktif/pelayanan publik.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah: Ketersediaan informas;i
keuangan untuk publik.

Penyerapan anggaran: Efisiensi penggunaan anggaran sepanjang
tahun anggaran.

Kondisi keuangan daerah: Kesehatan fiskal daerah.

Opini BPK RI: Laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.

Mekanisme Pengukuran dan Penilaian

Penginputan Data: Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)
melakukan input data keuangan ke dalam sistem/aplikasi yang
disediakan oleh BSKDN Kemendagri.

Verifikasi: Kemendagri melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen
vang diunggah.

Pembobotan: Setiap dimensi memiliki bobot tertentu (total 100%)

untuk menentukan skor akhir.

3. Pemeringkatan Hasil

Berdasarkan nilai yang diperoleh, pemerintah daerah akan

dikelompokkan ke dalam tiga kategori (berdasarkan pedoman terbaru):

Kategori A (Baik): Nilai 81-100.

 Kategori B (Perlu Perbaikan/ Cukup Baik): Nilai 51-80.

Kategori C (Sangat Perlu Perbaikan /Kurang Baik): Nilai 50 kebawah

4. Tujuan IPKD

Peningkatan Kinerja: Mendorong daerah memperbaiki tata kelola

keuangannya agar lebih efisien.
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+ Evaluasi: Memberikan gambaran seberapa baik keuangan daerah
dikelola.

« Pembinaan: Membantu Kemendagri dalam melakukan pembinaan
dan pengawasan pengelolaan keuangan.

pada indikator IPKD terdapat 4 Program yang mempengaruhi pencapaian

program tersebut adalah.

a. Program penunjang urusan pemerintahan pada program ini yang
menjadi pendukung IPKD adalah Administrasi Kepegawaian pada sub
kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang
undangan karena kegiatan ini terkait dengan tata cara pengimputan
IPKD pada aplikasi. Hal ini sangat berpengaruh juga terhadap inputan,
apabila kita tidak paham tata cara penginputan maka dapat dipastikan
akan mengalami kegagalan atau hambatan. Karena dalam penginputan
banyak sekali template perhitungan anggaran yang harus dibuat.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada program ini yang menjadi pendukung ipkd adalah kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah,
KegiatanKoordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah, kegiatan
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
Pada kegiatan ini berkaitan dengan Kesesuaian dokumen perencanaan
dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD,
Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, dan OPini BPK.

* Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pada dimensi ini dituntut kesesuaian antara RKPD dan KUA PPAS ;
KUAPPAS dan APBD. Kendala yang dihadapi adalah, seringkali
program antara RKPD dan KUAPPAS berbeda anggaran programnya,
maka pada program yang tidak sesuai antara RKPD dan KUAPPAS
tidak mendapatkan nilai atau point, begitupun juga dengan
KUAPPAS dan APBD, apabila anggaran program tidak sesuai dengan
KUAPPAS dan APBD maka tidak akan mendapatkan nilai. Akan
tetapi apabila sesuai maka akan mendapatkan poin 1 ditiap program
yang sesuai.

* Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berkaitan dengan
pemenuhan mandatory pemerintah daerah. Hal ini berkaitan

dengan Alokasi infrastruktur sebesar 40 % dan pemerintah Sulawesi
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Tengah hanya mengalokasikan sebesar 26,2%. Selain itu Tidak
terpenuhinya alokasi atas perhitungan kebutuhan pada SPM
Pendidikan Menengah Pembinaan Minat, bakat dan kreartivitas
siswa, SPM Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat
yang terkena relokasi dan terkait dengan SPM Penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang layak huni bagi bencana

¢ Penyerapan Anggaran
Pada Dimensi ini, Pemerintah provinsi sulwesi Tengah telah
mendapatkan skor maksimal dengan pemenuhan penyerapan
anggaran sebesar 80%

* Kondisi Keuangan Daerah
Pada dimensi ini mengalami kendala terkait dengan kemandirian
fiskal karena dana transfer pemerintah provinsi Sulawesi Tengah
lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e Opini BPK atas LKPD
Pada dimensi ini pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sudah
,;mendapatkan skor maksimal dengan ukuran telah mendapatkan
opini WTP secara 3 Tahun berturut-turut.

2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) IPBMD adalah alat ukur kinerja yang
menilai  kualitas pengelolaan aset pemerintah (Barang Milik
Negara/Daerah atau BMN/BMD) secara komprehensif, seperti
akuntabilitas, kepatuhan, efektivitas pengawasan, dan keandalan
administrasi, yang diukur dalam skala nilai (seringkali skala 4) sebagai
bagian dari evaluasi reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola
yang lebih baik dan akuntabel.

Definisi & Tujuan:

» Alat Ukur Kualitas: IPA berfungsi seperti nilai Indeks Prestasi (IP) atau
hasil pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMD pada
tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan
mempertimbangkan hasil pengawasan dan pengendalian BMD.

« Bagian Reformasi Birokrasi: Ini menjadi komponen penilaian kinerja
dalam program reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola
pemerintahan yang lebih baik dan digital.

+ Pencegahan Korupsi: Peningkatan IPA diharapkan menurunkan risiko
korupsi dan penyalahgunaan aset pemerintah.

Parameter Pengukuran:
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Penilaian IPA didasarkan pada empat sasaran strategis utama, yaitu:

1. Pengelolaan Aset yang Akuntabel dan Produktif: Memastikan aset
digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan: Ketaatan terhadap regulasi
pengelolaan aset.

3. Pengawasan dan Pengendalian Efektif: Kemampuan melakukan
pengawasan yang kuat.

4. Administrasi yang Andal: Keandalan sistem administrasi aset.

3. Opini Bpk Terdapat LKPD, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan suatu
entitas disajikan secara wajar. Opini ini dikeluarkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah pemeriksaan atas Laporan Keuangan
yang disusun oleh Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan LKPD ini
menggunakan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK dengan
kriteria dalam pemberian opini BPK berdasarkan:

A. Kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah (SAP)
B. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures)
C. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan
D. Efektifitas sistem pengendalian intern (SPI)
B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN

KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BERAPA TAHUN
TERAKHIR;

Sebagai bahan perbandingan Realisasi Kinerja pada indikator
dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini

TABEL 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025
(Renstra 2021-2026)

2 3
|
5 Meningkatnya kulitas Indeks Pengelolaan Perlu
1 pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah B 77,593 2 | 78,32 75,037 96,23%
Perbaikan
Daerah (IPKD)
I Indeks Pengelolaan Aset
Meningkatnya kualitas {FP:] BERsRce Ree
2 Pengelolaan Barang Milik - - - 2,13 2.85 Baik
Daerah
Opini BPK Terhadap
= Laporan Keuangan
3 Keuangan Pemerintak Dasrah WTP WTP 100% . WTP WTP 100%
(LKPD) |

Sumber : Hasil olah data
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TABEL 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

Indeks Pengelolaan
Meningkatnya kulitas Keu'angan Daerah Per]
pengelolaan Keuangan (IPKD) B 77,593 e 78,32 75,037
Daerah Perbaikan

96,23%

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.3 dan Tabel 3.4 dapat kita lihat Realisasi Kinerja dan

Capaian Kinerja tahun lalu dan berapa tahun terakhir sebagai berikut :

Lo

IPKD Pada tahun Ukur 2024 realisasi kinerja berada di Angka 77,593
dengan capaian di nilai B (perlu perbaikan). Berdasarkan target pada
tahun ukur 2024 untuk capaian kinerjanya tercapai 100%. Sedangkan
pada tahun ukur 2025 target kinerjanya B dan hasil yang dicapai juga B
artinya untuk target tahun 2025 yang tercapai 100% capaian kinerjanya.
Akan tetapi apabila kita melihat angka realisasi kinerja untuk tahun ukur
2024 dan tahun ukur 2025 mengalami penurunan angka dari 77,593
untuk tahun ukur 2024 dan 75,037 untuk tahun ukur 2025. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan pada
halaman 40.

Untuk LPKD tahun ukur 2024 ada beberapa hal yang menyebabkan

peningkatan LPKD dari tahun ukur 2023 adalah:

a. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yang hampir sesuai
dengan mandatory spending terkait infrastruktur, kesehatan, dan
pendidikan.

b. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan yang dibuktikan
dengan tersedianya data pengelolaan keuangan pemerintah provinsi

yang dapat diakses melalui website pemerintah Sulteng.

2. IPA/IPBMD

Untuk realisasi kinerja capaian kinerja IPA/IPBMD belum dapat di
bandingkan dengan realisasi kinerja capaian kinerja tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penilaian dan penginputan data
IPA/IPBMD baru dilakukan pada tahun 2025 yang akan di evaluasi pada
tahun 2026.
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3. Opini BPK Terhadap LKPD
Untuk opini BPK terhadap LKPD dapat dibandingkan realisasi kinerja dan
capaian kinerjanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024
opini BPK yang di capaian adalah WTP terhadap LKPD tahun anggaran
2023, begitu dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025. Pemerintah
Sulteng mendapatkan opini BPK WTP terhadap LKPD tahun anggaran
2024.

Realisasi Kinerja pada indikator pertama yaitu Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah (IPKD) dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram

berikut ini :

DIAGRAM 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun

HASIL PENGUKURAN IPKD
90
80
70
60
80 ;
4 Y
’ 30,598

30
20 Tidak

Ada
10 Ppredikat

2021 2022 2023 2024

K i Tahun ukur Tahun ukur Tahun ukur

2022 2023 2024 2025

Sumber : Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi,
Kabupaten, Kota se-Sulawesi Tengah

Berdasarkan Diagram diatas, Hasil pengukuran IPKD Prov. Sulteng TA
2021-2023 menunjukkan bahwa terus ada peningkatan dari tahun ke tahun,
namun mengalami sedikit penurunan pada TA 2024 yaitu sebesar 3%.

Penurunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat disebabkan
oleh :

1. Adanya penambahan kriteria penilaian bagi alokasi belanja pemenuhan
SPM pada Dimensi 2

LKIP TAHUN 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 46




2. Adanya Perubahan Mandatory Spending alokasi belanja infrastruktur
pelayanan publik dari 25% menjadi 40% diluar DBH dan Dana Transfer
kepada Kabupaten/Kota.

Terjadi perubahan pembobotan pada dimensi 6, dimensi 3 dan dimensi 5

4. Perubahan pengkategorian hasil pengukuran IPKD dari metode Baik (81-

100), Perlu Perbaikan (51-80), Sangat Perlu Perbaikan (kurang dari 51)

Tabel 3.5 Capaian Ipkd Perdimensi

DIMENSI TAHUN UKUR | TAHUN UKUR
2024 2025

[D.1 KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN -

PENGANGGARAN ’ ‘.‘ 10,704
D.2 PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DALAM o

APBD 4 ‘ 14,146
|D.3 TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN dra " 12,188

DAERAH y
[D-4 PENYERAPAN ANGGARAN 15 4.- 20
D.5 KONDISI KEUANGAN DAERAH 4,281 " 8
D.6 OPINI BPK ATAS LKPD 15 =) 10

PERINGKAT

Sumber : Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi,
Kabupaten, Kota se-Sulawesi Tengah

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

D2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Faktor yang mempengaruhi dimensi ini antara lain:

» Prioritas yang Berubah:
Pergeseran prioritas pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan
mandatory spending dan pemenuhan SPM kebutuhan atau peraturan
yang berlaku dapat menurunkan nilai.

» Ketidakseimbangan Belanja:
Alokasi belanja yang timpang antara belanja operasional dan belanja

modal, yang tidak mendukung pembangunan daerah secara efektif.
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D3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Skor transparansi dapat turun jika akses informasi publik terhadap
dokumen keuangan daerah, seperti APBD, laporan keuangan, dan
informasi pengadaan barang/jasa, kurang optimal atau tidak tersedia
secara mudah di situs web resmi.

3. INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) adalah alat ukur kinerja yang
menilai  kualitas pengelolaan aset pemerintah (Barang Milik
Negara/Daerah atau BMN/BMD) secara komprehensif, seperti
akuntabilitas, kepatuhan, efektivitas pengawasan, dan keandalan
administrasi, yang diukur dalam skala nilai (seringkali skala 4) sebagai
bagian dari evaluasi reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola

yang lebih baik dan akuntabel.

TABEL 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun
HASIL PENGUKURAN IPA

TARGET KINERJA

INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS UTAMA TAHUN UKUR TAHUN UKUR KETERANGAN

KINERJA 2024 2025
REALISAS!

Meningkatnya kualitas Indeks
Pengelolaan Barang Milik Pengelolaan 213 2,85 - - Baik
Daerah Aset (IPA) |

Sumber : perhitungan indeks pengelolaan aset (IPA)

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Capaian Indeks Pengelolaan Aset
(IPA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun ukur 2024 sebesar
2,85 lebih tinggi 0,72 dari indeks yang menjadi target yakni 2,13.

Penilaian tersebut dilaksanakan oleh Direktorat BUMD, BLUD dan
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hasil penilaian tersebut
disampaikan oleh kemendagri melalui hasil verifikasi dan disampaikan
melalui Zoom Meeting. Sedangkan untuk tahun ukur 2025 tidak
dilaksanakan pengukuran IPA(IPBMD). Hal ini disebabkan karena pada
tahun 2025 merupakan masa transisi penilaian IPA/IPBMD.
Kemendagri masih menyusun keputusan mendagri (KEPMEN) terkait
tata cara penilaian [PA/IPBMD
Parameter Pengukuran:

Penilaian IPA didasarkan pada empat sasaran strategis utama, yaitu:
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e Pengelolaan Aset vang Akuntabel dan Produktif: Memastikan aset
digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal.

e Kepatuhan terhadap Peraturan: Ketaatan terhadap regulasi
pengelolaan aset.

e Pengawasan dan Pengendalian Efektif: Kemampuan melakukan
pengawasan yang kuat.

* Administrasi yang Andal: Keandalan sistem administrasi aset.

3. Opini BPK Terhadap LKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah daerah di wilayahnya secara
konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menandakan pengelolaan keuangan yang
baik, meskipun seringkali disertai temuan perbaikan seperti kelemahan
dalam pengelolaan pendapatan, belanja, atau pertanggungjawaban,
terutama di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sulteng
sendiri telah meraih WTP berkali-kali, menunjukkan komitmen

akuntabilitas keuangan daerahnya.

TABEL 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

TARGET KINERJA

INDIKATOR
UTAMA
KINERJA

SASARAN
STRATEGIS

Opini BPK
Terhadap
Laporan
Keuangan Keuangan WTP 100% WTP 100% | WTP 100% WTP 100% Sangat
Pemerintah Tinggi
Daerah |

(LKPD) |
| . 1

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbandingan capaian
kinerja dan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah untuk
Tahun 2022 dan 2023 memperoleh opini WTP sesuai dengan target 100%,
serta untuk Tahun 2024 dan 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.
Untuk Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun
2024.
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. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN

INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM
DOKUMEN RENSTRA;

Renstra (Rencana Strategis) yang mengalami perubahan pada
Indikator Kinerja yang menandakan arah tujuan organisasi selama
periode perencanaan, dari Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra
tahun 2025-2029. Meskipun Renstra bersifat dinamis dan dapat
disesuaikan saat ada perubahan kebijakan dapat menunjukkan target

serta visi-misi masih relevan dan sesuai dengan RPJMD.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025
dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk mengetahui
posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap target akhir periode
Tingkat kemajuan capaian kinerja dihitung sebagai rasio antara
realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra. Hasil

perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 3.8 dan 3.9 berikut.

TABEL 3.8 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target
Jangka Menengah Di Renstra (Renstra 2021-2026)

Sasaran Target Akhir Tingkat
No Stratesi Indikator Kinerja Realisasi 2025 Renstra K puan

Meningkatnya

[
L kulitas Indeks Pengelolaan |
pengelolaan Keuangan Daerah 75,037 81,02 92,7 % |
Keuangan (IPKD) |
Daerah |
2. Meningkatnya
kualitas Indeks Pengelolaan 2.85 3,28 86,9 %
Pengelolaan Aset (IPA) |
Barang Milik |
Daerah \

Opini BPK Terhadap |
Laporan Keuangan WTP WTP | 100% |
Pemerintah Daerah |
(LKPD) ‘

Keuangan

Sumber : hasil olah data
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TABEL 3.9 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target
Jangka Menengah Di Renstra (Renstra 2025-2029)

I
i
|
| No ;;:“‘"l | Indikator Kinerja | Realisasi 2025 TWR t:?” R?;‘h' R
1
|
| Meningkatnya .
L. leulitas Indeks Pengelolaan
pengelolaan Keuangan Daerah 75.037 81,02 92,7 %
Keuangan (IPKD)
Daerah i

~ Sumber : hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.8 dan 3.9 diatas Pada Indikator pertama
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun
Anggaran 2025 mendapatkan realisasi sebesar 75,037 dengan target
akhir renstra cukup baik. Pengukuran dan penilaian IPKD berdasarkan
6 dimensi akan kembali dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan
formulasi terbaru.
Pada indikator IPKD dapat kita lihat Tingkat kemajuan antara
realisasi tahun 2025 denga target akhir renstra di tahun 2029 sebesar
92,7%. Untuk mencapai hal tersebut perlu beberapa hal yang perlu
dilakukan bukan hanya oleh BPKAd sebagai penanggung jawab akan
tetapi perlu juga komitmen kuat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) karena berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada semua
lini. Untuk mencapai tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Pagu program pada Pembahasan RKPD dan KUAPPAS harus sesuai
atau sama

b. Pagu program pada Pembahasan KUAPPAS dan APBD harus sesuai
atau sama

c. Pengalokasian anggaran harus memehuni mandatory spending dan
pemenuhan SPM yang telah disyaratkan beserta ouput dan
capaianya

d. Akses informasi terhadap dokumen keuangan daerah harus
dipublikasikan do website pemerintah provinsi sulaweis Tengah
paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya dokumen yang
disyaratkan

e. Penyerapan anggaran pemerintah provinsi Sulawesi tengah harus

mencapai minimal 80%
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f. Kondisi Keuangan daerah yang tidak bergantung pada dana transfer
pusat, akan tetapi bergantung pada PAD

Kemudian pada indikator 2, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) mengalami
peningkatan realisasi sebesar 2.85 dari target sebelumnya 2.13 dengan
target akhir renstra cukup baik, Pengukuran dan penilaian Indeks
Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun 2026 menunggu hasil dari Menteri Dalam

Negeri.

Kemudian pada indikator 3 yaitu Opini WTP menunjukkan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan sesuai standar
akuntansi pemerintah, pada Realisasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dengan target akhir Renstra 100% untuk dokumen LKPD Tahun 2024 dan
Tahun audit 2025. Opini BPK terhadap LKPD harus WTP di tiap
tahunnnya

D. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN
STANDAR NASIONAL
TABEL 3.10

Hasil dan Peringkat IPKD Tahun Ukur 2025
Berdasarkan SK Mendagri Pemerintah Provinsi daerah Sulawesi

Nilai IPKD Tahun
NO | Pemerintah Provinsi | Predikat 2024 Kategori
{(Tahun Ukur 2025)
1. Sulawesi Tenggara A 82,990 Baik
2. Sulawesi Selatan B 78,321 Per!u
’ Perbaikan
3. | Sulawesi Tengah B 75,037 Periu
’ o ga ? Perbaikan
4. | Sulawesi Utara B | 71,344 Perlu
Perbaikan

Sumber : hasil olah data
Data IPKD yang mengukur kinerja keuangan Tahun Anggaran

2024 (Tahun Ukur 2025) baru saja melewati tahap penginputan dan validasi
oleh BSKDN Kemendagri pada akhir tahun 2025. Hasil peringkat akhir
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untuk tahun ukur 2025 ini diumumkan secara resmi pada awal tahun
2026.

Untuk indikator IPKD Tahun ukur 2025 menggunakan Tahun
anggaran 2024. Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan mengapa nilai
pemprov belum mencapai nilai baik, hal ini disebabkan oleh
* Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pada dimensi ini dituntut kesesuaian antara RKPD dan KUA PPAS ;
KUAPPAS dan APBD. Kendala yang dihadapi adalah, seringkali program
antara RKPD dan KUAPPAS berbeda anggaran programnya, maka pada
program yang tidak sesuai antara RKPD dan KUAPPAS tidak
mendapatkan nilai atau point, begitupun juga dengan KUAPPAS dan
APBD, apabila anggaran program tidak sesuai dengan KUAPPAS dan
APBD maka tidak akan mendapatkan nilai. Akan tetapi apabila sesuai
maka akan mendapatkan poin 1 ditiap program yang sesuai.

¢ Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berkaitan dengan
pemenuhan mandatory pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan
Alokasi infrastruktur sebesar 40 % dan pemerintah Sulawesi Tengah
hanya mengalokasikan sebesar 26,2%. Selain itu Tldak terpenuhinya
alokasi atas perhitungan kebutuhan pada SPM Pendidikan Menengah
Pembinaan MiInat, bakat dan kreartivitas siswa, SPM Fasilitasi
penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi dan
terkait dengan SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi bencana

e Kondisi Keuangan Daerah
Pada dimensi ini mengalami kendala terkait dengan kemandirian fiskal
karena dana transfer pemerintah provinsi Sulawesi Tengah lebih besar
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bila disandingkan dengan Nilai IPKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

yang mendapatkan predikat baik dengan nilai 82,990 dapat dijelaskan

sebagai berikut :

* Kesesuaian Dokumen perencanaa dan penganggaran hamper seluruhnya

terpenuhi sehigga memberikan skor yang tinggi pada dimensi ini

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD hampir memenuhi

mandatory spending sehingga pada dimensi ini memiliki skor yang tinggi

hamper mencapai skor maksimal ) -
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» Transparansi Pengelolaan keuangan daerah hamper mendapatkan skor

maksimal disebakan karena hampir semua dokumen yang disyaratkan

terpublikasi dengan jangka waktu paling lambat 30 hari setelah

dikeluarkan

* Penyerapan Anggaran mendapatkan skor maksimal karena penyerapan

anggaran mencapai minimal 80%

* Opini BPK terhadap LKPD mendapatkan skor maksimal karena telah

mendapatkan opini BPK tiga tahun berturut-turut

Indeks Pengelolaan Aset (IPA), khususnya untuk Barang Milik

Daerah (BMD),

merupakan

indikator

kinerja

yang

relatif

baru

diimplementasikan dan terus mengalami penyesuaian, sehingga data

historis perbandingan nasional yang konsisten masih terbatas.

TABEL 3.11 Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi Lain

Bty Realisasi | Standar Nasional /
NO Tujuan / Sasaran Kinerja Tahun Provinsi /Nama CAPAIAN
2025 daerah lain
1, Kualitas Pengelolaan terhadap WTP Provinsi Jawa Barat kO l. 0
Keuangan dan BMD LKPD s€) 0
s/d 2024
; g WTP 10 kali
; Mempgkatnya Opini BEK Provinsi Sulawesi berturut-turut
2. Kualitas Pengelolaan terhadap WTP T h iak 2014
Keuangan dan BMD LKPD cnga seja
s/d 2024
. - WTP 12 kali
Mem.ngkamy o Opini BPK Provinsi Sulawesi berturut-turut
; Kualitas Pengelolaan terhadap WTP SO
Keu dan BMD LKPD Utara sejak 2012
euangan da s/d 2024

Sumber : hasil clah data

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Perbandingan WTP secara

nasional penjelasannya sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) ke-14 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Pemerintah Provinsi

Sulawesi

Tengah meraih opini

Wajar Tanpa




Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion
artinya menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa,
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun
laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Menurut opini BPK,
laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disebut di
atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember
2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang
memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan
pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan.
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E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /

PENURUNAN KINERJA SERTA

Pencapaian Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025. Ini menunjukan bahwa pencapaian
kinerja telah berjalan dengan baik. Capaian dalam Program-Program pada BPKAD

Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Adapun indikator kinerja Program kegiatan yaitu :

._

TABEL 3.12

wBXKAD
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2 3 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 85 85
Meningkatkan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan Pada
P kat Daerah
SRR Do Nilai IPKD Dimensi Transparansi 14,74 12.19
Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai) d d
PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen 8.93 10.7
Perencanaan dan Penganggaran (Nilai) ¢ !
Meningkatnya Tata Kelola
Anggaran
Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran
Belanja Dalam APBD (Nilai) 16 | 1A
PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Nilai IPKD Dimensi Penyerapan & Capaian 15 20
Perbendaharaan Kinerja Anggaran Belanja Daerah (Nilai)




Wi
B 1
Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan 4,28 8
Daerah (Nilai)
PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Nilai IPKD Dimensi Opini BPK Atas LKPD {5 10
Akuntansi dan Pelaporan (Nilai) |
|
PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
[
Meningkatnya Tata Kelola Aset !
Daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
(Persentase) 2,78 %79
Indeks Pengelolaan Aset (IPA) /Indeks 213 213
Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) . '

Sumber : RRJMD 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan penyebab keberhasilan dan
Kegagalan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan
a. Nilai Indeks RB pada tahun 2025 ditetapkan nilai indeks RB 85%,
sedangkan realisasi hanya 43,27%. Hal ini disebabkan oleh adanya
perubahan penilaian terkait RB terdapat bukti dukung yang ditolak
oleh aplikasi SPBE belum tersedia dokumen manajemen resiko
SPBE dan peta rencana SPBE.
1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Nilai [PKD Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan
Pada indikator Nilai Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan
ditetapkan target dengan nilai 10,70 dan realisasinya adalah 10,70
artinya capaian kinerjanya tercapai 100%. Hal ini disebabkan oleh

terdapat beberapa program yang sesuai antara Pagu dengan
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KUAPPAS, dengan Pagu KUAPPAS dengan APBD. Walaupun memang

belum mencapai angka maksimal pada dimensi ini.

. Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja

Dalam APBD pada dimensi ini ditetapkan target dengan nilai 17,43

sedangkan realisasi hanya 14,146 dengan capaian 81,16. Hal ini

disebabkan karena:

 Alokasi infrastruktur hanya sebesar 26.2% dari total belanja APBD,
tidak mencapai 40%

* Tidak memenuhi keterpenuhan alokasi atas perhitungan
kebutuhan pada SPM Pendidikan Menengah Pembinaan Minat,
Bakat dan Kreativitas Siswa, dan SPM Fasilitas penyediaan rumah
vang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
Pemerintah Daerah Provinsi

* Tidak memenuhi ketercapaian output atas target pada SPM
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana daerah provinsi

* Nilai [PKD Dimensi Transparansi
Berdasarkan realisasi nilai IPKD Diskusi Transparansi didapatkan
realisasi sebesar 100%. Hal ini disebabkan hampir terpenuhinya
semua dokumen yang menjadi Indikator Transparansi Pengelolaan
Keuangan Daerah

. Nilai IPKD Dimensi Penyerapan.

Pada dimensi ini capaian yang didapatkan adalah 100% disebabkan

karena realisasi yang didapat sesuai dengan yang ditargetkan yakni

20. Hal ini disebabkan karena semua belanja sudah memenubhi

penyerapan anggaran minimal sebesar 80%.

. Nilai dimensi Kondisi Keuangan Daerah

Pada dimensi ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan

realisasi nilai 8. Walaupun memang masih sangat jauh dari bobot

maksimal sebesar 20. Hal ini berkaitan dengan kemandirian
keuangan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek.
. Nilai Dimensi Opini BPK

Pada dimensi ini, capaian yang dihasilkan adalah 100% dengan

realisasi mencapai target maksimal 10. Hal ini disebabkan karena

Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan opini BPK selama 3 tahun

berturut-turut.
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3. Program Pengelolaan BMD

* Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada indikator Indeks Pengelolaan
Aset pada tahun 2025 belum dapat diukur disebabkan pada tahun
2025 belum dilakukan pengukuran IPA/IPBMD, pengukuran akan
dilakukan tahun 2026.

Selain penjelasan diatas, pada tahun 2025 Bpkad diperhadapkan pada
realisasi Anggaran yang tidak mencapai target, Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Terdapat Efesiensi Anggaran dan Pengendalian belanja perangkat daerah
pada TW IV Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan surat edaran Nomor 49
tahun 2025 sehingga setiap perangkat daerah harus melakukan evaluasi
prioritas belanja dengan memprioritaskan realisasi belanja daerah untuk
kegiatan yang bersifat wajib, mendesak dan memiliki dampak langsung
terhadap pelayanan publik.

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN yang hanya mencapai 62,34% hal
ini disebabkan oleh penganggaran PPPK yang sudah dianggarkan dari
bulan maret akan tetapi terjadi penundaan pengangkatan PPPK yang
semula bulan maret menjadi bulan juni.

Terdapat Realisasi dana bagi hasil Provinsi hanya sebesar 76,41% atau
sekitar Rp. 763.978,286,04 dari anggaran sebesar Rp. 999,852,442.62,-
hal ini disebabkan karena kurang salur Dana Bagi Hasil Tahun 2024 pada
beberapa kabupaten belum disalurkan dan Dana Bagi Hasil (DBH) TW IV
Tahun 2025 belum dilasalurkan oleh pemerintah provinsi kepada
pemerintah kabupaten/kota. Belum disalurkannya sebagian kurang salur
Tahun 2024 dan TW IV Tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan dalam
rangka menjaga keseimbangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi sumber daya yang dilakukan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terhadap
penyerapan anggaran belanja dalam mengukur capaian kinerja sehingga
pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bisa tercapai dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien,

sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini :
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TABEL 3.13 Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja |
Sasaran : Agusran - Tingkat

. Strategis \ ran (Rp) Realisasi (Rp) Efesiensi

Indeks
Pengelolaan
1 | Keuangan B 75,037
Daerah
(IPKD)

Cukup

Baik 1.261.890.036.403,84 | 938,337.804.964,04 | 74,36% 25,64%

Indeks

4 Eg:f‘ffgﬁm‘ 248 | 85 Rk 16.371.879.870,00 | 15.146.721.365,00 | 92,52% | 7,48%

Wajar Tanpa
3 | Pengecualian | WTP 100% 100%

(WTP) 4.583.416,241,00 4.222.213.169,00 | 92,12% 7,88%

Sumber : Dokumen LRA BPKAD

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk indikator IPKD yang mencakup kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, KegiatanKoordinasi pengelolaan
perbendaharaan daerah, kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dapat di hitung Tingkat
efisiensinya berdasarkan total anggaran dan realisasi anggaran,
didapatkan hasil sebesar 25,64%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat
efisiensi secara standar masuk pada kategori sangat rendah.
Berdasarkan hasil tersebut dapat dikaitkan bahwa efisiensi dan target
untuk IPKD harusnya tercapai akan tetapi untuk IPKD Tahun 2025
tidak tercapai disebakan oleh beberapa factor yang sdh dijelaskan di
awal seperti adanya perubahan inddikator pengukuran dan perubahan
skor pembobotan pada beberapa dimensi. Tidak terpenuhinya

mandatory spending infrastruktur sebesar 40 %.

2. IPA/ IPBMD
Untuk indikator [PA/IPBMD belum dapat diukur disebabkan karena

pada Tahun 2025 Kementrian Dalam Negeri masih menyusun
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Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penilaian Indeks
Pengelolaan Aset/ Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga

untuk efisiensi Indikator tersebut belum dapat di hitung

Opini BPK terhadap LKPD

Untuk  indikator  opini BPK terhadap LKPD, mencakup
kegiatanKoordiansi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah. Hal ini dapat di hitung Tingkat efisiensinya berdasarkan total
anggaran dan realisasi anggaran, didapatkan hasil sebesar 7,88%. Hal
ini menandakan bahwa Tingkat efisiensi secara standar masuk pada
kategori sangat rendah yaitu dibawah 80%. Berdasarkan hasil tersebut
dapat dikaitkan bahwa efisiensi dan target tetap tercapai walaupun
terdapat efisiensi sebesar 7,88%. Hal ini ditandai dengan tercapaiaya
target WTP pada tahun audit 2025

ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN
KINERJA

Pada tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 1 Program Penunjang dan 2
Program Prioritas serta 13 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini
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3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel maka penggunaan anggaran yang efektif dan
efisien perlu dilakukan serta penggunaan anggaran yang dapat
dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Perubahan Tahun 2025, BPKAD mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.296.099.853.338,39,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
970.240.626.787,04,-

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari
selisth antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran
dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu
anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Hal ini sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga.

Untuk mengukurnya dapat dilihat berikut ini :

RA
= > X 0
P oy X 100%

Penyerapan anggaran
Akumulasi Realisasi Anggaran
= Akumulasi Pagu Anggaran

za
Il

= 1.296.099.853.338,39 X 100 %
970.240.626.787,04

= 74,86 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

LKIP TAHUN 2025 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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3.3 INOVASI

Dalam mendukung kinerja BPKAD dalam membuat terobosan
pengelolaan data dan pelaksanaan kinerja pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025

sebagai berikut:

Sekretariat

Aplikasi SISTER

Sistem Evaluasi Kinerja Terintegrasi

Dashboard

il Tahan

| Croives SRS

5,002,852 57 LooMe 1,323 835 436 a1 67

Sistem Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SISTER) adalah Aplikasi
tahun pembuatan 2025 yang dirancang untuk memudahkan Pimpinan
dalam melakukan Evaluasi Kinerja BPKAD secara Realtime dan dapat
memudahkan  pimpinan dalam melakukan Evaluasi Kinerja
bawahannya. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKAD
yang berdampak pada pertimbangan pimpinan dalam pengambilan
keputusan.
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3.4 PENGHARGAAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah

mendapatkan Penghargaan sebagai berikut:

Penghargaan SAKIP AWARD dari
Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh
Tahun 2023 karena dalam Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah BPKAD mendapatkan
Nilai 85,65 dari nilai maksimum 100
dengan kategori A.

Penghargaan SAKIP AWARD dari
Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh
Tahun 2024 karena dalam Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah BPKAD mendapatkan
Nilai 87,90 dari nilai maksimum 100

dengan kategori A.

Penghargaan SAKIP AWARD dari
Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh
Tahun 2025 karena dalam Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah BPKAD mendapatkan
Nilai 85,10 dari nilai maksimum 100

dengan kategori A.

BPKAD Mendapatkan Penghargaan
Peringkat 3 Kategori Perangkat
Daerah Terinovatif Tahun 2024
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BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja
dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja juga dapat dijadikan saran
atau pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran,
penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, dan
laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun
Anggaran 2025 dapat dikatogerikan sangat memuaskan dengan capaian
realisasi anggaran mencapai Rp. 970.240.626.787,04,- atau 74,86% dari
anggaran sebesar Rp. 1.296.099.853.338,39,- dan capaian realisasi Indikator
Kinerja Utama (IKU) yakni Penyerapan anggaran belanja ini mendukung 3
(tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Pada indikator IPKD dapat kita lihat Tingkat kemajuan antara
realisasi tahun 2025 denga target akhir renstra di tahun 2029 sebesar
92,7%. Untuk mencapai hal tersebut perlu beberapa hal yang perlu
dilakukan bukan hanya oleh BPKAd sebagai penanggung jawab akan tetapi
perlu juga komitmen kuat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
karena berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada semua lini. Untuk
mencapai tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Pagu program pada Pembahasan RKPD dan KUAPPAS harus sesuai
atau sama

B. Pagu program pada Pembahasan KUAPPAS dan APBD harus sesuai
atau sama

C. Pengalokasian anggaran harus memehuni mandatory spending dan

pemenuhan SPM yang telah disyaratkan beserta ouput dan capaianya
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D. Akses informasi terhadap dokumen keuangan daerah harus
dipublikasikan do website pemerintah provinsi sulaweis Tengah paling
lambat 30 hari sejak dikeluarkannya dokumen yang disyaratkan

E. Penyerapan anggaran pemerintah provinsi Sulawesi tengah harus
mencapai minimal 80%

F.  Kondisi Keuangan daerah yang tidak bergantung pada dana transfer
pusat, akan tetapi bergantung pada PAD

G. Opini BPK terhadap LKPD harus WTP di tiap tahunnnya

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target
terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra BPKAD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dan khususnya untuk tahun
2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan. tentu masih
terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme
penyampaian Laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka selebar-lebarnya
kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang
akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, dan
petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan Sulawesi Tengah lebih

maju lagi.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudhan manajemen pemerintahan yang efekuifl transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami vang bertanda tangan di bawah ini -

Nama “Dro HRUDEDEWANTO, SE.MM
Jabatan : Pl Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA

Nama “HORUSDY MASTURA
Jabatan Gubernur Sulawesi [engah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kineria vang scharusnya sesuai lampiran
perjanan nn. dalam rangka mencapan target kierga jungka menengah seperti vang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanuan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PILAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian in) dan mengambil undakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,

Palu. A0 Januari 2025

PIHAKR KEDUAL PIHAK PERTAMAL

GUBERNUR SULAWES] TENGAL Pl KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASE T DAL RAH PROVINSISULAWESETENGAN

4

! Ir. : J‘f’

H. RUSDY MASTURA Dr. H. RUDI DEWANTO, SE..MM
Pembina Utama Madva
NIP. 19701200 199103 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target :
Meninghatnyva Kualitas Pengelolaan Kevangan dan Opin BPR Turhadap Laporan hewangan Fumerintah Daersh 100 |
| Harang Milik Dagrah (LKI'BY)
Muninghkatnya !\'u.till_.n_m-ngl-lrndur- I;:-u.mg.'m Dagrak Indeks Pengelolaan Kw:-.mz._:: Jaerah 0
—_— : - =
Memmekatnya Kualitas Tata Keloia Pengeloliaan Indeks Penge|ulaan Aset $03
| MUtk Daeran i

FROGRAM
Progeam Henunjang Urasan Pemer intahan Dacrah Provins
Mrogram Pengeiolaan Xevangan Daerah

Vengelaloan Harang MUk Davrah

TOTAL

Lubernur Sulawes) Tengah

Ky
His

Rp

M

ANGGARAN KETERANGAN
Sumbier dana yang
digunakan pada
SEMUA Progran in
ailadah APED

156 1] 63 BOU ()
K34 144 445,699 00
VHT2Z 000,000 00

FZH.938.089.598,00

2025

Kepaia Haadan

Pengelojaan Keuangan dan Aset Duerah

Mroving

Pemiby
NIP 1971

i Sulawesi Vengaly

ha Utama Madva
11209 199103 1 b




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA SORAYA S.STP. M.Si
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTOQ, SE..MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA., selanjutnva disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan vang berlaku.

Palu. A Bawan 225
PIHAK KEDLUIA, PIHIAK PERTAMA.
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIS BADAN PENGEL O AAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWES] TENGALI KEUANGAN DAN ASET DAERAIL
PROYINSI SULAWESI TENGAII

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001 NIP. 19710724 200003 1 003




LAMPIRAN PERJAN]JIAN KINERJA
SKFPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINS] SULAWESI TENGAH
UNIT KERIA SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(L] 121 31 1
A [Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan  |Nilat Indek Reformast irokrasi Perangkat Daerah 93,02
Urusan Pemenntahan Bidang Pengelolaan Kevangan
Lingkup RPKAD
1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengul Nilai Sakip BPKAD #7.91
Evaluas| & Pelaporan Persentase Capatan Indikator Kinerja Utama BPKAD 100 %
Tersu a Dok i Bukti Pendukung Dalam E Jumlah Dokumen Pendukung «Sakip Reviu Kemenpan 9 Dokumen
Sakip Reviu (FSR) K ¥ RB Yang Tersusun
Tersusuninya Dok Mainaj Resiko dan Jumlah Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses 2 Dukumen
Peta Proses Blsnis Bisnis Yang Tersusun
Tersusunnya Dokumen REKA BPKAD Jumlah Dokumen RKA BPKAD Yang Tersusun 1 Dokumen
Ters i Dok Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPRAD Yang 1 Dokumen
Tersusun
Tersusunnya Dokumen DPA BPRAD |lumiah Dokumen DPA BPKAD Yang Tersusun 1 Dokumen
Ter v Dok 1l Poruhahan DPA BPKAD 3 lah Dok Perubahan DPA BPEAD Yang 1 Dokumen
Tersusun
Tersusunnva Dokumen Capatan KU Perangkat Tumiah Dokumen Capaian IKU PD 7 Dokumen
Daerah
2 |Meningkatkan Kualitas Administras Keuangan Persentase TLHP BPK dan APIP Yang Diselesaikan Sesuad A
BPKAD dan Penvelesaian Tindaklanjur Hasil Ketentuan
Pemeriksa (TLHP) Persentase Capaian Realisast APBD BPKAD 75
Terdistribusinya Pembavaran Gaj, Tunjangan Persentase Dokumen Pengusulan Gap dan Tunjangan 1009
TPP Lingkup BPKAD. (Tersusunnya Dokumen Yang Ditindaklanjuti Menjadi SPM
Usulan Gatl dan Tunjangan ASN)
Terverifikasinya Dokumen Pertanggung Jawab Par ase Dol Pertanguungawaban Yang 100 9
RPKAD Daverilikasi dan Ditindaklanjutl Menjadi Si*M
Tersusunnya Dokumen Husil Pelaksanadn Jumlah Dukumen Yang Disusun 1 Dokumen
Akuntansi BPKAD
= Tersusunnya Laporan Kewangan Semcsteran = lumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Tersusun 2 Laporan
BPEAD
Tersusunnya Dokumten Pelaporan dan Analisis fumiah Bokumen Yang Meusun 1 Laporan
Prognosis Reallsasi Anggaran
- Tersusunnya Dokumen Hahan Tenggapan dan Persentase Bahan Tanggapan dan Tindaklanjut Hasil 100 %
Tendaklanput Hasi) Pemeriksa Pemeriksa Yang Tersusun
Tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD lumlah Laporan Kevangan Yang Tersusun 1 Laporan
3 |Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Persentase Dok n Administrasi Barang Milik Dacrah 100%,
Daerah Pada BPKAD Pada DPKAD Yang Sesua Ketentuan
Ters v Dl 1 Henciana Kebutoh Jumial Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik 2 Dakumen
Barang Miltk Dacrah Pada APKAD Daerah Lingkup BPKAD
= Teramankannya Barang Milik Daerah Lingkup + |umlah Laporan Rarang Milik Daerah yang diamankan 1 Laporan
BPKAD Linghkup BPKAD
Tors ya Dok Rek fliasi dan Laporan | - Jumlab Dokumen Rekonslliasi dan Laporan Rarang 2 Dokumen
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah
4 |Meningkatnya Pr i Aparatur Sipl Negara {Indeks Profestonalisme Aparatur Sipi! Negara BPRAD 65
Lingkup APKAD Nilai Hasil Survey Implementasi ASN Ber AKILAK b5
Meningkatnya Kuatitas Informasi Mengelolaan Persentase Informasi Pengelolaan Kevangan Dacrah Yang 100%
Keuangan Daerah Yang Terpublikasi Terpublikast
5 |Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Nital Capaian Felaksanaan Pembangunan 71 0
Integritas (21)
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Nilai Indeks Retormasi Hukum BPRAD 65
Tindakianjut Laporan Pengadian Mada BPKAD Persentase Tindaklanut Laporan Pengaduan Melalu 5PN 65
Lapor
| & |Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang) jasa Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ [asa 65
BPKAD Pemerintah Pada SPSE
r Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD [ Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD 65
Nilal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikas: H1.74
SKM Termtegritas
Memingkatnya Kematangan SPBE DPEAD Nilas Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sekuoral o5
Pada BPXAD
Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Nilai Kualitas Pengelola Kearsipan Digital BPKAD 65
B |Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah Yang D1 pelibara 63
Lingkup BPKAD
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Prougsan Penungang Urusan Pemerintabun Daeral Provins: Rp 193.975.021.311.00 Sumber dana yang
I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah o 780.824 450,73 digunakan pada
semua program inl
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Ro 158 891 450,73 acaluiy APBD,
+ Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 56,301 000,00
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kp 67.950 000,00




Kordinas) dan Penyusunan BPA SKPD Rp ©0.350.000,00
Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp A8 850.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ro 3884562 000,00
2 Adminstras: Kewangan Perangkat Daerah Rp 477.240.072 046,50
Penyvediaan Gali dan Tunjangan ASN Rpn 476.211.478.196,50
Pelaksanuan Pe haan dan P / Verifikas) Keuangan Rp 305640 000,00
SKPD
Kordimas: dan Pelaksanaan AKuntans: SKPD Rp 41.061.250.00
Koordinasi dan Peny Laporan K gan Hulanan/ Hp 40.961 500,00
Triwulaman/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 25.250.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerksaan fp SOB 431.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kewangan Akhir Tahun SKPD Ra 107.250.000,00
3 Administrasi Barang Milik Daeral Pada Pera ngkat dacrah Ro 127.361.966,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 13 500.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Ap 56 327.050.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 57 534916,00
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Rp 627 876.200,00
5 Admunistrasi Umiam Perangkat Daerah Ap 850.170.560,00
6 Pengadaan Barang Pe i Lirusan Pemerintahan Hp it 6h4 BEI 76

Penyediian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

4.597.363.754,50
1.496.310.036.91

Palu, 30 tymuary 2025

Sekretaris
Badan Pengelglaan Keuangan dan Aset Daerab
i Sulawes: Tengah

it Kepala Radan
Pengelofaan Keuangan dan Aset Daerah
Progsgugt Sulawesi Tengah

Pembina Utama Madya
NIF 19707209 199103 1 001

Pembida Tinghat |
NIP. 19847121 200212 2001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ SAKILA. S.Sos
Jabatan - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPKAD Prov. Sulteng
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANITA SORAYA S.STP.M.Si
Jabatan - Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya scsuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan vang berlaku.

Palu. W Junuar 2028
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
SERRIEETARIS BADAN PENGETOLAAN KEUANGAN KEPALA SUB BAGIAN KEPFGAWAIAN DAN
DAN ASET DAERALH PROVINSI SULAWESI TENGALI UMUM BADAN PENGLELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

de.

ANITASORAYA S.STP. M.Si SAKILA. S.Sos
Pembina [ingkat | Penata Tingkat |

NIP. 19841121 200212 2 001 NIP. 19720009 200003 2 007




LAMPIRAN PERJAN]IAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
LINIT KERIA SEKRETARIAT
SUB UNIT KERIA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025
Na. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) {2) (3) (+)

I [Memngkatnya Protesionalisme Aparatur Sipil Negara  |Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD 5]
Lingkup BPKAD Nilai Survey Implementasi ASN BerAKHLAK 65
Menmingkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Persentase Informasi Pengelolaan Kevangan Daerah Yang 100%
K».-uanh:m Daerah Yang Terpublikasi Terpublikasi

Tersedianva Pakaian Dinas Beserta Atribut Bagi Jumiah Pakaian Dinas Yang Disediakan 138 Paket

Pegawai BPEKAD

Terupdatenya Data Kualifikasi, Knmpetens:, Kinerja Persentase Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinena dan 100%

dan Disiplin ASN BPKAD Disiplin ASN Yang Terupdate

Terukurnya Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Jumlah Pegawai Yang Dinilai Kinerjanya 135 Orang

BPKAD

Terbinanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi lumlah Pegawai Yang Dibina Berdasarkan Tugas dan 5 Orang
Fungsi

Terbinarya ASN Tentany Internalisas( Core Values Jumlah ASN Yang Mendapat Pembinaan Internalisasi 100 Orang

ASN BerAKHLAK Core Values ASN BerAKHLAK

Tersedianya Dokumen Fengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen Yang Dipublikasi 29 Pokumen

Dacrah Yang Dipublikasi

2 [Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Nilan Capaian Pelaksanaan Pembangunan Z1 20
Integritas (£1)

Meningkiatnya Kualiras Produk Hukum dan Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD 65
Tindaklanjur Laporan Pengaduan Pada BPRAD Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SPAN 65
Lapor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Lingkup Jumlah Paket Instalasi Listrik 1 Paket
BPKAD
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BPKAD Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Yang Disediakan 5 Paket
Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 1 Paket
Tersusunnya Produk Hukum | Pergub, Perda, DIl) Persentase Hukum Yang Disusun 100 %

BPKAD

Terkomilasinya Dokuemen Pemenuhan LKE
Pembangunan ZI

Jumiah Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan 71
Yang Tekomplikasi

1 Dokumen

Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Melalui - Persentase Pengaduan Masyarakat Melalui SPAN 100 %
SPAN Lapor di BPKAD Lapor Yang Ditindaklanjuti
3 |Meningkatnya Tata Kelola Pengadoan Barang/ Jasa Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa 65
BFKAD Pemerintah Pada SPSE
- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Jumlah Laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1 Laporan
Elektronik {e-Tendring, e-Purchasing, e- Katalog, Yang Dimantaatkan
dsb) Jumlah Paket Mebel Yang Menpgunakan Sistem 1 Paket
Elektromk
Tersusunnya Laporan PADN Sesuai TKDN Jumlah Laporan P3DN Sesual TKDN Yang Disusun 1 Laporan
Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Sccara Jumlah Pengadaan Gedung Yang Menggunakan Sistem 1 Unit
Elektronik {e-Tendring, e- Purchasing, e- Katalog, Elektronik
dsh)
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD  |Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD 65
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi 81.74
SKM Terintcgrasi
Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Swatistik Scktoral 65
Pada BFKAD
Me katnva Peng Kearsipan Internal Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD 65
Terkelolanya Arsip Dinas Berbentuk Fisik dan Persentase Arsip Dinamis Berbentuk Fisik Dan Digital 905
Digital BPKAD Yang Dikelola
Terkelolanya Arsip Statis BPKAD Persentase Arsip Staus Yang Bhikelol %%
Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPRE dan Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap 2 Dokumen
Roadmap Penerapan SPEE BPKAD Penerapan SPBE Yang Tersusun
Tersedianya Data Sektoral BPKAD lumlah Laporan Data Sektoral 1 Laporan
Tersusunya Pokumen Kebijakan Pelayanan BPKAD Jumlah Da n Kebijakan Pelayananan Yang 3 Dokumen
[SP. MP, dan Laporan SKM) Disusun
Terukurnya SKM Pada Layanan BPKAD Jumlah |enis Layanan Yang Diukur Dengan SKM 46 Jenis




5 |Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Dacrah Persentase Barang Milik daerah 65
Lingkup BPKAD
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau |- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13 Unit
Lapangan Yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajak Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan
dan Perzinannya Penzinannya
« Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung = Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang 3 Bangunan
Kantor Dipelihara
- Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin - Jumiah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya Yang 3 Unit
lainnya Dipelihara
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Administrasi Kepegawaian Peranghkat Daerah Rp 627.876.200,00  Sumber dana yang
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 41.951.150,00 digunakan pada semua
Monitaring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai Rp 62976.500,00 Kegiatan ini adalah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs| Rp 85.362.000,00 APBD
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 143.853.550,00
Rimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 293 733.000,00
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 850.170.560,65
Penyediann Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 39.421.677.00
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 78 914.400,00
Penyedizan Peralatan Rumah Tangga Rp 35.362.900,00
- Penyedisan Barang Cetak dan Penggandaan Ap 88.079.583,65
- Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 608.392.000,00
3 Pengadaan Barang Milik Daeran Penunjang Urusan Pemerintah Dacrah Rp 1.261.664.883,76
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 219.000.000,00
Pengadaan Mebel Rp 26.247.600,00
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya Rp 601.099 545,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 415317.738,76
+ Penvediaan lasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 4.597.363.754.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 45.587 500,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 1.450.320.400,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 243.793.600,00
Periyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 2.813.262.254,00
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daersh Rp 1.496.310.036,91
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Rp 502.870.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/ Rehabilitast Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atay Rp 460.850.03691
RBangunan Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor  Rp 126.590.000,00

atau Bangunan Lainnya

Palu, 30 Janudarr 2025
Sekretaris Kepala Sub Bagian
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dagrah Kepegawaian dan Umum

Provinsi Sulawes: Tengah

SAKILA, S.50s
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |
NIP 19841121 200212 2001 NIP. 19720909 200003 2 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama *A. HARIS, SE.. MM
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.. MM
Jabatan ¢ Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang scharusnva sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK KI-DUA, PIHAK PERTAMA.
Plit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEL IANGAN KEPALA BIDANG ANGGARAN

DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI § ™S TENGAH

—

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001 NIP. 19780127 00212 1 005




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD HADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSE SULAWESI TENGAH
UNIT KERIA BIDANG ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (Z) (31 (4)
A |Meningkatnya Kualitas Anggaran Belanja Dalam | Nilai [PKD Dimensi Kualitas Anggaran Belanja Dalam 15
APBD APBD
Memngkatnya Knalitas Kesesuatan Dokumen Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan 85
Perencanaan dan Penganggaran dan Penganggaran
1 |Menngkatnya Kualitas Manajemen Anggaran Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang 100
ax
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran vang o0
Anggaran Dacrah Disusun
2 |Meningkatnya Kualitas Perencanaan Angaran Persentase Kabupaten/Kota Yang Terevaluasi Terkait 100

PDaerah Kabupaten/Kota

Perencanaan Anggaran Daerah

Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rabupaten/Kota

{lumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah

Tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota

13 Surat Keputusan

Tersusunnya L aporan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Xota
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Inmlah Laporan Evaluasi Hancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

13 Surat Keputusan

Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
A Program Pengelolaan Kewangan Daerah (Bidang Anggaran) R 4.146.909.025.00  Sumber dana yang
1 Kordinasi dan Penyusunan Reneana Anggaran Dacrah Rp 1.146.909.025,00 digunakan pada
2 Kerdinasi dan Penynsunan Rencana Anggaran Daerah Rp 726.252382.00  semua kegiatan i

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan  Rp
Rancangan Peraturan Kepala Dagrah (entang Penjabaran APRD
Kabupaten /Kot

Evaluast Rancangan Peraturan Davrah tentang Perubahan APBD
Kahupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Pemabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

508.368.375,00 adalah APBD

itp 217 884,007 00

2025

Palu, 31 Jamn
Pit. Kepala Badan
Pengelolaan Kevangan dan Aset Dacrah

Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bidang An;
Hadan Pengelolagn Keua
rovinsi §ulawesi

dan Aset Daerah
ngah

Dr. H, RUD| DEWANTO, SE., MM
Pembinag Utama Madya
NI 19701209 199103 1 001

Pemibina
NIP. 19780127 2@0212 1 (05



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ FAKHRUDDIN NUR. ST
Jabatan - Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AL HARIS, SE
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palw. 3 Januan 2025
PHHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA.,
KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN
DAERAI PROVINSI SULAWESI TENGATI KELUANGAN DAN ASET DALRAH

PROVINSI SULAWLSI TENGAH

NIP. 19780137 200212 1 005 NIP. 19781217 201001 1 002




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA BIDANG ANGGARAN
SUB UNIT KERIA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) (%)
I |Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran Yang 10084

Disusun

|Anggaran Daerah

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang I'enjabaran APBD

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran APBD

2 Produk Hukum

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Jumiah Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
APRD

2 Produk Hukum

Terbinanya Aparatur Pengelolah Perencana Jumlah Aparatur Yang terbina 266 Orang
Penganggaran Daerah Diperangkat Daerah
Provinsi
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rp 2.761.027.050,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rp 1.667.834.800,00 Sumber dana yang
Peraturan Kepala Derah Tentang Penjabaran APBD digunakan pada
semua kegiatan ini
Kordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rp 334.250875.00  adalah APBD,
APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Rp 758.941.375,00
Provinsi
/
Palu, ) Linuart 2025
Kepala Bidang Anggarar Kepala Sub Bidang

Penyusunan Anggaran

Penata Tingkat |
NIP. 19781217 201001 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN MASCATTY. SE
Jabatan - Kepala Sub Bidang Manajemen Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE.. MM
Jabatan ¢ Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu. 30 Januarr 2025
PINAK KEDUA. PIHAK PERTAMA.
KEPALA BIDANG ANGE? ! KEPALA SURB BIDANG MANAITFMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN

DAERALN PR\"INSI SULAWESI TENGAH KEUANGAN DAN ASET DAERAI

PROVINSI SULAWLESI TENGAH

Penata Tmgkat |

NIP, 19780187 200212 1 005 NIP. 19760427 199603 | 002




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKI'D BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINS! SULAWEST TENGAH
UNIT KERJA . BIDANG ANGGARAN
SUH UNIT KERJA SUB BIDANG MANAJEMEN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN © 2025
Na. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2] (3] (4]
1 |Meningkatnys Kualitas Manajemen Anggaran Persentase Dokumen Manajemen Anggaran 100%
Yang Disusun
Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS - Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang 2 Dokumen
Disusun
Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja - lumlahh Dokumen ASB dan HSPK 2 Dokumen
[ASE) dan Harga Satuan Pokok Keglatan HSPK
Tersusutinya Dokumen Perubahan KUA & Perubazhan Jurnlah Dokumen Perubahan KUA dan 2 Dokumen

PPAS

Perubahan PPAS yang Disusun

Terverifikasinya RKA - SKI'D Perangkat Daerah

Jumlah RKA- SKPD Perang Daerah Yang
Diverifikasi

53 Dokumen

Terverifikasi DPA-SKPD Perangkat Daerah - Jumlah DPA-SKPD Perangkat Daerah yang 53 Dokumen
Diverifikasi
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
I Rowrdinasi dan Penyusunan Rencang Anggaran Daceah Rp 138588197500  Sumber dang yaig
Kordinasi dun Penyusunan KUA dan PPAS Rp 504.006.250,00  digunakan pada
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubaban PPAS Rp 245383 600,00  Semua kegiatan (nl
adalah APRD

Knordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Kaordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Kepala Bidang Anggian
Badan Pengelglian Keuangdn dan Aset Daerah

Rp  462.633.900.00
Rp 173.858.225,00

Palu, 30 Lenuan 2025
Kepala Sub Bidang

Manajemen Anggaran

PMenata Tingkat |
NIP. 19760427 199603 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. FATNINIL, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE..MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 30 Januar 2023
PIHAK KEDUA. PHIAK PERTAMA.
Pl KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWEST TENGAH BADAN PENGLELOI AAN KEUANGAN DAN

- ASET DAERAL PRONINSI SULAWESI TENGAL

DrH. RUDI DEWANTO, SE.MM Dra. FATNINIL, M.Si
Pembina Utama Madya Pembiia Tingkat |
NIP. 19701209 199103 | 001 NIP. 19690710 198903 2 007




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGAH
UNIT KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) ()
A [Meningkatnya Kondisi Kenangan Daerah Nila1 IPKD Dimenst Kondisi Keuangan Daerah 42
! Memingkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah | Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun 100
Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) | - Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 24 Dokumen
Pendapatan dan Pengeluaran Pendapatan dan Pengeluaran
Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Sama | - Jumlah Dokumen Perjanjian Keria Sama (PKS) 10 Dokumen
(PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah Penempatan Dana Pemerintah Daerah
Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan 4 Dokumen

Peperimaan Dengan Bidang Akuntans|

Dengan Bidang Akuntansi

Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi {BAR)
Pemda KPPN, KPP PRATAMA

- jumlah Gerita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda
KPPN, KPP PRATAMA

2 Dokumen

Tersusunnya Laporan Berita Acara
Rekonsiliasi TASPEN dan BP)S

- Jumlah Laporan Berita Acara

Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan| 17 Laporan
Pendapatan Daerah Daerah
B |Meninghatnya Kualitas Penyerapan Anggaran Nilat IPKD BDimensi Penyerapan Anggaran 15
1 |Meningkatnys Kualitas Penatausahaan Keuangan  |Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan 100%
Belanja Langsung Daerah Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun
Tepat Waktu
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan  |Persentase Pemenuhan Dokumen Penat haan 100%
Belanja Tidak Langsung Langsung Dacrah Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang
Di Tepat Waktu
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun 100%
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH [BIDANG PERBENDAHARAAN]  Rp  3.763.701.557,00  Sumber dana
I Koprdinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Hp 1.441.719.250,00 yang digunakan
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp 288314 450,00 pada semua
- Kordinast Pelaksanaan Piwang dan Utang Daerah Yang Timbul Rp 269.644.550.00 program ini
Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan adalah APBD
Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi kas
Kordinasi dan Penyusunan Laparan Realisasi Penerimaan dan Rp 298.126,800,00
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Kegita
(PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Rp 585.633.450,00

Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instans: Terkait

-

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Kevangan dan Asct Dacrah
Provins! Sulawesi Tengah

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Kevangan Daerah

Rp $25.249999994.62
W danuvan 2025
Kepala Bidang

Perbendabaraan

-

Dra. F:
Pembina Tingkat |
NIP. 19690710 198903 2 007

Palu,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang cfektif. transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yvang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN WAHYULIANI, SE.MM
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi
Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINL M.Si
Jabatan ¢ Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
langgung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu. W Januan 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA.
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN KEPALA SUB BIDANG BELANIA TIDAK
BADAN PENGELOLAAN KIFUANGAN DAN ASE LANGSUNG PERBENDAHARAAN BADAN
DAERAII PROVINSI SULAWESI TENGALI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAIH PROYINSI SULA

Dra. PATNINI, M.Si DIAN WAHYULIANL SE, MM
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |

NIP. 19690710 198903 2 007 NIP. 19810709 200604 2 034




SKPD

UNIT KERJA
SUBUNIT KERJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG PERBENDAHARAAN

SUD BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANCGARAN 2025
No., Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
I [Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausaliaan 104
Belanja Tidak Langsung Dacrak Keuangan Helanja Tudak Langsung Dacrah Yang Disusun
Tepat Waktu
- Tersusunnya Dokumen SP2D = Jumiah Dokumen SP210 4 Dokumen
- Ter Laporan Real Pembayaran Gaji lumiah Laporan Realisas) Pembayaran Gap dan 12 Laparan
dan Tambahan Penghasilan Pengawai Tamhahan Penghasilan Pegawa
2 |Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Dacrah Persentase Pengelolaan Kas Yang Disusun 100%,
Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsilias: Jumiah Laporan Berita Acara Rekonsiliast Taspen dan I Laporan
Taspen dan BPIS BMS
1 IMeningkatnya Kualitas Layvanan Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Layanan Penunfang Urusan 100%
Kewenangan Pe ihaan Kevangan Daerah Kewenangan Pematausahasn Kevangan Dacrah Sesua
Peraturan Perundang-Undangan
Tersusunnya Laporan Penyaluran Bantuan Jumilah Laporan Bantuan Kevangan 1 Laporan
o
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Darurat Jumlah Laporan 1 Laporan
Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasi| < Jumbah Laparan A Laporan
Provins
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
I Koordinasi dan Pengelolaan Pechendaharaan Daerah Rp f94.020.210,00
Penatausahaan Pembiayaan Daerah Rp 595.893.410,00 Sumber dana yang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Reslisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rp 204126 800,00  digunakan pada
Dacrah, Laporan Aliran Kag, dan Pelaksanann Pemungutan/ Pemotongan dan semua kegiatan im
Penyetoran Fihak Ketiga | PFK) adalah APBD
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Kevangan Daerah Rp  B252494999.994 62
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Kevangan Rp 2.250.000.000.00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp 16.500.000.000,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Rp  BDEA99.99Y 994 p2
Pala, 30 Jipugrt 2025

Kepala Badang Perbendaharaan
Hadan Pengelolaan Keyangan dan Aset Daerah
Provinsi Suffwesi

Pembina Tinghkat 1
NIP 19640710 198903 2 007

Kepala Sub Bidang
Belanja Twlak Langsung

DIAN WAHYULIANL SE. MM
Penata Tingkat |
NIP. 19810709 200604 2 034




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transpacan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HONEL MANUSLU, SE., M.Si
Jabatan - Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi
Tengah

sclanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINI. M.Si
Jabatan - Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu. W) danuan 2025
PIHAK KEDLUIA, PIHAK PERTAMA.
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN KEPALA SUB BIDANG BEELANJA LANGSUNG
BADAN PENGET OLAAN KEUANGAN DAN ASET PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGATI KEUANGAN DAN ASET DAERALII

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. PTNINI, M.Si ‘
Pembina Tingkat I ‘ I’un:hme: .
NIP. 19690710 198903 2 007 NIP. 19671002 199203 1 004




LAMPIRAN PERJAN]JIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAIN PROVINS] SULAWES] TENGAH
[INIT KERJA ¢ BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB UNIT KERIA SUL BIDANG BELANIA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN T A045
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) {2) (3) (4)
I [Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanga |Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan 100%
Langsung Daerah Kewangan Relania Langsung Daerah Yang Disusun
Tepat Waktu
- Tersedianya Penyediaan Dana APBD Jlumlah Dokumen Penyediaan Dana APBD 4 Dokumen
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Unium (DAU) | - (Jumlah Laporan Dana Alokasi Umum (DALY, 20 Laparan

yang ditentukan, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran [TEPRA)

Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Laporan Tim Evaluas: dan Pengawasan Realisasi
Anggaran (TEPRA)

« Tersusunnya Petumuk Teknis Administrasi

Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penenmaan dan

Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan
Pertanggungiawaban Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis 1 Dokumen

< Tersusunnya Dokumen SP20)

Jumlah Dokumen SP2D 4 Dokumen

Tersosialisasinya Petunjuk Teknis Administrasi

Kevangan Yang Berkaltan Dengan Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan
Pertanggungawabian Sub Kegiatan Perangkat
Daerah

Jumlah Aparatur Yang Tersosiolisasi 100 Orang

1

KEGIATAN
Keordinasi dan Pengelolaan Ferbendaharaan Daerah

ANGGARAN KETERANGAN
Rp 2.321.982.307,00

- Fenyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan  Hp 492.318.490.00 Sumber dana vang

SPD

digunakan pada

Kordinast , Fasilltasi, Asistenst, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Kp 439.162.642,00 SeMua keglatan ini

Evaluasi Pengelolaan Dana Transter Lainnya

adalah APBD

Penyusunan Petunjuk Tekms Administrasi Kevangan Yang Berkaitan Rp 794.607.765,00
Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan

Pertangeung Jawiban Sub Kegiatan
Penatallsahaan Pembiayaan Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NIP. 19690710 198903 2 007

Rp 595.893.410,00

Palu, 30 Jantari 2025
Kepala Sub Bidang
Relanja Langsung

Fembina
NI, 19671002 199203 1004




PERJANJIAN KINERJA TAIIUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama SIr. IDHAMSYAH, ST.. MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE..MM
Jabatan : PIt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnva disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami,

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu. 30 Janvari 2025

PIHAK KLDUA. PIHAK PERTAMA.
Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA BIDANG AKUNTANSI
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWEST TENGAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
- ASET DAERAH ll,'RU\’INSI SULAWESI TENGAH
Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM Ir. IDHAMSYAH, ST.. MM
Pembina Utama Madya Pembina Tingkat |

NIP. 19701209 199103 1 001 NIP. 19801019 200804 1 002




LAMPIRAN PERJANJIAN KINER)A

Sk BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAL PROVINSI SULAWESI TENGAN
UNIT KERIA BIDANG AKUNTANSI
TAHUN ANGGAHAN 2025
No, Sasaran Indikator Kinerja Target
1 2] 3) 1)
A [Opin Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa | Percentase Laporan Keuangan Pemerintah Baerah, 100%
Pengecualian (WTP) Atau Unqualified Opinion |Menvajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang
Material. Posisi Keuangan, Hasil Usaha, dan Arus Kas
Sesual Dengan Prinsip Akuntans: Yang Berlaky Umum
Dindonesia
1 (laperan kewangan Pemermtab Dacrah Disusun Sesuai Persentase Penyusunan Laporan Kevangan Pemerinlah 100%:
Dengan Standar Akuntansi Pemernintah [SAP), Kecukupan Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standae Akuntans)
Pengungkapan {Adequate Disclosures) Patul Terhadap Pemenntah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adeguate
Peraturan Perundang-Undangan dan Flektivitas Sistem Mesclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-
Pengendalian Intern ndangan Dan Bfektivitas Sistem Pengendalian Intern
+ Tersusuniya Rancangan Peraturan Daerah Tentang - |Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang 225 Rancangan
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Provins: dan Pertangpungjawaban Pelaksanaan APBD Provins: Peraturan
Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tenang dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tentang Penjabaran Pertangeungawaban
Provinss, Pelak APBD Provinsi
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
A Pengelolaan Kevangan Daerah Bidang Akuntans| Kp 4257582.741,00  Sumber dana yang
I Koordinast dan Pelaksanasn Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Uaerah Rp 1.035.622 118,00 d"“_"‘"‘"" pada
* Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Dacrah tentany ’p 1.035,622.118.00 w":::h"h":m'm
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan :
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan AFBD Provinsi
Paln Hlguuan 2025
PIL Kepala Badan 2 Kepala Bidang
Pengelolaan Kewangan dan Aset Daerah { Akuplansi
Provinsi Sulawes! Tengah )
- 2 8_‘? m
Ir. IDHAMSYAH, ST., MM

Pembinag Utama Madya
NIP. 19701209 199103 | 001

Pembina Tingkat |
NIP. 19801019 200804 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :DEBBYANTHY RATMAN, SAk.. MM
Jabatan - Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama I IDHAMSYAH, ST.. MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu. 30 Janum 2025
PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA.
KEPALA BIDANG AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASLT PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN
DAERAH PROVINSI SUL AWESI TENGAH KEUANGAN DAN ASE T DALERAH

PROVINSI SULAWESI TENGALI
'

-
e

Ir. IDHAMSYAH, ST.. MM DEBBYANTHY RATMAN. SE.Ak.. MM
Pembinu Tingkat | Pembina

NIP. 19801019 200804 1 002 NIP. 19850225 200804 2 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERIA BIDANG AKUNTANS]
SUB UNIT KERJA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPDRAN
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) {2) (3) (4
b |Laporan Kevangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan 100%
Dengan Standar Akuntansi Pemerintah {SAP), Pemerintah Dacrah Yang Disusun Sespal Dengan
Kecukupan Pengungkapan {(Adequate Disclosures) Pateh|Standae Akuntansi Pemerintah {SAP). Kecukupan
Terhadap Peraturan Perundang:Undangan dan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan
Efcktivitas Sistem Pengendalian Intern
Tersusunnya Laporan Konsulidasi Laporan Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan B2 Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang
Pemerintah Daerah Terkonsolidasi
Tersusunnya Dokumen Sistem Prosedur Akuntansi Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur 2 Dokumen
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntansi dan Pelaporan Keaangan Pemerintah
Daerah
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Koordinas) dan Pelaksanaan Akuntanst dan Pelaporan Keuangan Daerah Rp 227419537300 Sumber dana yvang
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD.BLUD dan laporan Keuangan Rp  1.257.720.500,00 digunakan pada
Pemerintah Daerah semua kegiatan
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pefaporan Kevangan Hp 101647487300 M adalah APBD
PMemerintal Dacrah
Palu, 30 Lapuarr 2025
Kepala Bidang Akunitanst Kepala Sub Bidang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Akuntansigon Pefaporan
Provinsi Sulpayesi Tengah 2
Pembina Tingkat | Pembina

NIF. 19801019 200804 1 002

NIP 19850225 200804 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD FAJRIL ST
Jabatan - Kepala Sub Bidang Akuntansi Manajemen BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama S IDHAMSYAH, ST.. MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya discbut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja vang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami,

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 3 Januapn 2028
PIHAK KEDLUA, PIHAK PERTAMA.
KEPALA BIDANG AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG AKUNTANS!
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE MANAJEMEN BADAN PENGELOLAAN
DALERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KEUANGAN DAN ASET DALERAH

7 m PROVINSI SULAWESI TENGATI

Ir. IDHAMSYAH, ST.. MM
Pembina Penata Tingkat |
NIP. 19801019 200804 1 002 NIP. 19810523 200801 1 006




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERIA BIDANG AKUNTANSI
SUBUNIT KERIA 5B BIDANG AKUNTANST MANAJEMEN
TAHUN ANGGARAN 025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1 (2) (3) (4)
1 [Laporan Kesangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuar Persentase Penvusunan Laporan Kevangan 100%
Dengan Standar Akuntans: Pemerintah (SAP), Kecukupan  |Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan
Pengungkapan (Adequate isclosures] Patuh Terhadap | Standae Akuntans: Pemerintah (SAP), Kecukupan
Peraturan Perundang-Undangin dan Etektivitas Sistem Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh
Pengendalian Intern Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan
Efektivitas Sistem Pengendalian lntern
. Tersusunnya Laporan Rekonsiliast dan Verifikas) - jumlah Lapuoran Hasil Rekonsilias dan 400 Laporan
Aset. Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Verifikasi Aset, Kewajiban, Flkuitas, Pendapatan,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
KEGIATAN ANGLARAN KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangon Daerah Rp 947.765.250,00  Sumber dana yang
Rekansiltast dan Verifikast Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belana, Rp 947 765.250,00  digunakan pada
Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban semua kegiatan ink
Palu, 30 i 2025
Kepila Bulang Akuntans Repala Sub Bidang

Badan Pengelolaan Kewangan dan Aset Daerah

Provins: Felawesi Tengah
/

P

Ir. IDHAMSY AHL ST, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 19801019 200804 1 002

Rl o

Akuntansi Manajemen

NIP 19810523 200801 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :SUASTINA, SH. . MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
sclanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H.RUDI DEWANTO., SE.MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, ) Janvarr 2025
PIHAK KFEDLUIA, PINAK PERTAMA.
Plt. KEPALA BADAN PENGELOIAAN KEUANGAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET

DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWLES] TENGAI DALERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASEFDAERAIT

/' /(,_W B PROVINSI SOLAWES] JENGAIL

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.. MM SuU SH., MH™
Pembina Utama Madya ‘mbina Tingkat
NIP. 19701209 199103 1 001 1P, 19730726 20003 2 004




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERIA BIDANG PENGELOLAAN ASET
TAHUN ANGGARAN 2025
Nao. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4]
A |Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Dacrah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan 10084
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Und Barang Milik Daerah
I |Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aset Daerah Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang 100%:
. Tersusunnya Laparan Pengamanan Barang Milik Jumlah Laporan Hasi! Pengamanan Barang Milik 2 Laporan
Daerah di Perangkat Daerah Daerah Diperangkat Daerah
- Terawasinva dan Terkendalinya Pengelolaan Jumlah Perangkat Dacrah 42 Perangkat
Barang Milik Dacrah ¢ Peranghat Dacrah Daerah
2 |Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaon | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penotausahaan 100%
Aset Aset Yang Disusun
4 |Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan | Persentase Dokumen Penghapusan dan LU0
Pemindahtanganan Aset Pemindahtanganan Aset Yang Disusun
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
A Pengelolaan Barang Milik Dacrah Rp  IHBI1200000000  Sumber dana
1 Pengelolasn Barang Milik Dacrah Rp 952011 400,00 YR digunakan
- Pengamanan Barang Milik Dacrah Rp 71543295000  Pada Semuy
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Dacrah Rp 23657845000 p;':“?rp';&
2 Pengelolaan Barang Milik Dacrah Rp  2325.557.100,00 TP
3 Pengelolaan Barang Milik Dacrah Rp 652,965 750,00
Palw, 30 houar| 2025
Plt. Kepala Badan Kepala Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengel n Aset Dacrah

Provinsi Sulawesi Tengah

—

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 (01

Pembina Tingkat |

NIP. 19730726 200003 2 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif. transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yvang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :NUR GAMAR, SE., MSA
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi
Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnva sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 30 Januan 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA.
KEPAL A BIDANG PENGELOLAAN ASET] KEPALA SUR BIDANG PERENCANAAN DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PENATAUSAHAAN ASET
DAERAII PRO SANSULAWESI TENGALII BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DALRAI PROVINS| SULAWESI TENGAH

/

SUASTINA, SH., MH MNUR GAMAR, SE. MSA
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |
NIP_ 19730726 20003 2 004 NIP. 19820419 200502 2 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD . BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINS] SULAWESI TENGAH
LUNIT KERJA ¢ BIDANG PENGELOLAAN ASET
SUB UNIT RERJA . SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET
TAHUN ANGGARAN : 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
I |Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Persentase Dokumen Perencanaan dan 100%
Penatausahaan Aset Penatausahaan Aset Yang Disusun
Tersusunnya Buku Standar Harga -+ Jumlah Standar Harga vang Disusun 2 Buku
Tersusunnva Laporan Inventarisasi - Jumiah Laporan Hasil Inventaris [LHI) Barang 1 Laporan
Barang Milik Daerah Milik Daerah
- Tersusunnya Laporan Hasll Penilaian - Jumlah Laporan Hasil Penilaian Dalam Rangka 1 Laporan
Neraca BMD Penyusunan Neraca BMD
Tersusunnya Laporan Barang Milik Jumibah Laporan Barang Milik Daerah Yang 80 Laporan
Daerah Dokumen Pendukung LK Disusun
Pemlaian Pemanfaatan BMD di Perangkat Persentase Penyelesaian Usulan Penilaan Dalam 100
Daerah Rangka Pemanfaatan BMD
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang| - |umlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Surat Keputusan
Milik Daerah PD (Pengadaan, Perangkat Daerah
Pemeliharaan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan)
Tersusunnya Laporan Penatausahaan - jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 2 Dokumen
Barang Milik Daerah Dacrah
- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi - Jumlah Berita Acara rekonsiliasi 2412 Berita Acara
Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Barang Milik Dacrah
Tersusunnya Laporan Penggunaan dan - Jumlah Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan 4 Laporan
Pemanfaatan Barang Mililk Daerah Barang Milik Daerah
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pengelnlaan Barang Milik Daerah Rp 2230457 450,00 Sumber dana yang
- Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 164.914.850,00  digunakan pada
Inventarisasi Barang Milik Daerah Rp 218.108.300,00 semua kegiatan ini
Penyusunan Laporan Barang Milik Dacrah Rp 205466.750,00  adalah APBD
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 106.592.700,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp 1.259.149.350,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penvusunan Laporan Barang Milik Daerah  Rp 276.225.500,00
Palu, 30 Januar 2025
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kepala Sub Bidang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Aset
Provinsi i Tengah
- [P AL
SHM&..EI’LMH NJR GAMAR.SE. MSA
Pembina Tingkat | Penata Tingkat 1

NIP. 19730726 200003 2 004 NIP. 19820419 200502 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA .S Sos. M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset BPKAD Provinsi
Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA. SH.. MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnva disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan vang berlaku.

Palu. 30 Januari 2025
PHHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA.
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMINDAIITANGANAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAII BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAF IVINSISULAWEST TENGAH

Pembina
NIP. 19701008 200701 1 019




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH FROVINSI SULAWES! TENGAH

LUKIT KEHIA HIDANG PENGELOLAAN ASET

SUB UNIT hERJA o SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINUAH TANUANAN ASE]

TAHUN ANGOARAN ¢ 2025

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) )
1 [Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Persentase Dokumen Penghapusan dan 100%:
Pemindahtanganan Aset Pemindahtanganan Aset Yang Disusun
Tersusunnya Laporan Penilatan Barang Milik Daerah « lumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 2 Laporan
Pemenuhan Dokumen Pemindahtanganan RMD Daerah dan Hasil Kordinasi Penilaian Barang
milik Daerah
= Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, - Jumlah Bokumen Pemindabtanganan, 1 Dokumen
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daeran Rp 62958115000 Sumber dana yang
= Penilatan Barang Milik Daerah Rp 41210560000 digunakan pada
Optimahsast Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan Rp 217.425550,00 Semua kegiatan ini
dan Penghapusan Barang Milik Dacrah adalah APBD
Palw, 50 lanugrn 2028
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kepala Sub Bidang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penghapusan dan Pemindgh Tanganan Aset

minna Tingkat |

Pembina
T19730726 20003 2 004 NIP. 19650101 1990031 044
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil; kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH  Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
752 N\ ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

R
@\ Y7 . o
BAEI It 7 47
" ANWAR HAFID Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 |Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah |- Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 78,32
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 244.430.023.812,77 Sumber dana yang

2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 1.035.297.949.655,62  digunakan pada
semua program ini

3 Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 16.371.879.870,00

TOTAL

Gubernur Sulawesi Tengah

adalah APBD.
Rp 1.296.099.853.338,39

Palu, 11 Desember 2025
Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

22 4
.If._f_ 'y

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.. MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
‘/(,_" ' f;(' ~ b 1 N
Dr. H.RUDI DEWANTO, SE.MM ANITA SORAYA S.STP.. M.Si
Pembina Utama Madya Pembina Tingkat I

NIP. 19701209 199103 1 001 NIP. 19710724 200003 1 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1} 12} [3) 4
A |Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan |Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan BB.B6 Indeks
Lingkup BPKAD
Meningkatnya Kualitas Transparansi Pengelolaan Nilai IPKD Dimens| Transparansi Pengelolaan Keuangan sl
12.34 Nilai
Keuangan Daerah Daerah
1 |Meningkatmya Kualitas Perencanaan, Pengukuran,  |Nilai Sakip BPKAD B791 Milaj |
Evaluasi & Pelaporan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD 100 9%
Tei Dok Bukti Pendul Dralam
- Ry 7 9 Dokumen
- K.
eOmkip Reviu (I - - Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko dan 2 Dok
Peta Proses Bisnis i
Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil
ix i kum - &
TSRS B R R Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 1 Dolnumen
- |lumlah Dok Perubahan RKA SKPD dan Laporan
- |Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-BPKAD Hasil Koordinasi Penyusunan Dolumen Perubahan RKA- 1 Dokumen
SKPD
- |lumiah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
= [Teenuapmys Dokitmen DE BPRAD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA BPKAD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan
- Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 1 Dokumen
SKPD
Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 7 Dokumen
Daerah
Meninglatkan Kualitas Administrasi Keuang; Per TLHP BPK dan APIP Yang Diselesaikan Sesual 8
2 |BPKAD dan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Ketentuan i
Pemeriksa (TLHP) Per Capaian Realisasi APBD BPKAD 75 %
Terdistribusinya Pembayaran Gaji, Tunjangan
dan TPP Lingkup BPKAD. (Tersusunnya )
* | Dokumen Usulan Gaji dan Tunjangan ASN) - |lumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 100%
Meningkatnya Kualitas Administrasi K gan Jumlah Dok n Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi 100 %
- |BPKAD dalam Penyelesaian Tindaklanjut Hasil - |Keuangan SKPD
Pemeriksa (TLHP) b
_ |Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Jumiah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 1 Dokumen
Akuntansi BPKAD ~ |Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
" |BPKAD ~ {Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan, Semesteran Z Laporan
SKPD
Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis
Prognosis Realisasi Anggaran * |Realisas| Anggaran 1Dokumen
Tersusunnya Dokumen Bahan Tenggapan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksa dan
© | Tindaklanjut Hasil Pemeriksa " |Tindaklanjut Pemeriksa 100 %
Jumlah Laporan K gan Akhir Tahun SKPD dan
- |Tersusunnya Laporan Keuangan BFKAD - |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 |Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 100%
Daerah Pada BPKAD Pada BPKAD Yang Sesuai Ketentuan
Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutul jumilah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD K
" |Barang Milik Daerah Pada BPKAD - 2 Dokuivien
. | Teramankannya Barang Milik Daerah Linglup - |Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan
BPKAD SKPD
_ |Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Jumiah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah 2 Dok
Barang Milik Daerah Pada BPKAD Pada SKPD s
4 |Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara |Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD €5 Indeks
Linglup BPKAD Nilai Hasil Syrvey Implementasi ASN Ber-AKHLAK 65 Nilal
Meningkatmya Kualitas Informasi Pengelolaan Persentase Informasi Pengeloiaan Keuangan Daerah Yang 100%
Keuangan Daerah Yang Terpublikasi Terpublikasi
——



Meningkatnya Pelak Pembang Zona Persentase Tindaldanjut Laporan Pengaduan SP4N Lapor 20 Nilai
Integritas (Z1)
Nilai Capaian Pelak Pembangunan Z1 65 Nilai
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD 65 0%
Tindaklanjut Laporan Pengaduan Pada BPKAD
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/fasa  [Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa 65 Nilai
BPKAD Pemerintah Pada SPSE
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD [ Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD 65 Nilal
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 81.74 Nilal
Terintegritas
Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral 65 Nilal
Pada BPKAD
Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Nilal Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD 65 Nilal
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah Yang Di pelihara 65 %
Lingkup BPKAD
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp 244.430.023.812,77 Sumber dana yang
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Rp 853.654.950,73 digunakan pada
Daerah semua program ini
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 171.644.950,73 adalah APBD.
- Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 54.488.000,00
- Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 46.700.000,00
- Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 57,100.000,00
- Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 48,850.000,00
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 474.872.000,00
2 Adminstrasi Kenangan Perangkat Daerah Rp 231.175.502.989,22
- Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN Rp 230418 345.139,22
- Pelaksanazn P F dan Pengujian/ Verifikasi K Rp 341,690.000,00
SKPD
Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Re 41,061.250,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 107.250.000,00
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 200.945.100,00
- Koordinasi dan Peny Laporan K gan Bulanan/ Rp 40.961.500,00
Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 25.250.000,00
3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Rp 120.261.966,00
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 13.500.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Re 57.467.050,00
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 49.294.916,00
4 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Rp 721.459.125,00
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 1.315.690.082,32
& Pengadaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan Rp 2.107.507.036,76
Pemerintaban b
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 4.532.880.498,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp 2.603.067.164,74

Pemerintahan Daerah

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAKILA, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPKAD Prov. Sulteng
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

i s IR

ANITA SORAYA S.STP..M.Si SAKILA, S.Ses
Pembina Tingkat I Penata Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001 NIP. 19720909 200003 2 007




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA SEKRETARIAT
SUB UNIT KERJA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TAHUN ANGGARAN + 2025
No, Sasaran Indikator Kinerja Target
{1} 2} | E3] [4)

1 |Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara |Indeks Profesionali Aparatur Sipil Negara BPKAD 65 Indeks
Lingkup BPKAD Nilai Survey Impl tasi ASN BerAKHLAK 65 Nilal
Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Dacrah 100%
Keuangan Daerah Yang Terpublikasi Yang Terpublikasi

- |Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Bagi | - |Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 138 Paket
Pegawai BPKAD Kelengkapan

- | Terupdatenya Data Kualifikasi, Kompetensi, - |lumiah Dokumen Pend; dan Pengelol 100%

| _|Kinerja dan Disiplin ASN BPKAD Administrasi Kepega

- |Terukurmya Penilaian Kinerja Pegawal Linghkup - |Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilai 135 Orang
BFKAD Kinerja Pegawai

» |Terbinanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan - |Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 5 Orang
Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatih

- | Terbinanya ASN Tentang Internalisasi Core - {Jlumiah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan 100 Orang
Values ASN BerAKHLAK Perundang-Undangan

- | Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan - |lumiah Orang Yang Mengilkuti Bimbingan Teknis 29 Doloumen
Daerah Yang Dipublikasi Impl tasi Peraturan Perundang-Undang;

2 M gkatnya Pelak P gunan Zona Nilai Cap.uan Pelal Pembang| Al 20 Nilal
ntegg (Zn
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan | Nilai Indeles Reformasi Hukum BPKAD 65 Nilai
Tindaklanjut Laporan Pengaduan Pada BPKAD Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui 65 %

SP4N Lapor
- |Tersedianya Komponen | lasi Listrik Lingkuy - |lumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ 1 Paket
BPKAD Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan
- |Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BPKAD | - |Jumiah Paket Peralatan Dan Perlengkapan kantor 5 Paket
Yang Disediakan
- |Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan - |lumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang 1 Paket
Tersedia
- | Tersusunnya Produk Hukum ( Pergub, Perda, DIt) | - |Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang 100 %
| __|BPKAD Disediakan
- |Terkomilasinya Dokumen Pemenuhan LKE 1 Dokumen
Pembangunan Z| _ {lumiah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinast
Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Melalui dan Konsultasi SKPD 100 %
SP4N Lapor di BPKAD

3 |Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa | Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa 65 Nilal
BPKAD Pemerintah Pada SPSE
- | Termantaatkannya Sistem Pengadaan Secara = {lumiah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau 1 Laporan

|__| Elektronik (e-Tendring, e-Purchasing, e- Katalog, |___|
- |dsb) - |lumlah Paket Mebel Yang Disediakan 1 Paket
- | Tersusunnya Laporan P3DN Sesuai TKDN - |Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan 1 Laporan
- |Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit
Elektronik (e-Tendring, e-Purchasing. e- Katalog. Yang Disediakan
dsh]
4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD | Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD 65 Nilal
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyamknk Pada Aplikasi 81,74 Nilai
SKM Terintegrasi
Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral 65 Nila:
Pada BPKAD
Menlng!tatnya Pengawasan Kearsipan Internal Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD 65 Nilal
« |Terkelolanya Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan 90%
Digital BPKAD = | Jumlah Laporan Penyediaan fasa Surat Menyurat
Terkelolanya Arsip Statis BPKAD 9046
- | Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 Dokumen
Roadmap Penerapan SPBE BPKAD Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan
- |Tersedianya Data Sektoral BPI‘EJ\D Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 Laperan
Perlenghkapan Kantor
= [Temuguya Dokmen Kebifikan Pelaysnan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3 Dokumen

Terukurnya SKM Pada Layanan BPKAD

BPKAD {SP, MP, dan Laporan SKM)

Kantor

46 Dok

- -




Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara 65 %
Lingkup BPKAD
- | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional - |lumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau 13 Unit
atau Lapangan Yang dipelihara dan Dibayarkan Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan
Pajak dan Perizinannya Dibayarkan Pajaknya
- |Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung - |jumiah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau 3 Bangunan
Kantor Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitas
« | Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 3 Unit
Lainnva Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang
Dipelihara/Rehabilitas
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 721.459.125,00  Sumber dana yang
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 102.701.150,00  digunakan pada
- Monitaring, Evaluasi dan Penilaian Kerfa Pegawai Rp 43.756.500,00 Semua Kegiatan ini
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 64.074.475,00 adalah APBD
- Sosialisasi Peraturan Perindang-Undangan Rp 214,382,000,00
Bimbingan Teknis lmpl i Peraturan Per g-Undangan Rp 296.545.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah Ap 1.315.690.082,32
- Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 85.595.384,00
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 181.911.050,00
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 154.700.010,00
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 222.066.638,32
- Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 671.417,000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daecrah  Rp 3.107 507.036,76
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 201.455.200,00
- Pengadaan Mebel Rp 179.179.800,00
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya Re 2.202,843.256.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 524.028.780,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 4.532.880.498.00
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 45,987.500,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 1.520.639.992,00
- Penyedtaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 427.313.600,00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 2.534,939.406,00
Pemellharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 2.603.067.164,74
- Penyediaan [asa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Rp 1.061.550.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Rp 1.327.727.164,74
Bangunan Lainnva
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Rp 213.790.000,00

Kantor atau Bangunan Lainnva

Sekretaris
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawes! Tengah
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efcktif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. HARIS, SE., MM
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA BIDANG ANGGARAN

DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
. ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

-
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD . BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINS) SULAWES] TENGAH
UNIT KERJA BIDANG ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1} 2] (3 [4)
A |Meningkatnya Kualitas Pengalokasian Anggaran | Nilai [PKD Dimensi Kualitas Anggaran Belanja Dalam APED 17.43%
Belanja Dalam APBD
Meningkatnya Kualitas Kesesuaian Dokumen Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan 10.70%
Perencanaan dan Penganggaran Penganggaran
1 [Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun 100 %
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun 100 %
Anggaran Daerah
2 Memngj(:mya Kualitas Evaluasi Perencanaan Persentase Kabupaten /Kota Yang Terevaluasi Terkait Perencanaan 100 %
Daerah Kabupaten/Kota Anggaran Daerah
- |Tersusunnya Laporan Evaluasi R Jumlah L Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah Tentang APBD | 13 Surat Kepulusan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD I(.abupa.tenf Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
| ___|APBD Kabupaten/Kota
- |Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD| 13 Surat Keputusan
Peraturan Daerah T g APBD Kabupaten/ Kota | Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang |Penjabaran APBD Kat {Kota
Penjak APBD Kal n/Kota
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
A. Program Pengelolaan K Daerah (Bidang Anggaran] Ro 6.452.472.407.00 Sumber dana yang
t Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rp 5.413.746225,00  digunakan pada
2 Pembi Pengelolaan K Daerah Kabuy /Kota Rp 1.048.726.182,00 semua kegiatan ini
- Evaluasi Rancangnn Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kotadan  Rp 804.212.575.00 adalah APED
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
- Eviluasl Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Rp 244.513.607,00

Kabupaten,/Kotn dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penlabaran Perubahan APBD Kabuvaten/Kota

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

fer ") 4
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Kepala Bidang Anggaran
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN MASCATTY, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Manajemen Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE., MM
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PTHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA SUB BIDANG MANAJEMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KEUANGAN DAN ASET DAERAH
e PROVINSI SULAWESI TENGAH

-

3 SE., MM FARHAN MASCATTY, SE
Pembina Tingkat 1 Penata Tingkar [
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG MANAJEMEN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN ;2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) [4)
L |Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran Persentase Manajemen Anggaran Yang 100%
Disusun
Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS 2 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja - L\:f‘;::nﬂakumen Hlf i FRAS Vg 2 Dokumen
(ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan HSPK
Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA & Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 2 Dokumen
© |PPAS " |Perubahan PPAS yang Disusun
- _|Terverifikasinya RKA - SKPD Perangkat Daerah Jumlah RKA- SKPD Yang Diverifikasi 53 Dokumen
- _|Terverifikasi DPA-SKPD Perangkat Daerah - |Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Koordinast dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rp  1.496.862.12500 Sumberdanayang
- Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp 535.313.150,00  digunakan pada
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp 352.745.600,00 Semua kegiatan in|
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Rp 47541515000  2dalah APBD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Rp 133.388.225,00

Paly, 11 Desember 2025
Kepala Bidang Anggaran Kepala Sub Bidang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Manajemen Anggaran

Provinsi Sulawesi Tengeh
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAKHRUDDIN NUR, ST
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PTHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ANGGARAN BADAN _PENGELOLAAN
DAERAH PROVINSI SU('I‘_._QLNESI TENGAH \ KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SULA'WESI TENGAH

0

A. HARIS, SE.. MM FAKHRUDDIN ST
Pembina Tingkat | Penata Tingkat I
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKFD - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA :  BIDANG ANGGARAN
SUB UNIT KERJA ¢ SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN : 2025
Neo. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (z) (3) (4)
1 [Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran Yang 100%
Anggaran Daerah Disusun
- |Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah | - |Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan | 2 Produk Hukum
Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Penjabaran APRD
- |Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah | - [Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan | 2 Produk Hukum
Tentang Perubahan APBD dan Rancangan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Peraturan Kepala Daerah Tentang Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penjabaran Perubahan APED
- |Terbinanya Aparatur Pengelolah Perencana | - [Jumlah Orang Yang Mengikutin Pembinaan 266 Orang
Penganggaran Daerah Diperangkat Daerah Perencanaan Penganggaran Daerah
Provinsi Pemerintah Provinsi
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rp  3.916.884.100,00
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rp  1.817.831.100,00 Sumber dana yang
Peraturan Kepala Derah Tentang Penjabaran APBD digunakan pada

semua kegiatan
- Kordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rp 711.859.625,00 ini adalah APBD.
APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran

Perubahan APED
- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Rp 1.387.193.375,00
Provinsi
Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang Anggaran Kepala Sutj Bidang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunar Anggaran

Provinsi Sulawesi Tengah $
— ]

0

Pembina Tingkat | ' Penata Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005 NIP. 19781217 201001 1 002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. FATNINI, M.Si ¢
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I A e y

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.MM °

—Pembina Utama Madya

Pembina Tingkat |
NIP. 19701209 199103 1 001 NIP. 19690710 198903 2 007




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANCGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWES] TENGAH
UNIT KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) 2) (3) (4)
A [Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran & Nilai [PKD Dimensi Penyerapan Anggaran & Capaian 15 Nilai
Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah Kinerja Anggaran Belanja Daerah
Meningkatnya Kondisi Keuangan Daerah Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah 4.2 Nilai
1 |Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Belanja Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan 100%
Langsung Daerah Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun
Tepat Waktu
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Belanja Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan 100%
Tidak Langsung Daerah Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang
Disusun Tepat Waktu
Meningkatmya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun 100%
- |Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) | - |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan 24 Dokumen
Pendapatan dan Pengeluaran Kas Daerah
- |Tersedianya Penyediaan Dana APBD - [Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan 4 Dokumen
Penertiban Anggaran Kas SPD
- |Tersusunnya Dokumen SP2D - {lumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan 4 Dokumen
Daerah
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Umum - |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, 20 Laporan
(DAU) Yang di Tentukan, Dana Alokasi Khusus Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi,Monitoring dan
(DAK] dan Laporan Tepra Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) | - |Jumlah Laporan Realsasi Penerimaan dan 2 Dokumen
Pemda KPPN, KPP PRATAMA Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Sama | |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan 10 Dokumen
_ |_(PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah _ |Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat
Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Pengelolaan Kas, Pelaksanaan 4 Dokumen
Penerimaan Dengan Bidang Akuntansi
Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan - |Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data 17 Laporan
Pendapatan Daerah Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan
dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
Tersosialisasinya Petunjuk Teknis Administrasi| - {Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan 100 Orang
Keuangan Yang Berkaitan Dengan penerimaan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan
dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan | |Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Ke Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
2 [Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan |Pesentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan 100%
Kewenangan Panatusahaan Keuangan Daerah Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai
Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BIDANG PERBENDAHARAAN) Rp 1.024.252.061.007,62 Sumber dana
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rp 4.749.618.557,00 yangdigunakan
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp 422.507.42500  pada semua
- Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran SPD  Rp 49299498000  Programini
adalah APBD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah Rp 680.670.410,00
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, Rp 869.413.637,00
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
- Kordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Rp 226.103.400,00

Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Kegita

(PFK)




Kordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Rp 137.984.550,00
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan
Uang Daerah Sebagai Optimalisasi kas

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Rp 925.566.450,00
dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Rp 994.377.705,00
dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 1.019.502.442.450,62

Palu, 11 Desember 2025

Plt. Kepala Badan Kepala Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tengah
) .f'_" 7
Dra. FATNINL M.S{
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat |
NIP. 19701209 199103 1 001 NIP. 19690710 198903 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN WAHYULIANI, SE..MM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi
Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINI, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yan g berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET LANGSUNG PERBENDAHARAAN BADAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH PROQYINSI SULAWESI TENGAH

Dra NINI, M.Si DIAN WAHYULIANI, SE. MM

Pembina Tingkat I Penata Tingkat |
NIP. 19690710 198903 2 007 NIP. 19810709 200604 2 034




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB UNIT KERJA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) 2) (3) (4)
1 [Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan |Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan 100%
Belanja Tidak Langsung Daerah Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun
Tepat Waktu
- |Tersusunnya Laporan Realisasi Pembayaran - |lumlah Laperan Hasil Penatausahaan Pembiayaan 12 Laporan
Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah
Tersusunnya Laporan Berita Acara Jumlah Laporan Realsasi Penerimaan dan 2 Laporan
- |Rekonsiliasi Taspen dan BPJS Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
2 |Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan|Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan 1008
Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai
Peraturan Perundang-Undangan
- |Tersusunnya Laporan Penyaluran Bantuan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan 1 Laporan
Keuangan Penyaluran Bantuan Keuangan
- |Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana - |lumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan 1 Laporan
Darurat Mendesak
- [Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil 4 Laporan
Hasil Provinsi Provinsi
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rp 906.773.810,00
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah Rp 680.670.410,00  Sumber dana
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Rp 226.103.400,00 yang digunakan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan dan pada semua
Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga kegiatan ini
(PFK) adalah APBD.
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 1.019.502.442.450,62
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp 19.150.000.000,00
- Tersusunnya [aporan Pengelolaan Dana Darurat Rp 500.000.000,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Rp 999.852.442.450,62
Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang Perbendaharaan Kepala Sub Bidang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Langsung
Provinsi Swlawesi Tengah g u
Dra, FATNINI. M.5i DIAN WAHYULIANL SE
Pembina Tingkar | Penata Tingkat |
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.. MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA BIDANG AKUNTANSI
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Y] R

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
- Pembina Utama Madya Pembina Tingkat I

NIP. 19701209 199103 1 001 NIP. 19801019 200804 1 002




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD :  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGAH
UNIT KERJA :  BIDANG AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN : 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3] (4)
A |Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa  |Nilai IPKD Dimensi Opini BPK terhadap LKPD 100%
Pengecuallan (WTP) atau Unqualified Opinion
1 |Laperan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 100%
Dengan Standar Aluntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan | Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi
Pengungkapan (adequate disclosures) Patuh Terhadap Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate
Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-
Pegendalian Intern Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang - Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang 225 Rancangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provins dan
Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED Penjabaran Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD
. _Provinsi Pr
2 |Meningkamya Kualitas Akuntansi Manaj Per qusri" ke Al | Manaj Yang Disusun 100%
3 |Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntansi dan Per Dokumen Ak | dan Pelaporan Yang 100%
Pelaporan Disusun
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
A Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi Rp 1.142.201.368,00  Sumber dana yang
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Rp 1.142.201.368,00 _digunakan pada
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rp 1.142.201.368,00 Hn::;:;“:;;"; e

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi

Pit. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsl Sulawesi Tengah
™y (1 &

It 2 Vs

Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang
Akuntansi

{W
Ir IDHAMSYAH, ST.. MM

Pembina Tingkat |
NIP. 19801019 200804 1002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD FAJRI, ST
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Manajemen BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PFHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSY AH, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PITHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET MANAJEMEN BADAN PENGELOLAAN

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
£ 4 m/%\&
Ir. IDHAMSYAH, ST., MM MOHAMAD FAJRL ST
Pembina Penata Tingkat I

NIP. 19801019 200804 1 002 NIP. 19810523 200801 1 006
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWES! TENGAH
UNIT KERJA BIDANG AKUNTANSI
SUB UNIT KERJA SUB BIDANG AKUNTANSI MANAJEMEN
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1) (z) (3) (4)
1 Menlngkatnyal(ualttas Akuntansi Manajemen Persentase Dokumen Akuntansi Manajemen Yang 100%
Disusun
Tersusunnya Laporan Rekonsilias! dan - |Jumiah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan 400 Laporan
Verifikasl Aset, Kewajiban, Ekuitas, Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-L0 dan
Pendapatan-LO dan Beban Beban
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Rp  1.044.045.000,00 Sumber danayang
Rekonsiliasl dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Rp  1.044.045.000,00 digunakan pada

Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban

Kepala Bidang Akuntansi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah

S /a2

Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Pembina Tingkat |

NIP. 19801019 200804 1002

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang

Akuntansi Manajemen

7 ’_‘J_b%\f%

!

O]
Penata Tingkat |

NIP.19810523 200801 1 006
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBYANTHY RATMAN, SAk., MM
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

+ e

Ir. IDHAMSYAH, ST., MM DEBBYANTHY RATMAN, SE.Ak.. MM
Pembina Tingkat I Pembina
NIP. 19801019 200804 1 002 NIP. 19850225 200804 2 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA 1 BIDANG AKUNTANSI
SUB UNIT KERJA 1 SUB BIDANG AKUNTANS] DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN t 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) 2) 2) (4)
1 |Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan 100%
Akuntansi dan Pelaporan Yang Disusun
- |Tersusunnya Laporan Konsolidasi - |Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan 82 Laporan
Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terkonsolidasi
Tersusunnya Dokumen Sistem Dan - {Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan 2 Dokumen
Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Keuangan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rp 2397.169.873,00 Sumber dana yang
Daerah digunakan pada
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan laporan Rp 1.309.048.650,00 semua kegiatan
Keuangan Pemerintah Daerah ini adalah APBD
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Rp 1.088.121.223,00

Keuangan Pemerintah Daerah

Paluy, 11 Desember 2025
Kepala Bidang Akuntansi Kepala Sub Bidang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Akuntansi dan Pelaporan
Provinsi Sulawesi Tengah

,Q#MW\,\
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUASTINA, SH.,MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : PIt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
. DAN ASET DAERAH
il PROVINSI SULAWESI TENGAH
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Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM SUASTIN MH
Pembina Utama Madya Pembina Tingkat I
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) () 3) {4)
A - |Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) 2,76 Indeks
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik
Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
Hniiggem - |Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 9,78 Nilai
1 |Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aset Daerah - |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan 100%
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- |Tersusunnya Laporan Pengamanan Barang Millk | - |Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik 2 Laporan
Daerah di Perangkat Daerah Daerah
- |Terawasinya dan Terkendalinya Pengelolaan - |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan 42 Perangkat
Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah
2 |Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Per Dal Perenc dan Penatausahaan 100%
Penatausahaan Aset Aset Yang Disusun
3 |Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan |Persentase Dokumen Penghapusan dan 100%
Pemindahtanganan Aset Pemindahtanganan Aset Yang Disusun
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
A. Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 1.541.500300,00 Sumberdana
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 1.541500300,00 Yangdigunakan
- Pengamanan Barang Milik Daerah Rp 118627310000 Padasemua
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp  355.227.200,00 P;‘;F;?P'é‘l’)
adalal

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

3
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Dr. H. RUDI DEWANTO. SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang
Pengelolaan Aset Daerah

Pembina Tingkat |
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR GAMAR, SE., MSA

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset BPKAD Provinsi
Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Dacrah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PENATAUSAHAAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
— . ASET DAERAH PRO_VINS':{I SULAWESI TENGAH
) /W A
/ > \ H:M
. MH NUR GAMAR, SE. MSA
Pembina Tingkat I Pembina

NIP. 19730726 20003 2 004 NIP. 19820419 200502 2 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET
SUB UNIT KERJA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Persentase Dokumen Perencanaan dan 100%
Penatausahaan Aset Penatausahaan Aset Yang Disusun
- |Tersusunnya Buku Standar Harga - |jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Buku
- |Tersusunnya Laporan Inventarisasi - |Jumiah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang 1 Laporan
Barang Milik Daerah Milik Daerah
- |Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian - |Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang 1 Laporan
Neraca BMD Disusun
Tersusunnya Laporan Barang Milik 80 Laporan
Daerah Dokumen Pendukung LK
- |Tersusunnya Rencana Kebutuhan - [lumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Surat Keputusan
Barang Milik Daerah PD(Pengadaan, Perangkat Daerah
Pemeliharaan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan)
- |Tersusunnya Laporan penatausahaan - |lumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 2 Laporan
Barang Milik Daerah Daerah
- |Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi - |lumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka | 242 Berita Acara
Dalam Rangka Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Satuan Harga
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

SUASTINA. SH.. MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 200003 2 004

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Rp 13.850.339.570,00 Sumber dana yang

Rp 174.969.550,00 digunakan pada
Rp  11.865.996.870,00 semua kegiatan ini
Rp 271.459.000,00  adalah APBD
Rp 151.152.200,00

Rp  1.266.443.150,00

Rp 120.318.800,00

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang
Perencanaan dan Penatausahaan Aset
i
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA ,S.S0s. M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset BPKAD Provinsi
Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMINDAHTANGANAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH PROVINS] SULAWESI TENGAH

/s o

SUASTINA, SH.. MH HENDRA, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I Pembina

NIP. 19730726 20003 2 004 NIP. 19701008 200701 1 019




LAMPIRAN PERJAN]JIAN KINERJA

SKPD :  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERjA :  BIDANG PENGELOLAAN ASET

SUB UNIT KERJA + SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAH TANGANAN ASET

TAHUN ANGGARAN ;2025

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) )
1 |Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghay 1 dan Persentase Dokumen Penghapusan dan 100%
Pemindahtanganan Aset Pemindahtanganan Aset Yang Disusun
- |Tersusunnya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah - Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 2 Laporan
Pemenuhan Dokumen Pemindahtanganan BMD Daerah dan Hasil Kordinasi Penilalan Barang
Milik Daerah
Tersusunnya Dokumen Pemindahtangganan, Pemusnahan, | - [Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 1 Dokumen
dan Penghapusan Barang Milik Daerah Penggunaan, Pemanfaatan,
Tersusunnya Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang | |Pemindahtanganan, Pemusnahan dan 4 Laporan
Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah
KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 980.040.000,00 Sumber dana yang
Penilaian Barang Milik Daerah Rp 690.696.400,00 digunakan pada
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan dan Rp 289.343.600,00 Semua kegiatan ini
Penghapusan Barang Milik Daerah adalah APED
Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kepala Sub Bidang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset

Provinsi Sulawesi Tengah

s =

SUASTINA, SH.. MH
Pembina Tingkat1 Pembina
NIP. 19730726 200003 2 004 NIP. 196501011990031 044

1




SULAWESI TENGAH

LKJIP
2025

DISDUKGAPIL
PROV. SULAWESI TENGAH

0 © O @ disdukcapilsulteng

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
JI. Pramuka No. 21, Besusu Barat, Kec. Palu Timur




Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam
penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara transparan,
akuntabel, serta berorientasi pada hasil sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan perencanaan kinerja yang
telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja, indikator kinerja utama, serta dokumen
perencanaan daerah lainnya yang relevan. Laporan ini memuat capaian kinerja program dan
kegiatan, analisis pencapaian sasaran strategis, serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi
penggunaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan di tingkat provinsi maupun pembinaan terhadap kabupaten/kota.

Secara kontekstual, LKjIP Tahun 2025 disusun pada masa transisi perencanaan strategis
perangkat daerah dari Renstra Tahun 2021-2026 menuju Renstra Tahun 2025-2029 yang
diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Provinsi
Sulawesi Tengah. Kondisi ini menuntut konsistensi kesinambungan arah kebijakan sekaligus
penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah yang baru, sehingga proses pengukuran
dan pelaporan kinerja tetap mencerminkan kesinambungan sasaran strategis dan relevansi
terhadap target pembangunan jangka menengah daerah.

Kiranya penyajian LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
Tengah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar
dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palu, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah,

DINAS KEPENDUDUKAR) o~
DY NAJIIDIN, SE., M.Si
/ 3208 199903 1 003
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LKjIP 2025 vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan perangkat

daerah, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah,
seiring dengan peralihan dokumen perencanaan dari Renstra Tahun 2021-2026 menuju Renstra
Tahun 2025-2029. Perubahan tersebut membawa penyesuaian terhadap rumusan tujuan,
sasaran strategis, serta indikator kinerja utama. Pada periode sebelumnya, sasaran
pembangunan difokuskan pada peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
dengan indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Sementara itu,
pada periode Renstra yang baru, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas
layanan kependudukan dan pencatatan sipil serta penguatan pemanfaatan data kependudukan
berbasis teknologi, yang diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil serta persentase kabupaten/kota dengan indeks layanan berkategori "Sangat Baik".

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari capaian IKU Indeks Kualitas Layanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil melampaui target, dengan realisasi sebesar
82,50 dari target 82,00 atau mencapai 100,61 persen. Sementara itu, indikator Persentase
Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berkategori "Sangat Baik" belum mencapai target, dengan realisasi 0,00 persen dari target 23,07
persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kualitas layanan administrasi
kependudukan di tingkat provinsi telah mengalami peningkatan, masih diperlukan penguatan
pembinaan dan pendampingan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota agar kualitas pelayanan di daerah semakin merata dan mampu mencapai
kategori "Sangat Baik" sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, capaian kinerja tahun 2025
menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase perekaman KTP-el mencapai 97,68 persen,
dengan realisasi pencetakan sebesar 99,68 persen dari jumlah perekaman. Selain itu,
implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai berkembang dengan jumlah aktivasi
mencapai 28.223 akun atau 1,23 persen dari jumlah penduduk yang telah melakukan
perekaman KTP-el. Pada sisi lain, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 50,36 persen
dari total anak wajib KIA. Secara agregat, indikator cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran
penduduk tercatat sebesar 62,23 persen, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 25
persen.

Pada pelayanan pencatatan sipil, capaian kepemilikan akta kelahiran usia 0—17 tahun
telah mencapai 97,14 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Provinsi
Sulawesi Tengah telah memiliki identitas hukum sejak dini. Secara keseluruhan, Cakupan
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Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil juga berhasil melampaui target, dengan realisasi sebesar
77,51 persen dari target 70,00 persen atau mencapai 110,72 persen. Capaian tersebut
mencerminkan kinerja pelayanan pencatatan sipil yang semakin baik dalam meningkatkan
kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebagai dasar perlindungan hukum dan pemenuhan hak-
hak sipil masyarakat.

Pada aspek Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan
data kependudukan, kinerja menunjukkan capaian yang optimal. Pemanfaatan data
kependudukan oleh perangkat daerah telah mencapai 100 persen, yang ditunjukkan melalui
kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah yang telah menggunakan akses data
kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa
data kependudukan semakin dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan integrasi
layanan pemerintah daerah.

Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang dipublikasikan secara berkala juga
menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pada Tahun 2025 telah diterbitkan Data Agregat Kependudukan (DAK)
Semester I dan Semester II Tahun 2025, serta Profil Kependudukan Tahun 2024 yang memuat
berbagai indikator kependudukan lintas sektor. Publikasi tersebut memberikan gambaran
komprehensif mengenai kondisi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat
dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan daerah.

Di tengah capaian kinerja yang relatif baik, penyelenggaraan administrasi kependudukan
masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat aktivasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD), serta perlunya peningkatan pemanfaatan data kependudukan
secara lebih luas oleh berbagai sektor pembangunan. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan
melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi
kepada masyarakat, perluasan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, serta
pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dalam meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pemanfaatan data kependudukan
sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ke depan, peningkatan kualitas layanan,
integrasi data kependudukan, serta percepatan transformasi digital administrasi kependudukan
akan terus menjadi fokus dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.



LKjIP 2025 ).

PENDAHULUAN

Gambaran Umum
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Isu Strategis / Permasalahan
Tindak Lanjut LHE AKIP

1.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi
Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan,
pencatatan peristiwa penting dan peristiwva kependudukan (kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan status kependudukan), serta penyajian data dan
informasi kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai

dasar perencanaan pembangunan daerah di provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi instrumen
akuntabilitas kinerja tahunan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan LKjIP
berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyusunan LKjIP vyaitu
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan

kinerja sebagai bagian evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan implementasi SAKIP.

Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan pedoman

penyusunan substansi laporan, tata cara pemantauan capaian kinerja, serta mekanisme
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reviu agar LKjIP dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi kinerja yang akurat dan
informatif. Pedoman teknis tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan indikator
kinerja, pengukuran capaian, serta analisis realisasi kinerja yang dipaparkan dalam

laporan ini.

Dengan disusunnya LKjIP Tahun Anggaran 2025 ini, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan capaian kinerja tahunan
kepada pemangku kepentingan dan publik secara objektif, menyajikan refleksi atas
efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan perbaikan
berkelanjutan untuk perencanaan dan pengelolaan kinerja yang lebih baik pada tahun-

tahun berikutnya.

1.2. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan di provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi melaksanakan:

a) koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi
dan antar kabupaten / kota secara berkala;

b) penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di provinsi;

C) penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data
perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;

d) fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

e) penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;

f) sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

g) kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
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komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat;

pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk
pembinaan  pendokumentasian  penyelenggaraan  urusan  Administrasi
Kependudukan;

bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;

supervisi  kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta
penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
dan

pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang

diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas

pokok :

“Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah

dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”.



LIGIP 2025 -

Adapun fungsinya adalah :

a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi
Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;

b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk,
Fasilitasi Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;

c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang di bidang Fasilitasi
Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;

d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi Pendaftaran
Penduduk, Fasilitasi Penatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;

e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Penatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan
Data;

f) Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan tugas Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah

diamanatkan dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi.

DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh

Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu :

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan
administrasi, program keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di

lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

b) penyiapan  bahan pengkoordinasian perumusan  rencana Kkerja,

pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
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penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi
keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset,
kepegawaian, rumah tangga dan umum;

pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan
pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan

kesekretariatan.

Sekretariat membawahi dua Sub Bagian, yaitu :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi

serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan

program, keuangan dan aset.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja
Sub Bagian Perencanaan;

b) Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang — undangan,
pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Cc) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan
penyusunan perencanaan dengan pihak dan unit terkait;

d) Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
perencanaan, keuangan dan aset yang meliputi pengumpulan data,
identifikasi,  analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan

pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
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e) Melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi
dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data,
identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;

f) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis
pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;

g) Mengelola tata usaha keuangan dan aset serta melakukan evaluasi
dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

h) Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

i) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di
lingkungan Dinas;

j) Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan
program;

k) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis di lingkungan instansi
terkait;

I) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan
pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran
penerimaan bukan pajak daerah;

m) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan ; dan

0) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga

dan surat menyurat.
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

g)

h)

)
k)

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah
tangga, umum, dan Korpri;

Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan
kepegawaian dan umum;

Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu
Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, dan SKP melaksanakan
pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan,
dan hukum;

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis
Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi
Jabatan;

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;

Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta
Mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara,
rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan
kantor;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

n)

Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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B. BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, koordinasi, memberikan bimbingan
teknis, pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap penyelenggaraan fungsi
identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen
pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan

dokumentasi.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan
umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran
penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;;

b) penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang
pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang
penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan
penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;

d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran
penduduk

e) meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan
dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di
kabupaten/kota;

f) pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk
meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan

dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
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g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
h) penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran;

C. BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan pelaksanaan dan memberikan bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status

anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan
koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran,
kematian, = perkawinan,  perceraian, perubahan  status  anak,
pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

b) perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidangpencatatan sipil
meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan
dokumentasi;

c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil
meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan;

d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil
meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen

pencatatan sipil di kabupaten/kota;
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e) pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status
anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di
kabupaten/kota;

f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

g) penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

D. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (PIAK) dan PEMANFAATAN DATA

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pelaksanaan dan memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengelolaan informasi
administrasi  kependudukan  meliputi  sistem informasi  administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan,

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Bidang Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan dan

Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, menyelengarakan fungsi :

a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi
informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi
dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan ;
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b) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber
daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama
administrasi  kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan di kabupaten/kota;

c) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi;

d) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan;

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

f) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 yang kemudian
dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana

dalam gambar berikut :
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Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
KEPALA
DINAS
I - SEKRETARIS
i |
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Sub Bagian Sub Bagian
PERENCANAAN UMUM dan
dan KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG PIAK
FASILITASI FASILITASI dan
PENDAFTARAN PENCATATAN PEMANFAATAN
PENDUDUK SIPIL DATA
| | |
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD
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1.3. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Isu strategis adalah permasalahan atau kondisi jangka panjang yang memiliki
dampak signifikan bagi masa depan suatu organisasi atau wilayah, yang jika tidak
diatasi akan menimbulkan kerugian besar atau hilangnya peluang penting, sehingga
memerlukan perencanaan dan tindakan terarah untuk mencapai visi jangka panjang.
Isu ini seringkali terkait isu pelayanan publik, ekonomi, sumber daya manusia, hingga

ketertinggalan yang memerlukan solusi bertahap dan terstruktur.

Isu strategis di bidang administrasi kependudukan memiliki keterkaitan erat
dengan Asta Cita, yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia
(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi
Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Administrasi
kependudukan yang tertib dan inklusif menjadi prasyarat utama agar seluruh penduduk
dapat mengakses layanan dasar dan program pembangunan secara adil dan tepat
sasaran. Tanpa dokumen kependudukan yang valid serta data yang terkelola dengan
baik, kelompok-kelompok strategis tersebut berisiko tidak tercatat secara utuh dalam

sistem pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut isu strategis yang dihadapi oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya adalah Belum Optimalnya Kualitas dan Cakupan Layanan
Administrasi Kependudukan. Kualitas dan cakupan layanan yang belum optimal
berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak sipil penduduk dan berdampak pada

efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
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A. Belum Semua Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah

Memiliki Dokumen Kependudukan

Permasalahan pertama yang mendasari isu strategis tersebut adalah Belum
Semua Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Memiliki Dokumen Kependudukan yang
lengkap dan sah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain
keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu, tantangan geografis, tingkat
mobilitas penduduk yang tinggi, serta masih adanya sebagian masyarakat yang
belum sepenuhnya menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
Akibatnya, terdapat penduduk yang belum tercatat secara menyeluruh atau belum

melakukan pemutakhiran data sesuai kondisi aktual.

B. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Untuk Semua Urusan

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya pemanfaatan data
kependudukan untuk seluruh urusan pemerintahan dan pembangunan. Data
kependudukan yang seharusnya menjadi data dasar lintas sektor belum
dimanfaatkan secara maksimal dan konsisten oleh seluruh perangkat daerah dan
pemangku kepentingan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berbasis data, serta
berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data antar sektor dan ketidaktepatan

sasaran kebijakan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan, peningkatan kualitas dan perluasan
cakupan layanan administrasi kependudukan serta penguatan pemanfaatan data
kependudukan menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Upaya ini
diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang
inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta memastikan

seluruh penduduk tercatat, terlindungi hak sipilnya, dan terlayani secara optimal.
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1.4. TINDAK LANJUT LHE AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 700.1.2.1/035/LHE-
AKIP/PROV/IRBAN3/2025 Tanggal 21 Mei 2025 dimana hasil evaluasi yang dituangkan
ke dalam nilai dengan kisaran 0 s/d 100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar 72,70 sehingga akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB termasuk dalam
kategori Sangat Baik (BB). Hal ini menunjukkan bahwa komponen AKIP yang ada sudah
akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup

diandalkan.

Meskipun demikian masih ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan
perbaikan yaitu :
Tabel 1.2.

TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

RENCANA / HASIL TINDAK

No. REKOMENDASI LANJUT LINK DATA
Menyamakan kembali Melakukan pemeriksaan https://drlve.qooq!e.com/drl
IKU pada Renstra, PK silang terhadap kesesuaian veffolears/ AR IIGKI7Z
1 pad ' g P XeYKOqc69agZoV692L2usp
dan LKJiP IKU yang tercantum dalam

_ =drive_link
setiap dokumen perencanaan

dan membuat penyesuaian https://drive.google.com/dri
bila diperlukan. ve/folders/14xgMDyDYybCT
61k4wvIiL8fdam4wWfAn?us

p=drive link

Menyamakan kembali

pada target IKU antara
Renstra, PK dan LKJiP | Sudah dilakukan pemeriksaan

konsistensi IKU pada semua
dokumen perencanaan 2024
(Renstra ,Renja, PK dan
LKJiP), tidak ditemukan
Inkonsistensi IKU



https://drive.google.com/drive/folders/11AfghjvNu6KJ7ZXeYKOqc69agZoV692L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11AfghjvNu6KJ7ZXeYKOqc69agZoV692L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11AfghjvNu6KJ7ZXeYKOqc69agZoV692L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11AfghjvNu6KJ7ZXeYKOqc69agZoV692L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14xqMDyDYybCT61k4wvIiL8fdam4wWfAn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14xqMDyDYybCT61k4wvIiL8fdam4wWfAn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14xqMDyDYybCT61k4wvIiL8fdam4wWfAn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14xqMDyDYybCT61k4wvIiL8fdam4wWfAn?usp=drive_link
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RENCANA / HASIL TINDAK

No. REKOMENDASI LANJUT LINK DATA
3 Membuat Kerangka Sudah ada Kerangka Acuan https://drive.google.com/dri
Acuan Kegiatan untuk Kegiatan (KAK) vejfolders; Lnscl-
uan Reglatan Unt g SWcVQNLOOOSKXFF4DqIFpiP
mendukung kinerja kyDy?usp=drive link
yang ingin dicapai
Mendokumentasikan Melengkapi dokumentasi
4 kegiatan pemantauan terkait pelaksanaan https://drive.google.com/dri
setiap triwulan secara Monitoring dan Evaluasi ve/folders/1d4s8yMWtjh FH
berkala melalui Berita | kinerja setiap triwulan di 6FELh3fovHrIwTPxbQo?usp
Acara, Daftar Hadir, Disdukcapil Prov. Sulteng =drive_link
Notulensi dan Foto-foto
HIens! Sudah ditindaklanjuti
Kegiatan
Melakukan pemantauan | Sudah menggunakan aplikasi
5 | atas capaian kinerja BERANI SELARAS dalam https://drive.google.com/dri
secara berjenjang Monitoring Capaian Kinerja ve/folders/1nscl-
dan pelaksanaan Rencana SWcVgNLOOOSKXfF4DglFpijP
Memanfaatkan ] L
- ) Aksi kyDy?usp=drive link
6 | teknologi informasi
dalam Pengukuran Sudah ditindaklanjuti
Kinerja
Memberikan Informasi | Mempersiapkan bukti dukun
" ) rmasl persiap u- ' dukling https://drive.google.com/dri
tentang keterlibatan berupa Daftar Hadir,
o i ) ve/folders/1nscl-
Pimpinan dalam Notulensi dan Foto terkait SWcVaNLOOOSKXfF4DGIFpiP
v, Pengambilan Keputusan | keterlibatan pimpinan dalam kyDy?usp=drive link
Strategis yang rapat.
didukung Daftar Hadir,
Notulensi, dan Foto- Sudah ditindaklanjuti
Foto Kegiatan
. S Menyusun Berita Acara LHE https://drive.google.com/dri
Menindaklanjuti hasil APIP sebaqai Laporan ve/folders/10-
8 | Evaluasi Akuntabilitas gaitap hmyPrVwIK1GQpGCeExZZp

Kinejra Internal dengan
membuat Berita Acara
LHE APIP sesuai
Perundang-undangan

Tindaklanjut atas hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kiinerja
Internal

Sudah ditindaklanjuti

N1fcMS2WI?usp=drive link



https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d4s8yMWtjh_FH6FELh3fovHrJwTPxbQo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d4s8yMWtjh_FH6FELh3fovHrJwTPxbQo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d4s8yMWtjh_FH6FELh3fovHrJwTPxbQo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d4s8yMWtjh_FH6FELh3fovHrJwTPxbQo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqlFpjPkyDy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10-hmyPrVwIK1GQpGCeExZZpN1fcMS2WI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10-hmyPrVwIK1GQpGCeExZZpN1fcMS2WI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10-hmyPrVwIK1GQpGCeExZZpN1fcMS2WI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10-hmyPrVwIK1GQpGCeExZZpN1fcMS2WI?usp=drive_link
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PERENCANAAN
KINERJA Renstra Perangkat Daerah

Struktur Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama
Perjanjian Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sulawesi Tengah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah dalam jangka menengah, yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta
target capaian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pada Tahun
Anggaran 2025, pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada
pada masa transisi perencanaan, dimana pelaksanaan program dan kegiatan masih
mengacu pada Renstra 2021-2026, sekaligus mulai mengimplementasikan arah

kebijakan dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam periode 2021-2026, Tujuan Strategis Disdukcapil Provinsi Sulawesi
Tengah adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil. Tujuan tersebut
dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis berupa Meningkatnya Kepemilikan
Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator
Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Provinsi Sulawesi
Tengah, dengan target kinerja yang menunjukkan tren peningkatan secara
bertahap hingga akhir periode Renstra, sebagai cerminan perbaikan kualitas dan

jangkauan layanan administrasi kependudukan.

|
DINAS KEPENDLDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
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Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki karakteristik semi vertikal kepada
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
Tengah menjalankan peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan
nasional dan kebijakan daerah. Dalam konteks ini, Disdukcapil Provinsi Sulawesi
Tengah mengadopsi secara langsung Sasaran Strategis Ditjen Dukcapil
Kemendagri sebagai Tujuan Strategis OPD, sekaligus memastikan bahwa
kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjembatani arah

kebijakan pusat dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah.

Tujuan Strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 adalah
“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta

Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi”.

Tujuan ini diadopsi dari pemerintah pusat tetap relevan dan selaras dengan
Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 — 2029, yaitu
“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender”.
Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
kependudukan yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam
mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif,
sekaligus berkontribusi langsung terhadap pencapaian Program Prioritas Daerah
BERANI SEJAHTERA dan BERANI CERDAS melalui penyediaan data dasar yang
andal bagi sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pembangunan sumber

daya manusia serta pemberantasan stunting dan kemiskinan.

Sasaran strategis dalam Renstra 2025-2029 diarahkan pada
“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta

Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital®.
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Sasaran ini dijadikan sebagai ukuran pemerataan kualitas layanan di seluruh
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Target tahunan yang ditetapkan menunjukkan
peningkatan bertahap, mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam
mendorong standarisasi mutu layanan dan penguatan kapasitas daerah terhadap

pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Indikator dan Target Perangkat Daerah

Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis ini menegaskan peran penting
administrasi kependudukan tidak hanya sebagai penyedia layanan dasar, tetapi
juga sebagai fondasi penyediaan data induk bagi pembangunan daerah. Tujuan
Strategis ini diukur dengan Indikator Indeks Kualitas Layanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mengukur tingkat kualitas
penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara
menyeluruh, mulai aspek cakupan kepemilikan dokumen kependudukan,
ketepatan dan kecepatan layanan, akurasi dan pemutakhiran data, pemanfaatan
teknologi informasi, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta pemerataan
kualitas layanan antar wilayah, sebagai dasar evaluasi kinerja dan peningkatan

mutu pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
digunakan dalam Renstra 2025-2029 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dan
penyempurnaan dari indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan
Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah yang digunakan pada
periode Renstra sebelumnya. Perubahan penamaan indikator ini tidak mengubah
substansi pengukuran kinerja, melainkan memperkuat fokus pada aspek kualitas
layanan secara komprehensif, yang mencakup cakupan kepemilikan dokumen,
standar pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta konsistensi pelaksanaan
administrasi kependudukan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan
demikian, indikator tersebut tetap menjaga kesinambungan pengukuran kinerja

antar periode perencanaan.
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Selanjutnya, indikator dari Sasaran Strategis yaitu Persentase
Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik” merupakan bentuk
pengembangan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat peran pembinaan,
koordinasi, dan fasilitasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota. Indikator ini dirancang untuk mendorong pemerataan kualitas
layanan administrasi kependudukan antar daerah, sekaligus sebagai instrumen
dukungan provinsi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja pelayanan di
tingkat kabupaten/kota. Seluruh indikator kinerja tersebut disusun selaras
dengan kebijakan dan arah pembinaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta
mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana

tertuang dalam dokumen RPJMD.
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Transisi Perencanaan dari Renstra 2021 — 2026 ke Renstra 2025 — 2029 menimbulkan perubahan pada Tujuan,

Sasaran, Indikator dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dilihat pada
kedua tabel berikut :

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR dan TARGET KINERJA 2021 - 2026
TARGET KINERJA pada Tahun ke-
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) ) (3) *)
Meningkatnya
Meningkatkan Kepemilikan Persentase Kineria
Kualitas Pelayanan Dokumen J
Publik Bidang Pendaftaran Pelaksanaan
1 Admini . Administrasi 78,00 | 80,00 | 82,00 | 8500 | 87,00 90,00
ministrasi Penduduk dan .
. Kependudukan di
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Tenaah
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di g
Sulawesi Tengah

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026)
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Tabel 2.2

o

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR dan TARGET 2025

TARGET TAHUNAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Satuan Ket.
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(2) 3) 4 (5) (6) (12)
Meningkatnya
ACEER LI Indeks Kualitas
Kependudukan dan Lavanan
Pencatatan Sipil y Indeks | 82 83 84 | 85 86 | 87
Kependudukan dan
serta Pemanfaatan Pencatatan Sinil
Data Kependudukan P
Berbasis Teknologi
. Persentase
Menl-ngkatnya Kabupaten /kota
Kualitas Layanan
dengan Indeks
AT ET R Kualitas Layanan
Pencatatan Sipil y % 23,07 | 30,76 | 38,46 | 46,15 | 53,84 | 61,53
Kependudukan dan
serta Pemanfaatan ..
Pencatatan Sipil
Data Kependudukan o
. berkategori "Sangat
Berbasis Digital Baik"

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029)
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2.2. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah maka disusunlah Strategi dan Arah kebijakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 2.3
TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

No. TUJUAN SASARAN PERANGKAT STRATEGI
DAERAH
Meningkatnya Meningkatkan Layanan
Kualitas Layanan Jemput Bola
Kependudukan Meningkatkan
dan Pencatatan Pembinaan Aparatur
Sipil serta Kependudukan dan
Pemanfaatan Pencatatan Sipil
1 Data - :
Meningkatkan Kapasitas
Kependudukan dan Kualitas Sarana dan
Berbasis Prasarana Layanan
Teknologi _ Administrasi
Meningkatkan Kependudukan
Kualitas dan (Adminduk)
Cakupan Layanan _
_ Administrasi Meningkatkan
Meningkatnya Kependudukan Peng'av'vasan.Pelaksanaan
Kualitas Administrasi
Layanan Mengoptimalkan
Kependudukan Penerapan Gerakan
5 dan Pencatatan Indonesia Sadar

Sipil serta
Pemanfaatan
Data
Kependudukan
Berbasis Digital

Adminduk (GISA)

Meningkatkan Kualitas
Data Kependudukan

Memperluas Kerjasama
Pemanfaatan Data
Adminduk Skala Provinsi
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2.3. STRUKTUR PROGRAM dan KEGIATAN

Struktur Program dan kegiatan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat

dilihat dalam Tabel berikut :

STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN
TERKAIT LANGSUNG PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025

Tabel 2.4

Anggaran
Sebelum Anggaran Anggaran
Sesudah Perubahan | Sesudah Perubahan Il
No. Perubahan
PROGRAM / KEGIATAN -
DPA Murni 2025 Refocusing Bertambah / DPPA Bertambah /
Anggaran Berkurang Berkurang
7 2 3 4 5=4-3 6 7=6-3
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
I PEMERINTAHAN 9.050.841.261,00 8.422.689.057,00 -628.152.204,00 8.001.528.371,41 | -1.049.312.889,59
DAERAH PROVINSI
Perencanaan,
I-1 Ee”ga”‘?g"!ra”: dan 339.537.100,00 171.665.250,00 |  -147.871.850,00 362.673.500,00 23.136.400,00
valuasi Kinerja
Perangkat Daerah
Administrasi
I-2 Keuangan Perangkat 5.839.196.393,00 5.836.506.550,00 -2.689.843,00 4.787.160.284,41 | -1.052.036.108,59
Daerah
Administrasi Barang
I-3 Milik Daerah pada 45.825.000,00 36.240.000,00 -9.585.000,00 52.598.000,00 6.773.000,00

Perangkat Daerah
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gzggz’:‘n Anggaran Anggaran
Sesudah Perubahan | Sesudah Perubahan i
No. Perubahan
PROGRAM / KEGIATAN -
DPA Murni 2025 Refocusing Bertambah / DPPA Bertambah /
Anggaran Berkurang Berkurang
7 2 3 4 5=4-3 6 7=6-3
Administrasi
[-4 Kepegawaian 91.708.850,00 0,00 -91.708.850,00 0,00 -91.708.850,00
Perangkat Daerah
I-5 ’F‘,dm‘"‘s”“" Umum 748.466.118,00 551.319.957,00 _197.146.161,00 |  902.897.825,00 |  154.431.707,00
erangkat Daerah
Pengadaan Barang
-6 LA'“" Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
enunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa
[-7 Penunjang Urusan 1.502.851.800,00 1.473.372.800,00 -29.479.000,00 1.258.523.762,00 -244.328.038,00
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
-8 P . 483.256.000,00 353.584.500,00 -129.671.500,00 637.675.000,00 154.419.000,00
enunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
PROGRAM
II | PENDAFTARAN 689.451.300,00 253.820.350,00 -435.630.950,00 955.819.200,00 266.367.900,00
PENDUDUK
11-1 Ee‘aya"a" 150.000.000,00 9.250.000,00 | -140.750.000,00 9.249.900,00 | -140.750.100,00
endaftaran Penduduk
i | Penyelenggaraan 359.451.250,00 137.672.300,00 | -221.778.950,00 839.671.550,00 |  480.220.300,00

Pendaftaran Penduduk
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No.

PROGRAM / KEGIATAN

Anggaran
Sebelum
Perubahan

Anggaran
Sesudah Perubahan |

Anggaran
Sesudah Perubahan Il

DPA Murni 2025

Refocusing
Anggaran

Bertambah /
Berkurang

DPPA

Bertambah /
Berkurang

2

3

4

5=4-3

6

7=6-3

I1-3

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk

180.000.050,00

106.898.050,00

-73.102.000,00

106.897.750,00

-73.102.300,00

111

PROGRAM PENCATATAN
SIPIL

305.376.800,00

176.376.750,00

-129.000.050,00

176.376.100,00

-129.000.700,00

[1I-1

Pelayanan Pencatatan
Sipil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[1I-2

Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil di
Provinsi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I1I-3

Pemberian Konsultasi
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil

305.376.800,00

176.376.750,00

-129.000.050,00

176.376.100,00

-129.000.700,00

IV

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

188.904.650,00

105.945.000,00

-82.959.650,00

105.944.650,00

-82.960.000,00

V-1

Penataan Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Anggaran A A
Sebelum nggaran nggaran
Sesudah Perubahan | Sesudah Perubahan i
No. Perubahan
PROGRAM / KEGIATAN -
DPA Murni 2025 Refocusing Bertambah / DPPA Bertambah /
Anggaran Berkurang Berkurang
7 2 3 4 5=4-3 6 7=6-3
Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
V-2 Administrasi 82.373.800,00 60.100.150,00 -22.273.650,00 60.100.100,00 -22.273.700,00
Kependudukan
Provinsi
Pembinaan dan
Pengawasan
V-3 Pengelolaan Informasi 106.530.850,00 45.844.850,00 -60.686.000,00 45.844.550,00 -60.686.300,00
Kependudukan
Provinsi
PROGRAM
V | PENGELOLAAN PROFIL 366.731.900,00 216.006.400,00 -150.725.500,00 305.616.050,00 -61.115.850,00
KEPENDUDUKAN
vy | enveciaan Profil 366.731.900,00 216.006.400,00 | -150.725.500,00|  305.616.050,00 _61.115.850,00
ependudukan
JUMLAH 10.601.305.911,00 9.174.837.557,00 | -1.426.468.354,00 9.545.284.371,41 | -1.056.021.539,59

termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2025.

Pada Tahun 2025 terjadi dua kali perubahan anggaran, antara lain Pergeseran Anggaran pada bulan Mei 2025 karena
kebijakan Efisiensi/Refocusing Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Perubahan Anggaran pada bulan

November 2025 sebagai penyesuaian terhadap kebijakan dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Tengah yang
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2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan maka ditentukan Indikator Kinerja

Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021 - 2026

Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

DIKATOR :
ASARA RJA OR A DIKATOR SASARA BER DA “ AR
2 3 4 5 6
Penjelasan
Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di
Meningkatnya Sulawesi Tengah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Kepemilikan Persentase Pencatatan Slpil Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum .
Dokumen Kinerja dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Eep.mend'aqu ter.ltan'g Kepala Dinas
Pendaftaran Pelaksanaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam asil Penllalap Kinerja Kependudukan
Penduduk dan Administrasi | Negeri Rl dengan Kepala Dinas Kependudukan dan ¢ Ke'zalz kaas y dan Pencatatan
Pencatatan Sipil Kependudukan| Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah TDZ?:laltjatl;na:i i?n Sipil Provinsi
Kabupaten/Kota di Sulawesi Provinsi dan Kaprota Sulawesi Tengah
di Sulawesi Tengah Rumus Perhitunm ’
Tengah Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil

Capaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026)
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Tabel 2.6

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 - 2029

A '] A K = - » A
DR A D ATOR ASARA
A ARAD = A A A 1) O A A Ay o
2 3 4 5 6
Meningkatnya
Kualitas Layanan . :
y Indeks Kualitas Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Kependudukan dan . . o o
o Layanan Negeri tentang Hasil Penilaian Kinerja
Pencatatan Sipil .
serta Pemanfaatan Kepoendudukan Kepala Dinas Kependudukan dan
Data dan Pencatatan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepmendagri
Sipil Kabupaten/Kota tentang Di
e inas
Kepend.udukan _ PenilaianKinerja | 4 oo
Berbasis Teknologi Kepala Dinas p
_ Kependudukan dan Pencatatan
Meningkatnya Persentase Jumlah Disdukcapil Kab/Kota p Sipil Provinsi
Kualitas Layanan Kabupaten/ Kota Sulawesi Tengah dapat Kategori dan Pencatatan Sulawesi Tengah
Kependudukan dan | dengan Indeks Sangat Baik dalam Penilaian Sipil Provinsi dan
.. . Kinerja oleh Kemendagri RI
Pencatatan Sipil Kualitas Layanan Tumiah Disdukcapil Kab/Kota~ X 100 % Kab.Kota
serta Pemanfaatan | Kependudukandan | se—Provinsi Sulawesu Tengah

Data
Kependudukan
Berbasis Digital

Pencatatan Sipil
berkategori "Sangat
Baik"

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029)

1 ——
DINAS KEPENDLDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
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Perubahan IKU pada Renstra periode 2025-2029 merupakan konsekuensi dari
proses transisi perencanaan yang menuntut penyempurnaan kerangka pengukuran
kinerja agar lebih adaptif, komprehensif, dan selaras dengan perkembangan kebijakan
nasional di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator Indeks
Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan sebagai
pengganti indikator sebelumnya vyaitu Persentase Kinerja Pelaksanaan
Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah tanpa mengubah substansi
pengukuran, melainkan memperluas perspektif penilaian yang tidak hanya
menitikberatkan pada capaian kuantitatif, tetapi juga pada dimensi mutu layanan secara
menyeluruh. Pengukuran tersebut mencakup aspek cakupan kepemilikan dokumen,
ketepatan dan kecepatan pelayanan, akurasi serta pemutakhiran data, pemanfaatan
teknologi informasi, kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan pemerataan kualitas

layanan antar wilayah.

Penyesuaian indikator ini sekaligus memastikan kesinambungan sistem evaluasi
kinerja antar periode perencanaan, sehingga hasil capaian sebelumnya tetap relevan
sebagai dasar analisis tren dan perumusan kebijakan lanjutan. Indikator yang digunakan
adalah Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik”, yang dirancang
sebagai ukuran keberhasilan pembinaan dan fasilitasi pemerintah provinsi terhadap
penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di daerah. Indikator ini
menitikberatkan pada capaian kualitas layanan pada tingkat kabupaten/kota secara
terukur dan terstandar, sehingga dapat menggambarkan tingkat pemerataan mutu
pelayanan antar wilayah sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi
daerah yang memerlukan penguatan kapasitas, pendampingan teknis, maupun
dukungan kebijakan guna mendorong peningkatan kualitas layanan secara

berkelanjutan.
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2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen kinerja antara pimpinan dan
unit kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja
perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui Perjanjian Kinerja, tujuan,
sasaran, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan diarahkan untuk memastikan
keselarasan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan program
serta kegiatan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen
akuntabilitas yang menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
Tengah menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berlaku pada awal tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, terjadi
dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada perubahan
alokasi anggaran, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap target dan indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Selain faktor perubahan anggaran, penyusunan
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh adanya transisi
kepemimpinan kepala daerah serta masa peralihan dokumen perencanaan strategis dari
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menuju Rencana Strategis
Tahun 2025-2029. Kondisi tersebut menuntut penyesuaian arah kebijakan dan
penajaman sasaran strategis perangkat daerah agar tetap selaras dengan visi, misi, dan
prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan serta
terjaganya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Sulawesi Tengah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :
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Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA 2025 dan
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Kepemilikan Persentase Kinerja
Dokumen Pendaftaran . ,
Pelaksanaan Administrasi
1 Penduduk dan Pencatatan . . 85%
. . Kependudukan di Sulawesi
Sipil Kabupaten/Kota di Tenaah
Sulawesi Tengah g
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Kualitas
Layanan Kepclan.dudukan dan Indeks Kualitas Layanan
Pencatatan Sipil serta
1 Kepoendudukan dan 82
Pemanfaatan Data Pencatatan Sipil
Kependudukan Berbasis P
Teknologi
Meningkatnya Kualitas Persentase Kabupaten/ Kota
Layanan Kependudukan dan .
Pencatatan Sipil serta dengan Indeks Kualitas
2 P Layanan Kependudukan dan 23,07

Pemanfaatan Data
Kependudukan Berbasis
Digital

Pencatatan Sipil berkategori
"Sangat Baik"
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CAPAIAN
KINERJA

Realisasi Kinerja
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Analisis Efisiensi Sumber Daya
Realisasi Anggaran

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
tengah merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban DISDUKCAPIL Provinsi
Sulawesi Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja
pelayanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah.

3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 (Renstra 2021 — 2026)
SASARAN INDIKATOR CAPAIAN
No. STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI %)
7 2 3 4 5 6=5/4
Mening.k.atnya Persentase
Kepemilikan L
Kinerja
Dokumen Pelaksanaan
1 Pendaftaran . . 87% 82,50% 94,83%
Administrasi
Penduduk dan .
. kependudukan di
Pencatatan Sipil Sulawesi Tenaah
Kabupaten/Kota di g
Sulawesi Tengah

|
DINAS KEPENDLDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
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Tabel 3.2
CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)
SASARAN INDIKATOR CAPAIAN
No. STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI %)
7 2 3 4 5 6=5/4
Meningkatnya
Kualitas Layanan .
Kependudukan dan radzzsa:ualltas
1 Pencatatan Sipil y 82 82,50 100,61%

Kependudukan dan
serta Pemanfaatan Pencatatan Sipil
Data Kependudukan P
Berbasis Teknologi

: Persentase

Mem_ngkatnya Kabupaten /kota
Kualitas Layanan

dengan Indeks
Kependudukan dan Kualitas Lavanan

2 | Pencatatan Sipil y 23,07 0,00 0%

serta Pemanfaatan
Data Kependudukan
Berbasis Digital

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
berkategori
"Sangat Baik"

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 ini menampilkan data capaian realisasi kinerja

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap target kinerja yang

tercantum pada Dokumen Perencanaan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah

yaitu, Renstra 2021 — 2026 dan Renstra 2025 — 2029.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penilaian Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II

Tahun 2025 (Tabel 3.3), maka Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah mendapat

nilai 82,50 dengan predikat BAIK. Penilaian ini menjadi capaian pada Indikator

Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah

(Tabel 3.1) dan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Tabel 3.2).
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Tabel 3.3
Hasil Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester Il Tahun 2025
(Kepmendagri Nomor 800.1.5.1-1910 DUKCAPIL Tahun 2026)

KODE NAMA WILAYAH NILAI KATEGORI
72 SULAWESI TENGAH 82,50 BAIK
7201 KAB. BANGGAI 84,21 BAIK
7202 KAB. POSO 83,16 BAIK
7203 KAB. DONGGALA 81,58 BAIK
7204 KAB. TOLI TOLI 80,00 BAIK
7205 KAB. BUOL 87,89 BAIK
7206 KAB. MOROWALI 88,42 BAIK
7207 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 81,58 BAIK
7208 KAB. PARIGI MOUTONG 83,68 BAIK
7209 KAB. TOJO UNA UNA 87,37 BAIK
7210 KAB. SIGI 82,63 BAIK
7211 KAB. BANGGAI LAUT 85,79 BAIK
7212 KAB. MOROWALI UTARA 82,11 BAIK
7271 KOTA PALU 89,47 BAIK

Berdasarkan IKU Tahun 2021-2026, capaian kinerja pada indikator Persentase
Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah mencapai
94,83%, yaitu nilai realisasi sebesar 82,50% dibandingkan target kinerja sebesar
87%. Sementara itu, berdasarkan IKU Tahun 2025-2029, capaian kinerja pada
indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai
100,61%, dengan realisasi sebesar 82,50 melampaui target 82. Adapun pada
indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”, capaian kinerja
belum terpenuhi karena belum terdapat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang
memperoleh predikat “Sangat Baik” berdasarkan hasil penilaian Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia.
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3.1.2. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir
Untuk menganalisa kemajuan dalam pencapaian target akhir Renstra, maka perlu
dilakukan perbandingan terhadap Capaian Kinerja dalam beberapa tahun
terakhir. Capaian Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023 — 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.4
‘PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2023 - 2025 (Renstra 2021 - 2026)

Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian
(%) (%) (%)

1 2 3 4 g 6=5/4 7 8 9=8/7 10 1n | 12=11/10

Realisasi

1 |Meningkatnya

Kepemilikan
Persentase
Dokumen S
Kinerja
Pendaftaran
Pelaksanaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penduduk dan . . 82% |80,63%98,33% | 85% |81,88%|96,33% | 87% (82,50%]94,83%
... |Administrasi
Pencatatan Sipil .
Kependudukan di

Kabupaten/ Kota
di Sulawesi
Tengah

Sulawesi Tengah

Tabel 3.4 memuat progres capaian kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah
dari tahun 2023 — 2025 dengan target mengacu pada Renstra 2021 — 2026. Dari
tahun ke tahun target yang ditetapkan meningkat secara proporsional dari 82%,
85% sampai 87%. Realisasi Kinerja pada 3 tahun terakhir menunjukkan
peningkatan dari 80,63% (2023) menjadi 81,88% (2024), dan 82,50% (2025),
namun hasil ini tidak sebanding dengan peningkatan target yang ada sehingga
capaian kinerja menurun dari 98,33% (2023) menjadi 96,33% (2024) dan 94,83
(2025).
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Tabel 3.5
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2023 — 2025 (Renstra 2025 - 2029)

2023 2024 2025
.| SASARAN STRATEGIS L LSS Target |Realisasi| Capaian | Target |Realisasi| Capaian | Target | Realisasi | Capaian
KINERJA . . 3
(%) (%) (%)
2 S 4 5 6 =5/4 7 8 9=8/7 10 77 2=11/10
Meningkatnya
Kualitas Layanan Indeks Kualitas
Kependudukan dan |Layanan
Pencatatan Sipil Kependudukan 82 | 80,6 198,33%| 85 | 81,9 |9633%| 82 82,50 | 100,61%

serta Pemanfaatan |dan Pencatatan
Data Kependudukan |Sipil
Berbasis Teknologi

Persentase

_ Kabupaten /Kota
Kualitas Layanan dengan Indeks

Kependudukan dan Kualitas Layanan
Pencatatan Sipil y -] - - N - 2307 0 | 000%

Kependudukan
serta Pemanfaatan

Berbasis Digital P g

"Sangat Baik"

Meningkatnya

Tabel 3.5 memuat progres Capaian Kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023 — 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada
Renstra 2025 — 2029. Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2023 — 2025 dapat dilihat perkembangannya selama 2
tahun terakhir, hal ini dikarenakan Indikator ini secara substansial sama dengan
Indikator yang digunakan pada periode sebelumnya. Perubahan nama Indikator
ini merupakan bentuk Penyesuaian Redaksional terhadap penyempurnaan
rumusan indikator, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri RI. Adapun perubahan pada target kinerjanya, disesuaikan dengan
mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

(Rakortekrenbang) Tahun 2025 antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
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Berdasarkan data pada tabel 3.5, menunjukkan realisasi kinerja Disdukcapil
Provinsi Sulawesi Tengah yang relatif meningkat dari tahun 2023 sampai 2025.
Pada tahun 2023, realisasi indikator mencapai 80,63 dari target 82 atau sebesar
98,33%, pada tahun 2024 realisasi mencapai 81,88 dari target 85 atau sebesar
96,33%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerja adalah 82.5 dari target 82
atau 100,61%. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan upaya
peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas
Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”, tidak
terdapat data terkait perkembangannya. Hal ini dikarenakan Indikator ini baru
mulai diimplementasikan pada Renstra periode 2025 -2029. Indikator ini sebagai
bentuk penajaman IKU sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung
peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara merata di
seluruh wilayah provinsi serta pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepada

Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 23,07 persen, yang berarti terdapat
3 (tiga) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Tengah yang diharapkan memperoleh nilai Indeks Kualitas Layanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas 90 atau masuk dalam kategori
"Sangat Baik". Namun demikian, target tersebut belum dapat dicapai karena
berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2025 belum terdapat Disdukcapil
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat
Baik". Meskipun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan
capaian mendekati kriteria tersebut, yaitu Kota Palu dengan nilai 89,47,
Kabupaten Morowali sebesar 88,42, Kabupaten Buol sebesar 87,89, dan

Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 87,37.
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Capaian tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas layanan
administrasi kependudukan pada kabupaten/kota dimaksud melalui penguatan
pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah agar pada periode berikutnya dapat memenuhi kategori "Sangat Baik".

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra
2021 — 2026 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

(Renstra 2021 - 2026)

Target
No SASARAN INDIKATOR | Realisasi Akhir Tingkat
' STRATEGIS KINERJA 2025 Renstra | Kemajuan
2026
7 2 3 4 5 6=4/5
Mening.k.atnya Persentase
Kepemilikan o
Kinerja
Dokumen
Pendaftaran Pelaksanaan
1 Administrasi 82,50% 90% 91,67%
Penduduk dan
. kependudukan
Pencatatan Sipil . .
. di Sulawesi
Kabupaten/Kota di Tenaah
Sulawesi Tengah g

Tabel 3.6 menyajikan progres capaian kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mencapai target akhir
periode Renstra Tahun 2021-2026. Analisis ini memberikan gambaran mengenai
tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis, serta menunjukkan sejauh mana
realisasi kinerja yang telah dicapai mendekati target akhir yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 82,50 persen.
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Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 90 persen,
maka tingkat kemajuan yang telah dicapai adalah sebesar 91,67 persen. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah
berada pada jalur yang positif menuju pemenuhan target akhir Renstra. Dengan
tetap menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, disertai
penguatan langkah-langkah strategis yang telah berjalan, target kinerja pada

akhir periode Renstra Tahun 2026 berpeluang untuk dapat dicapai.

Tabel 3.7

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA
(Renstra 2025 — 2029)

Target
No SASARAN INDIKATOR Realisasi Akhir Tingkat
: STRATEGIS KINERJA 2025 Renstra [Kemajuan
2029
7 2 3 4 5 6=4/5
Meningkatnya
Kualitas Layanan Indeks Kualitas
Kependudukan dan Lavanan
1 Pencatatan Sipil y 82,5 87 94,83%
Kependudukan dan
serta Pemanfaatan Pencatatan Sioil
Data Kependudukan P
Berbasis Teknologi
. Persentase
Men|.ngkatnya Kabupaten /kota
Kualitas Layanan
dengan Indeks
Kependudukan dan Kualitas Layanan
2 Pencatatan Sipil Y 0 61,53 0,00%
Kependudukan dan
serta Pemanfaatan .
Pencatatan Sipil
Data Kependudukan n
ARy berkategori "Sangat
Berbasis Digital Baik"
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Tabel 3.7 menunjukkan realisasi kinerja pada indikator Indeks Kualitas
Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sulawesi Tengah adalah 80,25
sesuai dengan hasil penilaian kinerja dari Kemendagri (Tabel 3.3). Jika
dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025 — 2029 yaitu sebesar 87,
maka kemajuan capaian adalah 94,83 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa
Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan kinerja yang konsisten dan inovatif

berpotensi untuk mencapai atau bahkan melampaui target pada akhir periode.

Selanjutnya, pada Indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi
Kependudukan di Sulawesi Tengah ditetapkan target akhir tahun 2030 sebesar
61,53 persen, yang berarti terdapat 8 dari 13 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan
memperoleh nilai minimal 90 atau predikat "Sangat Baik" berdasarkan hasil
penilaian Kementerian Dalam Negeri. Hingga tahun 2025, indikator ini belum
menunjukkan capaian karena belum terdapat Disdukcapil Kabupaten/Kota di
Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik". Sesuai target yang
telah ditetapkan, pada tahun 2025 seharusnya terdapat 3 (tiga) Disdukcapil
Kabupaten/Kota yang mencapai predikat tersebut, dan jumlahnya ditargetkan

meningkat menjadi 8 (delapan) kabupaten/kota pada akhir periode Renstra.

Meskipun target belum tercapai, hasil penilaian kinerja tahun 2025
menunjukkan adanya potensi yang cukup baik untuk mencapai target pada
tahun-tahun berikutnya. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang memiliki nilai
sangat mendekati batas predikat "Sangat Baik", yaitu Kota Palu dengan nilai
89,47, Kabupaten Morowali sebesar 88,42, Kabupaten Buol sebesar 87,89, dan
Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 87,37. Selain itu, terdapat 5 (lima)
kabupaten/kota lainnya yang juga berpotensi mencapai predikat tersebut pada
akhir periode Renstra, yaitu Kabupaten Banggai Laut dengan nilai 85,79,
Kabupaten Banggai sebesar 84,21, Kabupaten Parigi Moutong sebesar 83,68,
Kabupaten Poso sebesar 83,16, dan Kabupaten Sigi sebesar 82,63.
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Kondisi ini menunjukkan bahwa target akhir Renstra masih memiliki peluang
untuk dicapai melalui penguatan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, serta
peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan

kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Daerah Lain (Sulawesi Selatan)

Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis di daerah lain
dilakukan untuk mengetahui posisi capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam peta kinerja nasional. Analisis ini tidak
hanya menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target internal, tetapi juga
memberikan gambaran mengenai daya saing dan kualitas kinerja apabila
dibandingkan dengan perangkat daerah lain yang memiliki karakteristik tugas
dan fungsi yang sama. Selain itu, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk
mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menggali praktik-praktik terbaik (best
practices), serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi

peningkatan kinerja dan pengambilan kebijakan pada periode berikutnya.

Perbandingan kinerja dalam laporan ini dilakukan dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan provinsi
tersebut didasarkan pada capaian kinerjanya yang secara konsisten
menunjukkan hasil yang baik dalam penyelenggaraan administrasi
kependudukan. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri dan
Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu
provinsi dengan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan
yang unggul di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, capaian kinerja
Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu tolok
ukur (benchmark) dalam mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja

Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah.
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Perbandingan Realisasi Kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan
Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 3.8 dan tabel 3.9
berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Disdukcapil Provinsi Sulawesi

Tengah dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan
(Renstra 2021 - 2026)

Realisasi

SASARAN INDIKATOR Realisasi | Lebih Tinggi /
Lk STRATEGIS KINERJA 025 |D3erahlLaini o Rendah
(Prov. Sulsel)
7 2 3 4 5 6-4-5

Meningkatnya

Kepemilikan Persentase

Dokumen Kinerja

Pendaftaran Pelaksanaan

Penduduk dan Administrasi 82,50 84,38 -1,88

Pencatatan Sipil | kependudukan
Kabupaten/ Kota | di Sulawesi

di Sulawesi Tengah
Tengah

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah masih di bawah capaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini diperoleh
dari penilaian kinerja oleh Kemendagri RI dimana Disdukcapil Sulawesi Tengah
mendapat nilai 82,50 sedangkan Disdukcapil Sulawesi Selatan mendapat nilai

84,38, sehingga terdapat selisih 1,88.
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Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Disdukcapil Provinsi Sulawesi
Tengah dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan
(Renstra 2026 - 2029)
No SASARAN INDIKATOR Realisasi D:::;Lsf_j"in Lebih Tinggi /
: STRATEGIS KINERJA 2025 Lebih Rendah
(Prov. Sulsel)
7 2 3 4 5 6 =4-5
Meningkatnya
Kualitas Layanan Indeks Kualitas
Kependudukan dan Lavanan
1 Pencatatan Sipil y 82,50 84,38 -1,88
Kependudukan dan
serta Pemanfaatan Pencatatan Sioil
Data Kependudukan P
Berbasis Teknologi
. Persentase
Menlingkatnya Kabupaten /kota
Kualitas Layanan
dengan Indeks
Kependudukan dan Kualitas Lavanan
2 Pencatatan Sipil y 0,00 416 -4,16
Kependudukan
serta Pemanfaatan
dan Pencatatan
Data Kependudukan o .
Berbasis Digital Sipil berkategori
g "Sangat Baik"

Tabel 3.9 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 antara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dengan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

daerah pembanding. Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar

82,50, sedangkan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan mencapai nilai 84,38.

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 1,88 poin yang menunjukkan bahwa

kualitas layanan dan tata kelola administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi

Tengah masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan.
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Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya
peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola,
optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas
pembinaan dan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota agar capaian
kinerja Provinsi Sulawesi Tengah dapat semakin mendekati bahkan melampaui

daerah pembanding pada periode mendatang.

Sementara itu, pada indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks
Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik",
Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah belum mencatatkan capaian atau sebesar
0,00 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 4,16 persen.
Hal ini dikarenakan dikarenakan belum terdapat Disdukcapil Kab/Kota di Sulawesi
Tengah yang mendapat penilaian 90, sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan
sudah ada satu Disdukcapil Kab/Kota yang sudah mendapat predikat “Sangat
Baik” yaitu Disdukcapil Kota Pare-Pare.

Perbedaan sebesar -4,16 persen tersebut mengindikasikan masih adanya
kesenjangan dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan pada tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Meskipun demikian, hasil penilaian tahun 2025 menunjukkan bahwa sejumlah
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki nilai yang mendekati
kategori "Sangat Baik". Kondisi ini menjadi modal yang positif untuk terus
memperkuat pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada Disdukcapil
Kabupaten/Kota sehingga kesenjangan kinerja dengan daerah pembanding

dapat diperkecil pada periode mendatang.
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3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi
Tengah selama Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam
peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan. Hal ini tercermin dari
berbagai indikator layanan administrasi kependudukan yang terus diupayakan
untuk menjangkau seluruh masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan
langsung maupun penguatan koordinasi dengan Disdukcapil di tingkat
Kabupaten/Kota. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap penduduk
memiliki identitas kependudukan yang sah serta mendukung tersedianya data

kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Pada aspek perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), capaian
kinerja menunjukkan hasil persentase perekaman KTP-el di Provinsi Sulawesi
Tengah telah mencapai 97,68 persen, dengan jumlah penduduk yang telah
melakukan perekaman sebanyak 2.297.873 jiwa dari total 2.352.552 jiwa waijib
KTP-el. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP-el
telah terdata dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga memperkuat
basis data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik dan perencanaan

pembangunan.

Pada aspek pencetakan KTP-el menunjukkan tingkat realisasi dari jumlah
penduduk yang telah melakukan perekaman, sebanyak 2.290.466 keping KTP-el
telah berhasil dicetak, atau setara dengan 99,68 persen dari total perekaman.
Persentase pencetakan ini mencerminkan efektivitas proses pelayanan
administrasi kependudukan dalam memastikan bahwa penduduk yang telah
melakukan perekaman dapat segera memperoleh dokumen identitas fisik yang

dibutuhkan dalam berbagai aktivitas administratif.

Sejalan dengan perkembangan transformasi digital dalam pelayanan
administrasi kependudukan, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
mulai menunjukkan perkembangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga Tahun

2025, jumlah aktivasi IKD tercatat sebanyak 28.223 akun atau mencapai 1,23
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persen dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Meskipun
capaian tersebut masih relatif rendah, hal ini tidak terlepas dari berbagai
tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya keterbatasan
infrastruktur telekomunikasi di sejumlah wilayah. Sebagian daerah di Provinsi
Sulawesi Tengah masih memiliki akses internet yang belum memadai, bahkan
pada beberapa desa di kabupaten tertentu masih terdapat wilayah yang belum
terjangkau jaringan listrik secara optimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi
akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk proses aktivasi dan

pemanfaatan IKD.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan
pemanfaatan identitas digital oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya
modernisasi layanan administrasi kependudukan. Ke depan, diperlukan
penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta para pemangku
kepentingan terkait untuk memperluas akses infrastruktur pendukung,
meningkatkan literasi digital masyarakat, dan mengoptimalkan strategi
pelayanan agar implementasi IKD dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat

secara lebih merata.

Pada kelompok penduduk usia anak, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
juga terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Tahun 2025, jumlah KIA yang
telah diterbitkan mencapai 463.298 keping atau sekitar 50,36 persen dari total
920.046 jiwa waijib KIA. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah
populasi anak di Sulawesi Tengah telah memiliki identitas resmi yang dapat
digunakan sebagai dokumen pendukung dalam berbagai layanan publik,

khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Secara keseluruhan, capaian indikator layanan tersebut berkontribusi
terhadap tingkat Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk di
Provinsi Sulawesi Tengah yang terpenuhi 62,23 persen, jauh melampaui target
kinerja sebesar 25 persen sehingga capaian menjadi . Nilai cakupan ini diperoleh
dari rata-rata capaian beberapa indikator utama, yaitu perekaman KTP-el,

pencetakan KTP-el, aktivasi IKD, dan pencetakan KIA. Capaian tersebut
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menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di
Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik serta
mampu mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan oleh

masyarakat.

Selain capaian pada pelayanan pendaftaran penduduk, kinerja
penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah pada
Tahun 2025 juga ditunjukkan melalui peningkatan Cakupan Kepemilikan
Dokumen Pencatatan Sipil serta penguatan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan setiap
peristiwa penting penduduk tercatat secara resmi serta didukung oleh
pengelolaan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perumusan kebijakan.

Kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0—-17 tahun, capaian di
Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 97,14 persen, dengan jumlah
kepemilikan sebanyak 947.300 akta kelahiran dari total 975.207 penduduk usia
0-17 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Sulawesi
Tengah telah memiliki dokumen identitas hukum sejak dini, yang sangat penting
sebagai dasar perlindungan hak anak serta sebagai dokumen pendukung dalam
memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan sosial

lainnya.

Sementara itu, pada pencatatan peristiwa penting lainnya seperti
penerbitan Akta Kematian mencapai 100% dari jumlah kematian dilaporkan
sebanyak 159.194 kematian, pnerbitan Akta Perkawinan mencapai 64,65% vyaitu
976.059 dari jumlah penduduk yang tercatat status kawin, dan penerbitan Akta
Perceraian mencapai 25.255 dari jumlah penduduk status Cerai Hidup 52.348
jiwa. Hasil ini membuat tingkat Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
di Sulawesi Tengah terealisasi 77,51%, jumlah ini melampaui target pada Renstra

di 2025 sebesar 70%, sehingga capaiannya adalah 110,72%.
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Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Data kependudukan, Disdukcapil
Provinsi Sulawesi Tengah juga terus mendorong pemanfaatan data
kependudukan oleh perangkat daerah. Hingga Tahun 2025, terdapat 4 (empat)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama
(PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi
Tengah dan telah menggunakan akses data kependudukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan data ini menjadi bagian
penting dalam mendukung integrasi data dan peningkatan kualitas pelayanan

publik berbasis data kependudukan.

Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga secara konsisten menyediakan
informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan
pembangunan melalui penerbitan data kependudukan secara berkala. Informasi
tersebut disajikan dalam bentuk Data Agregat Kependudukan (DAK) yang
diterbitkan setiap semester serta Profil Kependudukan yang diterbitkan setiap
tahun. Penyediaan data ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan
dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tengah sehingga dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya

dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Selain itu, upaya peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan
juga dilakukan melalui pelayanan jemput bola fasilitasi administrasi
kependudukan yang dilaksanakan di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Tengah. Kegiatan ini difokuskan terutama untuk menjangkau penduduk rentan
administrasi kependudukan mulai dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) suku
Lauje di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Suku Bajo dibagian terluar
Kabupaten Morowalli, serta masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau dan
penyandang disabilitas, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan
untuk mengakses pelayanan tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan

secara mudah dan cepat.
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Dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan administrasi
kependudukan di daerah, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga
melaksanakan supervisi melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap
Disdukcapil kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan secara
administratif maupun kegiatan turun lapangan dengan mendatangi Disdukcapil
Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah dilaksanakan

secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku.

Selain itu, untuk mendukung kemudahan pelayanan bagi masyarakat, juga
telah disediakan layanan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota yang
dapat diakses oleh masyarakat melalui Galeri Adminduk Disdukcapil Provinsi
Sulawesi Tengah. Melalui layanan ini, masyarakat yang berada di luar daerah
domisili tetap dapat mengakses pelayanan administrasi kependudukan tanpa
harus kembali ke daerah asal, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan

dalam pengurusan dokumen kependudukan.
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DOKUMENTASI KEGIATAN

Foto / Gambar

Penjelasan

Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan (GISA) di Kecamatan Tomini
Kabupaten Parigi Moutong

DISDUKGAPI

PELAYANAN AKTIVASIIRENTY

KEPENDUDUKAN DIGIT N\\\

TAS
N

Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan
Digital (IKD) bagi komunitas di ruang lobi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sulawesi Tengah

Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi
masyarakat di Galeri Adminduk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Povinsi
Sulawesi Tengah

Pelayanan Jemput Bola, Fasilitasi Layanan
Administrasi Kependudukan di Kecamatan Siniu
Kabupaten Parigi Moutong
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DOKUMENTASI KEGIATAN

Penjelasan

Foto / Gambar

Kamis, 07 Agustus 2025

JI.Besa Tombiano, Tombiane, Kee. Tojo
|\ B&EFKabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi
: T@gah 94681

Pelayanan Jemput Bola, Fasilitasi Layanan
Administrasi Kependudukan di desa Tombiano
Kab. Tojo Una-Una

Selesai -

Kamis, 07 Agustus 2025

Malei, Kec. Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi
Tengah 94681

Pelayanan Jemput Bola, Fasilitasi Layanan
Administrasi Kependudukan di desa Malei,
Kecamatan Lage, Kabupaten Poso

Pelayanan Jemput Bola,
Perekaman KTP-EL bagi Siswa SMA Negeri 1
Tojo,, Kabupaten Tojo Una-Una
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DOKUMENTASI KEGIATAN

Foto / Gambar Penjelasan

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk
Kabupaten/Kota sebagai bentuk dari Pembinaan
dan Pengawasan

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan,
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di
Kepulauan Sombori, Kabupaten Morowali

Secara umum, berbagai capaian kinerja pada penyelenggaraan administrasi
kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 menunjukkan
hasil yang cukup baik. Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan
laporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, serta meningkatnya
pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah menunjukkan bahwa
upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan terus
mengalami kemajuan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang
perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja pada periode
selanjutnya, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan. Melalui
analisis tersebut, dapat diidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi kinerja organisasi, baik yang bersifat pendukung maupun
penghambat, sebagai dasar perumusan langkah perbaikan yang lebih terarah

dan berkelanjutan.
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Faktor Penghambat / Permasalahan yang dihadapi

Dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menghadapi 2 masalah utama, yaitu :

e Belum Semua penduduk Sulawesi Tengah memiliki Dokumen
Kependudukan.

e Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk semua

urusan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kondisi ini antara lain sebagai
berikut :

% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk (Alat
Rekam/Cetak KTP, Komputer, Printer dsb) yang terbatas,

+ Kurangnya SDM Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat
mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),

% Terbatasnya anggaran karena adanya kebijakan refocusing anggaran,

% Pemanfaatan Data Kependudukan diwajibkan melaksanakan ISO 270001
yaitu standar manajemen keamanan data yang membutuhkan
pengalokasian anggaran khusus bagi pengguna data,

% Pengajuan PKS membutuhkan proses perijinan di tingkat pusat (Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) menyebabkan
lambatnya akses diberikan,

% Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen
kependudukan,

% Kondisi Geografis wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang luas dengan
moda transportasi yang terbatas,

+« Banyak penduduk rentan Adminduk (disabilitas, komunitas adat terpencil,
dsb) berada di wilayah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki akses
untuk datang ke tempat pelayanan,

% Masih banyak wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang sulit mendapat

jaringan Internet.
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b) Alternatif Solusi / Upaya Pencapaian Target Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan telah

dilakukan dengan beberapa Solusi/Upaya sebagai berikut :

v Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
Adminduk. Upaya ini dilakukan dengan menambah alat cetak KTP, alat
perekaman mobile untuk pelayanan jemput bola, serta pengaplikasian
STARLINK untuk kebutuhan akses jaringan Internet di wilayah pelosok.

v Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola/ Pelayanan Keliling Administrasi
Kependudukan disekolah dan area publik lainnya. Kegiatan ini dilakukan
dengan mendatangi sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan di Kab/Kota
untuk menjangkau wajib KTP pemula, serta membuka tempat layanan
pada kegiatan Sulteng Expo 2025 di Jodjokodi Center.

v’ Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola/ Pelayanan Keliling Adminduk di
Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi desa di Kabupaten
yang cakupan kepemilikan dokumen kependudukannya belum optimal.

v’ Pelayanan Jemput Bola bagi Penduduk berkebutuhan khusus. Pelayanan
dilakukan dengan mendatangi rumah penduduk berkebutuhan khusus
untuk melakukan pelayanan perekaman KTP-el secara langsung di tempat.

v’ Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengurus dokumen
kependudukan dengan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting yang dialaminya.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya disusun sebagai bagian dari
upaya memastikan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran yang
berorientasi pada hasil dan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara alokasi
dan realisasi sumber daya, khususnya anggaran, dengan capaian kinerja yang
direncanakan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas

pelaksanaan program dan kegiatan.
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Analisis Penggunaan Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 3.10 dan tabel
3.11 berikut :

Tabel 3.10

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Renstra 2021-2026)

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
SASARAN Tingkat

STRATEGIS Capaian | Anggaran Realisasi Capaian | Efisiensi
(%) (Rp) (Rp) (%)

No.
Target | Realisasi

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6 |9=5-8

Meningkatnya

Kepemilikan

Dokumen

;| Pendaftaran 87 | 825 | 9483% | 9.545.2843741| 9.107.231158,00 | 9541% | -0,58%
Penduduk dan

Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota di

Sulawesi Tengah

Tabel 3.10 menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada
pencapaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah* Tahun
2025. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator kinerja mencapai 82,50
dari target sebesar 87, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,83 persen.
Sementara itu, dari pagu anggaran sebesar Rp9.545.284.371,41, realisasi
anggaran mencapai Rp9.107.231.158,00 atau sebesar 95,41 persen.
Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran,

diperoleh tingkat efisiensi sebesar -0,58 persen.

Nilai efisiensi yang masih negatif menunjukkan bahwa tingkat penyerapan
anggaran sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya masih perlu
dioptimalkan agar setiap penggunaan anggaran dapat memberikan hasil yang
lebih maksimal terhadap pencapaian target kinerja. Meskipun demikian, selisih
sebesar 0,58 persen menunjukkan bahwa kesenjangan antara realisasi anggaran

dan capaian kinerja relatif kecil. Oleh karena itu, melalui penguatan perencanaan,
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peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi

pengendalian dan monitoring kinerja, diharapkan efisiensi penggunaan sumber

daya pada periode mendatang dapat terus ditingkatkan..

Tabel 3.11
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Renstra 2025 — 2029)

REALISASI 2025 ANGGARAN
No SASARAN INDIKATOR Tingkat
: STRATEGIS KINERJA . .| Capaian Anggaran Realisasi Capaian | Efisiensi
Target | Realisas
g =) (Rp) (Rp) ()
7 2 3 4 5=4/3 ] 7 8=7/619=5-8
Meningkatnya
Kualitas Layanan Indeks Kualitas
Kependudukan dan Lavanan
1 Pencatatan Sipil y 82 82,5 100,61% 5,20%
Kependudukan dan
serta Pemanfaatan Pencatatan Sinil
Data Kependudukan p
Berbasis Teknologi
9.545.284.371,41| 9.107.231.158,00 | 95,41%
Meninakatnva Persentase
ngKatny Kabupaten /kota
Kualitas Layanan
dengan Indeks
Kependudukan dan Kualitas Layanan
2 | Pencatatan Sipil Y 23,07 0 0,00% -95,41%
Kependudukan dan
serta Pemanfaatan .
Pencatatan Sipil
Data Kependudukan o
R berkategori "Sangat
Berbasis Digital Baik"

Berdasarkan Tabel 3.11 mengenai Analisis atas Efisiensi Penggunaan
Sumber Daya (Renstra 2025 — 2029), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.107.231.158,00 atau setara dengan
95,41% dari total pagu yang dialokasikan. Melalui indikator Indeks Kualitas
Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, instansi mampu melampaui target
kinerja fisik dari 82 menjadi 82,5 (capaian 100,61%). Hal ini menghasilkan
tingkat efisiensi positif sebesar 5,20%, yang menunjukkan bahwa penyerapan
anggaran sejalan dengan keluaran kinerja yang sangat optimal dan hemat
sumber daya. Pada indikator Persentase Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kualitas
Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik" tercatat
tidak menghasilkan capaian sama sekali (0,00%) dari target yang ditentukan
sebesar 23,07.
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Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa penggunaan
anggaran tidak efisien. Belum tercapainya indikator lebih dipengaruhi oleh hasil
penilaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, di mana hingga tahun 2025 belum
terdapat Disdukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang
memperoleh predikat "Sangat Baik". Oleh karena itu, peningkatan capaian
indikator ini memerlukan penguatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi
kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota secara berkelanjutan agar target yang telah

ditetapkan pada periode Renstra dapat tercapai.
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Tabel 3.12

3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

. PROGRAM dan SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
KEGIATAN KINERJA KINERJA Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja | Anggaran
7 2 7 4 5 6 7 g 4 0
PROGRAM Meningkatnya Kualitas
PENUNJANG URUSAN | Tata Kelola Indeks Reformasi 0
1 PEMERINTAHAN Pemerintahan pada Birokrasi 68 8.001.528.371,41 | 46,97 | 7.569.101.986,00 | 69,07 94,60%
DAERAH PROVINSI Perangkat Daerah
Perencanaan, Meningkatnya kualitas
2 Penganggaran, dan | perencanaan, | Nilai SAKIP Perangkat | g3 | 34747350000 | 6305 | 36257032000 | 7784 | 99.97%
Evaluasi Kinerja pengukuran, evaluasi, Daerah
Perangkat Daerah dan pelaporan kinerja
Meningkatnya kualitas
Administrasi ﬁg:nal:litgtaleaﬁ:;ndgaigm Persentase
3 Keuangan Perangkat grat Caer Penyelesaian TLHP BPK | 100 4.787.160.284,41 | 100 4.411.113.273,00 | 100,00% | 92,14%
penyelesaian Tindak
Daerah : . . dan APIP
Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP)
, . Persentase Dokumen
Administrasi Barang r;:lr}](?l(:l;mézguna“::ifik Administrasi Barang
4 Milik Daerah pada g Milik Daerah Pada 100 52.598.000,00 100 52.598.000,00 | 100,00% | 100,00%
Daerah Pada Perangkat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang
Daerah ;
Sesuai Ketentuan
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No PROGRAM dan SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
KEGIATAN KINERJA KINERJA Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja | Anggaran
7 2 J 4 5 6 7 8 g9 0
Administrasi Umum Meningkatnya Nilai Kematangan
] Kematangan SPBE Penerapan SPBE pada 902.897.825,00 - 868.779.156,00 - 96,22%
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
e 55 | Mengttns s | MO
6 Pemerintahan Pelayanan Publik Publik Perangkat 2| 1258523762,00 1237.975.381,00 | 0,00% | 98,37%
Perangkat Daerah
Daerah Daerah
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah | Meningkatnya Persentase barang
7 Penunjang Urusan pemeliharaan barang milik daerah yang 85 637.675.000,00 636.065.856,00 | 0,00% 99,75%
Pemerintahan milik daerah dipelihara
Daerah
PROGRAM Meningkatnya Kualitas Cakupan Kepemilikan
8 | PENDAFTARAN Layanan Pendaftaran Dokumen Pendaftaran 25 955.819.200,00 | 62,23 953.515.660,00 | 248,94% | 99,76%
PENDUDUK Kependudukan Penduduk
Pelayanan .
9 |  Pendaftaran Tersedianya data Rate | Rate Net Recent 924 9.249.900,00 | 1061 9.040.000,00 | 114,83% | 97,73%
Net Recent Migrasi Migrasi
Penduduk
Meningkatnya Penerbitan | Persentase Penerbitan
KIA dalam Pelayanan KIA dalam Pelayanan 60 50,36 83,93%
10 Eenzet’enggaraan Adminduk Adminduk 839.671.550,00 99,77%
endaftaran .671.550, J17%
Penduduk Meningkatnya Penduduk | b oo tace Penduduk B3 766.430.00
yang Menggunakan IKD ana Menaaunakan IKD 3 1,23 41,00%
bagi Penduduk Wajib kTp | Y29 "€N9Y
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No PROGRAM dan SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
KEGIATAN KINERJA KINERJA Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja | Anggaran
7 2 J 4 5 é 7 g 4 /)
Pembinaan dan Terlaksananya Persenrase Kab/Kota
. yang Mendapatkan
Pengawasan Pembinaan dan Pembinaan dan
1 Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan 100 106.897.750,00 106.709.230,00 | 0,00% 99,82%
Pendaftaran Penyelenggaraan Penselenggaraan
Penduduk Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
. . Cakupan Kepemilikan
PROGRAM Meningkatnya Kualitas 0 0
12 PENCATATAN SIPIL Layanan Pencatatan Sipil g?pl;lumen Pencatatan 10 176.376.100,00 | 77,51 176.220.810,00 | 110,73% 99,.91%
Meningkatnya anak Persentase Anak berusia
berusia 0-4 tahun yang 0-4 tahun yang memiliki 96 96,89 100,93%
memiliki Akta Kelahiran | Akte Kelahiran
Meningkatnya Persentase Kepemilikan
I}zePen:.lthn Ak;a duduk Akta Kematian bagi 62 100 161,29%
ema |an. agi Fendudu Penduduk yang Meninggal
yang Meninggal
13 Pelayanan :
Pencatatan Sipil Meningkatnya Penduduk | persentase Penduduk } } }
yang mgmlllkl AI.(ta yang mu_am|l|k| AI_«ta 61 64,65 105,98%
Perkawinan bagi Perkawinan bagi
Penduduk yang Menikah | Penduduk yang Menikah
Meningkatnya Penduduk | persentase Penduduk
yang memiliki Akta Cerai | yang memiliki Akta Cerai 0
bagi Penduduk yang bagi penduduk yang 61 48,24 79,08%
Bercerai Bercerai
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No PROGRAM dan SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
KEGIATAN KINERJA KINERJA Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja | Anggaran
7 2 J 4 5 6 7 8 g9 0
Pemberian Terlaksananya Jumlah Kab/Kota yang
14 Konsultasi Pemberian Konsultasi diberikan Konsultasi 3 176.376.100,00 176.220.810,00 | 0,00% 99.91%
Penyelenggaraan Penyeenggaraan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
PROGRAM
PENGELOLAAN Meningkatnya Persentase Data
15 | INFORMASI Pemanfaatan Informasi Kependudukan yang 100 105.944.650,00 | 100 103.070.630,00 | 100,00% | 97,29%
ADMINISTRASI Kependudukan Dimanfaatkan
KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan Persentase
Pengelolaan Terselenggaranya .
Informasi Pengelolaan Informasi Pengelolaan Informasi
16 L . ge" . Administrasi 100 60.100.100,00 100 57.286.080,00 | 100,00% | 95,32%
Administrasi Administrasi
o Kependudukan yang
Kependudukan Kependudukan Provinsi
L memanfaatkan IT
Provinsi
Pembinaan dan Teerlaksananya Persentase Kab/Kota
Pengawasan Pembinaan dan yang Mendapatkan
j7 | Pengelolaan Pengawasan _ | Pembinaan dan 100 | 4584455000 | 100 |  45.784.550,00 | 100,00% | 99,87%
Informasi Pengelolaan Informasi Pengawasan
Kependudukan Administrasi Pengelolaan Informasi
Provinsi Kependudukan Adm. Kependudukan
Persentase
ALY, Meningkatnya Kualitas e
18 | PENGELOLAAN PROFIL Profil gKe e:dudukan Penyusunan Buku Profil | 100 305.616.050,00 | 100 305.322.072,00 | 100,00% | 99,90%
KEPENDUDUKAN P Kependudukan Sesuai
Ketentuan
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No PROGRAM dan SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
e Ablzreks KINERJA Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja | Anggaran
7 2 7 4 5 é 7 8 4 /i
Persentase Buku Profil
19 | Penyediaan Profil | Tersedianya Profil Data Kependudukan 100 | 30561605000 | 100 | 305322.072,00 | 100,00% | 99,90%
Kependudukan Kependudukan yang Sesuai dengan
Ketentuan
JUMLAH 9.545.284.371,41 9.107.231.158,00 95,41%

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan hasil dari

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.

Program-program tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pendaftaran Penduduk,

Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Implementasi program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah.
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Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk diukur
berdasarkan rata-rata capaian empat jenis layanan, yaitu persentase perekaman KTP-
el, persentase pencetakan KTP-el, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA),
dan persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada Tahun 2025,
indikator ini ditargetkan sebesar 25,00 persen, sedangkan realisasi mencapai 62,23
persen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 248,94 persen. Capaian tersebut
menunjukkan bahwa target telah terlampaui secara signifikan, terutama didukung oleh
tingginya cakupan perekaman KTP-el, pencetakan KTP-el, dan kepemilikan KIA. Namun
demikian, aktivasi IKD masih relatif rendah sehingga masih diperlukan upaya yang lebih
intensif melalui perluasan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta
penguatan infrastruktur dan akses layanan digital agar implementasi transformasi digital
di bidang administrasi kependudukan dapat berjalan lebih optimal. Secara keseluruhan,
hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pada Program Pendaftaran
Penduduk telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, meskipun aspek digitalisasi
layanan masih perlu terus diperkuat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan

administrasi kependudukan.

Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil diukur berdasarkan
rata-rata cakupan kepemilikan dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan,
dan akta perceraian. Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,00 persen,
sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 77,51 persen, sehingga tingkat capaian
kinerja sebesar 110,72 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target yang telah
ditetapkan berhasil dilampaui. Hasil ini mencerminkan semakin meningkatnya
kepemilikan dokumen pencatatan sipil oleh masyarakat sebagai dampak dari optimalisasi
pelayanan administrasi kependudukan, penguatan koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan

dokumen pencatatan sipil sebagai dasar memperoleh berbagai pelayanan publik..

Pada indikator Pemanfaatan Data Kependudukan, capaian kinerja menunjukkan
hasil yang optimal dengan tingkat realisasi sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan
bahwa perangkat daerah yang telah menjalin kerja sama pemanfaatan data
kependudukan telah memanfaatkan akses data yang tersedia dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
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Pemanfaatan data kependudukan tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi
integrasi data antar perangkat daerah serta mendukung pengambilan keputusan yang

lebih berbasis pada data yang akurat dan terverifikasi.

Selanjutnya pada indikator Penyediaan Data Kependudukan, capaian kinerja juga
menunjukkan realisasi sebesar 100 persen. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya Data
Agregat Kependudukan (DAK) Semester I dan Semester II Tahun 2025 serta Profil
Kependudukan Tahun 2024 yang memuat informasi kependudukan lintas sektor.
Penyediaan data kependudukan secara berkala ini memiliki peran penting dalam
mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan, serta
evaluasi program pembangunan yang membutuhkan data kependudukan sebagai dasar

analisis.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah.
Keberhasilan pada beberapa indikator menunjukkan efektivitas pelaksanaan program
pelayanan administrasi kependudukan, sementara capaian yang belum optimal
menunjukkan adanya faktor eksternal maupun perubahan kebijakan yang
mempengaruhi pengukuran kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang
berkelanjutan dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pencatatan peristiwa penting, serta mengoptimalkan pemanfaatan

data kependudukan guna mendukung peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



LIGIP 2025

3.2. REALISASI ANGGARAN

Bbb

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka

pencapaian pernyataan kinerja telah dikelompokkan sesuai dengan upaya pencapaian

indikator kinerja dari sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
REALISASI ANGGARAN

No.

PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

PAGU
Anggaran

REALISASI
Anggaran

Persentase
Capaian

2

J

4

5= 4/3

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

8.001.528.371,41

7.569.101.986,00

94,60%

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

362.673.500,00

362.570.320,00

99,97%

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

52.247.850,00

52.244.350,00

99,99%

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

310.425.650,00

310.325.970,00

99,97%

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

4.787.160.284,41

4.411.113.273,00

92,14%

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

4.760.560.284,41

4.384.513.273,00

92,10%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

26.600.000,00

26.600.000,00

100,00%

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

52.598.000,00

52.598.000,00

100,00%

Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

52.598.000,00

52.598.000,00

100,00%

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
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No.

PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

PAGU
Anggaran

REALISASI
Anggaran

Persentase
Capaian

2

J

4

5= 4/3

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

902.897.825,00

868.779.156,00

96,22%

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

16.153.846,00

16.153.846,00

100,00%

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

387.153.804,00

353.895.468,00

9,41%

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

45.500.175,00

44.730.175,00

98,31%

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

454.090.000,00

453.999.667,00

99,98%

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.258.523.762,00

1.237.975.381,00

98,37%

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

240.867.762,00

230.775.881,00

95,81%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

1.017.656.000,00

1.007.199.500,00

98,97%

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

637.675.000,00

636.065.856,00

99,75%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

342.745.000,00

341.415.856,00

99,61%

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

294.930.000,00

294.650.000,00

99,91%
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No.

PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

PAGU
Anggaran

REALISASI
Anggaran

Persentase
Capaian

2

J

4

5= 4/3

10

PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK

955.819.200,00

953.515.660,00

99,76%

1

Pelayanan Pendaftaran
Penduduk

9.249.900,00

9.040.000,00

97,73%

Pendataan Penduduk
Non Permanen dan
Rentan Administrasi
Kependudukan Lintas
Kabupaten/Kota
Dalam Satu Provinsi

9.249.900,00

9.040.000,00

97,73%

12

Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk

839.671.550,00

837.766.430,00

99.77%

Fasilitasi Terkait
Pendaftaran
Penduduk

839.671.550,00

837.766.430,00

99.77%

13

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk

106.897.750,00

106.709.230,00

99,82%

Pembinaan dan
pengawasan terkait
pendaftaran penduduk

106.897.750,00

106.709.230,00

99,82%

14

PROGRAM PENCATATAN
SIPIL

176.376.100,00

176.220.810,00

99,.91%

15

Pelayanan Pencatatan
Sipil

16

Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil di
Provinsi

17

Pemberian Konsultasi
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil

176.376.100,00

176.220.810,00

99,91%

Pembinaan dan
Pengawasan terkait
Pencatatan Sipil

176.376.100,00

176.220.810,00

99,91%
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No.

PROGRAM / KEGIATAN /
SUB KEGIATAN

PAGU
Anggaran

REALISASI
Anggaran

Persentase
Capaian

2

J

4

5= 4/3

18

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

105.944.650,00

103.070.630,00

91,29%

19

Penataan Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

20

Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan Provinsi

60.100.100,00

57.286.080,00

95,32%

Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data
Kependudukan

60.100.100,00

57.286.080,00

95,32%

21

Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelolaan Informasi
Kependudukan Provinsi

45.844.550,00

45.784.550,00

99,87%

Pembinaan dan
Pengawasan Terkait

Pengelolaan Informasi

Administrasi
Kependudukan

45.844.550,00

45.784.550,00

99,87%

22

PROGRAM PENGELOLAAN
PROFIL KEPENDUDUKAN

305.616.050,00

305.322.072,00

99,90%

23

Penyediaan Profil
Kependudukan

305.616.050,00

305.322.072,00

99,90%

Penyediaan Data
Kependudukan
Provinsi

29.504.050,00

29.311.550,00

99,35%

Penyusunan Profil
Data Perkembangan
dan Proyeksi
kependudukan serta
Kebutuhan yang lain

276.112.000,00

276.010.522,00

99,96%

JUMLAH

9.545.284.371,41

9.107.231.158,00

95,41%
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Berdasarkan data realisasi anggaran, total pagu anggaran yang dialokasikan
untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tercatat sebesar
Rp9.545.284.371,41, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.107.231.158,00 atau
mencapai 95,41 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan relatif optimal, mencerminkan kemampuan
perangkat daerah dalam mengelola dan menyerap anggaran sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus tetap menjaga efisiensi dalam

penggunaan sumber daya keuangan.
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3.3.INOVASI

Untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi

Tengah membuat beberapa inovasi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
DATA INOVASI
No. Nama Inovasi Tujuan Inovasi Uraian
1 3 5 6

Sistem Pelaporan
Layanan Harian

1 | Administrasi
Kependudukan
(SIMPAN RINDU)

Mempermudah Pelaporan
Pelayanan Harian di
Kabupaten / Kota

Aplikasi berbasis web excel untuk
melaporkan pelayanan harian
administrasi kependudukan yang
dilaksanakan Disdukcapil
Kabupaten / Kota se Provinsi
Sulawesi Tengah

Fasilitasi Pelayanan

Membantu Kabupaten /

Memfasilitasi pelaksanaan
pelayanan administrasi
kependudukan dengan

Keliling Administrasi Kota dalam Pelayanan .

2 . . mendatangi langsung
Kependudukan Administrasi kelurahan/desa di kabupaten/kota
(ASPIRASIKAN) Kependudukan . AOup

yang capaian kepemilikan
dokumen kependudukan rendah
Fasilitasi Galeri Mempermudah dan Bekerjasama dengan Disdukcapil
Mendekatkan Tempat
Pelayanan Kabupaten/Kota membuka ruang
.. . Pelayanan Masyarakat - .
3 | Administrasi pelayanan administrasi
dalam melakukan : .
Kependudukan Pembuatan Dokumen kependudukan bagi masyarakat di
(SIGAP ADMINDUK) Kantor Disdukcapil Prov. Sulteng
Kependudukan
o Mempermudah Koordipasi Melakukan koordinasi dalam
Dukcapil Saling langsung ke Dlsdukcapﬂ Forum Disdukcapil se Provinsi
4 | Menyapa Kabupaten / Kota terkait Sulawesi Tengah melalui media

(KING MEN)

Pelayanan Administrasi
Kependudukan

komunikasi Whatsapp dan Rapat
Zoom secara berkala
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PENUTUP

Gambaran Umum
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Isu Strategis / Permasalahan
Tindak Lanjut LHE AKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud
pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Rencana kerja (Renja) dan Perjanjian
Kinerja (PK) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas.
Perjanjian Kinerja yang berisi tentang target — target kinerja pada hakekatnya
merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan pada akhir tahun harus

dipertanggungjawabkan dalam LKjIP.

4.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik meskipun berada pada
masa transisi perencanaan dari Renstra Tahun 2021-2026 menuju Renstra Tahun
2025-2029. Berdasarkan indikator kinerja utama pada Renstra Tahun 2021-2026,
Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah
mencapai realisasi sebesar 82,50 dari target 87, atau sebesar 94,83 persen. Sementara
itu, berdasarkan indikator kinerja utama Renstra Tahun 2025-2029, Indeks Kualitas
Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil melampaui target dengan realisasi
82,50 dari target 82, atau mencapai 100,61 persen. Adapun indikator Persentase
Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berkategori "Sangat Baik" belum mencapai target karena hingga akhir tahun 2025
belum terdapat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat

"Sangat Baik" berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri.
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Secara keseluruhan, berbagai indikator kinerja pada urusan administrasi
kependudukan menunjukkan tren yang positif. Capaian kepemilikan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil berhasil melampaui target yang telah ditetapkan,
didukung oleh tingginya cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el, kepemilikan Kartu
Identitas Anak (KIA), serta kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Meskipun demikian,
implementasi layanan berbasis digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD)
masih memerlukan perhatian lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur
telekomunikasi dan akses internet di beberapa wilayah. Dengan mempertahankan
capaian yang telah diperoleh serta memperkuat pembinaan kepada Disdukcapil
Kabupaten/Kota, pengembangan layanan digital, dan peningkatan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sulawesi Tengah memiliki peluang yang baik untuk mencapai target kinerja pada

periode Renstra berikutnya.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka mendukung tercapainya program/kegiatan yang telah digariskan
dalam RPIJMD, khususnya untuk mewujudkan capaian pada tahun 2026, maka langkah-

langkah yang diambil sebagai solusi adalah sebagai berikut :

1) Penganggaran berorientasi pelayanan dari kegiatan dan belanja pegawai.

2) Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam penguasaan teknologi informasi
terutama berkaitan dengan aplikasi layanan Administrasi Kependudukan.

3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kebutuhan pelayanan administrasi
kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.

4) Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan.



4

LIGIP 2025

Selanjutnya penerapan strategi peningkatan kinerja dalam setiap program dan

kegiatan dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.1

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN STRATEGI
Pendataan Penduduk
Pelavanan Non Permanen dan Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan
Pengaftaran Rentan Administrasi Dokumen Kependudukan Khusus bagi
Kependudukan Kependudukan Lintas Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT)
PROGRAM P Kabupaten/Kota dalam yang terdapat di Kabupaten/Kota
PENDAFTARAN satu Provinsi
PENDUDUK Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan
Penyelenggaraan Fasilitasi Terkait Dokumen terkait Peristiwa Kependudukan (KTP,
Pendaftaran KIA, KK dan IKD) di wilayah Kabupaten/Kota
Pendaftaran Penduduk . "
Kependudukan yang rendah capaian kepemilikan dokumen
kependudukannya
Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan
Dokumen terkait Peristiwa Penting (Akta
PROGRAM Penyelenggarla.an , Fasilitasi Terkait Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian,
PENCATATAN Pencatatan Sipil di Iy . o
. Pencatatan Sipil dan Akta Kematian) di wilayah Kabupaten /Kota
SIPIL Provinsi . "
yang rendah capaian kepemilikan dokumen
kependudukannya
Penyelenggaraan Melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi terkait
Pengelolaan o .
Informasi Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama serta hak akses
- . Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD
Administrasi . )
Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah
Kependudukan
PROGRAM Provinsi .
Pembinaan dan .
PENGELOLAAN Pembinaan dan Penaawasan terkait Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan
INFORMASI Pengawasan Pengelolaan Informasi terhadap Dlsdukcapil Kabupaten/Kota dalam
ADMINISTRASI Pengelolaan A dmginistrasi pelaporan berkala data pelayanan administrasi
KEPENDUDUKAN gelot kependudukan ke Provinsi dan Pusat
Informasi Kependudukan
Administrasi Bimbingan Teknis terkait
Kepe.ndludukan Penge]olaar) Informasi Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi
Provinsi Administrasi
terhadap operator OPD pemegang hak akses
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data Kependudukan
Pendayagunaan Data
Kependudukan
Penyediaan Data Mencetak buku Profil Kependudukan tahun 2026
Kependudukan Provinsi
PROGRAM
PENGELOLAAN Penyediaan Profil
PROFIL Kependudukan Penyusunan Profil Data
KEPENDUDUKAN Perkembangan dan Melaksanakan rapat koordinasi dan membentuk

Proyeksi Kependudukan
serta Kebutuhan yang lain

Tim Penyusun Pengolahan DKB per Semester
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan
masukan dalam evaluasi, terwujudnya pencapaian Visi Misi Provinsi Sulawesi Tengah

serta pencapaian Tujuan Nasional.

Palu, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencgtatanipﬂ Provinsi Sulawesi Tengah,
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI ENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

) Jalan Pramuka No. 21 Palu Timur, Telepon (0451), 483443 Faxsimile. 483400,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: floo / 15471 /01spuxcrpn [aprs
TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
pemerintah dan pembangunan serta untuk Ilebih memantapkan
pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, maka perlu menetapkan Definisi
Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan
Indikator Sasaran Program pada dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Definisi Operasional
Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci Dan Indikator Sasaran
Program Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomr 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonersi Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Menyusun Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja
Kunci, dan Indikator Sasaran Program sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Dinas ini.

Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator
Sasaran Program Dan Kegiatan ini menjadi acuan Dalam penyusunan
Dokumen Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sulawesi Tengah.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI 74AWESI TENGAH,

AJIDIN, SE.,M.Si


daniel13raine@gmail.com
Typewritten text
29 September 2025


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR
TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

A. Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

No. | NAMA INDIKATOR | DASAR HUKUM DEFINISI RUMUS / FORMULASI saTuaN | INTERPRETASI | SSIBER | Frekuensi | Poinoound | yet,
Peraturan Menteri . - .
: Hasil Penilaian Capaian
Dalam Negeri Nomor 60 ———
) Kinerja Pelaksanaan . :
Tahun 2021 : e Semakin Tinggl
Administrasi Kependudukan o ; .
Pengangkatan, : ; Nilai Capaian Kepmendagri
. di SulawesiTengah A
Pemberhentian, dan e Kinerja, maka tentang
Indeks Kualitas Penilaian Kinerja berdunm kA Freangin semakin berhasil | PenilaianKinerja
Lavanan Peiabat Pimpinan Tinadi Kinerja antara Direktur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Sakasnagn Kobala Dinas
1 y ) pinan TNgal - jenderal Kependudukan | Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Indeks £ AT P Tahunan | Kepala Dinas IKU
Kependudukan dan Pratama, Pejabat i Pencatati Siisl Sivil Provinsi dan Kabupaten/Kota administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil | Administrator, dan . Pl P P kependudukan | dan Pencatatan
i Kementerian Dalam Negeri 2 R
Pejabat Pengawas pada y dan pencatatan |Sipil Provinsi dan|
: dengan Kepala Dinas R oo
Dinas Kependudukan sipil di Provinsi Kab.Kota
g Kependudukan dan :
dan Pencatatan Sipil di A i Sulawesi Tengah
L Pencatatan Sipil Provinsi
Provinsi dan Sulawesi Tenaah
Kabupaten/Kota ek
Porac ‘Menten Persentase Jumlah Dinas
Dalam Negeri Nomor 60
Tahun 2021 : Kependudukan dan
anun ' Pencatatan Sipil Jumlah Disdukcapil Kab/Kota Sulawesi Tengah Semakin Tingg )
Kabupaten/ Kota Pemberhentian, dan : Kinerja oleh Kemendagri RI ST tentang
sy Sulawesi Tengah yang semakin berhasil R
dengan Indeks Penilaian Kinerja KAtk x 100 PenilaianKinerja
: : e .| mendapat predikat "Sangat y . ’ ' pelaksanaan ;
Kualitas Layanan | Pejabat Pimpinan Tinggi o Jumlah Disdukcapil Kab/KotaJumlah Disdukcapil o Kepala Dinas .
2 ; Baik" dalam pengukuran Kab Persentase administrasi Tahunan Kepala Dinas IKU
Kependudukan dan Pratama, Pejabat I ab/Kota ——— Kependudukan
Pencatatan Sipil | Administrator, dan et o it | dan Pencatatan
berkategori "Sangat | Pejabat Pengawas pada P i o et pe .. |Sipil Provinsi danj
n 4 Pencatatan Sipil oleh Dirjen sipil di Provinsi
Baik Dinas Kependudukan : Kab.Kota
L Kependudukan dan Sulawesi Tengah
dan Pencatatan Sipil di &
e Pencatatan Sipil
EYO der Kementerian Dalam Negeri
Kabupaten/Kota 9




b. Tabel Indikator Kinerja Kunci

No. | NAMAINDIKATOR | DASAR HUKUM DEFINISI RUMUS / FORMULASI saruan | wrereReTAsi [ STUPER | rekuensi | PUmORnS | pcet,
Semakin TingG! | p1, Konsoldas
Persentase Rata-rata Persentase, maka ; ,
tase Penerbit - Penerbitan dan kepemilik i beriasl |0 (DKB) yang R
Persentase Penerbitan | Peraturan Menteri Dalam | Penerbitan dan kepemilikan Jumlah KIA yang diterbitkan semakin berhasil | oo an Oleh Ensiling]
1 KIA dalam Pelayanan | Negeri Nomor 2 Tehun 2016 | Kartu Identitas Anak (KIA) bagi x100 Persentase peningkatan 5 : Tahunan IKK
1 ; . ; s Jumlah Anak o .| Ditien Dukcapil Pendaftaran
Adminduk tentang Kartu Identitas Anak | setiap anak di Provinsi kepemilikan KIAdi | = Penduduk
Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi ;
Dalam Negeri
Tengah
Peraturan Menteri Dalam e
Negeri Nomor 72 Tahun 2022 e PSema:un nggll Data Konsolidasi
; ifikasi ntase Rata-rata Aktivasi ersentase, maka :
Persentase Penduduk | - Stender dan Spesifikasi | Ferse o o ) '~ |Bersih (DKB) yang Kepala Bidang
ang Menggunakan | Pernkat Keres, Perangkat | (dentitas Kependudukan Digita Jumlah Aktivast IKD semakin berhasl | 1, ol arkan Oleh Fasilitesi
2 SI(Knga i Iggn ke Lunak, dan Blangko Kartu | (IKD) bagi setiap penduduk Jumlah Perekaman KTP-el x100 Persentase peningkatan Difien Dukcapil Tahunan Pendafiaran IKK
Wag'ib KTP Tanda Penduduk Elektronik |Provinsi Sulawesi Tengah yang penggunaan IKD di Kemen len'anp Pandudik
J serta Penyelenggaraan sudah rekam KTP-el Provinsi Sulawesi :
Identitas Kependudukan Tengah Dalam Negeri
Digital
Semakin tinggi
Peraturan Menteri Dalam Jumlah selisih antara Jul'l'l::ii: ‘br;]::;asil
Negeri Nomor 108 Tahun | penduduk yang tercata masuk semz:l S Data Konsolidasi
20:9 tentang geraturan (imigrasi) dan penduduk yang | Jumlah Penduduk Masuk - Jumlah Penduduk AF:jmaiiistrast Bersih (DKB) yang Kepala Bidang
Rate Net Recent s Iaksanaan ki tercatat keluar (emigrasi) Keluar dikeluarkan Oleh Fasilitasi
3 : - Presiden Nomor 96 Tahun ; 5 . Jumiah Kependudukan i : Tahunan IKK
Migrasi melalui mekanisme penerbitan Ditjen Dukcapil Pendaftaran
2018 Tentang Persyaratan SKPWWNI dari wilayah Provinsi dalam mencatat Vrrmibtan Penduduk
Dan Tata Cara Pendaftaran - CRUWY mobilitas pindah- ,
Penduduk Dan Pencatatan | Sulawesi Tengah selama satu Dalam Negeri
s sdinda datang penduduk
P! P melalui penerbitan
SKPWNI
|Peraturan Menteri Dalam s e as
Negeri Nomor 108 Tahun gemakltn ngg]k Data Konsolidasi
Persentase anak gogkte"m“g E"’a:”"'“ Persentase Rata - rata ){; “’Tahhflkt“’ K B!aj‘_"m’z f“:"k ls::::;:;z'mn;z“a Bersih (DKB) yang Kepale Bor
o elaksanaan Peraturan e . — 4 tahun yang diterbitkan ;
Remusia I“kta::;; Presiden Nomor 96 Tahun g:p?:r:::abnmik; T}e]ih:;:n ail x 100 |Persentase Pencatatan Sipil bagi g;iﬁ%ﬁiﬂ::?h Tahunan Fasilitasi Pencatatanf KK
et 2018 Tentang Persyaratan i ) Jumlah Anak 0 — 4 tahun kelahiran anak 0-4 | PR Sipil
Kelahiran Dan Tata Cara Pendaftaran | rovinsi Sulawesi Tengah tahun di Provinsi ementenan'
|:.e;ri1’duduk Dan Pencatatan Silawesi Tongah |- Neoed
]




Peraturan Menteri Dalam Semakin Tinggi
Persentase Nﬁegr Cloon ;:08 o Persentase Rata - rata Persentase, maka | Data Konsolidasi
tentang Peraturan = e jan diterbi semakin berhasil | Bersih (DKB) yan
Kepemilikan Akta |  Pelaksanaan Peraturan | Kepemilikan Akta Kematian o Rk ATROEER L |Pencatatan Sipi bag] dikelu:nrkan)gtehg Kepala Bidang
Kematian bagi Presiden Nomor 96 Tahun | bagi setiap Penduduk yang Jumlah Kematian yang dilaporkan Persentase | "o @k van Difien Dufkoani Tahunan  |Fasiitasi Pencatatan] KK
Pendudukyang | 2018 Tentang Persyaratan |meninggal di Provinsi Sulawesi R ablion Sip
meninggal Dan Tata Cara Pendaftaran Tengah Meninggal di Kementerian
Penduduk Dan Pencatatan Provinsi Sulawesi Dalam Negeri
Sipil Tengah
Peraturan Menteri Dalam N
Negeri Nomor 108 Tahun Semakin Tinggl Data Konsolidasi
Persentase Penduduk | 2019 tentang Peraturan Presentase Rata - rata Persentase, maka | o i (DKB) yang
ang memiliki Akta Pelaksanean Peraturan | Kepemilikan Akta Perkawinan semakin berhasil ] 4 Kepala Bidan
yang dikeluarkan Oleh g
Perkawinan bagi Presiden Nomor 96 Tahun |  bagi setiap Penduduk yang Jumlah Akte Perkawinan diterbitkan it Persentase  |Pencatatan Sipil bagi| Diien Dukeapi Tahunan  |Fasilitasi Pencatatan|]  [KK
Penduduk yang 2018 Tentang Persyaratan § Menikah di Provinsi Sulawesi Jumlah penduduk yang menikah Penduduk yang o Sipil
K t
matikah Dan Tata Cara Pendaftaran Tengah menikah di Provinsi D;::,n NZ"Z':]-
Penduduk [?;:ilPencatatan Sulawesi Tengah g
Peraturan Menteri Dalam Gl o
Negeri Nomor 108 Tahun PSematI(z:n nggkl Data Konsolidasi
ersentase, maka )
Persentase Penduduk i:::k::::r% E::E:: Persentase Rata - rata L — semakin berhasil | B€"SiN (KB) yang Kaonla g
R it # £ umia e Lera e an i
yang l:n er.mhkl dAl':ak Presiden Nomor 96 Tahun PKege;nleran babgl Sehalp g Jumlah penduduk yang bercerai 100 Persentase ~|Pencatatan Sipil bagi] dgg{uarga: O!G.,lh Tahunan  |Fasilitasi Pencatatan] KK
Cerai bagi pendudu 2018 Tentang Persyaratan enduduk yang bercerai di Bandislik yang ien Dukcapi Siil
ang bercerai rovinsi Sulawesi Tenga Eopitias ementerian
yang b Dan Tata Cara Pendaftaran B Sul Tengah bercerai di Provinsi K b .
Penduduk [;slm_lPencalatan Sulawesi Tengah Dalam Negeri
ipi

™




a. :I‘abél Indikator Sasaran Program

No. | NAMAINDIKATOR | DASAR HUKUM DEFINISI RUMUS / FORMULASI SATUAN | INTERPRETASI Sgﬂ?ﬁ" Frekuensi | "o"irddwd | e
Persep‘tase e cata Jumlah Perekaman KTP El
kepemilikan dokumen Jumiah Wajib KTP El x100
pendaftaran penduduk dalam J
wilayah berdasarkan laporan Jumlah KTP El yang diterbitkan
ot x100 R
peristiwa kependudukan, Jumlah Perekaman KTP El Semakin Tinggi
antara lain ; , . Pamseniiee; maka Data Konsolidasi
Peraturan Presiden (Perpres) 1. Perekaman KTP-EL Jutnlah KIA yang drterhitlan 100 semakin banyak : )
5 : Jumlah Anak ; ! Bersih (DKB) yang Kepala Bidang | Program
Cakupan Kepemilikan  |Nomor 96 Tahun 2018 tentang] 2. Penerbitan KTP-EL umia Pendiuduk di : 4 5
; . dikeluarkan Ditjen Fasilites Pendaftara
1 Dokumen Pendaftaran | Persyaratan dan Tata Cara | 3. Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah Aktivasi IKD Persentase | Sulawesi Tengah Dukcapil Semesteran Péndaheren A
Penduduk Pendaftaran Penduduk dan | 4. Identitas Kependudukan X100 yang telah memilii e o
Pencatatan Sipil Digital (IKD) Jumlah Perekaman KTP El - Kemen;jenan' Penduduk
Pendaftaran =iy
Penduduk
YhPerekaman + %Penerbitan + %KIA + %IKD 160
Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk %
P t ta-rata
erse?ase oo Jumlah Akta Kelahiran 0-17 tahun diterbitkan
kepemilikan dokumen : 100
pencatatan sipil dalam wilayah Jumlah Penduduk Usia 0-17 tahun
berdasaTan iaptoaranl p:ésnsllwa Jumlah Akta Kematian diterbitkan 100
penting, antara lain : - - St o
1, Akta Kelahiran 0-17 tahun Jumiah hematie yeng Diluporkan Psema:“" nggl: _—
Peraturan Presiden (Perpres) 2. Akta Kematian Jumlah Akta Perkawinan diterbitkan . Ry by
3. Akta Perkawinan - x100 semakin banyak | Bersih (DKEB) yang : P
Cakupan Kepemiikan  Tomor 96 Tahun 2018 tentang : Jumlah Penduduk Yang Menikah Pendiudukdl | dikeluarken Dien Kepala Bidang rogram
2 AP .. | Persyaratan dan Tata Cara 4. Akta Perceraian Persentase : ; Semesteran | Fasilitas Pencatatan | Pencatatan
Dokumen Pencatatan Sipil | oo ioeran Penduduk dan Jumlah Akta Perceraian diterbitkan 160 Sulawesi Tenge‘lh _ DUkC&P!’ Sipil Sipil
Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Yang Bercerai x yang telah memiliki Kemenienan.
Dokumen Dalam Negeri
Pencatatan Sipil
% A. Lahir 0 — 17 + %A. mati + %A. Kawin + %A. Ceraich

Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil




Peraturan Menteri Dalam  |Persentase Perbandingan Semakin Tinggi
is?:ri N:;E 1: Taf::n 202 fantara prrietidaln Jumlah jenis Data Kependudukan yang dimanfaatkan Porents, meks gepa!alj i
ntang anan atas . . engelolaan
Persentase Data Peraturan Menteri Dalam k?pendUdUkan yae , Jumlah Data kependudukan yang diterbitkan X100 suimakinbext et Data PKS Ditjen Informasi Program
3|Kependudukan yang Negeri Nomor 102 Tahun dimanfaatkan oleh Instansi |Persentase Pemanfaatan Data Dukeapi Tahunan Administrasi PIAK
Dimanfaatkan 2019 tentang Pemberian Hak Pengguna Data dengan jumlah Kependudukan di P Kependudukan dan
Akses dan Pemanfeatan Data [d2ta kependudukan yang Provinsi Sulawesi Pemanfaatan Data
| Kependudukan diterbitkan Teemah
Data Konsolidasi
Bersih (DKB) yang
Jumlah Kewajiban yang Terpenuhi Semakin tinggi . dikeluarkan Ditjen
Peraturan Menteri Dalam | parsentase Keselarasan Buku dalam Penyusunan Buku Profil persentase, semakin | Dukeapil Kepala Bidang
Persentase Keselarasan | Negeri Nomor 65 Tahun 2010 ) Kependudukan berkualitas dan Kementerian Pengelolaan Program
Profil Kependudukan dengan % 100 ; ;
Penyusunan Buku Profil Tentang Pedoman S —— O selaras buku profil Dalam Negeri S —— Informesi Profil
Kependudukan Sesuai Penyusunan Profil P Profil Jumlah Kewajiban yang sesuai kependudukan yang | Data Lintas Sektor Administrasi | Kependudu|
Ketentuan Perkembangan Perk ;}nyusun: . rc:jr duk Peraturan perundangundangan ttg disusun sesuai | (Bappeda, Dinkes, Kependudukan dan kan
Kependudukan erremoangan ependuduian Penyusunan Profil Kependudukan peraturan perundang] Disdik, Dinsos, Pemanfaaten Data
undangan Disnaker, Biro
Kesra)
Semakin tinggi nilai
Ukuran tingkat kemajuan Irkeks RBI, ek
1= 5 i
pelaksanaan reformasi birokrasi di SemaTm berhasil
lingkungan instansi pemerintah pemysenggaran :
b o daerah yang mencakup delapan tata kelola Laporan Hasil
5 deraluran ﬁ‘e” area perubahan, yaitu: manajemen pemerintahan yang Evaluasi Program
:I” "Yagd”“aaR“ fopam“.” perubahan, penataan peraturan | Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi oleh bersih, efekif, Reformasi Penunjang
Indeks Reformasi Birokrasi IBiroerimar::r ge‘ralr-;?:s?loza perundang-undangan, penataan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Dinas Indeks akuntabel, dan Birokrasi oleh Tahunan Sekretaris Urusan
: : dan penguatan organisasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berorientasi Inspektorat Derah Pemerintah
tentang Evaluasi Reformasi lak , i b 2
Birokragi penalaan tata laksana, manajemen pelayanan di Provinsi Sulawesi an
SDM sparaiue, perguaten lingkungan Dinas Tengah
akuntabilitas, penguatan
. Kependudukan dan
pengawasan, dan peningkatan A i
kualitas pelayanan publik. enf:atlatan =
Provinsi Sulawesi
Tengah.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SULAWESLTENGAH,

NIP.

jna Utama Muda
10208 199903 1 003




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

|[suLawes! TENGAR
’

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  H.RUSDY MASTURA
Jabatan :  GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem
Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

W Rus

H. RUSDY MASTURA

e

ANDVHAJIDIN, SE., M.Si

9710208 199903 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

— Py

H. RUSDY MASTURA

ESSELON I1
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(@) 2 3) “4)
Meningkatnya Kepemilikan P tse Kitistia Pelak
Dokumen Pendaftaran Penduduk A?rs;?ﬁsfasimerja B et
dan Pencatatan Sipil ; : 85 %
: . Kependudukan di Sulawesi
Kabupaten/Kota di Sulawesi
Teneah Tengah
________________________________ enga R
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.843.834.298 APBD
Provinsi
2. Program Pendaftaran Penduduk 689.451.300 APBD
B_ngrampencaman sii;il _____________ T P
i vam— Penge]olaanAdmmlstraS] Kepé;idﬁdukan Y TRpTTE e R e
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 366.731.900 APBD
Palu, 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL/PROVINSI
SULAWESI PENGAH

. 19710208 199903 1 003




SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini :
Nama : FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Jubakin : KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL PROVINSI PENCATATAN SIPIL

SULAWESI TENGAH

-~

. FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
bina Utama Madya Pembina Tingkat I
710208 199903 1 003 NIP. 19710312 200012 2 004
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
e9) 2 3) 4
Meningkatnya Kepemilikan Persentase Kepemili
o pemilikan Dokumen i
1 Dokumen Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Kab/Kota 100 %
Kab/Kota
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(0)) 2 3 “4)
1 | Meningkatnya Kualitas Pembinaan | Persentase Kab/Kota yang terbina 100%
Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil
Kab/Kota
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
() (2) 3) “4)
Program Pencatatan Sipil 305.376.800 APBD
1
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
(@) (2) 3) 4
1 | Pemberian Konsultasi 305.376.800 APBD
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

[SULAWES) TENGAH]|
-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : NUR WAHYUNI, Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL PROVINSI PENDAFTARAN PENDUDUK
SULAWESI TENGAH
A IN, SE.,M.Si NUR WAHYUNIL S.Sos.,M.Si
bina Utama Madya Pembina

NI 10208 199903 1 003 NIP. 19740601 200212 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON 111
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) @ (€)) “)
Meningkatnya Kepemilikan P s B likan Dok
1 Dokumen Pendaftaran Penduduk P:rrf;;ﬁzizn ;g ::11:: dluk Kal? ,:'Ku:tfn 87 %
Kab/Kota
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
() 2 3) (GI)
1 | Meningkatnya Penduduk Rentan Jumlah Lokasi Penduduk 1
Adminduk Kabupaten/kota yang Terpencil dan Penyandang
Mendapatkan Layanan Pendaftaran | Disabilitas yang Mendapatkan
Penduduk Layanan Pendaftaran Penduduk
2 | Meningkatnya Penduduk Jumlah Fasilitasi Layanan 3
Kabupaten/kota yang Mendapatkan | Pendaftaran Penduduk yang
Fasilitasi Layanan Pendafiaran dilaksanakan
Penduduk
3 | Meningkatnya Kualitas Persentase Kab/Kota yang 100
Pembinaan Pelayanan Terbina Pelayanan Pendaftaran
Pendaftaran Penduduk Kab/Kota | Penduduk
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
() (2) 3) “)
Program Pendaftaran Penduduk 689.451.300 APBD
1
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1) ) 3) 4
1 | Pelayanan Pendaftaran 150.000.000 APBD
Kependudukan
2 | Penyelenggaraan Pendaftaran 359.451.250 APBD
Kependudukan
3 | Pembinaan dan Pengawasan 180.000.050 APBD
Penyelenggaraan Pendaftaran
Kependudukan
Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI

SULAWESI TENGAH

ANDIAHAJIDIN, SE..M.Si
Yetnbina Utama Muda

”10208 199903 1 003

KEPALA BIDANG FASILITASI

PENDAFTARAN PENDUDUK

NUR WAHYUNI, S.Sos.,M.Si

Pembina
NIP. 19740601 200212 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  Dr. AGUS SUJONO, SH.,M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target Kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI INFORMASI ADMINISTRASI
SULAWESI TENGAH KEPENDUDUKAN
A AJIDIN, SE.,M.Si Dr. AGUS SUJONJ, SH.,M.Si

0208 199903 1 003 NIP. 19670814 199603 1 004

l?'.na Utama Madya Pembina Tifrékat I
N 1




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
@9) ) 3) 4
Meningkatnya Kualitas
1 Pengelolaan Informasi Eﬁ:ﬁ?asa‘:k[;ita TR 100 %
Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Kualitas Persentase Profil Kependudukan
2 Pengelolaan Profil yang dihasilkan sesuai kewajiban 100%
Kependudukan OPD berdasarkan Permendagri
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(L) (2) 3) “)
1 | Meningkatnya Pemanfaatan Persentase Layanan Tata Kelola 100%
Teknologi Informasi dalam Tata Data Adminduk yang
Kelola Data Administrasi memanfaatkan IT
Kependudukan
2 | Meningkatnya Kualitas Pembinaan | Persentase Kab/Kota yang 100%
dan Pengawasan Kab/kota tentang | Terbina dan Terawasi Sesuai
PIAK Ketentuan
3 | Meningkatnya kualitas Profil Persentase Buku Profil Data 100%
Kependudukan Kependudukan yang sesuai
dengan Ketentuan
4 | Meningkatnya Kualitas Pembinaan | Persentase Kab/Kota yang terbina 100%
Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil
Kab/Kota
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
() @ 3) @)
Program Pengelolaan Informasi 188.904.650 APBD
1 | Administrasi Kependudukan
2 | Program Pengelolaan Profil 366.731.900 APBD
Kependuduka
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
0 @ 3) @)
1 | Penyelenggaraan Pengelolaan 82.373.800 APBD
Informasi Administrasi
Kependudukan Provinsi
2 | Pembinaan dan Pengawasan 106.530.850 APBD
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Provinsi
3 | Penyediaan Profil Kependudukan 366.731.900 APBD
Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI

SULAWESFTENGAH

AN [AJIDIN, SE..M.Si
Pémbina Utama Madya
710208 199903 1 003

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN

INFORMASI ADMINISTRASI

KEP

Dr. AGUS SUJO

DUKAN

. SH.,M.Si

Pembina Téphkat I
NIP. 19670814 199603 1 004




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Jabatan :  SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN SEKRETARIS DINAS
PENCATATAN SIPIL PROVINSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAMESI TENGAH

AN JIDIN, SE.,M.Si MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pethbina Utama Madya Pembigina

NI 710208 199903 1 003 NIP. 19821118 200112 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
Q) 2) 3) “4)
Meningkatnya kualitas tata kelola
penyelenggaraan urusan . .
Pemerintahan Bidang LZ?;E;&:%ZE?E Bitoiras 68
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81
Perencanaan, Pengukuran, Persentase Capaian IKU
Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 100
2 Meningkatnya Kualitas Tata Persentase Dokumen Administrasi
Kelola Barang Milik Daerah pada | Barang Milik Daerah yang sesuai 100
Perangkat Daerah ketentuan
3 Meningkatnya Kualitas Persentase Hasil Tindaklanjut
Administrasi Keuangan Perangkat | Rekomendasi Pemeriksaan 100
DaerahDalam Penyelesaian (TLHP) BPK dan APIP
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Persentase Capaian Realisasi
(TLHP) APBD Perangkat Daerah 92
4 Meningkatnya Profesionalisme Indeks Profesionalisme ASN 65
ASN Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Nilai Hasil Survey Implementasi 65
ASN BerAKHLAK
5 Meningkatnya Pemeliharaan Persentase Barang Milik Daerah 85
Barang Milik Daerah yang Dipelihara
6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Nilai Pengukuran Kualitas 65
Publik Perangkat Daerah Pelayanan Publik Perangkat
Daerah
Nilai Hasil Survey Kepuasan 65
Masyarakat pada Aplikasi SKM
Terintegrasi
7 Meningkatnya Kematangan SPBE | Nilai Kematangan 65
Perangkat Daerah PenerapanSPBE dan Statistik
Sektoral padaPerangkat Daerah
Meningkatnya Pengawasan Nilai Kualitas Pengelolaan 65
Kearsipan Internal Kearsipan Digital Perangkat
Daerah
Meningkatnya Pelaksanaan Nilai Capaian Pelaksanaan 65
Pembangunan Zona Integritas (ZI) | Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Nilai Pengukuran Implementasi 65
Reformasi Hukum Perangkat
Daerah
Meningkatnya Kualitas Produk Persentase Tindaklanjut Laporan 100
Hukum dan Tindaklanjut Laporan | Pengaduan melalui SP4N Lapor
Pengaduan pada Perangkat
Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Nilai Kepatuhan Pencatatan 65
Pengadaan Barang/Jasa Perangkat | Pengadaan Barang/Jasa
Daerah Pemerintah pada SPSE




NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

) (2) (3) (4)
Program Penunjang Urusan 10.843.834.298 APBD
1 | Pemerintahan Daerah Provinsi

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
(@) (2) 3) “)

1 | Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat 339.537.100 APBD
Daerah

2 | Administrasi Keuangan 5.839.196.393 APBD
Perangkat Daerah

3 | Administrasi Barang Milik 45.825.000 APBD
Daerah pada Perangkat Daerah

4 | Administrasi Kepegawaian 91.708.850 APBD
Perangkat Daerah

5 | Administrasi Umum Perangkat 748.466.118 APBD
Daerah

6 | Penyediaan Jasa Penunjang 1.502.851.800 APBD
Urusan Pemerintahan Daerah

7 | Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 483.256.000 APBD
Pemerintahan Daerah

Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN SEKRETARIS DINAS

PENCATATAN SIPIL PROVINSI KEPENDUDUKAN DA PENCATATAN SIPIL
SULAWESI TENGAH PROVINSI SUL

MOH. RIZAL
Pembina
NI 10208 199903 1 003 NIP. 19821118 200112 1 001




SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  MIKDAR, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Jabatan :  SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KEUANGAN

SULA I TENGAH

: Dﬂ

MOH. RIZAL} DAMSUD, S.STP MIKDAR, SE
mbina Pembina 1§ngkat I
NIP. 19821118 200112 1 001 NIP. 19821118 200112 1 001



NO SASARAN SUB INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1) (2) 3) 4)
1 Tesusunnya Dokumen Bukti Jumlah Dokumen Pendukung e-SAKIP Reviu 13
Dukung dalam e-SAKIP reviu | KEMENPAN RB yang tersusun
(ESR) Kemenpan RB
Tersusunnya Dokumen MR Jumlah Dokumen MR dan Probis yang disusun 2
dan Probis
2 Tesusunnya Dokumen Capaian | Jumlah Laporan Capaian IKU 1
IKU Perangkat Daerah
3 Terdistribusinya Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan yang 100
Gaji,Tunjangan dan TPP ditindaklanjuti menjadi SPM
Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 1
Keuangan
4 Terverifikasinya Dokumen Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi 100
Pertanggungjawaban dan ditindaklanjuti menjadi SPM
Tersusunnya Bahan Persentase Bahan Tanggapandan Tindaklanjut hasil 100
Tanggapan dan Tindak Lanjut | Pemeriksaan yang tersusun
Hasil Pemeriksaan
5 Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik 4
Rekonsiliasi dan Laporan Daerah
Barang Milik Daerah pada
SKPD
NO SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
) 2) 3) (“)
I | Penyusunan Dokumen 41.594.500 APBD
Perencanaan Perangkat Daerah
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat 297.942.600 APBD
Daerah
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan 5.801.306.393 APBD
ASN
4 | Koordinasi dan Penyusunan 37.890.000 APBD
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
5 | Penatausahaan Barang Milik 45.825.000 APBD
Daerah pada SKPD
Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MOH. RIZADAMSUD, S.STP

Pagmbina

NIP. 19821118 200112 1 001

DAN KEUANGAN

NIP. 19821118 200112 1 001

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN




SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : USMAN, S.Kom.,M.Si
Jabatan @ KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Jabatan :  SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA SUB BAGIAN
PENCATATAIX SIPIL PROVINSI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SULAWESI TENGAH
MOH. RIZA%QAMSUD, S.STP USMAN, S.Kom.,M.Si
Pembina Penata

NIP. 19821118 200112 1 001 NIP. 19740512 200604 1 013



NO SASARAN SUB INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
0 @) 3) @)

Terupdatenya data Kualifikasi,
Kompetensi, Kinerja dan

1 Disiplin ASN Jumlah ASN yang ikut sosialisasi 35
Terbinanya ASN tentang
internalisasi Core Values ASN
BerAKHLAK

2 Tersedianya Komponen Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket
Instalasi Listrik/Penerangan yang diadakan
Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil 1 Paket
Perlengkapan Kantor Pengadaan
Termanfaatkannya Sistem Jumlah Laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang

3 Pengadaan Secara Elektronik | dimanfaatkan 1
(E-Tendering, e-purchasing, e-
katalog, dlI)
Tersusunnya Laporan P3DN Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN yang disusun 1
sesuai TKDN
Tersedianya barang cetakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 Paket

4 dan penggandaan
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap 2
Arsitektur SPBE dan Roadmap | Penerapan SPBE yang tersusun
Penerapan SPBE Perangkat
Daerah
Tersedianya Data Sektoral Jumlah Laporan Data Sektoral 1
Perangkat Daerah
Terkelolanya Arsip Dinamis Persentase Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang
Berbentuk Fisik dan Digital dikelola
Perangkat Daerah

5 Terkelolanya Arsip Statis Persentase Arsip Statis yang dikelola 100
Perangkat Daerah
Terkompilasinya Dokumen Jumlah Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang 1 Bundel
Pemenuhan LKE terkompilasi
Pembangunan ZI
Tersusunnya Produk Hukum Jumlah Produk Hukum yang Disusun 1 Produk
(Pergub, Perda, dll) Perangkat
Daerah
Tertanganinya Pengaduan Persentase Pengaduan Masyarakat melalui SP4N Lapor 100
Masyarakat melalui SPAN yang ditindaklanjuti
Lapor

6 Tersedianya layanan Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan 1 Unit
Komunikasi dan Listrik komunikasi dan listrik
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan yang Disusun 1
Kebijakan Pelayanan yang

7 Disusun
Terukurnya SKM pada Jumlah Jenis Layanan yang diukur dengan SKM 1 Dokumen
Layanan Perangkat Daerah

8 Terpeliharanya Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang 34
Dinas Operasional atau dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
Lapangan dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Terpeliharanya Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang 1 Paket

9 Prasarana Gedung Kantor dipelihara
Terpeliharanya Peralatan Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang 50
Kantor dan Mesin dipelihara




NO SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1) 2) 3) “)

1 | Sosialisasi Peraturan Perundang- 91.708.850 APBD
Undangan

2 | Penyediaan Komponen Instalasi 19.162.150 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan
Kanto

3 | Penyediaan Peralatan dan 227.682.380 APBD
Perlengkapan Kantor

4 | Penyediaan Barang Cetakan dan 42.489.375 APBD
Penggandaan

5 | Penyelenggaraan Rapat 459.132.213 APBD
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6 | Penyediaan Jasa Komunikasi, 221.941.800 APBD
Sumber Daya Air dan Listrik

7 | Penyediaan Jasa Pelayanan 1.280.910.000 APBD
Umum Kantor

8 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, APBD
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 352.506.000
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

9 | Pemeliharaan Peralatan dan 130.750.000 APBD
Mesin Lainnya

Palu, 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA SUB BAGIAN

PENCATATAN SIPIL PROVINSI UMUM DAN KEPEGAWAIAN

MOH. RIZANDAMSUD, S.STP
embina
NIP. 19821118 200112 1 001

Uus » S.Kom.,M.Si
Penata

NIP. 19740512 200604 1 013




SULAWESI TENGAH
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

Jabatan . KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama . ANWAR HAFID

Jabatan . GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik
dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem
Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-
MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SU ESI TENGAH

ANDRHAJIDIN, SE., M.Si
na Utama Madya
710208 199903 1 003




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Kualitas | Indeks Kualitas Layanan 82

Layanan Kependudukan dan | Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil serta

Pemanfaatan Data

Kependudukan Berbasis

Teknologi
2. | Meningkatnya Kualitas | Persentase Kabupaten/Kota dengan 23,07

Layanan Kependudukan dan | Indeks Kualitas Layanan

Pencatatan Sipil serta | Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan Data | Berkategori “Sangat Baik”

Kependudukan Berbasis

Teknologi

PROGRAM ANGGARAN KET
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 8.422.689.057 APBD

Provinsi
2 Program Pendaftaran Penduduk Rp. 253.820.350 APBD
3 Program Pencatatan Sipil Rp. 176.376.750 APBD
4 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan Rp. 105.945.000 APBD
5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Rp. 216.006.400 APBD

Pihak Kedua,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 15 September 2025

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

/

AN AJIDIN, SE., M.Si

10208 199903 1 003

?na Utama Madya
5




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
jabatan ¢ SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan - KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN SEKRETARIS DINAS
PENCATATAN SIPIL PROVINSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19821118 200112 1 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON il
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) 3) (4)
. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Indeks Reformasi Birokrasi "
Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81
Perencanaan, Pengukuran, Persentase Capaian IKU Perangkat
Evaluasi dan Pelaporan Daerah 100
2 | Meningkatnya Kualitas Tata Persentase Dokumen Administrasi
Kelola Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah yang sesuai 100
pada Perangkat Daerah ketentuan
3 | Meningkatnya Kualitas Persentase Hasil Tindaklanjut
Administrasi Keuangan Rekomendasi Pemeriksaan (TLHP) 100
Perangkat DaerahDalam BPK dan APIP
Penyelesaian Tindak Lanjut Persentase Capaian Realisasi APBD
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Perangkat Daerah 92
4 | Meningkatnya Profesionalisme | Indeks Profesionalisme ASN 65
ASN Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Nilai Hasil Survey Implementasi ASN 65
BerAKHLAK
5 | Meningkatnya Pemeliharaan Persentase Barang Milik Daerah 85
Barang Milik Daerah yang Dipelihara
6 | Meningkatnya Kualitas Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan 65
Pelayanan Publik Perangkat Publik Perangkat Daerah
Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan 65
Masyarakat pada Aplikasi SKM
Terintegrasi
7 | Meningkatnya Kematangan Nilai Kematangan PenerapanSPBE 65
SPBE Perangkat Daerah dan Statistik Sektoral padaPerangkat
Daerah
Meningkatnya Pengawasan Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan 65
Kearsipan Internal Digital Perangkat Daerah
Meningkatnya Pelaksanaan Nilai Capaian Pelaksanaan 65
Pembangunan Zona Integritas | Pembangunan Zona Integritas (ZI)
(21) Nilai Pengukuran Implementasi 65
Reformasi Hukum Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Produk | Persentase Tindaklanjut Laporan 100
Hukum dan Tindaklanjut Pengaduan melalui SP4N Lapor
Laporan Pengaduan pada
Perangkat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Nilai Kepatuhan Pencatatan 65

Pengadaan Barang/Jasa
Perangkat Daerah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
pada SPSE




NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) 3) (4)
Program Penunjang Urusan
: Pemerintahan Daerah Provinsi Btz tRR sy i
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 | Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 171.665.250 APBD
Daerah
2 | Administrasi Keuangan 5.836.506.550 APBD
Perangkat Daerah
3 | Administrasi Barang Milik 36.240.000 APBD
Daerah pada Perangkat
Daerah
4 | Administrasi Kepegawaian - APBD
Perangkat Daerah
5 | Administrasi Umum Perangkat 551.319.957 APBD
Daerah
6 | Penyediaan Jasa Penunjang 1.473.372.800 APBD
Urusan Pemerintahan Daerah
7 | Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 353.584.500 APBD
Pemerintahan Daerah

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI

PIHAK KEDUA

SuU LAWEE‘?VGAH

NIP. 19710208 199903 1 003

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Palu, 16 September 2025
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS

PROVINS| SULAWESI TENGAH

Pembin& Tingkat |

NIP. 19821118 200112 1 001




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  NUR WAHYUNI, Sos., M.Si
Jabatan :  KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL PROVINSI PENDAFTARAN PENDUDUK

NURW.

SULAWESI}NGAH
2
Pembina Ting.kat |

NIP. 208 199903 1 003 NIP. 19740601 200212 2 002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON Iil
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Kualitas Layanan | Cakupan Kepemilikan Dokumen SEin
1 Pendaftaran Kependudukan Pendaftaran Penduduk
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) (3) 4
1 | Tersedianya data Rate Net Rate Net Recent Migrasi i
Recent Migrasi
2 | Meningkatnya Penerbitan KIA Persentase Penerbitan KIA dalam 60%
dalam Pelayanan Adminduk Pelayanan Adminduk ?
3 | Meningkatnya Penduduk yang Persentase Penduduk yang
Menggunakan IKD bagi Menggunakan IKD bagi Penduduk 3%
Penduduk Wajib KTP Wajib KTP
4 | Terlaksananya Pembinaan dan Persentase Kabupaten/Kota yang
Pengawasan Penyelenggaraan mendapatkan Pembinaan dan 100%
Pendaftaran Penduduk Pengawasan Penyelenggaraan =
Pendaftaran Penduduk
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1) (2) (3] (4)
1 | Program Pendaftaran Penduduk 253.820.350 APBD
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 9.250.000 APBD
2 | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 137.672.300 APBD
3 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 106.898.050 APBD
Pendaftaran Kependudukan

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI

SULAWESI TENGAH

Palu, 16 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG FASILITAS|I PENDAFTARAN

PENDUDUK

Pembina Tingkat I

NIP. 19740601 200212 2 002




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Jabatan :  KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan :  KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL PROVINSI PENCATATAN SIPIL

SULAWESI TENGAH

HWATI NATILL S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 19710208 199903 1 003 NIP. 19710312 200012 2 004




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON Il
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (%)
1 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen | Cakupan Kepemilikan 70 %
Pencatatan Sipil Kab/Kota Dokumen Pencatatan Sipil

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 | Meningkatnya Kualitas Persentase Kab/Kota yang terbina 100%
Pembinaan Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil Kab/Kota
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 | Program Pencatatan Sipil 176.376.750 APBD
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan 176.376.750 APBD
Pencatatan Sipil

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI

SULA?SI TENGAH

P ina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

Palu, 16 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL

FATMAHWATINATILL S.Sos..M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 19710312 200012 2 004




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  MUSDALIFAH DJ. UMAR, S.STP.,, MM
Jabatan :  Plt. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan :  KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI INFORMASI ADMINISTRASI
SULAWESI TENGAH KEPENDUDUKAN

MUSDALIFAH D]. UMAR, S.STP. M
Penata Tingkat |
NIP. 19860923 200412 2 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON llI
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3] (4)
1 Meningkatnya Pemanfaatan Persentase Data Kependudukan 100 %
Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan 0
) ) Persentase Keselarasan Penyusunan
2 :Ienln%kadtn:a Kualitas Profil Buku Profil Kependudukan Sesuai 100%
shencudeial Ketentuan
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 | Tersedianya Pedoman Persentase Kabupaten/Kota yang 100%
Pengelolaan Informasi sesuai Pedoman Pengelolaan
Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi
Kependudukan
2 | Terselenggaranya Persentase Pengelolaan Informasi 100%
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang
Administrasi Kependudukan memanfaatkan IT
Provinsi
3 | Terlaksananya Pembinaan Persentase Kabupaten/Kota yang 100%
dan Pengawasan Pengelolaan | mendapatkan Pembinaan dan
Informasi Administrasi Pengawasan Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan
Provinsi
4 | Tersedianya Profil Persentase Profil Kependudukan 100%
Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban
OPD berdasarkan Permendagri
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3) 4)
1 | Program Pengelolaan Informasi 105.945.000 APBD
Administrasi Kependudukan
2 | Program Pengelolaan Profil 216.006.400 APBD
Kependudukan




NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3] (4)
1 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 60.100.150 APBD
Administrasi Kependudukan Provinsi
2 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 45.844.850 APBD
Informasi Administrasi Kependudukan
Provinsi
3 | Penyediaan Profil Kependudukan 216.006.400 APBD

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI

SULAWESI TENGAH

NIP 10208 199903 1 003

Palu, 16 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

MAR

Penata Tingkat |
NIP. 19860923 200412 2 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKDAR, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama :  MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisl yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KEUANGAN

SULAWESI TENGAH

PembinayTingkat | Penata Tihgkat |
NIP. 19821118 200112 1 001 NIP. 19800428 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON IV
NO SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) ) (3) (4)
1 | Terssusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
2 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
3 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji 42 Orang/Bulan
ASN dan Tunjangan ASN
4 | Tersedianya Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan | Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun | Keuangan Akhir Tahun SKPD
SKPD
5 | Terlaksananya Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD
NO SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 | Penyusunan Dokumen 43.669.500 APBD
Perencanaan Perangkat Daerah
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat 127.995.750 APBD
Daerah
3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan 5.801.306.550 APBD
ASN
4 | Koordinasi dan Penyusunan 35.200.000 APBD
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
5 | Penatausahaan Barang Milik 36.240.000 APBD

Daerah pada SKPD

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAVWESI TENGAH

NIP. 1982111800112 1 001

Palu, 17 September 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN

DAN KEUANGAN

Penata

ingkat |

NIP. 19800428 200012 1 002




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN, S.Kom.,M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Jabatan :  SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji :

3. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;

4. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realiasasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisl yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPALA SUB BAGIAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SULAWESI TENGAH

AN, S.Kom.,M.Si
Penata

Pembina Tingkat |
NIP. 19821118 200112 1 001 NIP. 19740512 200604 1 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON IV
NO SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang mengikuti 100 Orang
Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
2 | Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang disediakan
3 | Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4 | Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
5 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang disediakan
7 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan
Kantor Pelayanan Umum Kantor
8 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 33 Unit
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
NO SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1) (2) (3] (4)
1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - APBD
2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 16.153.846 APBD
Bangunan Kanto
3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 209.475.686 APBD
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.410.425 APBD
5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 283.280.000 APBD
SKPD
6 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | 212.866.800 APBD
Listrik
7 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.260.506.000 APBD
8 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya APBD
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 353.584.500
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 264.754.500 APBD

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULA‘ S| TENGAH

Pembina'Tingkat |
NIP. 19821118 200112 1 001

Palu, 17 September 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN

Penata
NIP. 19740512 200604 1 013
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
selesainya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini
disusun dengan memedomani Sistematika Laporan Kinerja Perangkat
Daerah Tahun 2026 sesuai surat nomor 000.8.6.3/20/Ro.0rg. Dokumen
ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran, sekaligus
menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi dalam

periode tiga bulan pertama.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada komitmen yang tertuang
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal
20 Februari 2026. Fokus utama BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada
tahun ini adalah mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel dengan orientasi pada hasil nyata. Secara
strategis, kami berupaya keras untuk mencapai target Indeks Sistem
Merit sebesar 0,68 dan Indeks Profesionalitas ASN sebesar 78,7 guna
meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di lingkup Provinsi

Sulawesi Tengah.

Dalam upaya mencapai target-target tersebut, BKD mengandalkan
kekuatan 114 sumber daya manusia yang terdiri dari 94 PNS dan 20
PPPK. Sinergi internal terus diperkuat melalui mekanisme penjenjangan
kinerja, mulai dari tingkat Sekretariat hingga bidang-bidang teknis dan
Unit Pelaksana Teknis (UPT). Seluruh elemen organisasi, termasuk
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Mutasi dan
Promosi, serta Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan,
telah bergerak selaras untuk memastikan setiap indikator program
dapat terealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah

ditetapkan.

Dari sisi dukungan anggaran, hingga 31 Maret 2026, BKD Provinsi
Sulawesi Tengah telah merealisasikan anggaran sebesar

Rp3.182.311.348,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp.

Program Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
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Rp15.919.033.327,40 yang dialokasikan untuk Program Penunjang
Urusan Pemerintahan dan Program Kepegawaian Daerah. Kami
menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan,

sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan

demi peningkatan kinerja organisasi di triwulan berikutnya.

Palu, April 2026
Kepal&Bg?an Kepegawaian Daerah
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Dr. SITTI ASMA m. HUSNKQYAHLSEL, MM., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670202 200012 2 002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026 Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Merupakan instrumen
penting untuk memantau sejauh mana target tahunan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai di
awal tahun. Fokus utamanya biasanya terletak pada penguatan

administrasi, pemutakhiran data ASN, dan persiapan program strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah ini juga
dimaksudkan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, termasuk bagi
seluruh pejabat administrator maupun fungsional pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian,
pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju peningkatan
pelayanan. Laporan ini menjadi bahan masukan serta umpan balik bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan serta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah triwulan I yang tercantum dalam Rencana Strategis

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan melihat kondisi dan beban tugas serta tanggung jawab
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana
tersebut di atas maka perlu disampaikan kondisi Pegawai Negeri Sipil di
Provinsi Sulawesi Tengah keadaan pegawai sampai dengan bulan Maret

Tahun 2026 berjumlah PNS dengan rincian sebagai berikut

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah
merupakan perangkat daerah unsur pelaksana yang memiliki peran vital

dalam mengelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup

Program Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di bawah kepemimpinan Dr. Sitti
Asma Ul Husnasyah, SE., MM., M.Si, instansi ini berkomitmen untuk
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel sesuai dengan amanat Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Fokus
utama organisasi diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola
kepegawaian melalui implementasi sistem merit yang mencakup aspek
perencanaan kebutuhan, mutasi, promosi, pengembangan karier, hingga
pembinaan disiplin dan pemberian penghargaan bagi seluruh ASN

provinsi.

Tabel I.1. Rekap Pegawai Per Jenis Kelamin Per 31 Maret 2026

No Uraian Laki-laki Perempuan %L | %P Jumlah

1 PNS 45 49 48% / 52% 94

2 PPPK 9 11 45% | 55% 20
TOTAL 54 60 47% | 53% 114

Untuk menjalankan tugas dan fungsi strategis tersebut, BKD
Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh kekuatan sumber daya
manusia yang mumpuni dengan total jumlah pegawai sebanyak 114
orang per 31 Maret 2026. Komposisi SDM ini terdiri dari 94 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK), dengan distribusi gender yang mencakup 54
laki-laki dan 60 perempuan. Dari segi kualifikasi akademik, organisasi
didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi, yakni
64 orang lulusan S1/D4 dan 26 orang lulusan S2 (Magister), yang
tersebar di berbagai unit kerja seperti Sekretariat, Bidang Pengadaan,
Mutasi, Penilaian Kinerja, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian

Kompetensi Pegawai.

Tabel 1.2 Rekap Pegawai Per Pendidikan dan Jenis Kelamin Per 31

Maret 2026
No Pendidikan L (PNS) L (PPPK) P (PNS) P (PPPK) Jumlah
1 SD - - . - .
2 SMP . - - - -
3  SMA/SMK 9 3 2 5 19
4 DI - - 1 - 1

Program Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
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No Pendidikan L (PNS) L (PPPK) P (PNS) P (PPPK) Jumlah
5 D3 2 - 1 - 3
6 S1/D4 21 6 31 6 64
7 S2 13 - 13 - 26
8 S3 - - 1 - 1

TOTAL 45 9 49 11 114

1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi
Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang
Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.
Berdasarkan landasan-landasan tersebut Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang Pemerintah
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Gubernur, Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja aparatur dan
penghargaan, mutasi dan promosi, serta bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian.

- Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja aparatur dan
penghargaan, mutasi dan promosi, serta bidang pengadaan,

pemberhentian dan informasi kepegawaian.

Program Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
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- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kinerja
aparatur dan penghargaan, mutasi dan promosi, serta bidang
pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

- Pelaksanaan administrasi Badan di bidang penilaian kinerja
aparatur dan penghargaan, mutasi dan promosi, serta bidang
pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah, maka urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah adalah sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan kepegawaian yang
menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah secara umum

dituangkan menjadi tugas sub-sub bidang sebagai berikut;

a. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas
“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang Kepegawaian”. Dalam menyelenggarakan
tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah

mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang Kepegawaian.

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian.

- Pelaksanaan tugas lain di bidang Kepegawaian yang diberikan oleh

Gubernur.

b. Sekretaris
Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi
Perencanaan Program, Keuangan dan Aset serta Kepegawaian dan

Umum dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Program Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
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Tengah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai

fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja,
pengelolaan  administrasi keuangan, aset, umum dan
kepegawaian.

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan rencana Kkerja,
pengelolaan keuangan, aset, umum dan Kepegawaian.

- Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan
administrasi keuangan, aset, umum dan kepegawaian serta
rumah tangga.

- Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan,
aset, rumah tangga, umum dan kepegawaian.

- Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan
urusan pengelolaan keuangan, aset, rumah tangga, umum dan
kepegawaian.

- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
kesekretariatan.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Bidang Pengadaan

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
kegiatan di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian.

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian.

- Penyiapan bahan  pembinaan di bidang pengadaan,

pemberhentian dan informasi kepegawaian.
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- Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan, kegiatan
keorganisasian dan tata hubungan kerja kepengurusan Lembaga
Profesi ASN.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas Bidang

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.

d. Bidang Mutasi dan Promosi
Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta
pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Mutasi,
kepangkatan kenaikan berkala, pindah wilayah kerja, pembinaan
jabatan struktural, jabatan fungsional, dan pendidikan lanjutan ASN.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Mutasi dan Promosi
mempunyai fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Mutasi, jabatan
fungsional, kepangkatan dan promosi.
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Mutasi,
jabatan fungsional, kepangkatan dan promosi.
- penyiapan bahan pembinaan di bidang Mutasi, jabatan fungsional,
kepangkatan dan promosi.
- penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang
Mutasi, jabatan fungsional, kepangkatan dan promosi.

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai
tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan
meliputi fungsi pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional,
disiplin PNS dan Penghargaan serta Penilaian Kinerja Aparatur. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan mempunyai fungsi:
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Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Penilaian
Kinerja Aparatur, penghargaan dan disiplin PNS.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penilaian
Kinerja Aparatur, penghargaan dan disiplin PNS.

Penyiapan bahan pembinaan di bidang Penilaian Kinerja Aparatur,
penghargaan dan disiplin PNS pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh pimpinan.

Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan
bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Penilaian Kinerja

Aparatur, penghargaan dan disiplin PNS.

Unit Pelaksanaan Teknis Penilaian dan Pengujian Kompetensi
Pegawai

UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan

evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan

pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan

karier PNS. Dalam melaksanakan tugas tersebut Penilaian dan

Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di UPT Penilaian dan
Pengujian Kompetensi Pegawai.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di UPT Penilaian dan
Pengujian Kompetensi Pegawai.

Penyiapan bahan pembinaan di UPT Penilaian dan Pengujian
Kompetensi Pegawai.

Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di UPT Penilaian

dan Pengujian Kompetensi Pegawai.

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, uraian

tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dan

ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
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1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8

Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi yang

diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor

57 tahun 2022, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah, besaran organisasi dan kotak jabatan terdiri dari seorang

Kepala, seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan seorang

kepala UPT serta 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bidang serta

3 (tiga) Seksi dengan komposisi, sebagai berikut:

a.

b.

Kepala Badan.

Sekretaris membawabhi:
Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset. dan

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian,
membawahi kelompok jabatan fungsional yang menangani:
Urusan Pengadaan CPNS dan PPPK.

Urusan Pemberhentian dan Data dan Informasi. serta

Urusan Fasilitasi lembaga Profesi ASN.

Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi kelompok jabatan
fungsional yang menangani:

Urusan Mutasi.

Urusan Kenaikan pangkat dan berkala.

Urusan Pembinaan jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Urusan Pendidikan lanjutan ASN.

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi
kelompok jabatan fungsional yang menangani:

Urusan Penilaian Kinerja Aparatur.

Urusan Pemberian Tanda Jasa. dan

Urusan Pembinaan Disiplin ASN.

Program Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
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f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan
Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2026
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1.3 Permasalahan Utama/Isu Strategis
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKD Provinsi Sulawesi
Tengah menghadapi beberapa permasalahan utama dan isu strategis
yang menjadi perhatian pada Triwulan I Tahun 2026, antara lain:

1. Implementasi Sistem Merit yang Belum Optimal: Penerapan sistem
merit dalam manajemen ASN masih memerlukan penguatan,
terutama dalam aspek pengisian jabatan berbasis kompetensi dan
kinerja. Target Indeks Sistem Merit sebesar 0,68 membutuhkan
percepatan implementasi di semua lini.

2. Peningkatan Profesionalitas ASN: Masih diperlukannya upaya
strategis untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN menuju
target 78,7, mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja,
dan disiplin.

3. Transformasi Digital Kepegawaian: Kebutuhan untuk
mempercepat digitalisasi layanan kepegawaian guna mendukung
efisiensi dan transparansi pengelolaan data ASN.

4. Keterbatasan Anggaran: Perlunya optimalisasi pemanfaatan
anggaran yang tersedia untuk memaksimalkan pencapaian target
kinerja organisasi.

5. Pengembangan  Kompetensi SDM  Internal: Kebutuhan
peningkatan kapasitas pegawai BKD sendiri agar mampu
memberikan layanan kepegawaian yang berkualitas kepada

seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
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BAB I1I
PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 IKU dan Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan Rencana
Strategis (Renstra) BKD Tahun 2021-2026 dan disepakati dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 20
Februari 2026 antara Kepala BKD (Dr. Sitti Asma Ul Husnasyah, SE.,
MM., M.Si) selaku Pihak Pertama dengan Gubernur Sulawesi Tengah (Dr.
H. Anwar Hafid, M.Si) selaku Pihak Kedua.

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Kepala BKD berjanji untuk:
(1) Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan
dalam dokumen perencanaan; dan (2) Berkomitmen mewujudkan target
kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem
Elektronik = Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

Pembangunan (e-MEP).

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2026
No Sasaran Strategis Inc!lkaifor Target Keterangan
Kinerja
1 Meningkatnya Kualitas Indeks Sistem 0,68 APBD

Tata Kelola Manajemen Merit
ASN yang Profesional,
Berintegritas, Netral dan
Berkinerja Tinggi
2 Mewujudkan ASN yang Indeks 78,7 APBD
Profesional, Profesionalitas
Berintegritas, Netral dan ASN
Berkinerja Tinggi

Tabel II.2 Ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala BKD Tahun 2026

. Indikator
No Sasaran Strategis Kinerja Target Anggaran (Rp)
1  Meningkatnya Kualitas Tata Indeks Sistem 0,68

Kelola Manajemen ASN yang  Merit
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No Sasaran Strategis Ir;{c::lliar'ti:r Target Anggaran (Rp)
Profesional, Berintegritas, Indeks 78,7
Netral dan Berkinerja Tinggi  Profesionalitas
ASN
Program Penunjang Urusan 14.032.763.429,70
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Program Kepegawaian 1.036.256.898,00
Daerah

2.2 Capaian Kinerja
Capaian kinerja BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan I

Tahun 2026 diukur berdasarkan realisasi indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penilaian capaian
kinerja wuntuk setiap indikator kinerja sasaran mengacu pada

Permenpan RB No. 22 Tahun 2024 dengan ketentuan predikat sebagai

berikut:
No Predikat Kinerja Rentang Capaian (%)
1 Istimewa > 100%
2 Baik 80,01% - 100%
3 Cukup 60,01% - 80%
4 Kurang 40,01% - 60%
S Sangat Kurang <= 40%
a. Capaian Kinerja Strategis

Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN merupakan
indikator yang bersifat outcome tahunan. Pengukuran realisasinya
dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026 melalui penilaian
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk Indeks Sistem Merit dan
oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Indeks Profesionalitas
ASN. Pada Triwulan I, BKD telah melakukan berbagai langkah persiapan
dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kedua indikator

tersebut.

Berikut adalah capaian kinerja strategis BKD Provinsi Sulawesi

Tengah pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel I1.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan I Tahun 2026
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Sasaran Indikator Target Target Realisasi Capaian
Strategis Kinerja Tahunan TWI TW I (%)
1 Meningkatn Indeks 0,68 0,17 *) **)

ya Kualitas  Sistem
Tata Kelola  Merit

Manajemen
Indeks 78,7 19,68 *) **)

ASN
Prof ygng 1 Profesional
rofesional, ;. < AgN

Berintegrita
s, Netral
dan
Berkinerja
Tinggi

Keterangan: *) Realisasi diukur pada akhir tahun; **) Capaian dihitung pada akhir tahun

Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN merupakan
indikator yang bersifat outcome tahunan. Pengukuran realisasinya
dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026 melalui penilaian
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk Indeks Sistem Merit dan
oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Indeks Profesionalitas
ASN. Pada Triwulan I, BKD telah melakukan berbagai langkah persiapan
dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kedua indikator
tersebut.

Target sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
merupakan representasi dari keberhasilan implementasi kebijakan
manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam satu periode anggaran.
Pengukuran yang dilakukan pada akhir tahun atau Triwulan IV
menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sejauh mana indikator
kinerja utama, seperti indeks profesionalitas ASN dan efektivitas
manajemen talenta, telah mencapai ambang batas yang ditetapkan.
Penilaian di titik final ini memberikan gambaran komprehensif mengenai
efisiensi penyerapan anggaran yang berbanding lurus dengan output
kerja nyata di lapangan.

Pelaksanaan evaluasi pada Triwulan IV memungkinkan BKD
untuk mengonsolidasikan seluruh data capaian yang bersifat akumulatif

dari bulan Januari hingga Desember. Beberapa parameter strategis,
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seperti persentase formasi CPNS/PPPK yang terisi, sering kali baru
menunjukkan hasil final secara utuh menjelang penutupan tahun.
Dengan demikian, data yang dihasilkan pada akhir tahun memiliki
tingkat validitas yang tinggi untuk dijadikan dasar penilaian
akuntabilitas instansi dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).

Selain sebagai penanda berakhirnya siklus kerja, pengukuran di
akhir tahun berfungsi sebagai instrumen refleksi untuk mengidentifikasi
hambatan yang muncul selama tiga triwulan sebelumnya. BKD dapat
memetakan program mana yang berjalan sesuai rencana dan mana yang
memerlukan akselerasi atau perbaikan sistemik. Angka-angka yang
muncul pada laporan Triwulan IV bukan sekadar statistik, melainkan
potret keberhasilan BKD dalam melakukan pembinaan, pengembangan

karier, dan pengawasan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

b. Capaian Kinerja Program
Tabel II.4 menunjukkan capaian kinerja program BKD Provinsi

Sulawesi Tengah pada Triwulan I Tahun 2026:
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Tabel II.4 Capaian Kinerja Program Triwulan I Tahun 2026

No Sasaran Indikator Target Target Realisasi Capaian
Program Kinerja Tahunan TWI TWI (%)
1 DMeningkatnya Tata Kelola Nilai RB General 64% Target
Reformasi Birokrasi General pada TW IV
2 Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP BKD 82 Target
perencanaan, Pengukuran, pada TW IV
evalausi & pelaporan Persentase capaian IKU 97% Target
Perangkat Daerah pada TW IV
3 Meningkatnya Kualitas Persentase TLHP BPK Dan 80% 80% 80% 100%
Administrasi Keuangan APIP yang diselesaikan sesuai
Perangkat @ Daerah  dalam ketentuan
penyelesaian Tindaklanjut Persentase Capaian Realisasi 95 Target
Hasil Pemerikaan (TLHP) APBD Perangkat Daerah pada TW IV
4 Meningkatnya Kualitas Tata Persentase Dokumen 100% Target
Kelola Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik pada TW IV
Pada Perangkat Daerah Daerah Pada Perangkat
Daerah yang Sesuai Ketentuan
5 DMeningkatnya profesionalisme Indeks Profesional Asn 60 Target
ASN Perangkat Daerah Perangkat Daerah pada TW IV
Nilai hasil Survey 0.82 Target
Implementasi ASN BerAKHLAK pada TW IV
6 Meningkatnya Kualitas Produk Indeks Reformasi Hukum 0% Target
Hukum dan  tindaklanjut Perangkat Daerah pada TW IV
laporan  pengaduan pada Persentase Tindaklanjut 100% 100% 100% 100%

Perangkat Daerah

Laporan Pengaduan melalui
SP4N Lapor
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No Sasaran Indikator Target Target Realisasi Capaian
Program Kinerja Tahunan TW I TW I (%)

7 Meningkatnya Tata Kelola Nilai Kepatuhan Pencatatan 70 Target
Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa pada TW IV
Perangkat Daerah Pemerintah pada SPSE

8 Meningkatnya Kematangan Nilai Kematangan Penerapan 2.7 Target
SPBE Perangkat Daerah SPBE dan Statistik Sektoral pada TW IV

pada Perangkat Daerah

9 Meningkatnya pengawasan Nilai Kualitas Pengelolaan 65 Target
kearsipan internal Kearsipan Digital Perangkat pada TW IV

Daerah

10 Meningkatnya pelaksanaan Nilai capaian pelaksanaan 0,25 Target
pembangunan Zona Integritas pembangunan ZI pada TW IV
(Z])

11 Meningkatnya Kualitas Nilai Pengukuran Kualitas 2,63 Target
Pelayanan Publik Perangkat Pelayanan Publik Perangkat pada TW IV
Daerah Daerah

Nilai Hasil Survey Kepuasan 88 Target
Masyarakat pada Aplikasi SKM pada TW IV
Terintegrasi

12 Meningkatnya pemeliharaan Persentase barang milik 100% Target

barang milik daerah daerah yang dipelihara pada TW IV

Keterangan: *) Realisasi diukur pada akhir tahun; **) Capaian dihitung pada akhir tahun
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Capaian target sasaran program pada Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) secara prinsipil dirancang untuk dievaluasi secara menyeluruh
pada Triwulan IV. Hal ini dikarenakan sebagian besar program kerja
kepegawaian, seperti pengembangan kompetensi dan penataan
distribusi pegawai, memiliki siklus pelaksanaan yang berjalan sepanjang
tahun anggaran. Pengukuran di akhir tahun menjadi titik krusial untuk
melihat akumulasi keberhasilan dari seluruh tahapan kegiatan yang
telah dilaksanakan sejak awal tahun secara komprehensif.

Penetapan evaluasi pada akhir tahun ini juga berkaitan erat
dengan sifat indikator kinerja program yang bersifat out put final. Sebagai
contoh, program pengadaan dan seleksi ASN atau penilaian indeks
profesionalitas memerlukan waktu proses yang panjang, mulai dari
perencanaan, verifikasi, hingga penetapan hasil. Oleh karena itu, data
yang valid dan utuh mengenai keberhasilan program tersebut biasanya
baru dapat ditarik dan diukur secara akurat ketika seluruh rangkaian
proses administratif telah selesai di penghujung tahun.

Selain itu, pengukuran di Triwulan IV berfungsi sebagai bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja yang menyinkronkan antara
penyerapan anggaran dengan realisasi fisik di lapangan. Mengingat
banyak program strategis BKD yang bersifat berkelanjutan (multi-
tahap), penilaian yang dilakukan sebelum akhir tahun sering kali belum
mencerminkan keberhasilan yang sesungguhnya. Dengan melakukan
pengukuran di titik akhir, instansi dapat memberikan potret yang lebih
jujur mengenai efektivitas program dalam meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi kepegawaian.

Terakhir, hasil pengukuran target program pada akhir tahun ini
menjadi landasan utama bagi manajemen dalam melakukan audit
kinerja dan perencanaan tahun berikutnya. Melalui data capaian di
Triwulan IV, BKD dapat mengidentifikasi kesenjangan antara target yang
direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Informasi ini sangat vital
untuk menentukan langkah mitigasi, perbaikan sistem, serta penentuan
arah kebijakan manajemen sumber daya manusia aparatur agar lebih

optimal pada siklus anggaran mendatang.
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C. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
Berikut adalah capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan BKD

Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan [ Tahun 2026:
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Tabel II.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

DPA-SKPD

. . . . . Target Target Realisasi Capaian
No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan TW I TW I (%)
A Keg: Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 Sub Keg: Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 1 100%
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)
2 Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA- SKPD
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen RKA- 1 Target
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil pada
Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan TW IV
Dokumen RKA-SKPD
(Dokumen)
3 Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- Jumlah Dokumen 1 Target
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan RKA-SKPD pada
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil TW IV
SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD (Dokumen)
4 Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan
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Daerah

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja T:‘;:g::n T,?‘rfit Re’Ia‘.‘l;,s: st Ca:zz;an
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen DPA- 2 1 1 100%
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan

Dokumen DPA-SKPD
(Dokumen)

5 Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- Jumlah Dokumen 1 - - Target
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan DPA-SKPD pada
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- dan Laporan Hasil TW IV
SKPD Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan
DPA-SKPD (Dokumen)

6 Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan  Jumlah Laporan Capaian 2 - - Target
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kinerja dan Ikhtisar pada
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Realisasi Kinerja SKPD TW IV
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Laporan Hasil
Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (Laporan)
7 Sub Keg: Evaluasi Kinerja Perangkat
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Pendukung Statistik Sektoral Daerah

. . . . . Target Target Realisasi Capaian
No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan TW I TW I (%)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 1 1 1 100%
Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
(Laporan)
8 Sub Keg: Pelaksanaan Pengumpulan Data
Statistik Sektoral Daerah
Terlaksananya Pengumpulan Data Jumlah Data Statistik 1 - - Target
Statistik Sektoral Daerah Sektoral Daerah yang pada
Telah Dikumpulkan dan TW IV
Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah (Data)
9 Sub Keg: Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang
Diampu dalam Rangka Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara 1 - - Target
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Hasil Forum Perangkat pada
dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah Berdasarkan TW IV
Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Urusan yang
Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Berita Acara)
10 Sub Keg: Penyelenggaraan Walidata
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Target Target Realisasi Capaian

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan TW I TW I (%)
Terselenggaranya Walidata Pendukung Jumlah Dokumen Hasil 1 - - Target
Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan pada

Walidata Pendukung T™W IV
Statistik Sektoral Daerah
(Dokumen)
B Keg: Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

1 Sub Keg: Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 120 120 120 100%

Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/
Bulan)
2 Sub Keg: Pelaksanaan Penatausahaan Dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan Jumlah Dokumen 300 75 62 83%
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD
(Dokumen)
3 Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan 1 1 1 100%
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan
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Target Target Realisasi Capaian

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan TW I TW I (%)
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD (Laporan)
4 Sub Keg: Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Jumlah Dokumen Bahan 1 1 1 100%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Tanggapan Pemeriksaan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan (Dokumen)
C Keg: Administasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
1 Sub Keg: Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Jumlah Rencana 4 1 1 100%
Milik Daerah SKPD Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD (Dokumen)
2 Sub Keg: Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan 2 Target
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan TWII &
pada SKPD Penyusunan Laporan v
Barang Milik Daerah
pada SKPD (Laporan)
3 Sub Keg: Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang Jumlah Laporan 1 Target
Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang TW IV
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Target Target Realisasi Capaian

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan TW I TW I (%)
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
D Keg: Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
1 Sub Keg: Monitoring,Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja, dan Penialian Kinerja
Pegawai
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen 1 Target
Penialian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, TW IV
dan Penilaian Kinerja
Pegawai (Dokumen)
2 Sub Keg: Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang 2 Target
Implementasi Peraturan Perundang- Mengikuti Bimbingan TW IV
Undangan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan (Orang)
E Keg: Administrasi Umum Perangkat
Daerah
1 Sub Keg: Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi 1 Target
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TW IV

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
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Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja T:;:g::n T,;‘rfit Re’?‘l;,s: st Ca:zz;an
2 Sub Keg: Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan 1 Target
Rumah Tangga yang TW IV
Disediakan (Paket)
3 Sub Keg: Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang 4
Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan (Paket)
4 Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
(Laporan)
5 Sub Keg: Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen 1 Target
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip TW IV
Dinamis pada SKPD
(Dokumen)
6 Sub Keg: Dukungan Pelaksanaan Sistem
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Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja T:;:g::n T,;‘rfit Re’?‘l;,s: st Ca:zz;an
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Target
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik =~ Dukungan Pelaksanaan TW IV
pada SKPD Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada
SKPD (Dokumen)
F Keg: Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Sub Keg: Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Unit Kendaraan 0
atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas
Jabatan yang Disediakan
(Unit)
2 Sub Keg: Pengadaan Mebel
Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel 0
yang Disediakan (Paket)
3 Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya  Jumlah Unit Peralatan S
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)
4 Sub Keg: Pengadaan Sarana dan
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Target Target Realisasi Capaian

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan TW I TW I (%)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan 0
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
(Unit)
G Keg: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1 Sub Keg: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan 1 Target
Menyurat Penyediaan Jasa Surat TW IV
Menyurat (Laporan)
2 Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan 3 Target
Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa TW IV

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)

3 Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan S
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
(Laporan)

H Keg: Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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Target Target Realisasi Capaian

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan TW I TW I (%)
1 Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan 40
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan yang Dipelihara
dan Dibayarkan
Pajaknya (Unit)
2 Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan 7
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
lapangan Dipelihara dan

Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

3 Sub Keg: Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 0
Dipelihara (Unit)

4 Sub Keg: Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
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dan pelayanan dan
sistem informasi
kepegawaian

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja T:;:g::n T,;‘rfit Re’Ia‘.‘l;,s: st Ca:zz;an
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan 150
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit)
5 Sub Keg: Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor 0
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
6 Sub Keg: Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan 0
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
I Keg :Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN
Meningkatnya kualitas perencanaan, Nilai kriteria 105 Target
kebutuhan ASN, perlindungan dan perencanaan kebutuhan, pada
pelayanan ASN pengadaan, perlindungan TW IV
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Target Target Realisasi Capaian

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tahunan TW I TW I (%)
J Keg :Mutasi dan Promosi ASN
Meningkatnya kualitas promosi dan Nilai kriteria promosi dan 27.5 15 15 100%
mutasi berdasarkan sistem merit mutasi
K Keg :Pengembangan Kompetensi ASN
Meningkatnya kualitas pengembangan Nilai Kriteria 55 25 25 100%
karier ASN berdasarkan sistem merit Pengembangan Karier
ASN
L Keg :Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
Meningkatnya kualitas Manajemen kinerja Nilai kriteria manajemen 87,5 30 25 83%
ASN dan Penggajian, Penghargaan dan kinerja dan penggajian,
Disiplin berdasarkan sistem merit penghargaan dan disiplin
Nilai aspek Penggajian,
Penghargaan dan
Disiplin
M Keg: Administrasi Umum Perangkat
Daerah
1 Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan 4 1 1 100%
Kantor dan Perlengkapan Kantor

yang Disediakan (Paket)

N Keg: Pengembangan Kompetensi ASN
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No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja T:;:g::n T,;‘rfit Re’?‘l;,s: st Ca:zz;an
1 Sub Keg: Peningkatan Kapasitas Kinerja
ASN
Meningkatnya Kapasitas ASN Jumlah ASN yang 1000 - Target
Meningkat Kapasitasnya TW II &
(Orang) 111
2 Sub Keg: Pengelolaan Assessment Center
Terkelolanya Assessment Center Jumlah Dokumen 2 - Target
Pengelolaan Assessment TWII &
Center (Dokumen ) 111
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Berjalan lurus dengan Capaian Kinerja Strategis dan Program,
capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD banyak yang bisa dinilai
pada akhir tahun. Pengukuran capaian target pada level kegiatan dan
sub kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara
teknis mencapai titik finalnya pada Triwulan IV. Hal ini disebabkan oleh
sifat operasional sub kegiatan—seperti pemutakhiran data mandiri,
proses  kenaikan  pangkat, hingga layanan  pensiun—yang
pelaksanaannya tersebar dalam jadwal periodik sepanjang tahun.
Evaluasi di akhir tahun menjadi instrumen penting untuk memastikan
bahwa seluruh tahapan teknis yang telah direncanakan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran telah tuntas dilaksanakan secara paripurna.

Secara administratif, data capaian sub kegiatan seringkali bersifat
akumulatif, di mana target kinerja baru dianggap terpenuhi 100%
setelah seluruh volume keluaran (output) dihitung pada akhir Desember.
Sebagai contoh, sub kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan teknis
atau diklat pegawai mungkin dilaksanakan dalam beberapa gelombang.
Oleh karena itu, tingkat keberhasilan sasaran kegiatan tersebut hanya
dapat diukur secara presisi pada laporan Triwulan IV, saat seluruh
jumlah peserta dan dokumen pelaporan telah lengkap terverifikasi.

Pengukuran di penghujung tahun juga berfungsi sebagai sarana
sinkronisasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan pada tiap-tiap
sub kegiatan. Mengingat BKD mengelola berbagai urusan administratif
yang membutuhkan ketelitian tinggi, penilaian di Triwulan IV
memberikan ruang bagi aparatur untuk melakukan rekonsiliasi data jika
terdapat kendala teknis pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian,
laporan akhir tahun menyajikan gambaran yang jujur mengenai
efektivitas setiap rupiah yang dibelanjakan terhadap kualitas layanan
kepegawaian yang dihasilkan.

Terakhir, hasil pengukuran target sasaran kegiatan dan sub
kegiatan pada Triwulan IV ini menjadi bahan evaluasi mendalam untuk
penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya. Melalui analisis
capaian akhir tahun, BKD dapat memetakan sub kegiatan mana yang

memiliki daya serap dan dampak tinggi, serta mana yang memerlukan
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efisiensi atau perubahan metode pelaksanaan. Siklus ini memastikan
bahwa manajemen kinerja di level terkecil sekalipun tetap terkendali dan
memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis
organisasi secara keseluruhan. Tetapi ada juga yang bisa diukur per
Triwulan seperti Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(Dokumen), Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen), Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah (Laporan), Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan), Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun Sebelumnya dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan), Nilai
kriteria promosi dan mutasi, Nilai Kriteria Pengembangan Karier ASN,
dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
(Paket) telah mencapai target 100 % pada Triwulan I ini, yang berarti
memiliki predikat kerja “Istimewa”, sedangkan untuk indikator kinerja
Jumlah Dokumen Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD (Dokumen) dan Nilai kriteria manajemen kinerja dan penggajian,
penghargaan dan disiplin mencapai target 83% pada triwulan I ini, yang

berarti memiliki predikat kerja “Baik”.

d. Analisis Penyebab  Keberhasilan dan  Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja
Berdasarkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, berikut
adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja
BKD Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Komitmen pimpinan yang kuat dalam mendorong pencapaian
target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026;

- Tersedianya SDM yang kompeten dengan dominasi pegawai
berpendidikan tinggi (S1/D4 sebanyak 64 orang dan S2 sebanyak
26 orang);
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- Koordinasi antar unit kerja yang berjalan efektif, meliputi
Sekretariat, Bidang Pengadaan, Bidang Mutasi, Bidang Penilaian
Kinerja, dan UPT Penilaian Kompetensi;

- Dukungan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan data
kepegawaian melalui e-MEP dan sistem informasi lainnya;

- Sinergi yang baik dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan
Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan kepegawaian.

2. Faktor Penghambat:

- Beberapa indikator kinerja strategis (Indeks Sistem Merit dan
Indeks Profesionalitas ASN) bersifat kumulatif tahunan sehingga
realisasi baru dapat diukur secara definitif pada akhir tahun;

- Keterbatasan anggaran pada beberapa sub kegiatan yang
memerlukan penyesuaian prioritas pelaksanaan;

- Proses administrasi pengadaan barang/jasa yang membutuhkan
waktu cukup lama terutama untuk pengadaan BMD;

- Dinamika regulasi kepegawaian dari pemerintah pusat yang
memerlukan adaptasi cepat di tingkat daerah;

- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur belum
terlaksana pada Triwulan [ karena terjadwal pada triwulan
berikutnya.

3. capaian anggaran

Realisasi anggaran BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan
I Tahun 2026 menunjukkan penyerapan anggaran yang masih dalam
tahap awal pelaksanaan. Total pagu anggaran tahun 2026 untuk BKD
Provinsi Sulawesi Tengah (termasuk UPT Penilaian Kompetensi Pegawai)
sebesar Rp15.539.571.894,90 dengan rincian belanja operasi dan
belanja modal. Berikut rincian capaian anggaran per program, kegiatan,

dan sub kegiatan:
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Tabel II.6 Capaian Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Pagu Anggaran Target Realisasi Capaian
URAIAN Tahunan TWI TW I (%)
(Rp) (Rp) (Rp)

BELANJA DAERAH 15.919.033.327,40 3.881.123.266,80 3.182.311.348,00 81,99%
BELANJA OPERASI 15.539.571.894,90 3.881.123.266,80 3.182.311.348,00 81,99%
Belanja Pegawai 12.809.435.415,40 2.586.193.757,00 2.586.193.757,00 100,00%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.151.599.038,40 2.012.028.237,00 2.012.028.237,00 100,00%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.657.836.377,00 574.165.520,00 574.165.520,00 100,00%
Belanja Barang dan Jasa 2.730.136.479,50 1.294.929.509,80 596.117.591,00 46,03%
Belanja Barang 503.201.607,70 372.909.909,80 45.276.300,00 12,14%
Belanja Jasa 1.382.972.871,80 476.638.600,00 332.733.242,00 69,81%
Belanja Pemeliharaan 66.550.000,00 31.362.500,00 17.035.000,00 54,32%
Belanja Perjalanan Dinas 449.412.000,00 122.602.000,00 67.073.049,00 54,71%
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk 328.000.000,00 160.000.000,00 134.000.000,00 83,75%
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain /Masyarakat
JUMLAH BELANJA OPERASI 15.539.571.894,90 3.881.123.266,80 3.182.311.348,00 81,99%
BELANJA MODAL 379.461.432,50 0,00 0] 0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 379.461.432,50 0,00 0,00 0,00%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah 360.184.340,00 0,00 0,00 0,00%
Tangga
Belanja Modal Komputer 19.277.092,50 0,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA MODAL 379.461.432,50 0,00 0,00 0,00%
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LLIEj Badan Kepega

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran Triwulan [ Tahun
2026 menunjukkan penyerapan yang bervariasi antar program dan
kegiatan. Secara keseluruhan, total realisasi anggaran mencapai
3.182.311.348,00 atau 81,99% dari Target Triwulan I sebesar
3.881.123.266,80. Penyerapan terbesar berada pada Belanja Pegawai
kegiatan  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar
2.586.193.757,00 yang didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan

pegawai.

Untuk Belanja Modal nilai targat dan capaian triwulan I masih

kosong karena di targetkan pada triwulan selanjutnya.
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LLIEj Badan Kepega

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan
kegiatan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya,
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. BKD Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan dua indikator
kinerja strategis yaitu Indeks Sistem Merit dengan target 0,68 dan
Indeks Profesionalitas ASN dengan target 78,7. Kedua indikator ini
bersifat kumulatif tahunan sehingga realisasi akan diukur secara
definitif pada akhir tahun 2026.

2. Capaian kinerja program pada Triwulan I menunjukkan hasil yang
positif. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
mencapai capaian 88,32% (predikat Baik), sedangkan Program
Kepegawaian Daerah berhasil melampaui target dengan capaian
107,32% (predikat Istimewa).

3.Dari sisi anggaran, total realisasi belanja mencapai
3.182.311.348,00 atau 81,99% dari Target Triwulan I sebesar
3.881.123.266,80. Penyerapan ini menunjukkan pelaksanaan
anggaran yang berjalan proporsional pada triwulan pertama.

4. Dengan dukungan 114 pegawai yang terdiri dari 94 PNS dan 20
PPPK, serta didukung oleh struktur organisasi yang solid
mencakup Sekretariat, 3 Bidang Teknis, dan 1 UPT, BKD Provinsi
Sulawesi Tengah optimis dapat mencapai seluruh target kinerja
yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2026.

5. Upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya akan
difokuskan pada: (a) percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum
terealisasi seperti Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan
Administrasi BMD; (b) optimalisasi penyerapan anggaran sesuai

target triwulanan; serta (c) penguatan koordinasi antar unit kerja
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dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis

organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun
dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja
BKD Provinsi Sulawesi Tengah di triwulan-triwulan berikutnya. Semoga
upaya yang telah dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata bagi

peningkatan kualitas manajemen ASN di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu April 2026

~
~' < - l'
N U /

L D
»

Dr. SITTI ASMA UL HUSNAéYAH SE., MM., M.Si

Pembina Utama Madya |
NIP. 19670202 200012 2 002
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya
sehingga Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan | Tahun
2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar oleh Tim Penyusun. Laporan Kinerja ini
merupakan dokumen yang memuat hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
tujuan dan sasaran kegiatan UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2026
sebagai evaluasi terhadap pencapaiannya serta masalah dan kendala-kendala yang dihadapi dan
diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tahun

mendatang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah
Triwulan | Tahun 2026, telah melibatkan seluruh komponen unit kerja yang terkait. Masih
banyak kekurangan dalam susunan dokumen Laporan Kinerja ini, namun saran dan masukan
dari seluruh pihak sangat diharapkan, sehingga dapat tersaji dengan lebih baik dan lebih
sempurna. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berperan
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen “Laporan Kinerja
UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan | Tahun 2026 ini. Semoga dokumen

ini bermanfaat.

PIt. DIREKTUR
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN I TAHUN 2026 I



DAFTAR ISl

KATA PENGANTAR .ottt et et tennesrenneene e [
DAFTAR IS oottt ettt ettt s e st e e st e stesbenreaneeneeneas i
DAFTAR TABEL ..ottt ettt ane s i
DAFTAR GAMBAR ..ottt bbb bt 0\
DAFTAR LAMPIRAN oottt reaneanaenes iv
BAB | PENDAHULUAN ..ottt sttt snesneenes 1
1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah .............ccccocceiiiiiiiiiieie e 1
1.2 Permasalahan Utama/ ISU Strategis ..........cceovverviiieiieie e 16
BAB Il PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA ... 18
2.1 KU dan Perjanjian KINErja .......ccocooiieiiieiiiiiie et 18
2.2 Capaian KINEIJA .....coveieiieiiecie ettt e et enae e e sae e nrs 22
2.3 Capaian ANQUArAN .....ccooeieriiriiieeeeeeee ettt bbbt 34
BAB HPENUTUP ..ot sttt 40
3.1 KESIMPUIAN vt reeste e ens 40
3.2 TINAEK LANJUE .eviieiiieieee e 40
LAMPIRAN .ottt b e bbb bt e bt e st et e besbenbe b e e beaneene e 42
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ..........ccooiiiiiiiiieiie i 42

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN I TAHUN 2026 '



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di UPT. RSUD Undata .........c.ccccoocvevevieiesiieseese e 2

Tabel 1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSUD Undata ............cccceevvenencieneennn. 9

Tabel 1.3 Bak AT BEISIN ...cc.ooiieicieciee ettt ens 11
Tabel 1.4 Pejabat Struktural di UPT. RSUD Undata ...........cccceeiieiieeiic e 13
Tabel 1.5 Pejabat Fungsional Penyetaraan Eselon IV di UPT. RSUD Undata .................. 14
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Renstra BLUD Tahun 2025-2029 ...................... 16
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Indikator Renstra BLUD Tahun 2026 ...........cccccooevevveneenee. 17
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan 1..........cccoooieiiiiin e 20
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Teknis dan Program Penunjang Triwulan I............... 21
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I...........cccccooeiveinennne. 23
Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Triwulan L. 32

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN I TAHUN 2026 n



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT. RSUD Undata ..........cccccoevveieiieeieeie e 15
Gambar 2.1 Sasaran dan Indikator yang diampuh Direktur UPT. RSUD Undata ............. 19

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN I TAHUN 2026



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian KINEJa .......ccccoveiiiiieiiieiicie et ns 43

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN I TAHUN 2026



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Undata merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit maka RSUD Undata
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Rumah Sakit Umum dengan Klasifikasi kelas B yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum paling sedikit terdiri atas pelayanan
medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non
medik. Rumah Sakit Kelas B harus mempunyai 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar
dan 22 (dua puluh dua) Pelayanan Medik Spesialis Lain dan 5 (lima) Pelayanan Medik Sub
Spesialis. RSUD Undata juga merupakan rumah sakit pendidikan yang memberikan
pendidikan di bidang kedokteran, farmasi dan keperawatan. Berikut gambaran umum RSUD

Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Nama Rumah Sakit :  RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

2. Alamat : JI. R. E. Martadinata Kel. Tondo
Telepon : (0451) 4131445-4131446
Whatsapp 082290762667
Website . rsudundata.sultengprov.go.id
Email . rsudundata@sultengprov.go.id
Instagram . rsudundataprovsulteng

3. Nama PIt. Direktur . dr. Nurlaela Harate, MPH

4. Kelas Rumah Sakit : B

5. Nomor Registrasi RS . 7271014

6. No. & Tanggal Izin Operasional RS 0220004261304 (10 Februari 2020)

7. Luas Tanah : 53.125,00 m?

8. Luas Bangunan : 7.890,09 m?
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9.
10.

Standar Kualitas Pelayanan RS . Akreditasi LAMKPRS 2022
Kapasitas Tempat Tidur
No Tempat Tidur Jumlah
1) VVIP 4
2) VIP 20
3) Kelasl 100
4) Kelas2 67
5) Kelas3 155
6) Non Kelas 49
7) lIsolasi 2
Jumlah Total 397

Sumber Data : Keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Nomor : 188.4/644/RSUD Undata

11.

Sumber Daya Manusia

Seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rumah sakit saat ini
memiliki 1.488 orang tenaga tetap yang terdiri dari 119 orang tenaga medis, 1.043
orang tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan sebanyak 322 orang. Sedangkan
jumlah dokter mitra sebanyak 14 orang. Adapun Profil ketenagaan Sumber Daya

Manusia dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di UPT. RSUD Undata
a) TENAGA KESEHATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
1) Tenaga Medis

NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
100 | Dokter Umum 20 20 8 3 0 51
101 Dokter Spes Bedah 2 1 0 1 0 4
102 Dokter Spes Penyakit Dalam 5 1 2 1 0 9
103 Dokter Spes Kesehatan Anak 3 0 0 0 0 3
104 | Dokter Spes Obsgin 4 0 0 1 0 5
105 Dokter Spes Radiologi 2 0 0 1 0 3
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106 Dokter Spes Anesthesi 3 0 0 0 1 4
107 Dokter Spes Mikrobiologi 0 0 1 0 0 1
108 Dokter Spes Patologi Anatomi 1 0 0 0 2 3
109 Dokter Spes Patologi Klinik 1 0 0 2 0 3
110 Dokter Spes Jiwa 0 0 0 1 0 1
111 Dokter Spes Mata 2 0 0 1 0 3
112 Dokter Spes THT 2 0 0 0 0 2
113 Dokter Spes Kulit Kelamin 1 0 0 0 0 1
114 | Dokter Spes Paru 1 0 0 0 0 1
115 Dokter Spes Saraf 2 0 0 0 1 3
116 Dokter Spes Bedah Anak 0 0 0 0 1 1
117 Dokter Spes Bedah Saraf 1 0 0 0 1 2
118 Dokter Spes Bedah Onkologi 1 0 0 0 0 1
119 Dokter Spes Bedah Orthopedi 1 0 0 0 0 1
120 Dokter Spes Urologi 0 0 0 0 1 1
121 Dokter Spes Gizi Klinik 1 0 0 0 0 1
122 Dokter Spes Rehab Medik 1 0 0 0 0 1
123 Dokter Spes Fisik & Rehabilitasi 1 0 0 0 0 1
124 [R);)é(itae;Sub Spes Onkologi 0 0 0 1 0 1
125 Dokter Spes Jantung 0 0 0 0 5 5
126 Dokter Spes Jantung Intervensi 1 0 0 0 0 1
127 \[;Z;t(ﬁrlesrpes Bedah Toraks 0 0 0 0 1 1
128 Dokter Sub Spes Bedah Vaskuler 0 0 0 0 1 1
129 Dokter Sub Spes Kardiovaskuler 1 0 0 0 0 1
131 Dokter Sub Spes Anestesiologi 0 0 0 1 0 1
132 Dokter Sub Spes Digestif 0 0 0 1 0 1
133 | Dokter Gigi 9 1 0 0 0 10
134 Dokter Spes Periodontik 1 0 0 0 0 1
135 Dokter Spes Bedah Mulut 0 0 0 1 0 1
136 Rglgltfr Spes Konservasi Gigi 0 0 0 1 0 1
137 | Dokter Spes Konservasi Gigi 0 0 0 1 0 1
137 | Total (100-137) 67 23 11 18 14 133
2) Tenaga Keperawatan
NO PNS
KODE KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAERAH CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL

200 S3 Keperawatan & Lainnya 0 0 0 0 0 0
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201 S3_Kesehatan Masyarakat & 1 0 0 0 0 1
Lainnya
202 S2 Keperawatan 4 0 0 0 0 4
S2 Kesehatan Masyarakat &
203 Lainnya 6 0 0 0 0 6
204 S1 Keperawatan + Ners 230 3 3 2 0 238
205 D4 Keperawatan + Ners & 6 1 5 0 0 9
Lainnya
207 | AKPER/D3 Perawatan 130 0 98 7 0 235
208 Perawat Kesehatan (SPK/SPR) 4 0 0 0 0 4
299 | Total (200 -208) 381 4 103 9 0 497
3) Tenaga Kebidanan
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
300 SZ_Kesehatan Masyarakat & 2 0 0 0 0 2
Lainnya
301 S1 Kebidanan 1 2 0 0 0 3
302 D4 Kebidanan/ S.Tr. Keb 46 0 24 1 0 71
303 | AKBID/D3 Kebidanan 49 0 28 3 0 80
399 | Total (300 -304) 98 2 52 4 0 156
4) Tenaga Kefarmasian
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
400 Apoteker + S2/M Kes & Lainnya 6 0 0 0 0 6
401 Apoteker 16 2 7 0 0 25
402 | Asisten Apoteker/S1 Farmasi 10 9 14 6 0 39
403 Asisten Apoteker/D3 Farmasi 17 2 9 2 0 30
499 | Total (400 - 403) 49 13 30 8 0 100
5) Tenaga Gizi
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
500 S2 Gizi/Dietisien 1 0 0 0 0 1
501 D4/S1 Gizi/Dietisien 8 1 1 0 0 10
502 S1 Kesehatan Masyarakat/ Gizi 6 0 0 0 0 6
Masy.
503 Akademi/D3-Gizi/Dietisien 4 1 5 1 0 11
599 | Total (500 - 503) 19 2 6 1 0 28

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN | TAHUN 2026



6) Tenaga Psikologi Klinis

NO PNS
KODE KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAERAH CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
600 S2 Psikologi Klinis/ Psikolog 4 0 0 0 0 4
601 | S1 Psikologi 4 0 0 2 0 6
699 | Total (600 - 601) 8 0 0 2 0 10
7) Tenaga Keterapian Fisik
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
700 S1 Fisioterapi/ Fisioterapis 2 0 0 0 0 2
701 D4 Fisioterapi/ Fisioterapis 0 1 0 0 3
702 | AkademiD3- 7 3 0 0 0 10
Fisioterapi/Fisioterapis
703 Okupasi Terapi 1 0 0 0 0 1
704 Terapis Wicara 2 0 0 0 0 2
799 | Total (700 - 704) 14 3 1 0 0 18
8) Tenaga Keteknisan Medis
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
800 Perekam Medis 2 0 1 2 0 5
801 Penata Anastesi 5 0 0 1 0 6
802 Asisten Penata Anastesi 1 0 2 0 0 3
899 | Total (800 -802) 8 0 3 3 0 14
9) Tenaga Teknik Biomedika
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
900 D4 '_reknlk Radiologi/ 2 1 1 4 0 8
Radiografer
901 D3 Radiologi/ Radiografer 3 1 1 5 0 10
902 D3 Radlod!agnostlk Dan 0 0 2 0 0 2
Radioterapi
903 D3 Teknik Kardiovaskuler 0 0 0 1 0
904 S2 F_|S|ka Medik/Fisikawan 0 1 0 0 0 1
Medik
S1 Fisika Medik/Fisikawan
905 Medik 2 1 0 0 0 3
906 D4 Ortotik Prostetik 0 0 0 0 0 0
907 D3 Ortotik Prostetik 1 0 0 0 0 1
908 S1 Sfauns Terapan/Pranata Elektro 1 0 0 0 0 1
Medis
909 ATEM/D3 Teknik/ Elektro Medis 3 0 0 1 0 4
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D3 Teknik Kesehatan

910 | GigirTeknisi Gigi . 0 0 0 0 1
911 D4 Terapis Gigi dan Mulut 2 0 0 0 0 2
912 D3 Kesehatan Gigi 3 0 0 0 0 3
913 S1 Sains Terapan/Pranata LabKes 3 1 0 1 0 5
915 S1 Analis Kesehatan/Pranata 0 0 2 0 0 2
LabKes
916 | S1Kimia 1 0 0 0 0 1
917 | S1 Biologi 0 0 1 0 0 1
918 D4 Analis Kesehatan 0 0 1 2 0 3
919 AMAK/D3 Analis Kesehatan 8 0 2 0 0 10
920 D4 Tenaga Lab Medis 0 0 1 2 0 3
921 D3 Tenaga Lab Medis 0 0 3 2 0 5
922 D3 Teknisi Transfusi Darah 2 0 0 0 0 2
923 D1 Teknisi Transfusi Darah 3 0 0 0 0 3
924 D3 Teknologi Bank Darah 0 0 4 2 0 6
925 | SPTG 1 0 0 0 0 1
999 | Total (900 -925) 36 5 18 20 0 79
10) Tenaga Kesehatan Masyarakat
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
1000 | S3 Kesehatan Masyarakat 1 0 0 0 0 1
1001 | S2 Kesehatan Masyarakat 8 1 0 0 0 9
1002 | S2 Lainnya 3 0 0 0 0 3
1003 | S1 Kesehatan Masyarakat/ Lainnya 19 22 50 10 0 101
1099 | Total 1000-1003 31 23 50 10 0 114
11) Tenaga Kesehatan Lingkungan
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
S1 Kesehatan Masyarakat/
1100 Sanitarian ! 0 0 0 0 !
1101 | AKL/D3 Kesehatan Lingkungan 11 1 3 1 0 16
1102 | SPPH 4 0 0 0 0 4
1199 | Total (1100 -1199) 22 1 3 1 0 27
b) TENAGA NON KESEHATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
1) Pascasarjana/ S2
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
1200 | S2 Administrasi Publik 6 0 0 0 0 6
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S2 Kebijakan dan Managemen

1201 Kesehatan 1 0 0 0 0 1
1202 | S2 Managemen 1 0 0 0 0 1
1203 | S2 Sains 2 0 0 0 0 2
1299 | Total (1200-1299 ) 10 0 0 0 0 10
2) Sarjana/ D4
NO PNS
KUALIFIKASI PENDIDIKAN CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
1300 | S1 Administrasi Publik/ Negara 5 0 10 1 0 16
1301 | S1 Akuntansi 0 0 2 0 3
1302 | S1 Akuntansi Perpajakan 0 2 0 0 0
1303 | S1 Ekonomi 11 0 10 1 0 22
1304 | S1 Hukum 0 0 0 0 0 0
1305 | S1 Komputer 1 14 9 1 0 25
1306 | S1 Manajemen 1 0 4 2 0 7
1307 | S1 Komunikasi 0 0 0 0 0 0
1308 | S1 Sosial 6 0 0 1 0 7
1309 | S1 Lainnya 0 0 0 2 0 2
1310 | D IV Teknik Listrik 0 5 0 0 0 5
1311 gelgl/”'ll';knlk Sipil Bangunan 0 1 0 0 0 1
1399 | Total ( 1300-1399) 24 22 34 10 0 90
3) Sarjana Muda/D3
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
1400 | D3 Keuangan 0 0 0 1 0 1
1401 | D3 Komputer 0 0 0 1 0 1
1402 | D3 Manajemen Informatika 1 0 0 0 0 1
1499 Total ( 1400-1499) 1 0 0 2 0 3
4) Sekolah Menengah Tingkat Atas
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
KODE DAERAH
1500 SMA/SMU/SLTA 29 0 50 103 0 182
1501 SMEA/SMK 2 0 0 20 0 22
1502 STM/SMK Listrik 2 0 0 2 0 4
1503 SMKK 2 0 0 0 0 2
1504 SMTA Lainnya 2 0 0 3 0 5
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1599 | Total (1500 - 1599) | 37 0 50 128 0 215

5) SLTP DAN SD ke bawah

NO PNS

KODE KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAERAH CPNS | PPPK | BLUD | MITRA | TOTAL
1600 SMTP 2 0 0 0 0 2
1601 SD Kebawah 2 0 0 0 0 2
1699 Total (1600 - 1699 ) 4 0 0 0 0 4

JUMLAH TOTAL (100 - 1600) 799 98 361 216 14 1.488

Sumber Data : Bagian Kepegawaian update Desember 2025

12. Jenis Pelayanan
Pelayanan Unggulan yang ada di RSUD Undata sebagai berikut :
a) Pelayanan Spesialistik dan Sub Spesialistik
1) Cardiac Centre
2) Subspesialis Obstetri Ginekology Konsultan Onkologi
3) Subspesialis Penyakit Dalam Konsultan Kardiovaskuler
4) Subspesialis Bedah Digestif Konsultan
5) Subspesialis Bedah Onkologi
6) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi
7) Spesialis Bedah Saraf
8) Spesialis Bedah Urologi
9) Spesialis Bedah Mulut
10) Spesialis Prosthodonti
11) Spesialis Patologi Anatomi
12) Spesialis Mikrobiologi Klinik
13) Hemofilia
14) Radioterapi Onkologi
b) Pelayanan Medik Penunjang Klinik
1) Catheterisasi Jantung (Cath Lab)
2) Magnetic Resonance Imaging (MRI)
3) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
4) Medical Dental Care

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN I TAHUN 2026 H



5) Hemodialisa
6) CT Scan 128 slice
7) Cytotoxic Cabinet
8) Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi
9) Endoscopy
10) Panoramic
11) Skin Center (Dermatology Laser Aesthetic)
12) Apheresis Donor Plasma Konvalesen
13) Apheresis Umum
14) ABBOT
15) Tes Cepat Molekuler (TCM)
16) Tumor Marker
c) Pelayanan Penunjang Lainnya
Pelayanan Prioritas Tol Alima dan Tol Tina Ante Ngana Kodi

. Sarana, Prasarana dan Peralatan

UPT. RSUD Undata terdiri dari bangunan/gedung dengan luas bangunan + 14.890,33 m?
di atas Luas Tanah 53.125 m?. Sebelah utara berbatasan dengan lokasi Perumahan Teluk
Palu Permai, sebelah selatan berbatasan dengan Sekolah Model Terpadu Madani dan
sebelah timur berbatasan dengan Sekolah Perikanan Dan Kelautan. Secara rinci
penggunaan gedung seperti tabel dibawabh ini :

Tabel 1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSUD UNDATA Tahun 2026

Jenis Barang L;gigzig?]h/ Jumlah Satuan
Tanah diJalan dr. Suharso No.14 Kota Palu
Sulawesi Tengah 4.167,00 m? 1 Bidang
Tanah di Jalan RE. Martadinata
Tondo, Kel. Mantikulore Kota Palu 53.125.00 M? 1 Bidang
Sulawesi Tengah
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Bangunan/Gedung RSUD Undata Provinsi
Sulawesi Tengah 14.890,33 m? 1 Bidang

Tanah Lokasi Lahan Parkir di Jalan RE.
Martadinata Tondo, Kel. Mantikulore Kota 14.044.00 m? 1 Bidang

Palu Sulawesi Tengah

Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung kegiatan operasional rumah
sakit antara lain sebagai berikut :

a. Fasilitas Lift : 7 unit
Gedung A 2 unit
Gedung B 2 unit
Gedung Anggrek 1 unit
Gedung Peristi 1 unit
Gedung Flamboyan 1 unit

b. Fasilitas Air Bersih : Sumur Artesis 10 sumur
Bak Penampungan 16 bak penampungan
c. Fasilitas Listrik : Gardul

PLN 415 KVA
Genset 810 KVA
Gardu 2
PLN 630 KVA
Genset 700 KVA
Gardu 3
PLN 630 KVA
Genset 750 KVA
Gardu 4
PLN 630 KVA
Genset Belum Ada
d. Gas Medis :  Gedung A (Ruang Asoka, Edelweis)
Gedung B (ICVCU, Cathlab, IBS)
Gedung Dahlia dan Gedung Kemuning
Gedung Catelia
Gedung Ruang Seroja, Ruang Bogenvil, Ruang
Melati, Ruang Flamboyan)
Gedung Kandungan Kebidanan dan Peristi
(Matahari, Kamar Bersalin, Kamar Bayi, NICU)
Gedung Ruang Teratai, Ruang Aster dan Ruang
Mawar
Gedung Ruang Anggrek dan Kenanga (Kemoterapi)
Gedung Hemodialisa
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€.

f.

g.

AC Sentral

Telepon

IPAL Cair

Gedung IGD Ponek Kebidanan

Gedung ICU dan PICU

Gedung A (Poliklinik, Ruang Edelweis, Ruang
Asoka, Aula)

Gedung B (CSSD, Cardiac Center, IBS)

Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Radiologi

4131446 Hunting (2 Saluran)

1.

w

Tangki Biofilter kapasitas :

a) 2x40m?d

b) 1x20m?

Ring blower 4 buah

Tabung Reaktor 3 buah

Mesin AOP (Advance Oxidation Process) 9

buah

5. Pompa celup air limbah 13 buah

o

Pretreatment Limbah Loundry kapasitas 5 m3

7. Pretreatment Limbah Dapur kapasitas 5 m?

Sumber Data : Bidang Penunjang Medik

Tabel 1.3 Bak Air Bersih

Ukuran Volume
No Ruangan Lokasi Panjang | Lebar | Tinggi | ~(ma)
() ) (t)
1 | Instalasi Laundry Depan Ruangan Londry 3,1 2 1,65 10,23
2 | Instalasi Gizi Di Belakang Instalasi Gizi 3,3 2,2 1,65 11,98
3 | Paviliun Catelya Sebelah Selasar Paviliun 3,2 2,2 1,5 10,56
Catelya
Paviliun Di Belakang Paviliun
4 Anggrek/Kenanga Kenanga 33 2,3 1,76 13,36
5 | ICU Di Belakang ICU 3,25 2,35 18 13,75
6 | Instalasi Kebidanan | D! Samping Instalasi 32 23 | 1,75 | 12,88
Kebidanan
7 | Instalasi Radiologi Di Belakang Instalasi 32 | 23 | 167 | 12,29
Radiologi
8 | Laboratorium Di Depan Laboratorium 3,3 2,3 1,86 14,12
9 | Poliklinik Di Bagian Tengah 28 | 187 | 196 | 10,26
Poliklinik
10 | Mesjid Di Samping Mesjid 3,35 2,35 1,8 14,17
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11 | Paviliun Teratai Di Belakang Paviliun 33 | 256 | 1,75 | 14,78
Teratai
12 | Paviliun Seroja Di Belakang Paviliun 3,6 2,7 1,77 17,2
Flamboyan
- . Di Samping Paviliun
13 | Paviliun Kemuning Kemuning
Bak Kiri 3 1,2 2 7,2
Bak Kanan 4 0,8 2 6,4
14 | Bak Induk Beton Di Bagian Belakang 102 | 75 | 17 | 13005
Rumah Sakit
. Di Bagian Belakang
15 | Bak Induk Fiber Rumah Sakit 13 5 3 195

Sumber Data : Laporan Instalasi Sanitasi

14. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi

UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas Pokok
melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu
dengan upaya peningkatan dan pencegahan termasuk penanganan limbah Rumah Sakit serta
melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata. UPT
merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang
bekerja secara profesional. UPT bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola
Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. UPT
dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung

jawab kepada Dinas.
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» Jabatan Struktural

Tabel 1.4

Pejabat Struktural pada UPT RSUD Undata Palu Tahun 2026

No Nama Jabatan

1 dr. Nurlaela Harate, M.PH PIt. Direktur

2 dr. Nurlaela Harate, M.PH Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3 dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.BS Wakil Direktur Pelayanan

4 Indrawati, SKM.,MM Wakil Direktur Program dan Diklit

5 Nurdaeni, SE.,M.Si Bagian Keuangan

6 Saftianingsih, SE.,MM Bagian Perlengkapan dan Umum

7 Musdalifah Dj. Umar, S.STP.,MM Bagian Kepegawaian

8 dr. Subhan Habibi Bidang Pelayanan Medik

9 Lince, SKM.,M.A.P Bidang Keperawatan

10 Deky Wotulo, SKM.,MPH Bidang Penunjang Medik

11 Teguh Hidayat, SKM.,MPH Bidang Program dan Evaluasi

12 Dr. Surianto, S.Kep.,Ns.,MPH Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian
13 | dr. Grace Patricia Tampa’i Bidang Rekam Medik dan Informasi

Sumber Data : Bagian Kepegawaian

» Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan Eselon 1V
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian

dan keterampilan.
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Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Sub Koordinator
Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan
fungsi Jabatan Administrator masing-masing. Sub Koordinator Pelaksana Fungsi
Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan
pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Tabel 1.5
Pejabat Fungsional Penyetaraan Eselon IV
pada UPT RSUD Undata Palu Tahun 2026

No Nama Jabatan

1 Rusmin, SH Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda

2 | Warsiyem, SE.,MM Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda

3 Jumiati, S.Kep.,M.AP Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
4 | Slamet Widodo, S.Sos Administrator Kesehatan Ahli Muda

5 Monalisa Djanggola, SKM Administrator Kesehatan Ahli Muda

6 Aghita, S.Farm, Apt Administrator Kesehatan Ahli Muda

7 Murniati, S.Kep.M.AP Administrator Kesehatan Ahli Muda

8 Gazali, SKM Administrator Kesehatan Ahli Muda

9 Chandra, SE.,MPH Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda

Sumber Data : Bagian Kepegawaian
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» STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD UNDATA
Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT RSUD Undata

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN el UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

o STRUKTUR ORGANISASI
@3 UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PLT. DIREKTUR

dr. NURLALELA HARATE, M.PH
Nip. 19720312 200012 2 001

dr. NURLAELA HARATE, MPH o FRANKLIN LESSY AMA SANU. S BLS INDRAWATY, SKNM. M

Nip. 15720312 208012 2 801 o THSIRIN 201001 £ 095 Nip. 10810404 200004 2 002
SOANG PELAVANAN MBBK BIDANG PROGRAN DAN BIDANG PENDIDIKAN, BIDANC REKAM MEDIX DAN
EVALUASI LATIHAN DAN PENELITIAN WrORMAS!
NURDAENL, SE., M.51 se.Mu ), UMAR 5 5TP. M dr. SUBMAN HABIBI LINCE , SKM., MA P DEKY WOTULO, 8KM. WP TEGUM WIDAYAT SKM.AL P Or, SURIANTO, 5 Kop, Ny MPH dr. GRACE PATRICIA TAMPAY
Nip. 19700911 200012 2003 Nip, 1972016200701 2014 Nep. 19860023 200412 2 001 Nip. 19780323 201101 1004 ip, 10090603 1985022 022 WNip. 10761224 199703 1 003 Nip. 19740318 199563 1003 Nip. 19760205 200312 1 011 Nip. 19076320 201593 2 002
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
ttd

ANWAR HAFID

Sumber Data : Bagian Kepegawaian
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1.2 lIsu Strategis/ Permasalahan

Untuk meningkatkan kesinambungan mutu pelayanan rumah sakit diperlukan strategi

yang dapat menyeimbangkan antara efisiensi utilisasi tempat tidur dengan peningkatan

kualitas layanan klinis. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penguatan mutu pelayanan klinis, meningkatkan standar prosedur operasional
penanganan kasus kritis melalui penerapan clinical pathway dan audit medis berkala
serta memperkuat system early warning score untuk mendeteksi dini pasien dengan
risiko tinggi mortalitas.

Peningkatan kompetensi tenaga medis dengan melaksanakan pelatihan berkelanjutan
terkait tata laksana penyakit dengan risiko mortalitas tinggi (seperti jantung, stroke
dan infeksi berat) dan memperkuat kolaborasi antar-spesialis untuk mempercepat
pengambilan keputusan medis

Optimalisasi fasilitas dan peralatan medis melalui penambahan atau pembaharuan
peralatan penunjang diagnosis dan terapi intensif (ICU, ventilator, monitoring pasien)
serta menjamin ketersediaan obat-obatan esensial dan peralatan emergensi.
Managemen risiko dan mutu layanan, mengembangkan patient safety program secara
konsisten untuk menurunkan angka kejadian yang berkontribusi terhadap mortalitas
dan melakukan evaluasi bulanan disertai analisis penyebab utama serta tindak lanjut
perbaikan.

Penguatan rujukan dan sistem informasi, memperbaiki koordinasi dengan fasilitas
kesehatan rujukan primer agar pasien datang lebih awal, sebelum dalam kondisi kritis
dan mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit untuk memantau secara real-time.
Penguatan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian  masyarakat,
mengembangkan program pembelajaran klinis bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa
melalui praktik lapangan, workshop serta pembelajaran berbasis kasus untuk

menghasilkan tenaga medis yang kompeten dan responsif.

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN I TAHUN 2026



» Ruang Lingkup

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah ini
menjelaskan tentang program kegiatan dan pencapaian Kkinerja pelayanan medis,
pelayanan penunjang medis, keuangan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan
manajerial rumah sakit. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja sebagai
perbaikan terhadap kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata,
Triwulan | tahun 2026 disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan Gambaran umum organisasi, seperti jumlah
SDM, jumlah sarana prasarana pendukung, tugas, fungsi dan struktur
organisasi sesuai peraturan yang berlaku, permasalahan dan isu strategis
yang dihadapi Perangkat Daerah

Bab II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang IKU Perangkat Daerah Tahun
2021-2026 dan ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2026, capaian kinerja strategis, kinerja program, kinerja kegiatan dan
kinerja sub kegiatan Triwulan I

Bab I1l.  Penutup, menjelaskan Simpulan umum atas capaian atas capaian Kinerja

organisasi Triwulan | Tahun 2026
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja

1) Indikator Kinerja Rumah Sakit berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029
Indikator kinerja RSUD Undata yang mengacu pada Renstra 2025-2029 sebagai

berikut :

a. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Undata

b. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan.

Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Undata dalam

bentuk tabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator
RENSTRA BLUD UPT. RSUD Undata

Tahun 2025-2029

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan/

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
pada Tahun ke :

Sasaran 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkat
Peningkatan ?ellalotlgta Nilai Akred-|ta5|
Rumah Sakit 93% | 93% | 94% | 94% | 94,5%
mutu Manageme (Paripurna/Nilai)
1 pelayanan n Rumah
Rumah Sakit | Sakit
Rujukan Meningkat | Nilai Indeks
Regional nya kualitas | Kepuasan 80% | 80% | 81% | 829% | 83%
pelayanan Masyarakat
kesehatan (Pasien/Indeks)
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rl:/leanmgkat Persentase
y pemenuhan
pemenuhaq kebutuhan
g%”lq/ﬁ’etens' kompetensi SDM | 70% | 71% | 72% | 73% | 74%
Kesehatan Kei_ehatan Rumah
Rumah Sakit yang
. tersertifikasi
Sakit
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Indikator
RENSTRA BLUD UPT. RSUD Undata
Tahun 2026
Target
. Indikator Tahuna Target Triwulan
No Tujuan Sasaran Kinerja .
2026 | 1] 1 v
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. Nilai
:\gtinl'(g?oliimya Akreditasi
Manacemen Rumah Sakit 93% 23,25% | 23,25% | 23,25% | 23,25%
g . (Paripurna/
Rumah Sakit Nilai)
_ Meningkatnya Nilai Indeks
Peningka kualitas Kepuasan
tan mutu | Masyarakat 80% 20% 20% 20% 20%
pelayana pe‘ayanan (Pasien/
kesehatan
1 | nRumah Indeks)
Sakit Persentase
Rujukan . pemenuhan
Regional hﬂ%‘éﬂ%ﬁztnnya kebutuhan
Eom etensi kompetensi
SDI\/FI) SDM 71% 17,75% | 17,75% | 17,75% | 17,75%
Kesehatan Kesehatan
. Rumah Sakit
Rumah Sakit
yang
tersertifikasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Undata menunjukkan adanya penguatan

arah kebijakan pengukuran kinerja yang lebih berfokus pada mutu pelayanan dan

akuntabilitas organisasi. Jika sebelumnya indikator kinerja lebih berorientasi pada

aspek operasional, maka dalam perencanaan saat ini IKU difokuskan pada capaian
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2)

strategis seperti predikat Akreditasi Rumah Sakit dengan target Paripurna secara
berkelanjutan, peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan rumah
sakit yang dipertahankan dan ditingkatkan di atas standar minimal >80% serta
persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang
tersertifikasi yang ditargetkan meningkat dari >71%. Pendekatan ini menegaskan
bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada kuantitas layanan, tetapi juga
pada kualitas, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan. Selain itu, indikator-indikator tersebut mencerminkan kemampuan organisasi
dalam memenuhi standar nasional pelayanan kesehatan serta mendorong perbaikan
berkelanjutan melalui evaluasi kinerja yang terukur dan sistematis. Dengan penguatan
IKU tersebut, RSUD Undata diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan secara
konsisten, memperkuat tata kelola rumah sakit, serta meningkatkan kepercayaan

masyarakat sebagai rumah sakit rujukan yang profesional dan berdaya saing.

Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja di RSUD Undata dilatarbelakangi oleh kebutuhan
untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) serta memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi kinerja organisasi. Dengan meningkatnya tuntutan terhadap mutu
layanan, keselamatan pasien, transparansi, dan akuntabilitas publik, rumah sakit
dituntut memiliki sistem pengelolaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan berorientasi
pada hasil. Selain itu, penguatan IKU yang berfokus pada akreditasi, capaian indikator
mutu nasional serta persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan
Rumah Sakit yang tersertifikasi menuntut komitmen yang terintegrasi dari seluruh unit
kerja agar target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Oleh karena itu, penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang mulai
dari tingkat direksi hingga ke bidang dan bagian sebagai bentuk penjabaran target
organisasi ke dalam target operasional yang lebih spesifik. Perjanjian ini bertujuan

untuk memastikan keselarasan antara tujuan strategis rumah sakit dengan pelaksanaan
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tugas di setiap unit kerja, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta menjadi
instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan demikian, setiap
unit kerja memiliki indikator dan target yang terukur sesuai kontribusinya terhadap
pencapaian IKU rumah sakit. Berikut kami tampilkan Perjanjian Kinerja Direktur :
Gambar 2.1 Sasaran dan Indikator yang diampuh oleh
Direktur UPT. RSUD Undata
Tahun 2026
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No. Sasaran S(ralegié Indikator Kinerja Target \
(1) 2) 3 @ |
1 | Meningkatnya tata kelola Manajemen | Nilai Akreditasi Rumah Sakit 94%
Rumah Sakit
2 | Meningkatnya Kualitasili’eﬁléyanan Nilai Indeks Kepuasan 83%
Kesehatan Masyarakat (Pasicn)
3 | Meningkatnya pemenuhan Kompetensi | Presentase Pemenuhan 73%
SDM Kesehatan Rumah Sakit Kompentensi SDM Kesehatan
Rumah Sakit yang tersertifikasi

Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 175.680.065.544,00 APBD/BLUD

2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 31.055.713.358,00 APBD
Upaya Kesehatan Masyarakat

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH Plt. DIREKTUR RSUD UNDATA
70 22RO\ PROVINSI SULAWESI TENGAH

\\

Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si dr. NURLAELA HARATE, M.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2001
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1) Capaian Kinerja Strategis Triwulan |

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan |

. Target .
Tujuan Sasaran I&?Lﬁt.zr Tahunan VB
] 2026 Target | Realisasi | Capaian
2 3 4 5 6 7 8
. Nilai
Ve | s
Managemen Rumah Sakit 93,5% 23,38% | 23,38% 25%
g .. | (Paripurna/Nil
Rumah Sakit ai)
. Nilai Indeks
Peningkata Qﬂfféﬂ?:samy Kepuasan
n mutu elavanan Masyarakat 80% 20% 20% 25%
pelayanan petay (Pasien/Indeks
kesehatan
Rumah )
Sakit Persentase
Rujukan . pemenuhan
Regional Meningkatny kebutuhan
a pemenuhgn kompetensi
goDr‘,:/ﬁ’ete”S' SDM 71% | 17,75% | 17,75% | 25%
Kesehatan Kesehatan
.| Rumah Sakit
Rumah Sakit
yang
tersertifikasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah
ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2026, sehingga dapat diketahui
tingkat capaian masing-masing indikator kinerja. Pada capaian kinerja berdasarkan
Renstra 2021-2026, indikator Akreditasi Rumah Sakit menunjukkan capaian yang
optimal. Target yang ditetapkan sebesar 93,5% dan realisasi yang dicapai juga sebesar
23,38%, sehingga tingkat capaian mencapai 25%. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD
Undata mampu mempertahankan mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar
akreditasi yang ditetapkan.

Selanjutnya pada indikator Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit,
target yang ditetapkan sebesar > 80%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 20%

dengan tingkat capaian sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator mutu
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pelayanan masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga
diperlukan upaya peningkatan mutu pelayanan melalui penguatan implementasi indikator
mutu, peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta monitoring dan evaluasi
secara berkala. Sementara itu pada indikator Persentase pemenuhan kebutuhan
kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi, kinerja menunjukkan hasil
yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 71%, sedangkan realisasi yang dicapai
mencapai 17,75% dengan tingkat capaian sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa
RSUD Undata secara massif bekomitmen dalam pencapaian target yang telah di tetapkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian Triwulan I menunjukkan bahwa hasil yang cukup
baik didukung oleh capaian per indikator di atas dari target yang ditetapkan walaupun
secara akumulasi masih rendah, olehnya masih memerlukan penguatan berkelanjutan.
Sementara itu, pada aspek pengembangan SDM masih membutuhkan perhatian dan
percepatan yang lebih serius agar selaras dengan peningkatan mutu layanan dan tuntutan
standar akreditasi dan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan langkah-langkah
strategis yang terintegrasi guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara

optimal.

2) Capaian Kinerja Program
Tabel 2.4 Capaian kinerja Program Teknis dan Program Penunjang Triwulan |

REALISASI
TARGET TARGET DAN
CAPAIAN
INDIKATOR
5| sAsARAN PROGRAM Mavaip KINERJA TR TRIWULAN | TRIWULAN
PROGRAM ! I
Satuan % Satuan % Satuan %
1 2 3 4 5 6 7
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
1 PROGRAM PENUNJANG Terpenuhinya | Persentase 93,5 % 23,38 % 25 %
URUSAN PEMERINTAHAN | Standar elemen
DAERAH PROVINSI Penilaian akreditasi yang
Akreditasi memenuhi
standar
2 PROGRAM PEMENUHAN Terpenuhinya | Nilai Indeks 81 % 20,3 % 25 %
UPAYA KESEHATAN Indeks Kepuasan
PERORANGAN DAN Kepuasan Masyarakat
UPAYA KESEHATAN Masyarakat
MASYARAKAT
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Penyusunan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dalam Renstra RSUD Undata
tahun 2025-2029 merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-
2029, serta berpedoman pada hasil pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanan pembangunan dan keuangan daerah. Penyesuaian nomenklatur dilakukan agar
rencana program dan kegiatan rumah sakit dapat lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan
pelayanan kesehatan. Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, program yang
akan dilaksanakan RSUD Undata pada tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan | kedua Program yang dilaksanakan
menunjukkan bahwa hasil yang cukup baik dari Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 93,5%, sedangkan realisasi
triwulan | yang dicapai mencapai 23,38% dengan tingkat capaian sebesar 25%. Hal ini pun
berlaku untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat. Target yang ditetapkan sebesar 81% dan realisasi yang dicapai juga sebesar

20,3%, sehingga tingkat capaian mencapai 25%.
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3) Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I

Tabel 2.5 Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan |

REALISASI DAN
INDIKATOR 1LAREET TARGET CAPAIAN
KINERJA
NO SASARSZ£§8§52g|’A|§riC[;\1IATAN' TARGET KINERJA PROGRAM., TAHUNAN TRIWULAN | TRIWULAN |
KEGIATAN, DAN
SUB KEGIATAN K Satuan Satuan % Satuan %
1 2 8 4 5 6 7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terpenuhinya Persentase elemen % 23% 23%
PEMERINTAHAN DAERAH Standar Penilaian akreditasi yang 93,5
PROVINSI Akreditasi memenuhi standar
1 Kegiatan Administrasi Keuangan Terlaksananya Jumlah laporan 12 Laporan Laporan 25% Laporan | 27,81%

Perangkat Daerah laporan pertanggung | pertanggung jawaban

jawaban keuangan keuangan
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tersedianya Jumlah Dokumen 12 Dokumen Dokume 25% Dokume | 27,81%
Tugas ASN Administrasi Hasil Penyediaan n n

Pelaksanaan Tugas Administrasi

ASN Pelaksanaan Tugas

ASN

Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan 25% 28,57%
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan operator layanan operasional
Spesifikasi : Pendidikan SLTA Sederajat
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan 25% 28,57%
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan pengelola layanan operasional
Spesifikasi : Pendidikan Diploma (DIII)
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan 25% 28,57%
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan penata layanan operasional
Spesifikasi : Pendidikan Sarjana (S1)
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Belanja Jasa Tenaga Informasi dan
Teknologl (Jasa Konsultasi Lainnya
Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Grade
)

25%

0,00%

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV
Berlangganan (Sewa IT/Jaringan
Web Hosting Grade C)

25%

0,00%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Tersedianya Laporan
Penyediaan Barang
dan Jasa

Jumlah Laporan
Penyediaan Barang
dan Jasa

Laporan

Laporan

25%

Laporan

0,00%

1. Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang

Disediakan

Paket

Paket

25%

Paket

0,00%

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat Listrik

25%

0,00%

Lampu Jalan

25%

0,00%

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

12

Paket

Paket

25%

Paket

0,00%

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Dinas

Paket

25%

0,00%

Baju Kemeja
Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas,
oxford, drill, ribstop

25%

0,00%

KAIN BATIK
Spesifikasi : Kain Bomba

25%

0,00%

KAIN BATIK
Spesifikasi : Kain Subi

25%

0,00%

Baju Kemeja
Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas,
oxford, drill, ribstop

25%

0,00%

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor

25%

0,00%
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Nurse Station 25% 0,00%
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Kantor
Spesifikasi : Pemasangan Lapisan HPL +
Rangka Kayu
Belanja Modal Mebel 25% 0,00%
Meja 1/2 Biro 25% 0,00%
Spesifikasi : Bahan : Papan multiplek mercy
15mm difhinising HPL. Ukuran meja
(Panjang 120cm, Lebar 60cm, Tingggi
75cm)
Kursi Tunggu Pasien 25% 0,00%
Spesifikasi : Model Gandeng 4 Bahan
Stainless sandaran dan dudukan Foam
Belanja Modal Alat Pendingin 25% 0,00%
AC Standing Floor 25% 0,00%
Spesifikasi : 5 PK
AC 1/2 PK (DAK) 25% 0,00%
Spesifikasi : AC 1/2 PK, 5000 BTU/H
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya laporan Jumlah laporan 1 Laporan 1 Laporan | 25% 1 Laporan | 28,46%
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Penunjang Urusan

Pemerintahan Pemerintahan

Daerah Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Tersedianya Jasa Jumlah Laporan 24 Laporan 6 Laporan 25% 6 Laporan | 28,46%
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa

Daya Air Komunikasi,

dan Listrik Sumber Daya Air dan

Listrik yang
Disediakan
Belanja Tagihan Listrik Satuan Biaya Listrik 25% 28,46%
Spesifikasi : R-3/TR (6.600 VA ke

atas)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tersedianya Persentase indikator 80 % 25, % 25% 25, % 25,09%

Peningkatan SPM yang memenuhi 09 09

Pelayanan BLUD target
1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Tersedianya BLUD Jumlah BLUD yang 1 Unit Unit 25% Unit 25,09%
BLUD yang Menyediakan Menyediakan Kerja Kerja Kerja

Pelayanan

Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
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dan Penunjang
Pelayanan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 0,00%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 24,19%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 0,00%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 33,43%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 8,79%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 0,08%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 0,00%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 4,78%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 25% 11,34%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Terpenuhinya Nilai Indeks 81 % 20,3 20,3%
KESEHATAN PERORANGAN DAN Indeks Kepuasan Kepuasan %
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Masyarakat Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Tersedianya Fasilitas | Jumlah Penyediaan 7 Paket Paket 25% Paket 0,00%
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Pelayanan, Sarana, Fasilitas Pelayanan,
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Prasarana dan Alat Sarana,
Tingkat Kesehatan untuk Prasarana dan Alat
Daerah Provinsi UKP Kesehatan untuk
Rujukan, UKM dan UKP
UKM Rujukan Rujukan, UKM dan
Tingkat UKM Rujukan
Daerah Provinsi Tingkat
Daerah Provinsi

1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan 25% 0,00%
Lainnya
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Dokumen 25% 0,00%
Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Dokumen 25% 0,00%
Arsitektur
Belanja Modal Gedung dan Bangunan M2 25% 0,00%

Kesehatan
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2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Terlaksananya Jumlah Sarana, 1 Unit Unit 25% Unit 0,00%
Sakit Pemeliharaan Sarana, | Prasarana dan Alat
Prasarana Kesehatan
dan Alat Kesehatan yang Dilakukan
Rumah Sakit Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
oleh Rumah Sakit
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25% 0,00%
Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25% 0,00%
Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25% 0,00%
Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk
Pekerjaan Teknik Sipil
Transportasi
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 25% 0,00%
Konsultansi Lingkungan
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 25% 0,00%
Manajemen Proyek Terkait Konstruksi
Bangunan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- 25% 0,00%
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor
Belanja Modal Bangunan Kesehatan Dokumen 25% 0,00%
3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Tersedianya Alat Jumlah Alat 100 Unit Unit 25% Unit 0,00%
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan Penunjang Penunjang Medik
Medik Fasilitas Fasilitas Layanan
Layanan Kesehatan Kesehatan yang
Disediakan
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 25% 0,00%
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 25% 0,00%
Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 25% 0,00%
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 25% 0,00%

Jantung

Sedangkan rencana kegiatan yang sesuai dengan kewenangan RSUD Undata serta selaras dengan RPD dan RPIMD

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029. Tahun 2026 mencakup kegiatan antara lain :
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1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4) Peningkatan Pelayanan BLUD

5) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM

Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Berdasarkan data capaian kinerja awal tahun, secara umum rendahnya capaian indikator kinerja pada triwulan I kinerja
RSUD Undata pada sebagian besar indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dipengaruhi oleh masih
berlangsungnya proses penyesuaian perencanaan kegiatan dan administrasi pelaksanaan anggaran sehingga beberapa
pogram belum dapat berjalan optimal. Beberapa kegiatan belum mencapai target karena proses pengadaan barang dan
jasa masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan pada awal tahun anggaran. Capaian indikator pada Triwulan | masih
relatif rendah karena target kinerja bersifat kumulatif dan diperkirakan akan meningkat pada triwulan berikutnya seiring
optimalisasi pelaksanaan kegiatan, adaptasi peubahan sistem pelaporan, form monitoring dan evaluasi menyebabkan

proses input dan validasi data belum optimal.
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4) Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja

> Analisa penyebab keberhasilan peningkatan kinerja

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada perangkat daerah rumah sakit

dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

a)

b)

d)

Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan capaian indikator kinerja didukung oleh meningkatnya
kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan pelayananan kesehatan,
penguatan manajemen rumah sakit dan peningkatan kedisiplinan pegawai
melalui pelaksanaan pelatihan, workshop dan pembinaan teknis kepada
tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi dalam meningkatkan kualitas
pelayanan dan efektivitas pelaksanaan program.

Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih memadai turut mendukung
peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada
meningkatnya capaian indikator pelayanan rumah sakit melalui pengadaan
alat kesehatan, pebaikan ruang pelayanan, serta peningkatan fasilitas
penunjang mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan.

Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Dukungan anggaran dan kebijakan daerah memberikan kontribusi signifikan
terhadap optimalisasi pelaksanaan program pelayananan kesehatan di rumah
sakit melalui ketersediaan anggaran yang memadai serta dukungan regulasi
memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis
elektronik meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses
administrasi serta meningkatkan akurasi data pelayanan melalui penerapan
sistem digital seperti Rekam Medis Elektronik (RME), SIMRS dan layanan

online dalam mewujudkan efisiensi pelayanan.
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€)

Meningkatnya Kesadaran dan Kepercayaan Masyarakat
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan rumah sakit

berdampak pada peningkatan kunjungan pasien dan pemanfaatan layanan.

> Analisa penyebab kegagalan/ penurunan kinerja

Penurunan atau belum tercapaianya target kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh

beberapa faktor berikut :

a)

b)

d)

Keterbatasan SDM

Belum optimalnya capaian indikator kinerja dipengaruh oleh keterbatasan
jumlah tenaga kesehatan dan tingginya beban pelayanan sehingga pelaksanaan
pogram belum berjalan maksimal karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan
tertentu, tingginya beban keja atau mutasi pegawai mempengaruhi pelayanan.
Keterbatasan Anggaran

Penurunan capaian kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang
berdampak pada tertundanya beberapa kegiatan pendukung pelayanan rumah
sakit dan efisiensi atau keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa
program tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Kerusakan atau Keterbatasan Sarana Prasarana

Alat kesehatan yang rusak atau fasilitas yang belum memadai menghambat
pelayanan.

Kendali Sistem dan Teknologi

Impelentasi sistem digital belum berjalan optimal akibat kendala jaringan dan
kemampuan adaptasi pengguna yang masih memerlukan pendampingan lebih
lanjut, selain itu gangguan jaringan, belum optimalnya penerapan aplikasi atau
adaptasi pegawai terhadap sistem baru dapat mempengaruhi kinerja.
Tingginya Beban Pelayanan

Peningkatan jumlah pasien yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan

dapat menyebabkan keterlambatan layanan dan penurunan mutu pelayanan
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f) Faktor Eksternal
Kebijakan nasional, peubahan regulasi BPJS, kondisi wabah atau kondisi

sosial ekonomi masyarakat turut mempengaruhi capaian indikator.

» Analisa Efisiensi dan Upaya Perbaikan
a) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan
b) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan RME
¢) Penguatan monitoring dan evaluasi program
d) Peningkatan koordinasi lintas bidang/ unit
e) Pengusulan tambahan sarana, prasasrana dan tenaga kesehatan

f) Peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat
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2.3 Capaian Anggaran

Pagu Anggaran dan realisasi anggaran Triwulan |

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Indikator Target Realisasi Keuangan
NO Program/Kegiatan/sub Kegiatan Kinerja/ Kinerja Satuan Kinerja
Utama TWI Anggaran
TOTAL ANGGARAN 20,28 Rp. 218.235.778.901 Rp 44.260.669.863
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI % Rp. 98.339.555.608 Rp 26.973.584.011
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 2.071.000.000 Rp  576.000.000
1.02.01.1.02.0002 :se,r\‘ly‘*d'aa” AT, Pl saean TS Rp 2071.000000 | Rp  576.000.000
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan
5.1.02.02.001.000 | Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada R 1.719.900.000 R 491.400.000
88 jabatan operator layanan operasional poL L2900 P e
Spesifikasi : Pendidikan SLTA Sederajat
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Meningkatnya o
5.1.02.02.001.000 | Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tata kelola Nllél )
89 jabatan pengelola layanan operasional Manajemen Akreditasi 93,5% 27,43 Rp 94.500.000 Rp 27.000.000
Spesifikasi : Pendidikan Diploma (DI11) Rumah Sakit | Rumah Sakit

5.1.02.02.001.000
90

Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada
jabatan penata layanan operasional
Spesifikasi : Pendidikan Sarjana (S1)

5.1.02.02.001.000
39

Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologl
(Jasa Konsultasi Lainnya Pembuatan Aplikasi
Sistem Informasi Grade C)

Rp  201.600.000

Rp 57.600.000

Rp 50.000.000
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5.1.02.02.001.000

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV
Berlangganan (Sewa IT/Jaringan

63 Web Hosting Grade C)
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.1.02.01.001.000 | Penyediaan Komponen Instalasi
31 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.01.1.06.0004

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat Listrik

Lampu Jalan
1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
5.1.02.01.001.000 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
32 Perlengkapan Dinas

Baju Kemeja
Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford,
drill, ribstop

KAIN BATIK
Spesifikasi : Kain Bomba

KAIN BATIK
Spesifikasi : Kain Subi

Baju Kemeja
Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford,
drill, ribstop

5.1.02.03.003.000
01

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor

Rp 5.000.000 Rp
Rp  589.792.960 Rp
Rp 47.439.000 Rp
Rp 47.439.000 Rp
Rp 47.439.000 Rp
Rp  542.353.960 Rp
Rp 51.545.000 Rp
Rp  24.284.000 Rp
Rp 9.221.400 Rp
Rp 18.039.600 Rp
Rp - Rp
Rp 101.383.868 Rp
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Nurse Station

Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp  101.383.868 Rp -
Spesifikasi : Pemasangan Lapisan HPL + Rangka
Kayu

5.2.02.05.002.000

01 Belanja Modal Mebel Rp 247.465.092 Rp -

Meja 1/2 Biro

Spesifikasi : Bahan : Papan multiplek mercy
15mm difhinising HPL. Ukuran meja (Panjang
120cm, Lebar 60cm, Tingggi 75cm)

Rp  54.750.000 Rp -

Kursi Tunggu Pasien
Spesifikasi : Model Gandeng 4 Bahan Stainless Rp 192.715.092 Rp -
sandaran dan dudukan Foam

5.2.02.05.002.000

01 Belanja Modal Alat Pendingin Rp  141.960.000 Rp -

AC Standing Floor
Spesifikasi : 5 PK

AC 1/2 PK (DAK)
Spesifikasi : AC 1/2 PK, 5000 BTU/H

Rp  56.960.000 Rp -

Rp  85.000.000 Rp -

5.1.02.02.001.000 | Belanja Tagihan Listrik Satuan Biaya Listrik

61 Spesifikasi : R-3/TR (6.600 VA ke atas) 3.456.941.401 Rp  983.781.237
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01:02:02

1.02.02.1.01.0004

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

PROGRAM
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

PEMENUHAN UPAYA

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

5.1.02.02.008.000

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

02 Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
5'1'02'012é008'000 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
5'2'03'03('5001'000 Belanja Modal Bangunan Kesehatan
1.02.02.1.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan

Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(Pasien)
(Indeks)

82%

14,70

Rp 117.148.758.493

Rp 41.958.359.397

Rp 17.226.585.852

Rp 13.012.807.000 Rp -
Rp  350.000.000 Rp -
Rp  260.000.000 Rp -
Rp 12.402.807.000 Rp -
Rp 20.562.747.457 Rp -
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Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Avrsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik
Sipil

Transportasi

Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa
Konsultansi Lingkungan

Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa
Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor

Belanja Modal Bangunan Kesehatan

1.02.02.1.01.0010

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi

Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah

Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung

Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung

Rp - Rp -
Rp 8.262.747.457 Rp -
Rp  500.000.000 Rp -
Rp  800.000.000 Rp -
Rp 7.000.000.000 Rp -

Rp - Rp -
Rp 4.000.000.000 Rp -
Rp 8.382.804.940 Rp -
Rp 1.705.126.500 Rp -
Rp 4.480.158.900 Rp -
Rp 1.810.415.600 Rp -
Rp  387.103.940 Rp -

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
e PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD

Meningkatnya
pemenuhan
Kompetensi

SDM
Kesehatan
Rumah Sakit

Presentase
Pemenuhan
Kompentensi
SDM
Kesehatan
Rumah Sakit

2%

2,20

Rp  2.747.464.800

Rp 60.500.000

Rp 2.747.464.800

Rp 60.500.000,00
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yang
. tersertifikasi
1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 2.747.464.800 Rp  60.500.000,00

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUD Undata telah mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan
di triwulan | tahun 2026. Seluruh capaian indikator RSUD Undata Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran
dalam pelaksanaan. Keberhasilan yanag dicapai tahun 2026 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan di masa
mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan
rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya. Dengan tetap melakukan

evaluasi secara berkala terhadap pencapaian standar dan indikator serta menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan di
tahun mendatang.
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PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan | tahun 2026 ini
memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja
utama (IKU), yang telah ditetapkan, disertai dengan target dan realisasi kinerja serta
realisasi anggaran pada periode triwulan berjalan. Laporan ini menjadi instrument
penting dalam menilai tingkat pencapaian kinerja serta mengidentifikasi berbagai
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan
strategis rumah sakit.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan rencana aksi
di lingkungan RSUD Undata secara umum telah berjalan dengan cukup baik,
khususnya pada indikator akreditasi rumah sakit dan pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang menunjukkan capaian dalam kategori baik. Hal ini didukung
oleh komitmen manajemen, dukungan sistem, serta keterlibatan seluruh unit kerja.
Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi
capaian kinerja, terutama pada indikator Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan
rumah sakit yang masih berada dalam kategori kurang. Kendala tersebut antara lain
belum optimalnya implementasi indikator mutu di seluruh unit pelayanan,
keterbatasan pemahaman SDM terhadap indikator mutu, tingginya beban kerja, serta

belum optimalnya penyerapan anggaran pada awal tahun.

3.2 Tindak Lanjut
Sehubungan dengan hal tersebut, maka direkomendasikan kepada seluruh unit
kerja, termasuk Direksi, Bidang, dan Bagian di RSUD Undata untuk:
1) Mengoptimalkan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit melalui percepatan

penyelesaian dokumen, penguatan sosialisasi dan pendampingan standar
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2)

3)

4)

5)

akreditasi, serta peningkatan pemanfaatan rekam medis elektronik (e-RM) di
seluruh unit pelayanan;

Mempercepat implementasi Indikator Nasional Mutu (INM) melalui peningkatan
kapasitas dan pemahaman SDM, penguatan kepatuhan terhadap standar
pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu secara
berkelanjutan;

Meningkatkan pencapaian pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan
Rumah Sakit yang tersertifikasi melalui pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan
Rumah Sakit.

Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara lebih
terencana dan tepat waktu guna mendukung pencapaian seluruh indikator Kinerja;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala guna
memastikan seluruh unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis rumah sakit.

Demikian Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan | tahun

2026 ini kami sampaikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi Kinerja secara

menyeluruh, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan

berkelanjutan. mampu mendorong peningkatan komitmen seluruh jajaran RSUD

Undata dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan

berorientasi pada keselamatan pasien, serta mendukung terwujudnya rumah sakit

sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan yang unggul di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan selanjutnya,

PIt. DIREKTUR
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001
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LAMPIRAN 1

%+ PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka yang ofaki, dan skuntabel serta
beroriantas! pada hasi, kami yang bertanda tangan di bawah (ni

Nama “dir. Nurlaela Harate, MPH

Jabatan < Wakil Dirghtur Umuen dan Keuangan

Selonjutnya cisebut pititk pertama

Nama . Nurlaaln Harate, MPH

Javatan * Ph. Direktur Rsuc Urdata Provins! Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung Pihak Portama. selanjutnya dissbat Pihak Kedus
Pihak Portama beejanji

1. Mowujurkan targat kinerds yang seharusnya sesusl lampran peranjian int, dalam rangke mencagal
target jangha manengah saper! yang telsh ditatapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagaian pancapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawsb kami

2. Berkomitmen mawujudkan targat dengan molakuken percepatan restsas! fisk dan kouangan
Pporangkat daersh sesuai targat yang lelah ditetapkan dafam system Eiektronlk Monitoring Evahuas

Pelapuran (e-MEF)

Pihah Kedun akan melakuian supervise yang Siperukan sorta akan melskukan evalias ferbadep

capaian kinerjs dan poranjian ini dan g Tirdiskan yang dalam rangka
penghargaan can sanksi
Palu,
k Kadua Pk Pertasma
> \ s
ar N PH
Pembing Utama Mucs Pembina Utama Muda

NIP. 16720312 200012 2 001 NIP. 18720312 200012 2 001

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
m‘ DINAS KESEHATAN
A UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
A RE Kol Tondo Kec. Mustikies 16 Telo. [D451) 4131445.4121446

Fax (0451] 01299 website - wiww rsidundata sultegorovaga.id Evalldi_usdats @ yahoo com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
WAKIL DIRFKTUR UMUM DAN KEUANGAN
UFT RSUD UNDATA FROVINSI SULAWEST TENGAH

NO SASARAN STRATEG INDIKATOR KINERSA TARGET
Kelengkapan dokumen pamenuhan standard
elemen penilaisn skreditasi & bagran ymun 100%
perlengkapan, keuangan dan kepegawaran
Cakuzpan pemenuhan SPM di Rumeh Sakat >a5%
 kuall
Meminglcamys omlivns DM | voe i o i sl peaporan
bagine wnwen Rumah Sakil, A N
: mnnajemen resiko di bagtan umum/perlengiapan, 100%%
\ Sumber Diyn Manuska SISy o
Kesehatan serta Transparanst dan | =278 a1 kepeganaian
wkuritahilitos lolasn
& l;‘ Lz 1 Surmber days Manusin K 1008
Persentase realisasi anggann terbiadap pagy o0
an ggman piid
Cost Recovery Rae 100%
Laporon Keuangan sepunt waktu dan akurat 100%
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Program Penunjung Urvaan
1 Pemerintuhan Daerah Rp 1.063,435,000.90 APSD
Admmistras: Keusngan 5 0
|Perangken Dacrah Rp 2,063,439,000 00
| .
Penyedinan Jasa Penunjang .
U lrmtnn Pemeriatshan Daeras | RP N
Ponyedisan Jase Komunikas)
2 941,400 94
Sumber Doya A, dn Lisrik | °" Rl
I |Peninghatan Pelxyanan BLUD | Rp 92,221,821,247.20 BLUD
Pengadaan Bamng Milik Deersh
Penunjang Urusan Pemenintah Rp 2,784.726,220 00
Deotab
Pelavanan Nonmedik Rp 9.001 870,000 00
Adminstrass Unum Porangkus 5
¢ 5 £50,00
Daeroh Dan/Atms BLUD i Bty
Administrast Kepegawaisn 0.000.0<
o 10,000.000.00
iesrs; % Rp 40,000,000.00
[Pemeliharsan Barang Milik
Daerah Penunjang rnsan Rp 1.565,000,000.04
[ |FMemeninahan Daerah
Adimitnisrin Keuangan
4,512,424,120 00
Porangkat Daersh R Al 1o

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

69,686,934,057.20

Perencanaan, Penganggaran, Dan
- |Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

50,000,000.00

TOTAL

97,742,201 14

Pit. Direkpr UPT RSUD Undata

dr. Nurlaela MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Wakil Direktur Usnum dan Keuangan

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP, 19720312 200012 2 001
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%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEUANGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN KEUANGAN UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028

Dalam rangka yang efektd, dan
berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Nurdaeni, SE..M.Si

Jabatan - Kepala Bagian Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama < dr. Nurlaola Harate, MPH

Jabatan : Wakil Direktur Urmum dan Keuangan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, sefanjuinya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji

. Mewujudkan target kinerja yang sesual lampiran
targat jangka menengah separti yang telah dalam
dan kegagalan pencapalan target kinera tersebut menjsdi tanggung jawab kami.

Berkomitmen mewujudkan farget dengan melakukan percepatan roabisasi fisk dan kauangan
perangkat daerzh sesual target yang tefah dalam system A Evaluasi
Pengendalian dan Pelaporan Pombangunan (e-MEP)

ini, daslam rangka mencapai

™~

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperukan serts akan melzkukan evaluasi terhadap
capalan kinerja dari pedanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi

Palu,

Pihak Partama

Pembina
NIP. 18700811 200012 2 003

d.|
Pembina Utama Muda
NIP. 16720312 200012 2 001

) SASARAN KINERJA

Meninziamyn akuatabiliia kimens

kevsgan

o Tumlsh Dokcumen Manajemen sesiko| 0
vaus disusen ditasis kewngin
Dabangen Terhadsp Pencapecan

10 SPA Rouah Sakr Bodeg 1009

Kewngn

nm-uv

Rp
PENYEDIAAN JA54 FELAYARAN UMUM
B ity " 98WIH 0SS
- [PENYEDIAANJASA SURKTMENYIRAT | Rp 2000 0
PLRENC ANAAN, PENGANGGARAN, DAN
12 [EVALUAST KINERIA PERANGKAT Rp 52,000,000
ROORDINAST DAN PENVUSUNAN
LARORAN CAPALAN KINERIA DAN % 0000000
ITSAR REALISASI BLLD
Rp &.734
‘Wakil Dire Jmum dan Kenangan Kepala Bagian Keuangan

dr. Nurlaela Harare, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001
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Nurdacni, SE.M.Si
NIP. 19700011 200012 2 003

Tiugdat peuyeiipan sug du s susal
skt

100%

Ketepatan nakts pomyayian laporas
r2alzast belania dan realssas
pendapatan sctiap bulem

100%

Ketpatan wakt penywsman
laporan keuanzan bulanan.
b, dan talusan

2100%

Ketepatan Wakm Pesibayaenn Hak
Pegauus Serisp Bulan

100%

Penentari Kepatuben Terhadep
Stnds Akunin s Doy meah

Persentase peansunan puiang ndak
1erenh

Perentse kinim Pemjamin yag
by ks Seput WAk wp e

Presentae pemenihon stindard
eletuen pemslasan Aksedmas: &
baginn krvsnga

100%




4+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA No |
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN UPT, RSUD UNDATA
e Mian” Yo Dsurteihs Stohet bt d
it g dokoumen nemubian soandard
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 oo Dt i ACre e G oNIe pan 1005
e kcucagun
Dalam rangka yang afoktif. dan serta
berorlentas: paca hasil, kami yang bertanda tangan di bawah i
Nams - Saftianingsi. SE. MM
Jabatan Kepala Sagian Umum Dan Perlengkapan
pelayasan yane ook
Sefanjulnya disebut pihak pertama
Nt < dr, Nurlasla Harate, MPH
Jabalan + Wakll Direktur Umum dan Keuangan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjuings disebot Plhak Kedua
Pihak Pertama barjanji [Perentase pemennihan stander KIR % 100%%.
(APAR. julir v ahunn signege. APD)
1. Mewujudkan target kinera yang sesual lampiran Inl, datam rangka mancapal
target jangka menengah sepert yang tetah datam dokumeon
dan kegagalan pencapatan targe! kinara tersebut menjadi tanggung jawsb kam| me.u-_:‘.-::u ana--m.»«rm e e —
2. Berkomitmen mewujudkan targat dongan melakukan porcepatsn ealisas! fialk dan kewangan o ety sl o
perangkat daerah sesual targo! yany toiah dalam system g Evalusal
¥an Papora 19-MEF), 3 |prasasace sl sakit seaus seandar akecdaa: sexta
asautn Layusies umus sdmmst s Kol Saki Peracntase Kewrpenubun Pormmmtass joon
|Lognnk Nom Meds
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperfukan serts akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari peranjian ini ¢an mengambll Tindaken yang diperiukan dalsm rangha pemberian
penghargaan dan sanksi.
Perscntess peanbaues des verfha dela Ay
Pihak Kedus ERpe—
{
Preacnsase wd-ln:-‘ﬂ:::‘l:::ﬂ (aplidonss 100%
e e okon, 5! carama, peacacan dan 31 aran)
NIP, 19720312 200012 2 001 NIP. 19720116 200701 2 014

Penyednan Jisa Pemekharaan, Baya Pemeliaman

201 do lisgkungam R g Dan Pajsk Kendaraan Perorangan Dinas Ann Rp 100 000,000 00
Xendanaan Dinas Jahatan
Peamehharaan Mebel Bp 150.000.000 00

TOTALIRp
Wakil Direktur Umum dan Kenangan ~ Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

Presentase area wrpeas CCTV skaf 0. C%

100°s dr. Nurlacla Harate, MPH Saftianingsi, SE, MM
NIP. 19720312 200012 2 001 NIP. 19720116 200701 2 014

Prosecas pebiyaas e ok, Sukum de
e comab sakst

T ANGGARAN S
2 xp 350435040094 |  ArED

Ty | Diasveak Ry 47 470, 0
[P yedaiie Pesalacus B Tanans Ry 47439 D00 00
Prmsedinan Jara lr-l-‘».."-\-
l Ry 3456.941.400 94
I-wd-— Faxa Knm—i.w Sasmber Days Ax
i By 4.450941.90093
¥ BL b 1735346567000 | BLUD |
PENGADAAN BANANG MILIK DAER AN
? v " xp 27%4.726220.00

DAERAN
adiss Sacans Dan Prosmacs Peadukung
Assa R

Ry 278472622000
591 570,506
= % 956310 006 60

Peangeadabon D Pongaw wm Serta Tada Lusgol |

Pengawmn Perinan K Seka Keles € 0 Ry 100,000 00
| D= Fasilins Peleymian Keschuten L munys
ADMENISTRASI UMUM PLEKANGEAT
s DANATAUBLUD. x» 1.590,366,550.00
Balan Lograk Fantor Ry 575 00,000 00
Fenyrlenggaraan Rapse Koordmas: Dac Koasan e o
Skpd Dao Atan Blud Ry 1615852 000 0
= T e By 33753000000
eralatan Ramsh Tancen .

75.000.000.00
smbaaDaPalcaciopmares  LRp _1,770.632.850.00 |
B 1000900,00000 ]

PEAIEL IMANAAN BAKANC MILIK

TLd DAFRAN PENUNIANG URUSAN "y 1.565,000.000.00
PEMERINTAFAN DAERAH
Fors il mars Kehabsihlus Crebnig Foamion Dan
< 7 .
jok ¥ B 30.000.000.00
[T e e —— ey —
Prcdakisng Contisig, Kamicn Atas Mangise =y 71000 000 00

Lammya
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4+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN

INDIKATOR XINCRIA TARGET

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN KEPEGAWAIAN UPT, RSUD UNDATA

Torpormiinys rencans detutulan Sumbe
Py Marainla Kesstatan (SOMK]

Proentaie il ating dats SISDME (Sisrn

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 7 o Suebes Daya Kesebatm ) gz

Dalam rangka Juck: yang efektif, transparan dan akuntabel s
erti

berorientasi pada hasﬁ kami yang benanda fangan di bawah ini :
Nama : Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM
Jabatan * Kepala Bagian Kepogawaian E Boriain oottty g
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama < dr. Nurlaela Harate, MPH
Jabatan * Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Panvirighantans Kokastuh a0 Srmber daya Marils
razehatar

-

Persentase Kehadican Pagiwal = 3% / bulan %

Selaky atasan langsung Pihak Pertama, selanjuinya disebut Piak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjangian i, dalam rangka mencapai
target jangka menengah seperti yang telah d dalam dok p Dvpsesiuin pomtiationd sidud s we
dan kegagalan pencapatan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, T ——

2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasl fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai target yang telsh ditetapkan dalam system Elekironik Monitoring Evaluasi

-

P dan Pelap Py 0 (e-MEP)
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi ferhad: 8 s i Trpin T e
capalan kinerja darl perjanjian ini dan G Tindakan ip ) dalam ran, an
penghargaan dan sanks| e P pavoain
Palu,
Kedua Pihak Pertama
Waktu Pemrosesan Administrasi
N 777”‘/ 7 epegmatan <3HarlKef
" .
Pembina Utama Muda Pembina
NIP. 18720312 200012 2 001 NIP, 19860823 200412 2 001
ANGGARAN KETERANGAN
Rp 2,016,000.000.00 APBD
Rp 2,016,000,000.00
Rp 2,016,000 000 00
Rp 4,552,424.120.00 BLUD |
ADMINISTRAST KEPEGAWALAN PERANGKAT | ¢ 40.000.000.00
Rp 40.000.000.00
Rp 4,512,424120.00
Ry $.937 500 000 00
Penyedian Jass Asuransi _Rp 584 624.120.00
TOTAL] Rp 5. 00
Wakil Direktur Umum dan Keuangan Kepala Bagian Kepegawaian
dr. Nurlaela Harate, MPH Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM
NIP. 19720312 200012 2 001 NIP. 19860923 200412 2 001
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4+ PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
1. RE Martacfineta Kel Tondo Kec. Mantikiore Paly 96116 Teln. (0451) 4131445412140
Fax (0451} 4012695 wabsite * www. niudundata,sultengsrov.go id Emall:dic_undata @ yaboo.com

KTUR PELAYANAN
UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWES]I TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
) Peninghatan Mutu Layanan Pelayanan Medik di —
RS 100%
Dalam rangka yang efoktd, rensparan dan akuntabel seda Tervwuj ik ok — y
2 e 3 | uckrym peningkatan muty Peounghatan Mim Layunan Pelayanan Non- 2
bororiantasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ! [Pelayanan Rurmah Sakit 2 YA RS 100%
Nama de. Franklin Lessyarma Sinanu, Sp. BS T v Saf\u‘“mh Liyanan K di 100%
Jabatan : Wekil Direktur Pelayanan
NO T KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama dr. Nurtaeka Harate, MPH Rp 31,085,713,388 APBD
Jabatan : Pit. Direktur Rsud Undata Provinsi Sulawesi Tengah Keg. Penyedinan Fasillitss
Setaku atasan Pihak Pertams, selanjutrya disebut Pihak Kedua Pelayaman, Surans, Prasecana
g s La |dan Alat Kesehatan untok UKP | Rp 31058713358
Pihak Pertama barjanj = Rujukan, UKM DAN UKM
Rujukan Tingkat Daceah Provinsi
e ST
1. Mewujudkan targot kinorfa yang seharusnya sesual lampiran penanjian ini, dalam rangka mencapal "_l‘nlmumg Medik Fasilitas Layanan | Rp 4,480, 58 500
target jangka menengah seperti yang tolah dit dalam dok: Rdub\lmfm dan Pemeliharann ”p 13,562,747,458
dan kegagalan pencapaian target kinena tersebut menjadi fanagung jawah kami | {Fasilis Reschatan Laimnya
e Pengembangan Fasilitas Kesehatan R
2. Berkomitmen mowujudkan target dongan mefakukan percepatan roalisasi fisk dan keuangan Lainion P 13,012,807,000
perangkat daerah sesual target yang telsh ditetapkan dalam system Elekironik Monitoring Evaluas! Peluyunan BLUD Rp 75,190,399 096 HLUD
Pengadaan Barung Milik Ducrah
i o AT 1L [Penumjang Urusan Pemeriatah | Rp 2545547671
Daerah
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperiukan serts akan melakukan eveluasi terhadap Pengadaan Peralatan dan Mesin Re 2,045.587.671
capaian kinerja dan perj ini dan Tindakan yang dalam rangka Lainn:
penghargaan dan sanksi Pemeliharaan Peralatan dan Rp 500,000,000
Mesin Lainnya PR
Palu,
b Pelayauan Noo Medik | Rp 70,425,730,175
ihak Kodva Piak Pogama Pelayanan Non Medik lannya Rp 375,000,000
Peleyanan farmasi Rp 19.300,000,000
Peliyanan Laundry/Binat Rp 250,000,000
Pen n bahan Habis pakal Rp 35,813,007,575
. dr. Franklin Lessyama Sinanu. Sp. BS Pengolahan Makanaen/ Girzi 6,491 880,000
Pombina Utama Muda Pembina Tingkat | Pumeliharnan Sarann Prasacana dan Rp 7.589,842,600
NIP, 19720312 200012 2 001 NIP. 19850621 201001 1 005 Alat Keschatan o’z a1
Peliyanan Keperawatan dan
1L
“C |Kebidanan Rp 1,754,121,250
Asuhan Keperawatan Generalis Rp 1,754,121,250
[Administrasi Umum Perangkat
1L | aerahs danatau BLUD Rp 465,000,000
Fasilitas Kunjungan Tamu Rp 165,000,000
|Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Rp 300,000,000
Kantor
TOTAL 106,246,112.453.80
Plt Direkiyr UPT RSUD Undata irektur Peliyanan
~
.
W
dr. Harate dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

NIP. 19720312 200012 2 001

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN I TAHUN 2026

NIP. 19850621 201001 1 005

47



4+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN MEDIK UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen ng efekti,
berorientasi pada hasil, kami yang bartanda tangan di bawah ini :

dan serta

Nara : dr. Subhan Habibi

Jabatan ! Kepala Bidang Pelayanan Madik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. 88

Jabatan . Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan Pihak @, dissbut Pihak Kodua
Pihak Pertama berfanl :

1. Mewujudkan target kinerja yang sesual

Jian inl. dalam rangia mencapal

target jangka menangah sepertl yang telah di dalam p »
dan kegagalan pencapaltan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percopatan realisasl fisik dan keuangan
perangkat daerah sesual target yang telah dalam system Monitoring
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedus akan melakukan supervise yang d avaluasi
capalen kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang dlpeﬂukan dalam 'anoka pemberian
penghargaan dan sanksl,

Palu,
Pihak Pertama

ihak Ked

Pembina Tingkat |
NIP, 19850621 201001 1 005

NIP, 1971

Penyodiaan Fasilitas Polayanan, Sarana, Prasarana
L1 |dan Alat Kesehatan untuk UKP Rojulan, UKM dan | ke 18,042,906,358
UKM Rujuln Tingkat Darab Pravin:
Pengndann Alas Kesehatan / Alat Penungang Medik
Frsilstns Ly Keachatan o SIS0
Reliblitas dan Pemeliharsan Fasilitas Kesehatn
oo fo 13,562,747,458
[PENGADAAN BARANG MILTK DAERAH
1 pENUNIJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | RP 2,045,547,671
Pengmdann Perntamn Dan Mesin Lainayn 2.045.547.670 50
ADMINISTRAST UMUM PEMERINTAH DAERAH
T2 | HANATAU BLUD g 2ET0000.
- |Fasibtast Kumpagan Tamm 165,000,000 60
TOTAL|
Wakil Direktur Pelayanan Kepala Bidang Pelayanan Medik
dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS dr \Subhan Habibi

NIP. 19850621 201001 1 005 NIP. I97803"3 201101 1 004

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJIA TARGET
Wakns tanggn ravwat jalan <90 Menit| 2807 Pasisn
HOR ( Bad Occuponcy Ras) 60.-55%
Persentse Pasien IGD yang di o0
gt <5 Mentt
Perjontise kematiars Neonam | d oS
% = <%
Wakis Pelmacan wwal 1GD (triage) S
aesuai Standar
 Jucalabs mudit yekam medis dengan
eleghagun 100% 295% leaghap

Z90% tepat
Persentuse ketepata ik operas B
1 Penmghatis Man Layanan Palayssin Motk

[Fepuhilises bestinciap clisiscal iy S
(c»y =
[Perscntase DPIP nwagdun ShiNE
pedstilism Mints oe kroconssal 2
Prosimtns pomoian nandast
elenen peelume Abreditns & men 100%
peimmm
Jamlah Dokumen Manyemen resto
i dishsas ot wres peley mm S oz
 Tunpaknt keeyracanss pamen terloadags

SR A 260% pums

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN | TAHUN 2026 B




%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENUNJANG MEDIK UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka i yang efektl, transparan dan akuntsbel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ind ©

Nama Deky Wotulo, SKM, MM

Jabatan < Kepala Bidang Penunjang Madik
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama dr. Frankiin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selarutnya disebut Pihak Kedus
Pihak Portama besjan]i :

1. Mevaujuckan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran poranjian ini, dalam rangka mencapal
targot jangka menangah separtl yang teleh pkan dalam
gan kagagalan pencapaian target kinerja tersabut menjadl tanggung jawab kami.

2 Berkomitman mewujudkan target dengan melakukan percepatan reafisasi fisk dan keuangan
perangkat daerah sesual target yang telsh ditatapkan dalam system Elektronik Moniioring Evaluasi
Pengendalian dan Pelapcran Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperiukan serta skan melskukan evalsasi terhadap

capaian kinerja dani peranjian Ini dan mangamtdl Tindakan yang diperk dalam rangka
penghargaan dan sanksi
Palu,
Pihak Pihak Pertama
' \
/ Gaan
i o, SKM. MM
Pembina Tingkat |

'ombina
NIP. 19850621 201001 1 005 NIP. 18761224 199703 1 003

~o HASARAN STRATEGIS

1 FPerungkatan Mutu Peounjmg Medik

gkt pebanhan kompetens,

INDIKATOR KINERJA TARGET

Ketepatan Wk Radiologs berbani G0k
=90

bl
Keepatan Wakn: Laynnan Laboraonmm 058,
berbasis digitalinass e
Metepatan Wakin Penvediaan Daral (Dilvar e
Keojadian K1B) )
‘Wakt Tonggm Hasl Radiologa = 3 Tam 290%
Wkt Tungpt Fas) Laborstorain <2 Tam 2000
Keternodinan Darli Sesni Permmniaan 290
Tumulah Kesalabon hosd labradsologs firmass © modon
Porsentase Tonaga pommiang modik O,

Netugratin laporam <lak obat dan logistik
fiermas yang berbasds digatalivasi

et dist pasien sested nstndod @

2050

Pressntare pemenuhan cadard siemen
i e v

Tunilal Dolures Manay sesen £0ao yosg
izt di area pemiyang medik

Kapunans Penppoim Luvanas Penuayass
Medik

285%
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Persentase Alar barfingst bk dan swap pakal

B

L




oo don vt b i L R S

Fetorsodinng Wengen Dan Babin Habis Palkoai =939

mealhit s Savame,
Frasmrana dan Alar Keschatan watwk
UCH B sden 1 DAN UKAT R ukean | P AROTLRVTE00.

e
Winghont Daveah Provine

PEMELIHARAAN BARANG VI K
I [DAERAI PENUNJANG URUSAN T042E,730.17F
PEABIN FAMAN DAKRAN

- Doy Dlecth b enym L0 373,000 000
= ey By 15.500,000.000 |
— ek > £ & au1, s 000 |
Bocrelinarmin Sacatia Pruesemn Sms ATAY s 7,080 ¥42,600
eaelisten
Ped iy Lomnd B mantn R 50,000,000 |
- Penpndons Daban Halas Pakat LS B5.819.007.575

PR NGADAAN BARANCG MUK
.2 [DAERAH PENUNJANG URUSAN R 500,000,000
PRATEIEIN LARE DA KA R

(Pemellincann Perslatan Do NMewn Lausays e 00, 000, 000
T AERAHDANATAUBLUD | %P 30000000
- [lomnPencngin Bacgmmmnosice | ¥ 30000000
TOTAL| Rp 84,238,537,175

Wakil Direkmur Pelayanan Kepala Bidang Penunjang Medik

' U

dr. Fr: in Lessyama Sinanu, Sp. BS Deky Wotulo, SKM, MM
NIP. 19850621 201001 1 005 NIP. 19761224 199703 1 003
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%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEPERAWATAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA N AASARAN INDIKATOR TARGET
BIDANG KEPERAWATAN UPT, RSUD UNDATA
sarana dan
Kep ecorvoran yang tervedia dan lovwk: pakei ~00me
wesined wtandar pelayinan kepaaaatan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
B aluei naity pelayusios keperuvati =psee
Dalam rangka yang elokiif, transparan dan akuntabel serts
berorentasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawsh ini =
Nama : Lince, SKM.M.AP
Jabalan : Kepala Bidung Keperawatan
Selanjutnya disobut pihak pertama E:::...:‘ Survey ke pasica pads I
Nama dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp, BS g T o
Jabatan + Wakil Dwaktur Pelayanan
Seiaku atason Pihak Pertama, disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama betjanji
1. Mewujudken target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran peranjian ini, datam rangka mencagal Tl oy 40 MsNlaN S pave yockials 0 Teiden
target jangka monongah seperti yang telah dalam d
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi fanggung jawab kami.
2. Barkomitmen mewujudkan target dengan mealskukan percepatan realisasl fisk dan keusngan
perangkat daerah sesual target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi
P dan Palapor (e-MEP)
Pelaknnuana Audit Keperawntan Klinie Z2 Jeali/ Tl
Pihak Kedua akan Ipes yang serta akan evaluasi techadap
capaian kinerja dan #an Inl dan Tindakan yang dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksl.
Pihak Kegua
| Kbl un dokusmsime ADPLE dusi 5%y
amsbinn kepernwatan =
P-nbmi l' nghat |
NIP. 19860621 201001 1005 NiP, 19690803 188902 2002
Fersctmae grormmnt mcngikans pelatslon wajsh —
(SKP. PPL PMOIP, Kode Efik, K3, BHD) ol
. Penimmkntan mmt pelayamms
Persentase pemenuhan ratio perawat sesual ;
0%
standar
Kepatdian Peuggiasn APD S
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Kepanbian Identifikas Pasien 1000
I
[PELAYANAN KEPERAWATAN
= DAN KEBIDANAN Rp 1,754,121,250 Peremrase Keepatan Jodwel Taga (Dinee) 1000
ASUHAN KEPERAWATAN
-
GENERALIS Ep Y4210
TOTAL| Rp 1,754,121,350
maniTatan Akrediraci i aces Mepevawarin G
Wakil Direktur Pelayanan Kepala Bidang Keperawatan
dr. Fraklin Lessyama Smamm, Sp. BS Lince, MA?
NIP. 19850621 201001 1 005 NIP 1960603 198902 2002 e e e e Oy 1005
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%+ PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR PROGRAM DAN DIKLIT

WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
1L 3 Martadinata bt Tondn Kec. Mantitlons Pubu-S4116 Tefy, (0431) 41 3148582 31445
T (D451 4012955 wekaite ; i w rindusd sba, M Yrab:dr_undate ® yahce.com
PERIANJIAN KINERIA TAHUN 2026
WAKIL DIREKTUR PROGRAM DAN DIKLIT
UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ﬂ PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 N SASARAN STRATEGES INDIKATOR KINERIA TARGET
1 1 3 [
1 Persontase NakeoNomed yang mengduti 59,
Daitam rangka I yang afoktif, ransparan dan akuniabel serta pelatitin sosun bebetuhan rumah sakst ki
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan i bawah ini © | {Meninghatkan s playunan poniitan, ) j:s;w prﬂl:::\ inmernabiek stermal g >25 Kegiatim
- ol .
Nama ¢ Indeawai, SKM, MM . e 3 Jumish brjusaess dong etin! pendilim B
Jabatan + Wakil Dirokiur Program, Pendidikan dan Ponoktian 4 Pt emmon patinting s il Lam
1_Refenghapan laporan akuniabulizes Livrja )
Selanjutnya disebut pihak pertama 4 Menunglakun kelenghapan dokumnen 2 Kelenglzpan dokumen perencana Ruensh Sakit 1eee
 [pevencanun dee vl
Nama < dr. Nurlaola Harate, MPH 3 elenghapa dokumen pelupocan masajemen. 10
e
resiko Rumsh kst
Jabatan = Pit. Direktur Rsud Undata Provinsi Sulawesi Tengah
4 [Meninghackan pelaymnian rokain meds, 1T | Teneleggaanys peayanan hsm modik, T, Too%
Selaky atasan Pihak Pertama, disebut Pihak Kodua lafomasi (lun pememaren Informasi dw: pensasaran ol
Pihsk Pertama botjanii
NO FROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Mewujudian target kinerja yang sesual lampiran pan ini, dalam rangka mencapai 1 |Pentughatan Pelayanan BLUD ny 2,747,464500.00 BLUD
farget jangka menengah seperti yang telah di dalam [ ;u.r:u Tesmmjang [ruwn Pemerintahan ™ 1.125,000.000,00 auw
dan kegagalan pencapaian targst kinerja tersebut menjadi tanggung fawab kami. —lf""
2 Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan roalisasi fislk dan keuangan = Adaunsess Kepegawnian Peranghal Dasruh | Rp 1,125.000,000 (0
perangkat daerah sesuai target yang telsh ditetapkan dalam system Elektronik Monitoning Evalussi 1y Mrogram Peiayanan Kesehatun pads Rumah % OGO
F dan (0-MEP). Sakit Daecah
= Peliyaman Nonmadik Rp 2,920, 000,00
Pihak Kedua akan supervise yang di serts akan evaluasl ap e Peningkatan Pelayanan RLID Rp 629,544,500,00
Gapaian kinedfa dari perfanjian ini dan Tir yang datam rangka
penghargaan dan sanksi Pesencanzn, Pengaeggaran Dan Evaluas
Kuterja Perangha Doseahs Ro R
Palu, TOTAL W ERZ
Kedua Pihak Perama o 7
Pit. Direlgur UPT RSUD Undata Wakil Direktur Program dun Diklit
Sae
ol
Ingrawati
Pembina Utama Muda Pombina -3
I iP. 1881 200904 2 S
a2 2e 2001 R 0% 2 dr. Nurlacla Harate, MPH Indrawati, SRM_, MM
NIP. 19720312 200012 2 001 NIP. 19810404 200904 2 002
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4+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI UPT. RSUD UNDATA
;’:::‘w::ln laparm akustataleas 100%
3 |Tensususnys Lporen skunwbilitss inern
Russal Sakat
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 v R %
Dalam rangka mewujudkan j p yang efektif, P dan serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah inl :
Nama : Teguh Hidayat, SKM., M.P.H
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
ﬁﬂnlgh“;:lu ok Pt encusin 10004
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama * Indrawati, SKM, MM
Jabatan Wakil Direktur Program dan i Latihan dan F 2 5 [T dokusen Rusrndy
T[Sl
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Partama berjanjl :
Kelengiapon Doh"?m Taporan 100%
usuajemen resko RS
1. Mewujudkan target kinerja yang seh ya sesual lampi janjian ini, dalam rangka mencapai
target jangka menengah seperti yang telah dalam dok p Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisk dan keuangan
perangkat daerah sesuai target yang telsh dil dalam system Elekironik M ing Evaluasi
Py dan Pel; Pemb (e-MEP).
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperiukan serta akan melakukan evaluasl terhadap 3 | Mg i vbnsd g Bl Salkis. |Lsprntin sabisns pegiss 35 Lapean
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian ’
penghargaan dan sanksi
Palu,
Pihak Kedua Pihak Pertama
_M.M Teguh Hidavat, S.KM., M.P.H Ll [EVATUAST KINFRJA PERANGKAT Rp 629,544,300
Pembina Pemr;dna """ DA
NIP. 19810404 200904 2 002 NIP. 19740318 199303 1003 . .. i aid
- |Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD [Rp 308.133.100
- |Evaluasi Kinegja BLUD [Rp 234811.700
TOTAL Rp 629,544,800

‘Wakil Direktur Program dan Diklit Kepala Bidang Program dan Evaluasi

*—.

Indrawati, SKM, MM Teguh Hidayat. SK. M., M.P.H
NIP. 19810404 200904 2 002 NIP. 19740318 199303 1 003
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%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, LATIHAN DAN
PENELITIAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ST G ST T SR el mSMme DY e
fxo  sasamASsTRATECES [ KDKATORKINERIA | TARCEY |
BIDANG PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN UPT. RSUD UNDATA =

by Koo K05 g i o 4 e

B Sy Sy =23 e

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka yang ofoktif, transparan dan akuntabel serta
berorlentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan df bawah ini &
e by Prsiekstoem yanic: ohaksasumhoms oe (obmar Y ———

Nama : Dr. Surianto, S.Kep,NS, MPH
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan, Latihan dan Penalitian

Selanjuinya disobut pihak pertama

Nama * Indrawai, SKM, MM

Jabatan * Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penaltian Sasis FrOw
Selaku atasan Pihak Partama, sel. disebut Pihak Kedua

Pitiak Portama barjanji

1. Mewujudkan target kinera yang seharusnya sesusl lampiran perjaniian ini, dekam rangke mencapal
target jungka menengah seperti yang telah dalam
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebot menjadi tanggung jawab kami

. Berkomitmen mewujuckan target cengan melakukan percepatan reslisasi fisi dan keuangan
perangkat daerah sesusi targol yang tolah ditotapkan dalam systom Eloktronik Monitonng Evakuasi
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP),
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%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka yang efektif, ransparan dan akuntabel secta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawsh ini :
Nama Toguh Hidayat, SKM., MPH
Jabatan : Kepala Bikiang Program dan Evaluasi
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Indrawati, SKM, MM
Jabatan ‘Wakil Diraktur Program dan Pendiokan, Latihan dan Penelitian
Selaky atasan g Pihak Pertama, disebut Pihak Kedua

Pihak Partams berjanii

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mancapsi
targel jangka menengah seperti yang telah dalam P 1
dan kegagalan pencapalan target kineria tersebut menjaci tanggung jawab kami,
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan
parangkat daerah sesual target yang telsh ditetapkan dalam system Elektronlk Monktoring Evaluasi
dan P P (e-MEP).

Pihak Kedua akan mefakukan supervise yang diperiukan serta akan melakukan svaluasi terhadap

capatan kinera darl pedanjian ini dan Tindakan yang dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi
Palu,
Pihak Kedua Pihak Pertama
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya
sehingga Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Il Tahun
2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar oleh Tim Penyusun. Laporan Kinerja ini
merupakan dokumen yang memuat hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
tujuan dan sasaran kegiatan UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2026
sebagai evaluasi terhadap pencapaiannya serta masalah dan kendala-kendala yang dihadapi dan
diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tahun

mendatang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah
Triwulan 11 Tahun 2026, telah melibatkan seluruh komponen unit kerja yang terkait. Masih
banyak kekurangan dalam susunan dokumen Laporan Kinerja ini, namun saran dan masukan
dari seluruh pihak sangat diharapkan, sehingga dapat tersaji dengan lebih baik dan lebih
sempurna. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berperan
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen “Laporan Kinerja
UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Il Tahun 2026 ini. Semoga dokumen

ini bermanfaat.

DIREKTUR
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Jumriani, M.H.
NIP. 19730914 200312 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Undata merupakan rumah sakit umum milik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
maka RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Rumah Sakit Umum dengan
Klasifikasi kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis
penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum paling sedikit
terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan
kebidanan dan pelayanan non medik. Rumah Sakit Kelas B harus mempunyai 4 (empat)
Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 22 (dua puluh dua) Pelayanan Medik Spesialis
Lain dan 5 (lima) Pelayanan Medik Sub Spesialis. RSUD Undata juga merupakan rumah
sakit pendidikan yang memberikan pendidikan di bidang kedokteran, farmasi dan
keperawatan. Berikut gambaran umum RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Nama Rumah Sakit :  RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

2. Alamat : JI. R. E. Martadinata Kel. Tondo
Telepon : (0451) 4131445-4131446
Whatsapp 082290762667
Website . rsudundata.sultengprov.go.id
Email . rsudundata@sultengprov.go.id
Instagram . rsudundataprovsulteng

3. Nama PIt. Direktur . dr. Nurlaela Harate, MPH

4. Kelas Rumah Sakit : B

5. Nomor Registrasi RS . 7271014

6. No. & Tanggal 1zin Operasional RS : 0220004261304 (10 Februari 2020)
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7. Luas Tanah

8. Luas Bangunan

9. Standar Kualitas Pelayanan RS

53.125,00 m?
7.890,09 m?
Akreditasi LAMKPRS 2022

10. Kapasitas Tempat Tidur

No Tempat Tidur Jumlah
1) VVIP 4
2) VIP 20
3) Kelasl 100
4) Kelas 2 67
5) Kelas3 155
6) Non Kelas 49
7) Isolasi 2
Jumlah Total 397

Sumber Data : Keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Nomor : 188.4/644/RSUD Undata

11.  Sumber Daya Manusia

Seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit diharapkan dapat memenubhi

kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rumah sakit saat

ini memiliki 1.488 orang tenaga tetap yang terdiri dari 119 orang tenaga medis,

1.043 orang tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan sebanyak 322 orang.

Sedangkan jumlah dokter mitra sebanyak 14 orang. Adapun Profil ketenagaan

Sumber Daya Manusia dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di UPT. RSUD Undata

Jenis
Jabatan Sebutan Jabatan Jumlah | Kelamin
L P
1 2 3 4 5
STUKTURAL 13 Orang
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Terdiri Dari
Eselon S | 1 0 1
Eselon LA 3 1 2
Eselon 1B 9 4 5
Jumlah | 13 5 8
Fungsional Tertentu ; 681 Orang L P
Terdiri Dari
Dokter Gigi 9 0 9
Dokter Umum 35 9 26
Dokter spesialis 42 24
Perawat Ahli 111 22
Perawat Terampil 183 35 | 148
Terapis Gigi 5 4 1
Teknisi Gigi 2 0 2
Bidan Ahli 44 0 44
Bidan Terampil 54 0 54
Apoteker 22 5 -
Asisten Apoteker 28 6 22
Nutrisionis 20 0 20
Administrator kesehatan 21 5 16
Epidemiologi 9 2 7
Promkes 6 1 5
Sanitarian 22 6 16
Ortotik Prostetik 1 1 0
Pranata Lab Kes 14 6 8
Fisioterapis 14 3 11
Okupasi Trapis 1 0 1
Terapis Wicara 2 0 2
Radiografer 7 5 2
Fisikawan Medik 4 1 3
Teknisi Elektro Medis 4 3 1
Perekam Medis 2 0 2
Arsiparis 0 0 0
Pranata Komputer 2 0 2
Psikologi 4 2 2
Analis SDM Aparatur 2 0 2
Teknisi Transfusi Darah 5 2 3
Perencana 0 0 0
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2 1 1
Pengelola Pengadaan Barang Jasa 1 1 0
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Pranata Anestesi 3 2 1
Jumlah 11 681 140 | 541
L P
Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan 32 7 25
Penata Kelola Layanan Kesehatan 25 2 23
Penata Layanan Operasional 2 2 0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 15 6 9
Operator Layanan Operasional 15 5 10
Pengelola Data Dan Informasi 3 0 3
Pengadministrasi Perkantoran 17 8 9
Operator Umum Operasional 2 1 1
Operator Layanan Kesehatan 6 2 4
Teknisi Sarana Dan Prasarana 6 4 2
Jumlah 111 123 37 86
PPPK Dokter Spesialis 3 3 0
Dokter Umum 8 3 5
Perawat Ahli 67 18 49
Perawat Terampil 98 36 62
Apoteker 6 1 5
Asisten Apoteker 9 1 8
Pranata Lab Kes Ahli 5 1 4
Pranata Lab Kes Terampil 5 1 4
Bidan Ahli 22 0 22
Bidan Terampil 28 0 28
Asisten Penata Anestesi 2 1 1
Teknisi Transfusi Darah Terampil 4 1 3
Radiografer Ahli 1 1 0
Radiografer Terampil 3 2 1
Promkes 2 0 2
Rekam Medis Terampil 1 1 0
Fisioterapis Ahli 1 0 1
Epidemiologi 12 1 11
Nutrisionis Terampil 5 2 3
Nutrisionis Ahli 1 0 1
Administrator Kesehatan 37 5 32
Pengelola Umum Operasional 1 1 0
Penata Layanan Operasional 44 7 37
Operator Layanan Operasional 28 17 11
Pengadministrasi Perkantoran 22 10 12
PPPK PW Administrasi Kesehatan Ahli Pertama 4 1 3
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Pranata Lankes Ahli 1 0 1
Penata Layanan Operasional 4 2 2
Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 2 2 0
Pengelola Layanan Operasional 12 5 7
Operator Layanan Operasional 82 54 28
Jumlah IV 520 177 | 343
JUMLAH TOTAL
(1+1+111+1V) 1337 | 359 | 978
b. Pegawai Kontrak
Jabatan Sebutan Jabatan Jumlah ‘]ims Kelamlljn
1 2 3 4 5
Tenaga Non
ASN ’ 112 L P
Tenaga Medik
Terdiri Dari
Perawat NERS 17 13
S1/DIV Perawat
DIl Perawat
S1/DIV Bidan
D Il Bidan
Apoteker
S1 Farmasi
D 11l Farmasi
S1 Kesehatan Masyarakat
S1 Psikologi
S1 Sains
DIV Anestesiologi
DIV Radiologi

DIV Teg. Lab. Medis

DIV Analis Kesehatan

DIl Rekam Medik

DIlI Kesehatan Lingkungan
DIll Radiologi

DIl Gizi

DIl Teknisi Elektro Medik
DIlI Tekni Kardiovaskuler

DIl LAB

PP, PrFPOCORFRLINDNDNEFPARIEPIPINDNONIEFP WO W

OO 0O 0O|W(FkP OO0 0|W|IO0|0 OO |0|0|0 0Nk~

PP PP INDNOININRFRPIFPIPIEPLPINOINIEIEPWIEFEIEAIN
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DIl Teg. Lab. Medik : 2 0 2
DIlI Tek.Bank Darah : 2 0 2
Tenaga Non
Medigk L P
Terdiri Dari
S1 Ekonomi 1 0 1
S1 Adm.Publik (S.AP) 1 1 0
S1 Akuntansi 2 0 2
S1 Perbankan 1 0 1
SMA

c. Pegawai Mitra Kerja

Pendidikan Jumiah | denis Kelamin__|

L P

1 2 3 4 5

Mitra Kerja : 22 L P
Terdiri Dari

Dokter Sub Spesialis : 1 1 0

Dokter Spesialis : 11 7 4

Dokter Umum : 4 3 1

DIV Radiologi : 1 1 0

DIV Penata Anestesi 3 0 3

S1 Komputer 2 2 0

d. Dokter Part Time

Pendidikan Jumlah Jenis Kelamin ‘
L P
L 2 3 4 5
PART TIME : 18 ] o
Terdiri Dari
Dokter Sub Spesialis : 1 1 0
Dokter Spesialis :
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Sumber Data : Bagian Kepegawaian update Juli 2025

12. Jenis Pelayanan

Pelayanan Unggulan yang ada di RSUD Undata sebagai berikut :

a)

b)

Pelayanan Spesialistik dan Sub Spesialistik

1) Cardiac Centre

2) Subspesialis  Penyakit  Dalam  Konsultan  Kardiovaskuler-Intervensi

Kardiovaskuler Tingkat Lanjut

3) Subspesialis Bedah Onkologi

4) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi

5) Spesialis Bedah Saraf

6) Spesialis Bedah Urologi

7) Spesialis Bedah Mulut

8) Spesialis Patologi Anatomi

9) Spesialis Mikrobiologi Klinik

10) Hemofilia

11) Radioterapi Onkologi

12) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterologi dan Hepatologi

13) Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Kardiologi dan Perawatan
Intensif dan Kegawatan Kardiovaskuler

14) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik

15) Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan - Bedah Kepala dan Leher

16) Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Aritmia

Pelayanan Medik Penunjang Klinik

1) Catheterisasi Jantung (Cath Lab)

2) Magnetic Resonance Imaging (MRI)

3) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
4) Medical Dental Care
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5) Hemodialisa
6) CT Scan 128 slice
7) Cytotoxic Cabinet
8) Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi
9) Endoscopy
10) Panoramic
11) Skin Center (Dermatology Laser Aesthetic)
12) Apheresis Donor Plasma Konvalesen
13) Apheresis Umum
14) ABBOT
15) Tes Cepat Molekuler (TCM)
16) Tumor Marker
c) Pelayanan Penunjang Lainnya

Pelayanan Prioritas Tol Alima dan Tol Tina Ante Ngana Kodi

Sarana, Prasarana dan Peralatan

UPT. RSUD Undata terdiri dari bangunan/gedung dengan luas bangunan + 14.890,33
m? di atas Luas Tanah 53.125 m?. Sebelah utara berbatasan dengan lokasi Perumahan
Teluk Palu Permai, sebelah selatan berbatasan dengan Sekolah Model Terpadu Madani
dan sebelah timur berbatasan dengan Sekolah Perikanan Dan Kelautan. Secara rinci
penggunaan gedung seperti tabel dibawabh ini :

Tabel 1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSUD UNDATA Tahun 2026

Jenis Barang Luas Tanah/ Jumlah Satuan
Bangunan
Tanah diJalan dr. Suharso No.14 Kota Palu
Sulawesi Tengah 4167,00 m2 1 Bldang
Tanah di Jalan RE. Martadinata
Tondo, Kel. Mantikulore Kota Palu 53.125.00 m?2 1 Bidang
Sulawesi Tengah
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Bangunan/Gedung RSUD Undata Provinsi

Sulawesi Tengah 14.890,33 m? 1 Bidang
Tanah Lokasi Lahan Parkir di Jalan RE.

Martadinata Tondo, Kel. Mantikulore Kota 14.044.00 m? 1 Bidang
Palu Sulawesi Tengah

Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung kegiatan operasional

rumah sakit antara lain sebagai berikut

a. Fasilitas Lift

b. Fasilitas Air Bersih

c. Fasilitas Listrik

d. Gas Medis

7 unit

Gedung A 2 unit

Gedung B 2 unit

Gedung Anggrek 1 unit

Gedung Peristi 1 unit

Gedung Flamboyan 1 unit

Sumur Artesis 10 sumur

Bak Penampungan 16 bak penampungan

Gardu 1

PLN 415 KVA

Genset 810 KVA

Gardu 2

PLN 630 KVA

Genset 700 KVA

Gardu 3

PLN 630 KVA

Genset 750 KVA

Gardu 4

PLN 630 KVA

Genset Belum Ada

Gedung A (Ruang Asoka, Edelweis)

Gedung B (ICVCU, Cathlab, IBS)

Gedung Dahlia dan Gedung Kemuning

Gedung Catelia

Gedung Ruang Seroja, Ruang Bogenvil, Ruang
Melati, Ruang Flamboyan)

Gedung Kandungan Kebidanan dan Peristi
(Matahari, Kamar Bersalin, Kamar Bayi, NICU)
Gedung Ruang Teratai, Ruang Aster dan Ruang
Mawar
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f.

g.

AC Sentral

Telepon

IPAL Cair

Gedung Ruang Anggrek dan Kenanga (Kemoterapi)
Gedung Hemodialisa
Gedung IGD Ponek Kebidanan
Gedung ICU dan PICU
Gedung A (Poliklinik, Ruang Edelweis, Ruang

Asoka, Aula)

Gedung B (CSSD, Cardiac Center, IBS)
Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Radiologi

4131446 Hunting (2 Saluran)

1. Tangki Biofilter kapasitas :
a) 2x40m?d
b) 1x20m?

2. Ring blower 4 buah

w

Tabung Reaktor 3 buah

4. Mesin AOP (Advance Oxidation Process) 9

buah

5. Pompa celup air limbah 13 buah

o

Pretreatment Limbah Loundry kapasitas 5 m?

7. Pretreatment Limbah Dapur kapasitas 5 m?

Sumber Data : Bidang Penunjang Medik

Tabel 1.3 Bak Air Bersih

Ukuran Volume
No Ruangan Lokasi Panjang | Lebar [ Tinggi | *(ma)
(%) () (t)
1 | Instalasi Laundry Depan Ruangan Londry 3,1 2 1,65 10,23
2 | Instalasi Gizi Di Belakang Instalasi Gizi 3,3 2,2 1,65 11,98
3 | Paviliun Catelya Sebelah Selasar Paviliun 32 | 22 | 15 | 1056
Catelya
Paviliun Di Belakang Paviliun
4 Anggrek/Kenanga Kenanga 33 2.3 176 13,36
5 | ICU Di Belakang ICU 3,25 2,35 18 13,75
6 | Instalasi Kebidanan Di S_amplng Instalasi 3,2 2,3 1,75 12,88
Kebidanan
7 | Instalasi Radiologi Di Belakang Instalasi 32 | 23 | 1,67 | 12,29

Radiologi
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8 | Laboratorium Di Depan Laboratorium 3,3 2,3 1,86 14,12

9 | Poliklinik Di Bagian Tengah 28 | 1,87 | 19 | 1026
Poliklinik

10 | Mesjid Di Samping Mesjid 3,35 2,35 1,8 14,17

11 | Paviliun Teratai Di Belakang Paviliun 33 256 | 1,75 | 14,78
Teratai

12 | Paviliun Seroja Di Belakang Paviliun 3,6 27 | 1,77 | 172
Flamboyan

13 | Paviliun Kemuning Di Sam_plng Paviliun
Kemuning
Bak Kiri 3 1,2 2 7,2
Bak Kanan 4 0,8 2 6,4

14 | Bak Induk Beton Di Bagian Belakang 102 | 75 | 17 | 13005
Rumah Sakit

15 | Bak Induk Fiber Di Bagian Belakang 13 5 3 195
Rumah Sakit

Sumber Data : Laporan Instalasi Sanitasi

14. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi

UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas Pokok
melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan
terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan termasuk penanganan limbah Rumah
Sakit serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Undata. UPT merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan
unit layanan yang bekerja secara profesional. UPT bersifat otonom dalam perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan tata kelola rumah sakit

dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
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Umum Daerah. UPT dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola

klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.

> Jabatan Struktural

Tabel 1.4

Pejabat Struktural pada UPT RSUD Undata Palu Tahun 2026

No Nama Jabatan

1 dr. Jumriani, M.H Direktur

2 dr. Nurlaela Harate, M.PH Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3 dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.BS Wakil Direktur Pelayanan

4 Indrawati, SKM.,MM Wakil Direktur Program dan Diklit

5 Nurdaeni, SE.,M.Si Bagian Keuangan

6 Saftianingsih, SE.,MM Bagian Perlengkapan dan Umum

7 Musdalifah Dj. Umar, S.STP.,MM Bagian Kepegawaian

8 dr. Subhan Habibi Bidang Pelayanan Medik

9 Lince, SKM.,,M.A.P Bidang Keperawatan

10 Deky Wotulo, SKM.,MPH Bidang Penunjang Medik

11 | Teguh Hidayat, SKM.,MPH Bidang Program dan Evaluasi

12 Dr. Surianto, S.Kep.,Ns.,MPH Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian
13 | dr. Grace Patricia Tampa’i Bidang Rekam Medik dan Informasi

Sumber Data : Bagian Kepegawaian
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» STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD UNDATA
Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT RSUD Undata

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS| UNIT PELAKSAN A TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

e STRUKTUR ORGANISASI
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. JUMRIANI, MH
Nip. 19730914 200312 2002

r

WMELOFOK JABATAN FUNGEIONAL
UTAMA) MADYA

o NURLAELA HARATE, MPH dr FRANKLIN LESEYAMA SINANY, Bp B 8 INDRAWATL SKM MM
Nip, 19720312 200012 2001 Hip. 19550621 209401 1006 Nip. 10510404 700904 2 002

WAKEL DIEKTUR PROGRAM

PENDCIKAN, LATIHAM BAN PERELITIAN

BIDANG FROGRAM DAM BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG REKAM MED& DAN

BAGIAN PERLENOKAPAN DAN
BAGIAN KEUANDAN
s

BAGIAN KEPEQAWAIAN BIDANG KEPERAWATAN BIDANG PENUNJAND MEDIK

EVALUAS| LATIHAN DAN FENELITAN INFORMAS

NURDAENL SE., M.81 SAFTANINGSIH, SE. MM MUSDALIFAH Dj. UMAR 3.5TP_MM . SUBHAN HABIBI LINCE , SKM., MAF DEKY WOTULD, SKM.MPH TEGUH HIDAYAT. SKM_M.Ph 1. SURIANTO, 5.Ksp, Ne. MPH dr. GRACE PATRICIA TAMPA'|
hop 19700811 205012 2 003 Nip, 19720116 200701 2074 Tip. 13960523 200412 2 091 Nip. 19783323 791101 1 004 M. 13090603 130933 2022 Nip. 19761224 193703 1003 Nip 19740313 1693031003 Mip. 19708702 200312 1 ot Mip. 19870329 201503 2 092
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

GUBERNUR SULAWESITENGAH
ttd
ANWAR HAFID

Sumber Data : Bagian Kepegawaian
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1.2 lIsu Strategis/ Permasalahan

Untuk meningkatkan kesinambungan mutu pelayanan rumah sakit diperlukan strategi

yang dapat menyeimbangkan antara efisiensi utilisasi tempat tidur dengan peningkatan

kualitas layanan klinis. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penguatan mutu pelayanan klinis, meningkatkan standar prosedur operasional
penanganan kasus kritis melalui penerapan clinical pathway dan audit medis berkala
serta memperkuat system early warning score untuk mendeteksi dini pasien dengan
risiko tinggi mortalitas.

Peningkatan kompetensi tenaga medis dengan melaksanakan pelatihan berkelanjutan
terkait tata laksana penyakit dengan risiko mortalitas tinggi (seperti jantung, stroke
dan infeksi berat) dan memperkuat kolaborasi antar-spesialis untuk mempercepat
pengambilan keputusan medis

Optimalisasi fasilitas dan peralatan medis melalui penambahan atau pembaharuan
peralatan penunjang diagnosis dan terapi intensif (ICU, ventilator, monitoring pasien)
serta menjamin ketersediaan obat-obatan esensial dan peralatan emergensi.
Managemen risiko dan mutu layanan, mengembangkan patient safety program secara
konsisten untuk menurunkan angka kejadian yang berkontribusi terhadap mortalitas
dan melakukan evaluasi bulanan disertai analisis penyebab utama serta tindak lanjut
perbaikan.

Penguatan rujukan dan sistem informasi, memperbaiki koordinasi dengan fasilitas
kesehatan rujukan primer agar pasien datang lebih awal, sebelum dalam kondisi kritis
dan mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit untuk memantau secara real-time.
Penguatan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian  masyarakat,
mengembangkan program pembelajaran klinis bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa
melalui praktik lapangan, workshop serta pembelajaran berbasis kasus untuk

menghasilkan tenaga medis yang kompeten dan responsif.
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» Ruang Lingkup

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah ini
menjelaskan tentang program kegiatan dan pencapaian Kkinerja pelayanan medis,
pelayanan penunjang medis, keuangan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan
manajerial rumah sakit. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja sebagai
perbaikan terhadap kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata,
Triwulan Il tahun 2026 disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan Gambaran umum organisasi, seperti jumlah
SDM, jumlah sarana prasarana pendukung, tugas, fungsi dan struktur
organisasi sesuai peraturan yang berlaku, permasalahan dan isu strategis
yang dihadapi Perangkat Daerah

Bab II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang IKU Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 dan ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
Tahun 2026, capaian kinerja strategis, kinerja program, kinerja kegiatan dan
kinerja sub kegiatan Triwulan I

Bab I1l.  Penutup, menjelaskan Simpulan umum atas capaian atas capaian kinerja

organisasi Triwulan 1l Tahun 2026
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja

1) Indikator Kinerja Rumah Sakit berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029
Indikator kinerja RSUD Undata yang mengacu pada Renstra 2025-2029 sebagai

berikut :

a. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Undata

b. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan.

Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Undata dalam

bentuk tabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator
RENSTRA BLUD UPT. RSUD Undata

Tahun 2025-2029

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan/

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
pada Tahun ke :

Sasaran 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkat
Peningkatan ?ellalotlgta Nilai Akred-|ta5|
Rumah Sakit 93% | 93% | 94% | 94% | 94,5%
mutu Manageme (Paripurna/Nilai)
1 pelayanan n Rumah
Rumah Sakit | Sakit
Rujukan Meningkat | Nilai Indeks
Regional nya kualitas | Kepuasan 80% | 80% | 81% | 829% | 83%
pelayanan Masyarakat
kesehatan (Pasien/Indeks)
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rl\]/leanmgkat Persentase
y pemenuhan
pemenuhaq kebutuhan
E%T/ﬁ’etens' kompetensi SDM | 70% | 71% | 72% | 73% | 74%
Kesehatan Keli._ehatan Rumah
Rumah Sakit yang
. tersertifikasi
Sakit
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Indikator
RENSTRA BLUD UPT. RSUD Undata
Tahun 2026
Target
. Indikator Tahuna Target Triwulan
No Tujuan Sasaran Kinerja .
2026 | 1 11 v
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. Nilai
{\;It(;nilr;?oliztnya Akreditasi
Manacemen Rumah Sakit 93% 23,25% | 23,25% | 23,25% | 23,25%
g . (Paripurna/
Rumah Sakit Nilai)
_ Meningkatnya Nilai Indeks
Peningka kualitas Kepuasan
tan mutu Masyarakat 80% 20% 20% 20% 20%
pelayana pelayanan (Pasien/
kesehatan
1 | nRumah Indeks)
Sakit Persentase
Rujukan . pemenuhan
Regional hﬂ%‘éﬁgﬁiﬁ}nya kebutuhan
Eom etensi kompetensi
SDI\/FI) SDM 71% 17,75% | 17,75% | 17,75% | 17,75%
Kesehatan Kesehatan
. Rumah Sakit
Rumah Sakit
yang
tersertifikasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Undata menunjukkan adanya penguatan

arah kebijakan pengukuran kinerja yang lebih berfokus pada mutu pelayanan dan

akuntabilitas organisasi. Jika sebelumnya indikator kinerja lebih berorientasi pada

aspek operasional, maka dalam perencanaan saat ini IKU difokuskan pada capaian
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2)

strategis seperti predikat Akreditasi Rumah Sakit dengan target Paripurna secara
berkelanjutan, peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan rumah
sakit yang dipertahankan dan ditingkatkan di atas standar minimal >80% serta
persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang
tersertifikasi yang ditargetkan meningkat dari >71%. Pendekatan ini menegaskan
bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada kuantitas layanan, tetapi juga
pada kualitas, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan. Selain itu, indikator-indikator tersebut mencerminkan kemampuan organisasi
dalam memenuhi standar nasional pelayanan kesehatan serta mendorong perbaikan
berkelanjutan melalui evaluasi kinerja yang terukur dan sistematis. Dengan penguatan
IKU tersebut, RSUD Undata diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan secara
konsisten, memperkuat tata kelola rumah sakit, serta meningkatkan kepercayaan

masyarakat sebagai rumah sakit rujukan yang profesional dan berdaya saing.

Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja di RSUD Undata dilatarbelakangi oleh kebutuhan
untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) serta memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi kinerja organisasi. Dengan meningkatnya tuntutan terhadap mutu
layanan, keselamatan pasien, transparansi, dan akuntabilitas publik, rumah sakit
dituntut memiliki sistem pengelolaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan berorientasi
pada hasil. Selain itu, penguatan IKU yang berfokus pada akreditasi, capaian indikator
mutu nasional serta persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan
Rumah Sakit yang tersertifikasi menuntut komitmen yang terintegrasi dari seluruh unit
kerja agar target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Oleh karena itu, penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang mulai
dari tingkat direksi hingga ke bidang dan bagian sebagai bentuk penjabaran target
organisasi ke dalam target operasional yang lebih spesifik. Perjanjian ini bertujuan

untuk memastikan keselarasan antara tujuan strategis rumah sakit dengan pelaksanaan

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN Il TAHUN 2026



tugas di setiap unit kerja, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta menjadi
instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan demikian, setiap
unit kerja memiliki indikator dan target yang terukur sesuai kontribusinya terhadap
pencapaian IKU rumah sakit. Berikut kami tampilkan Perjanjian Kinerja Direktur :

Gambar 2.1 Sasaran dan Indikator yang diampuh oleh
Direktur UPT. RSUD Undata Tahun 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) 4)
1 | Meningkatnya tata kelola Manajemen Nilai Akreditasi Rumah Sakit 94%
Rumah Sakit
2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nilai Indeks Kepuasan 83%
Kesehatan Masyarakat (Pasien)
3 | Meningkatnya pemenuhan Kompetensi | Presentase Pemenuhan 73%
SDM Kesehatan Rumah Sakit Kompentensi SDM Kesehatan
Rumah Sakit yang tersertifikasi
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 175.680.065.544,00 APBD/BLUD
2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 31.055.713.358,00 APBD
Upaya Kesehatan Masyarakat
Palu, 20 Ffebruari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
(;UBB)R*N\UR SULAWESI TENGAH Pit. DIREKTUR RSUD UNDATA
A RN PROVINSI SULAWESI TENGAH

=
o

YL

Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

dr. NURLAELA HARATE, M.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2001
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2.2 Capaian Kinerja

1) Capaian Kinerja Strategis Triwulan Il

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan 11

Target : :
. . L Triwulan | Triwulan 11
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tahunan
2026 Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya Nilai Akreditasi Rumah
tata kelola Sakit (Paripurna/Nilai) | g3 500 | 233806 | 27,230 | 29,1206 | 23,38% | 21,62% | 52,.25%
Managemen
) Rumah Sakit
Peningkatan | Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan
mutu kualitas Masyarakat
L | pelayanan | pelavanan (Pasien/Indeks) 80% 20% | 14,70% | 18,38% | 20% | 22,30% | 46,25%
Rumah Sakit kesehatan
Eumkanl Meningkatnya Persentase pemenuhan
egiona pemenuhan kebutuhan kompetensi
kompetensi SDM | SDM Kesehatan Rumah | 7106 | 17,750 | 2,20% | 3,10% | 17,75% | 2,17% | 6,15%
Kesehatan Rumah | Sakit yang tersertifikasi
Sakit

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapali

pada tahun 2026, sehingga dapat diketahui tingkat capaian masing-masing indikator kinerja. Pada capaian kinerja berdasarkan

Renstra 2025-2029, indikator Akreditasi Rumah Sakit menunjukkan capaian yang optimal. Target tahunan yang ditetapkan

sebesar 93,5% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 21,62%, sehingga tingkat capaian hingga dengan triwulan 1l mencapai

52,25%.
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Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Undata mampu mempertahankan mutu pelayanan
rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan.

Selanjutnya pada indikator Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit,
target tahunan yang ditetapkan sebesar > 80%, sementara realisasi yang dicapai sebesar
22,30% dengan tingkat capaian hingga dengan triwulan Il sebesar 46,25%. Hal ini
menunjukkan bahwa capaian indikator mutu pelayanan masih belum sepenuhnya
mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu
pelayanan melalui penguatan implementasi indikator mutu, peningkatan kepatuhan
terhadap standar pelayanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Sementara itu
pada indikator Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah
Sakit yang tersertifikasi, kinerja menunjukkan hasil yang kurang baik. Target yang
ditetapkan pada triwulan 1l sebesar 17,75% sedangkan realisasi yang dicapai hanya
mencapai 2,17% dengan tingkat capaian sampai dengan triwulan 1l sebesar 6,15%. Hal ini
menunjukkan bahwa RSUD Undata secara massif berkomitmen dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian Triwulan 11 menunjukkan bahwa hasil yang cukup
baik didukung oleh capaian per indikator di atas dari target yang ditetapkan walaupun
secara akumulasi masih rendah, olehnya masih memerlukan penguatan berkelanjutan.
Sementara itu, pada aspek pengembangan SDM masih membutuhkan perhatian dan
percepatan yang lebih serius agar selaras dengan peningkatan mutu layanan dan tuntutan
standar akreditasi dan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan langkah-langkah
strategis yang terintegrasi guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara

optimal.
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2) Capaian Kinerja Program

Tabel 2.4 Capaian kinerja Program Teknis dan Program Penunjang Triwulan I1

Realisasi Realisasi
Indikator Target Target Dan Target Dan
Kinerja Capaian Capaian
Sasaran Program Targe_t Kegiatan : : - -
Kinerja Dan Sub, Tahunan Triwulan | Triwulan | | Triwulan Il | Triwulan |1
Kegiatan | sotyan | 9% | Satuan | % | Satuan | % | Satuan | % | Satuan | %
2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG Terpenuhinya | Persentase 93,5 % 23,38 % 25 % | 23,38 | % | 52,17 | %
URUSAN PEMERINTAHAN | Standar elemen
DAERAH PROVINSI Penilaian akreditasi
Akreditasi yang
memenuhi
standar
PROGRAM PEMENUHAN Terpenuhinya | Nilai Indeks 81 % 20,3 % | 203 | % | 203 | % | 13,86 | %
UPAYA KESEHATAN Indeks Kepuasan
PERORANGAN DAN Kepuasan Masyarakat
UPAYA KESEHATAN Masyarakat
MASYARAKAT

Penyusunan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dalam Renstra RSUD Undata tahun 2025-2029 merujuk pada

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2025-2029, serta berpedoman pada hasil pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanan

pembangunan dan keuangan daerah.
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Penyesuaian nomenklatur dilakukan agar rencana program dan kegiatan rumah sakit
dapat lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan tugas
pokok, fungsi dan kewenangannya, program yang akan dilaksanakan RSUD Undata pada
tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan 1l, kedua Program yang dilaksanakan
menunjukkan bahwa hasil yang cukup baik dari Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 93,5%, sedangkan realisasi
triwulan Il yang dicapai mencapai 52,17% dengan tingkat capaian sebesar 55,80%. Hal ini
pun berlaku untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat. Target yang ditetapkan tahun 2026 sebesar 81% dan realisasi yang

dicapai juga sebesar 13,86%, sehingga tingkat capaian mencapai 17,11%.
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3) Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan 11

Tabel 2.5 Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan Il

NPTl TARGET TAHUNAN REALISASI TRIWULAN 11
TARGET KINERJA
MO SASANANHFOAI A KINERJA KEGIATAN, DAN
SUB KEGIATAN K SATUAN K SATUAN KEU (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM PENUNJANG Terpenuhinya _ Perser_1tas_e elemen
1 | URUSAN PEMERINTAHAN | Standar Penilaian | akreditasi yang 935 % 52,17 % Rp  91.745.435.447
DAERAH PROVINSI Akreditasi memenuhi standar
Terlaksananya Jumlah laporan
Kegiatan Administrasi laporan pertanggung Laporan
1 Keuangan Perangkat Daerah | pertanggung jawaban keuangan 12 100% 55,63 % Rp 1.152.000.000
jawaban keuangan
Tersedianya Jumlah Dokumen
1. Penyediaan Administrasi Administrasi Hasil Penyediaan
' Pelaksanaan Administrasi 12 Dokumen 55,63 % Rp 1.152.000.000
Pelaksanaan Tugas ASN
Tugas Pelaksanaan Tugas
ASN ASN
Belanja jasa Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Paruh Waktu
pada jabatan operator layanan 91x14 Org/Bln 57,14 % Rp 982.800.000
operasional
Spesifikasi : Pendidikan
SLTA Sederajat
Belanja jasa Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Paruh Waktu
pada jabatan pengelola 5x 14 Org/BlIn 57,14 % Rp 54.000.000
layanan operasional
Spesifikasi : Pendidikan
Diploma (DII1)
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Belanja jasa Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Paruh Waktu
pada jabatan penata layanan
operasional

Spesifikasi : Pendidikan
Sarjana (S1)

9x 14

Org/BIn

57,14

%

Rp

115.200.000

Belanja Jasa Tenaga Informasi
dan Teknologl (Jasa
Konsultasi Lainnya
Pembuatan Aplikasi Sistem
Informasi Grade C)

Kegiatan

0,00

%

Rp

Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/ TV
Berlangganan (Sewa
IT/Jaringan

Web Hosting Grade C)

Tahun

0,00

%

Rp

Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Tersedianya
Laporan
Penyediaan
Barang dan Jasa

Jumlah Laporan
Penyediaan Barang
dan Jasa

Laporan
100%

45,05

%

Rp

27.005.400

1. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang

Disediakan

Paket

0,00

%

Rp

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Listrik

0,00

%

Rp

Penerangan Jalan Umum
Tenaga Surya All In

One

Spesifikasi : all in one, Tiang
7 M, Lampu 60

Watt

Unit

0,00

%

Rp
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2. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

yang Disediakan

Paket

Rp

27.005.400

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Dinas

49,69

%

Rp

27.005.400

Baju Kemeja

Spesifikasi : Bahan Cotto
Baby Canvas, oxford, drill,
ribstop

58

Buah

0,00

%

Rp

KAIN BATIK
Spesifikasi : Kain Bomba

18

Lembar

98,58

%

Rp

9.090.000

KAIN BATIK
Spesifikasi : Kain Subi

12

Lembar

99,31

%

Rp

17.915.400

Baju Kemeja

Spesifikasi : Bahan Cotto
Baby Canvas, oxford, drill,
ribstop

Buah

0,00

%

Rp

Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

0,00

%

Rp

Nurse Station

Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung
Tempat

Kerja-Bangunan Gedung
Kantor

Spesifikasi : Pemasangan
Lapisan HPL + Rangka Kayu

60.342152784

M2

0,00

%

Rp

Belanja Modal Alat Kantor
Lainnya

99,68

%

Rp
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Mesin Absensi Pegawai
Spesifikasi: Scan Wajah, dan
Telapak Tangan (Tanpa
Sentuh) 1.000 Telapak Tangan
1.000 Wajah 10.000 Sidik Jari
2.000 Kartu RFID 200.000
Data Absensi Sampai 22 Digit
ID/PIN Karyawan

15 Unit 99,68 % Rp -

Belanja Modal Mebel 0,00 % Rp -

Meja 1/2 Biro

Spesifikasi : Bahan : Papan
multiplek mercy 15mm
difhinising HPL.

Ukuran meja (Panjang 120cm,
Lebar 60cm, Tingggi 75cm)

15 Unit 0,00 % Rp -

Kursi Tunggu Pasien
Spesifikasi : Model Gandeng
4 Bahan Stainless sandaran 29 Unit 0,00 % Rp -
dan dudukan
Foam

Belanja Modal Alat Pendingin 94,18 % Rp -

AC Standing Floor

i 0, -
Spesifikasi : 5 PK 2 Unit 86,43 & Rp

AC 1/2 PK (DAK)
Spesifikasi : AC 1/2 PK, 5000 20 Unit 99,38 % Rp -
BTU/H

Belanja Modal Personal 08,73 % Rp
Computer

Komputer
Spesifikasi: Personal
Computer Intel Core ; 0

15,NVIDIA Geforce RTX 4 Unit 99,07 % Rp ;
RAM 16 GB,SSD 512
GB,Monitor 24 Inch

Laptop
Spesifikasi: Zenbook 1 Unit 97,71 % Rp -
UP3404VA-OLED712, Proc.
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C17-1360P/DDRS5 16
GB/SSD 1 TB/Display 14
inchi OLED (Touch+flip)

Belanja Modal Peralatan

0, -
Personal Computer 97,50 & Rp
printer
Spesifikasi:
Printer,Scan,Copy,Color 5 Unit 97,50 % Rp -
(Cyan,Mugenta,Yellow,Black)
Resolusi 57Go X 1440 dpi
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jumlah laporan
Urusan Pemerintahan Daerah | laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Laporan o
Penunjang Urusan | Pemerintahan 1 100% 58,36 % Rp 2.017.433.620
Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, | Tersedianya Jasa Jumlah Laporan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Penyediaan Jasa
Sumber Daya Air Komunikasi, 0
dan Listrik Sumber Daya Air 12 Dokumen | 58,36 % Rp 2.017.433.620
dan Listrik yang
Disediakan
Belanja Tagihan Listrik
Satuan Biaya Listrik 0
Spesifikasi : R-3/TR 1864651,781 Kwh 58,36 % Rp 2.017.433.620
(6.600 VA ke atas)
Peningkatan Pelayanan Tersedianya Persentase
BLUD Peningkatan indikator SPM _ 100 % 52,04 % Rp  88.548.996.427
Pelayanan BLUD yang memenuhi
target
Pelayanan dan Penunjang Tersedianya Jumlah BLUD yang
Pelayanan BLUD BLUD yang Menyediakan
Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja | 52,04 % Rp  88.548.996.427
Pelayanan dan Penunjang
Penunjang Pelayanan
Pelayanan
BELANJA OPERASI 53,97 % Rp 87.903.101.248
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Belanja Pegawai BLUD 1 Tahun 93,88 % Rp  38.531.149.980
Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun | 40,53 % Rp  49.371.951.268
BLUD
BELANJA MODAL 8,85 % Rp 645.895.179
Belanja Modal Peralatan dan o
Mesin BLUD 1 Tahun 13,80 % Rp 645.895.179
Belanja Modal Gedung dan 0 i
Bangunan BLUD ! Tahun 0,00 & Rp
Belanja Modal Jalan, Jaringan, o
dan Irigasi BLUD ! Tahun 0,00 & Rp )
PROGRAM PEMENUHAN | Terpenuhinya Nilai Indeks
UPAYA KESEHATAN | Indeks Kepuasan Kepuasan
PERORANGAN DAN | Masyarakat Masyarakat 81 % 13,86 % Rp -
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Tersedianya Jumlah Penyediaan

Fasilitas Fasilitas
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Pelayanan,
Pelayanan, Sarana, Sarana,Prasarana | Sarana,Prasarana
Prasarana dan Alat dan Alat dan Alat Kesehatan
Kesehatan untuk UKP Kesehatan untuk untuk 7 Paket100% | 13,86 % Rp -
Rujukan, UKM dan UKM UKPRujukan, UKPRujukan,
Rujukan Tingkat Daerah UKM dan UKM UKM dan UKM
Provinsi Rujukan Rujukan

TingkatDaerah TingkatDaerah

Provinsi Provinsi
1. Pengemban_gan Fasilitas 2 Unit 0,00 % Rp i
Kesehatan Lainnya
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Arsitektur-Jasa 0,00 % Rp -
Desain Arsitektural
Jasa Konsultansi Perencanaan

Spesifikasi : Perencanaan 1 Dokumen 0,00 % Rp i

Pembangunan Gedung SPECT
di RSUD Undata
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Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Arsitektur

0,00

%

Rp

Jasa Konsultansi Pengawasan
Spesifikasi : Pengawasan

Pembangunan

Gedung SPECT di RSUD

Undata

Dokumen

0,00

%

Rp

Belanja Modal Bangunan
Kesehatan

0,00

%

Rp

Bangunan Kesehatan

Spesifikasi : Pembangunan
Bangunan Gedung Kesehatan
/ Rumah Sakit

1189.943130713

M2

0,00

%

Rp

2. Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah Sakit

Terlaksananya
Pemeliharaan
Sarana, Prasarana
dan Alat
Kesehatan Rumah
Sakit

Jumlah Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan

yang Dilakukan
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan

oleh Rumah Sakit

Unit

0,00

%

Rp

Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Arsitektur-Jasa
Desain Arsitektural

0,00

%

Rp

Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Perencanaan

Pembangunan

Gedung SPECT di RSUD

Undata

Dokumen

0,00

%

Rp

Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Arsitektur-Jasa
Avrsitektur Lainnya

0,00

%

Rp

Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Perencanaan

DED Gedung RSUD

Undata

Dokumen

0,00

%

Rp

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN Il TAHUN 2026




Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa untuk 0,00 % Rp -
Pekerjaan Teknik Sipil
Transportasi

Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Penyusunan
Dokumen Lalu Lintas
Gedung RSUD Undata

1 Dokumen Dokumen 0,00 % Rp -

Belanja Jasa Konsultansi
Lainnya-Jasa Konsultansi 0,00 % Rp -
Lingkungan

Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Penyusunan
Dokumen Review AMDAL
RSUD Undata

1 Dokumen 0,00 % Rp -

Belanja Jasa Konsultansi
Lainnya-Jasa Manajemen
Proyek Terkait Konstruksi
Bangunan

0,00 % Rp -

Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : Manajemen
Konstruksi Bangunan RSUD
Undata

1 Dokumen 0,00 % Rp -

Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

0,00 % Rp -

Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor 0 M2 0,00 % Rp -
Spesifikasi : Pemasangan
Lapisan HPL + Rangka
Kayu

Belanja Modal Bangunan

0, -
Kesehatan 0,00 % Rp
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Bangunan Kesehatan

Spesifikasi : Pembangunan
Bangunan Gedung Kesehatan
/ Rumah Sakit

383.765749387

M2

0,00

%

Rp

3. Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan
Kesehatan

Tersedianya Alat
Kesehatan/Alat
PenunjangMedik
Fasilitas Layanan
Kesehatan

Jumlah Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang
MedikFasilitas
Layanan Kesehatan
yang Disediakan

100

Unit

69,73

%

Rp

Belanja Modal Alat
Kedokteran Gigi

98,38

%

Rp

Dental Panoramik
Spesifikasi : Panoramic and
cephalometric x-ray system
3D

Set

98,38

%

Rp

Belanja Modal Alat
Kedokteran Bedah

57,80

%

Rp

Lampu Operasi

Spesifikasi : Lampu
operasi adalah lampu medis
berintensitas tin...

Unit

96,12

%

Rp

Meja Operasi

Spesifikasi : meja operasi
untuk semua
tindakan, posisi meja dap...

Set

96,43

%

Rp

Mesin Anesthesi
Spesifikasi : perangkat

medis vital di ruang

operasi yang menyal...

1 Unit

Unit

0,00

%

Rp

Elektrocouter

Spesifikasi : prosedur
medis yang
menggunakan arus listrik
freku...

1 Unit

Unit

98,78

%

Rp

Belanja Modal Alat
Kedokteran Jantung

64,13

%

Rp
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USG Vaskular

Spesifikasi : USG doppler 2D 1 Unit Unit 64,13 % Rp
portable for cardiology

Belanja Modal Alat o
Kedokteran Bedah Jantung 100 % Rp
Cimino Set 1Set Set 100 % Rp

Spesifikasi : AV Shunt Set

Sedangkan rencana kegiatan yang sesuai dengan kewenangan RSUD Undata serta selaras dengan RPD dan RPJIMD

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029. Tahun 2026 mencakup kegiatan antara lain :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4) Peningkatan Pelayanan BLUD

5) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM

Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Berdasarkan data capaian kinerja awal tahun, secara umum rendahnya capaian indikator kinerja pada triwulan | kinerja

RSUD Undata pada sebagian besar indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dipengaruhi oleh masih

berlangsungnya proses penyesuaian perencanaan kegiatan dan administrasi pelaksanaan anggaran sehingga beberapa

pogram belum dapat berjalan optimal. Beberapa kegiatan belum mencapai target karena proses pengadaan barang dan

jasa masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
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Capaian indikator pada Triwulan Il masih relatif rendah karena target kinerja

bersifat kumulatif dan diperkirakan akan meningkat pada triwulan berikutnya seiring

optimalisasi pelaksanaan kegiatan, adaptasi peubahan sistem pelaporan, form

monitoring dan evaluasi menyebabkan proses input dan validasi data belum optimal.

4) Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

> Analisa penyebab keberhasilan peningkatan kinerja

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada perangkat daerah rumah sakit

dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

a)

b)

Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan capaian indikator kinerja didukung oleh meningkatnya
kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan pelayananan kesehatan,
penguatan manajemen rumah sakit dan peningkatan kedisiplinan pegawai
melalui pelaksanaan pelatihan, workshop dan pembinaan teknis kepada
tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi dalam meningkatkan kualitas
pelayanan dan efektivitas pelaksanaan program.

Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih memadai turut mendukung
peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada
meningkatnya capaian indikator pelayanan rumah sakit melalui pengadaan
alat kesehatan, pebaikan ruang pelayanan, serta peningkatan fasilitas
penunjang mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan.

Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Dukungan anggaran dan kebijakan daerah memberikan kontribusi signifikan
terhadap optimalisasi pelaksanaan program pelayananan kesehatan di rumah
sakit melalui ketersediaan anggaran yang memadai serta dukungan regulasi

memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.
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d)

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis
elektronik meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses
administrasi serta meningkatkan akurasi data pelayanan melalui penerapan
sistem digital seperti Rekam Medis Elektronik (RME), SIMRS dan layanan
online dalam mewujudkan efisiensi pelayanan.

Meningkatnya Kesadaran dan Kepercayaan Masyarakat

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan rumah sakit

berdampak pada peningkatan kunjungan pasien dan pemanfaatan layanan.

Analisa penyebab kegagalan/ penurunan kinerja

Penurunan atau belum tercapaianya target kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh

beberapa faktor berikut :

a)

b)

d)

Keterbatasan SDM

Belum optimalnya capaian indikator kinerja dipengaruh oleh keterbatasan
jumlah tenaga kesehatan dan tingginya beban pelayanan sehingga pelaksanaan
pogram belum berjalan maksimal karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan
tertentu, tingginya beban keja atau mutasi pegawai mempengaruhi pelayanan.
Keterbatasan Anggaran

Penurunan capaian kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang
berdampak pada tertundanya beberapa kegiatan pendukung pelayanan rumah
sakit dan efisiensi atau keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa
program tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Kerusakan atau Keterbatasan Sarana Prasarana

Alat kesehatan yang rusak atau fasilitas yang belum memadai menghambat
pelayanan.

Kendali Sistem dan Teknologi

Impelentasi sistem digital belum berjalan optimal akibat kendala jaringan dan

kemampuan adaptasi pengguna yang masih memerlukan pendampingan lebih
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>

f)

lanjut, selain itu gangguan jaringan, belum optimalnya penerapan aplikasi atau
adaptasi pegawai terhadap sistem baru dapat mempengaruhi Kinerja.
Tingginya Beban Pelayanan

Peningkatan jumlah pasien yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan
dapat menyebabkan keterlambatan layanan dan penurunan mutu pelayanan
Faktor Eksternal

Kebijakan nasional, peubahan regulasi BPJS, kondisi wabah atau kondisi

sosial ekonomi masyarakat turut mempengaruhi capaian indikator.

Analisa Efisiensi dan Upaya Perbaikan

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan RME
Penguatan monitoring dan evaluasi program

Peningkatan koordinasi lintas bidang/ unit

Pengusulan tambahan sarana, prasasrana dan tenaga kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat
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2.3 Capaian Anggaran

Pagu Anggaran dan realisasi anggaran Triwulan |1

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Triwulan Il Tahun 2026

Sasaran Target Realisasi Realisasi Realisasi
Program/ Kegiatan/ S Indikator Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
NO Sub Kegiatan Kinerja/ Kinerja Satuan TW I TW I
Utama Kinerja Anggaran TW1 TW I
Rp Rp Rp Rp
TOTAL ANGGARAN 41,92 218.435.655. | 91.574.43 20,20 44.116.669. 21,74 47.484.766.7
901 1.227 863 64
PROGRAM
PENUNJANG Rp Rp Rp Rp
1.02.01 URUSAN % 98.539.432.6 | 48.107.77 26.829.584. 21.305.196.4
PEMERINTAHAN 08 5.048 011 37
DAERAH PROVINSI
L Rp Rp Rp
Administrasi Keuangan Rp
1.02.01.1.02 Perangkat Daerah (2).071.000.00 (1)6%08.000. 332.000.00 576.000.000
Penyediaan R
1.02.01.1.02.000 | Administrasi 2 (;)71 000.00 Rp Rp
2 Pelaksanaan Tugas 0' T 1.008.000. 432.000.00 Rp
ASN 000 0 576.000.000
Belanja jasa Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja .
5.1.02.02.001,00 | (PPPK) Paruh Waktu Me;z;rt]ggam Nilai Rp Rp 5 R 2o Rp
T e pada jabatan operator o 1.719.900.00 859.950.0 368.550.00
088 layanan operasional kel_ola Akreditasi 93,5% 48,82 0 00 0 491.400.000
Spesifikasi - Manajemen Rumgh ' '
Pendidikan SLTA Rumah Sakit
] akit
Sederajat
Belanja jasa Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
(PPPK) Paruh Waktu Rp
5.1.02.02.001.00 - Rp Rp Rp
pada jabatan pengelola 47.250.00
089 layanan operasional 94.500.000 0 20.250.000 27.000.000
Spesifikasi :
Pendidikan Diploma
(=111}
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5.1.02.02.001.00
090

Belanja jasa Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
(PPPK) Paruh Waktu
pada jabatan penata
layanan operasional
Spesifikasi :
Pendidikan Sarjana
(S1)

5.1.02.02.001.00
039

Belanja Jasa Tenaga
Informasi dan
Teknologl (Jasa
Konsultasi Lainnya
Pembuatan Aplikasi
Sistem Informasi Grade
)

5.1.02.02.001.00

Belanja
Kawat/Faksimili/Intern
et/TV Berlangganan

063 (Sewa IT/Jaringan
Web Hosting Grade C)
Administrasi Umum
LAUB ORI Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
5.1.02.01.001.00 | Instalasi
031 Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.02.01.1.06.000
4

Belanja Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor-

Alat Listrik
Lampu Jalan
Penyediaan Peralatan
1'02'01'21'06'000 dan Perlengkapan
Kantor
Belanja Alat/Bahan
5.1.02.8312001.00 untuk Kegiatan Kantor-

Perlengkapan Dinas

Baju Kemeja
Spesifikasi : Bahan
Cotto Baby Canvas,
oxford, drill, ribstop

Rp
43.200.000

Rp
57.600.000

Rp
27.005.400

Rp
Rp
R 00000 | 1008000
00
Rp
50.000.000
Rp
5.000.000
Rp Rp
789.669.960 | -
Rp
47.439.000
Rp
47.439.000
Rp Rp
47439000 | -
Rp
Rp
742.230.960 57'005'40
Rp
Rp
54.347.000 (2)7'005'40
Rp Rp
27.086.000 | -

Rp
27.005.400
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KAIN BATIK
Spesifikasi : Kain
Bomba

KAIN BATIK
Spesifikasi : Kain Subi

Baju Kemeja
Spesifikasi : Bahan
Cotto Baby Canvas,
oxford, drill, ribstop

5.1.02.03.003.00
001

Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
Bangunan Gedung
Kantor

Nurse Station
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
Bangunan Gedung
Kantor

Spesifikasi :
Pemasangan Lapisan
HPL + Rangka Kayu

5.2.02.05.001.00
005

Belanja Modal Alat
Kantor Lainnya

Mesin Absensi Pegawai
Spesifikasi: Scan
Wajah, dan Telapak
Tangan (Tanpa Sentuh)
1.000 Telapak Tangan
1.000 Wajah 10.000
Sidik Jari 2.000 Kartu
RFID 200.000 Data
Absensi Sampai 22
Digit ID/PIN Karyawan

5.2.02.05.002.00
004

Belanja Modal Alat
Pendingin

Rp
9.221.400

Rp
9.090.000

Rp
18.039.600

Rp
17.915.40
0

Rp
9.090.000

Rp

Rp
17.915.400

Rp
101.383.868

Rp

Rp
101.383.868

Rp

Rp
72.375.000

Rp
72.375.000

Rp
141.960.000
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AC Standing Floor
Spesifikasi : 5 PK

AC 1/2 PK (DAK)
Spesifikasi : AC 1/2
PK, 5000 BTU/H

5.2.02.05.002.00
001

Belanja Modal Mebel

Meja 1/2 Biro
Spesifikasi : Bahan :
Papan multiplek mercy
15mm difhinising HPL.
Ukuran meja (Panjang
120cm, Lebar 60cm,
Tingggi 75cm)

Kursi Tunggu Pasien
Spesifikasi : Model
Gandeng 4 Bahan
Stainless sandaran dan
dudukan Foam

5.2.02.10.001.00
002

Belanja Modal Personal
Computer

Komputer

Spesifikasi: Personal
Computer Intel Core
15,NVIDIA Geforce
RTX RAM 16 GB,SSD
512 GB,Monitor 24
Inch

Laptop

Spesifikasi: Zenbook
UP3404VA-OLED712,
Proc. C17-
1360P/DDRS5 16
GB/SSD 1 TB/Display
14 inchi OLED
(Touch+flip)

5.2.02.10.002.00
003

Belanja Modal
Peralatan Personal
Computer

Rp
56.960.000

Rp
85.000.000

Rp
247.465.092

Rp
54.750.000

Rp
192.715.092

Rp
106.200.000

Rp
80.000.000

Rp
26.200.000

Rp
18.500.000

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN Il TAHUN 2026




5.1.02.02.001.00
061

01:02:02

printer

Spesifikasi: Printer,
Scan, Copy, Color
(Cyan,Mugenta,Yellow
,Black) Resolusi 57Go
X 1440 dpi

Belanja Tagihan Listrik
Satuan Biaya Listrik

Spesifikasi : R-
3/TR (6.600 VA ke
atas)

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA

KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA

KESEHATAN
MASYARAKAT

Rp
18.500.000

Rp
3.456.941.40
1

Meningkatn
ya Kualitas
Pelayanan
Kesehatan

Nilai
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(Pasien)
(Indeks)

82%

Rp
117.148.758.
493

37,00

Rp
41.958.359.3
97

Rp

2.017.433.

800

Rp
43.346.40
1.045

Rp

983.781.23
7

Rp
17.226.585.
852

Rp
1.033.652.56
3

Rp
26.119.815.1
93
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Penyediaan Fasilitas
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Rp R
1.02.02.1.01 Kesehatan untuk UKP 41.958.359.3 P
Rujukan, UKM dan 97 :
UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Pengembangan R
1.02.02.1.01.000 Fasﬁitas Kegehatan 13?012.807.0
4 ;
Lainnya 00
Belanja Jasa
5.1.02.02.008.00 g;gi‘ég;‘g; Rp
002 Arsitektur-Jasa Desain 350.000.000
Arsitektural
5.1.02.02.008.00 ﬁf}'ﬁ:dﬁ;ﬁ:f Rp
018 Pengawasan Arsitektur 260.000.000
} Rp
5.2.03.01.001.00 | Belanja Modal
006 Bangunan Kesehatan 35'402'807'0
Rehabilitasi dan Rp
1'02'02';'01'000 Pemeliharaan Rumah 20.562.747.4
Sakit 57
Belanja Jasa
Konsultansi
Perencanaan -
Arsitektur-Jasa Desain
Arsitektural
Belanja Jasa
Konsultansi Rp
Perencanaan 8.262.747.45
Arsitektur-Jasa 7
Avrsitektur Lainnya
Belanja Jasa
Konsultansi
Perencanaan Rekayasa- Rp
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik 500.000.000
Sipil
Transportasi
Belanja Jasa
Konsultansi Lainnya- Rp
Jasa Konsultansi 800.000.000
Lingkungan
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Belanja Jasa
Konsultansi Lainnya- Rp
Jasa Manajemen 7.000.000.00
Proyek Terkait 0
Konstruksi Bangunan
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung )
Tempat Kerja-
Bangunan Gedung
Kantor
. Rp
Belanja Modal 4.000.000.00
Bangunan Kesehatan 0
Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Rp
1'02'02'(}'01'001 Penunjang Medik 8.382.804.94
Fasilitas Layanan 0
Kesehatan
Belanja Modal Alat 1R7p05 126.50
Kedokteran Gigi 0' e
Belanja Modal Alat 4R£80 158.90
Kedokteran Bedah 0' B
Belanja Modal Alat 1Ri§)10 415.60
Kedokteran Jantung 0' e
Belanja Modal Alat Rp
Kedokteran Bedah
Jantung 387.103.940
. Presentase
Menl;gkatn Pemenuhan
pemenuhan Komspenten
Kompetensi si SDM
SDM Kesehatan 72% 4,38
Rumah
Kesehatan -
Sakit yang
Pel d Rumah tersertifikas R R
elayanan dan Sakit t p p
1.0201.1.10.000 | peyinjang Pelayanan [ 2.747.464.80 | 120.255.1 Rp Rp
1 BLUD 0 31 60.500.000 59.755.134
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUD Undata telah mencapai target dan
merealisasikan program dan kegiatan di triwulan Il tahun 2026. Seluruh capaian indikator
RSUD Undata Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan.
Keberhasilan yanag dicapai tahun 2026 diharapkan dapat menjadi parameter agar
kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan
kegiatan diharapkan dapat menemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya. Dengan
tetap melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian standar dan indikator serta

menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan di tahun mendatang.
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BAB Il
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan 11 tahun 2026 ini
memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja
utama (IKU), yang telah ditetapkan, disertai dengan target dan realisasi kinerja serta
realisasi anggaran pada periode triwulan berjalan. Laporan ini menjadi instrument
penting dalam menilai tingkat pencapaian kinerja serta mengidentifikasi berbagai
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan
strategis rumah sakit.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan rencana aksi
di lingkungan RSUD Undata secara umum telah berjalan dengan cukup baik,
khususnya pada indikator akreditasi rumah sakit dan pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang menunjukkan capaian dalam kategori baik. Hal ini didukung
oleh komitmen manajemen, dukungan sistem, serta keterlibatan seluruh unit kerja.
Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi
capaian kinerja, terutama pada indikator Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan
rumah sakit yang masih berada dalam kategori kurang. Kendala tersebut antara lain
belum optimalnya implementasi indikator mutu di seluruh unit pelayanan,
keterbatasan pemahaman SDM terhadap indikator mutu, tingginya beban kerja, serta

belum optimalnya penyerapan anggaran pada awal tahun.

3.2 Tindak Lanjut
Sehubungan dengan hal tersebut, maka direkomendasikan kepada seluruh unit
kerja, termasuk Direksi, Bidang, dan Bagian di RSUD Undata untuk:
1) Mengoptimalkan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit melalui percepatan

penyelesaian dokumen, penguatan sosialisasi dan pendampingan standar
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2)

3)

4)

5)

akreditasi, serta peningkatan pemanfaatan rekam medis elektronik (e-RM) di
seluruh unit pelayanan;

Mempercepat implementasi Indikator Nasional Mutu (INM) melalui peningkatan
kapasitas dan pemahaman SDM, penguatan kepatuhan terhadap standar
pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu secara
berkelanjutan;

Meningkatkan pencapaian pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan
Rumah Sakit yang tersertifikasi melalui pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan
Rumah Sakit.

Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara lebih
terencana dan tepat waktu guna mendukung pencapaian seluruh indikator kinerja;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala guna
memastikan seluruh unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam
mendukung pencapaian sasaran strategis rumah sakit.

Demikian Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan | tahun

2026 ini kami sampaikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi Kinerja secara

menyeluruh, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan

berkelanjutan. mampu mendorong peningkatan komitmen seluruh jajaran RSUD

Undata dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan

berorientasi pada keselamatan pasien, serta mendukung terwujudnya rumah sakit

sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan yang unggul di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan selanjutnya,

DIREKTUR
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Jumriani, M.H
NIP. 19730914 200312 2 002
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN 1

%+ PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

A RE

Kol Tondo Yec. Mustiias b

16 Telo.[D951) 4331445.4121446

Fax (0451] 01299 website - wiww rsidundata sultegorovaga.id Evalldi_usdats @ yahoo com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

WAKIL DIRFKTUR UMUM DAN KEUANGAN

UFT RSUD UNDATA FROVINSI SULAWEST TENGAH

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERSA TARGET
PERJANJIAN FUNERJA TAHUN 2028 Kefengkapan dokumen pemenuhan stsndsrd
elomen penilaian akreditasi o bagran umain 100%
Dol rangka yang dan skuntabel serta petlengkapan, kauangan dan kepegavaran
berorients! pada has, kars yang bertands tangan di bawah (i Cikispan pemenahan SPM di Rumeh Sakat >95%
Nama :dr. Nurtaela Harate, MPH r‘:‘:‘:’: ool PEISMABA. | tak sy cntoning dan evalsi pesporin
Jabaten < Wakil Dirghtur Umuen dan Keuangan . Sumbier Daya Manasia > manajemen resiko di tuqmn umum perienghapan, 100%%
Kesshatan serta Transpasanst dan | =70 40 kepegavaian
akuntahilitas pengelol
Selonjutnya cisebut pihik pertaima vagms W'm e i 1 Simaber days Manusia K 1008
Nama . Nuraal Harate, MPH Persentase realisasi anggarmn terhadap pagu 084
Jabatan + Ph. Direktur Reue Undats Provins! Sulawesi Tengah a0 ggwwn e
: : ”
Solaky atasan langsung Pihak Porama. selanfutnya dissbut Pihak Kedus [Cost Racovery Rae __ 1oty
Laporon Keuangan sepunt waktu dan akurat 100%
Pitiak Portama becanji
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1. Mowujurkan targat kinerds yang seharusnya sesusl lampran peranjian int, dalam rangke mencagal Program Penunjaig Urvaan a
2
target jangka menengah sapert] yang telsh pian dalam dok ! | Pemoriatuban Dacrak Rp 1.063,435,000.90 APSD
dan kegagaian pencapaian target kierja tersebut menjadi tangguna jawab kami. Admimistras) Keusngan Rp 2,063,439,000.00
2. Berkomitmen mawujudkan targat dengan melakukin percopasan reatsast fisik dan keuangan Prmaghos Deerah
porangkat daersh sesusi target yang lelah ditetapkan dafam systom Elektronlk Monitoring Evaluasi 1 [Peavedinan Jasa Penunjang | o 3A4%6.941,400.94
Urusan Pemeriatahan Daerab | ' " P i g
ot (e-MEF)
. |Penyedisan Jas knmumkaalk = 3,456,941.400 94
Pihah Kedun akin melakukan supervise yang Siperiukan sorta akan melokukan evaliasi ferhad | —{Sumber Days As, dan Lisr
capaian kinerjs dari peranjian ini dan mangambi Tindakan yang delam rangha i 1Tl |Peninghatan Pelayauan BLUD | Rp 92,221,821,247.20 BLUD
penghargaan dan sanksi
Pengadann Barng Milik Deerah
Palu, Pecunjang Urusan Pemeciniahi | Ry 2,784.726.220 00
Daorab
Kedus Pk Pertama Pelayanan Noomedik Rp 9,001 870,000 00
 [Adminisiras Unum Perangkut 7
\ Daerah Das/Atau BLUD i sty
> > 3d Administrast Kepegawaisn =
BY * Pl h Rp 40.000.000.0(
Pembing Utama Mucs Pembina Utima Muta | Perneliharsan Barang Mk
NIP. 16720312 2000122 001 NIP. 18720312 200012 2 001 Dribeah Fitucgang Urigmn Rp 1.565,000.000.04
Pemerintahan Daersh
| Adminiri Keusgan %
et Rp 451242412000
Pohwlions Juss Feninisoy 69,686,934,057 20
Urusan Pemerintahan Daerah piin-siafis Gads
Perencanaan, Penganggaran, Dan
- |Evaluasi Kinerja Perangkat 50,000,000.00
Daerah
TOTAL 97,742,201 14
Pit. Dy UPT RSUD Undata Wakil Direktur dan Keuangan
dr. Nurlaela MPH dr. Nurlaela Harate, MPH

NIP. 19720312 200012 2 001

NIP, 19720312 200012 2 001
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%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEUANGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN KEUANGAN UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka yang ofektd, P dan sena
berodentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nurdaeni, SE..M.Si

Jabatan - Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama < dr. Nurlsola Harate, MPH

Jabatan : Wakil Direktur Urmum dan Keuangan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, sefanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji
1. Mewujudkan target kinerja yang sesual lampiran ini, daslam rangka mencapai
targat jangka menengah separti yang talah dalam

dan kegagalan pencapalan target kinera tersebut menjsdi tanggung jawab kami.

Berkomitmen mewujudkan farget dengan melakukan percepatan roabisasi fisk dan kauangan
perangkat daerzh sesual target yang tefah dalam system A ng Evaluasi
Pengendalian dan Pelaporan Pombangunan (e-MEP)

™~

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperukan serts akan melzkukan evaluasi terhadap
capalan kinerja dari pedanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi

Palu,

Pihak Pertama

Pembina
NIP. 18700811 200012 2 003

Pembina Utama Muda
NIP. 16720312 200012 2 001

NO

TASARAN KINERIA

INDIKATOR KINERJA

Meninziamyn akuatabiliia kimens
[Y—

Tumlsh Dolounen Manajemen resiko.

100
vaus disusen ditasis kewngin o

Dabangen Terhadsp Pencapecan
SEA Ruoush Sakir Bodusg
Kewagn

100%

-,«nu.v

Hp
PENYEDLAAN JA54 FELAYANAN UMM
B ity " 98WIH 0SS
- [PENVEDIAAN JASA SURATMENYVURAT [ Rp 2000 000
PLRENC ANAAN, PENGANGGARAN, DAN
1.2 [EVALUAST KINERIA FERANGKAT Rp 52,000,000
KOORDINAS] DAN PENVUSUN AN
RAN CAPALAN KINERIA DAN L 0 000 00
IISAR REALISASI BLLD
e
‘Wakil Dire Jmum dan Kenangan Kepala Bagian Keuangan

dr. Nurlaela Harare, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

e

Nurdacni, SE.M.Si
NIP. 19700011 200012 2 003

Tiugdat peuyeiipan sug du s susal
skt

100%

Ketepatan nakts pomyayian laporas
realoas belania dan realssas
pendapatan sctiap bulem

100%

Ketepesan makhs penywsaunn
laporan keuangan bulanan.
tnwnlaan, da taluzn

2100%

Ketepatan Wakm Pesbaynena Hak
Pegauus Serisp Bulan

Penentari Kepatuben Terhadep
Stnds Akunin s Doy meah

Persentase peansunan puiang ndak
Termgh

Perentse kinim Pemjamin yag
by ks Seput WAk wp e

Prosentare peeneishan stindard
eleseon pesslasan Aksedstass di
baginn krvsnga
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4+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

~o INDIKATOR KING R
BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN UPT, RSUD UNDATA
i s %
ink ngin’ o irstasils Srmndes bt d
¥l g dokoumen nemubian
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 fetatson Db Alredre L bag 100%
[P enpkcagon.
Dalam rangka yang afoktif. dan serta
berorlentas: pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah i
Nams - Saftianingsi. SE. MM
Jabatan : Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan
e “=0ni
Sefanjulnya disebut pihak pertama
Nt dr, Nurtaela Harate, MPH
Jabalan + Wakll Direktur Umum dan Keuangan
Salaku atasan langsung Pihak Pertame, selanjutnys disebot Pihak Kedua
Pihak Pertama barjanii - Perentase pememihan stander KIR & N
(APAR. julise o ahuon signege. APD)
1. Mewujudkan target kinera yang sesual lampiran Inl, dakam rangka mancapal
target jangka menengah seperti yang tefah datam dokumeon
dan kegagalan pencapatan targe! kinara tersebut menjadi tanggung jawsb kam| e pelaponn 100%
2. Berkomitmen mewujudkan target dongan melakukan porcepatan realisss) fislk dan keuangan gt slerat o
perangkat daerah sesual targo! yany toiah dalam system q Evalusal
Wan i feNER) 3 |prasasace sl sakit seaus seandar akecdaa: sexta
aautn Laymmu usmus sdmmsats s Feals % aks Peracntase Kewrpenubun Pormmmtass TN
ocgnnk Non Meds B
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperiukan serts akan melakukan evalunsi wrhnd-p
capaian kinerja dari peranjian inl ¢an mengambll Tindakan yang diperiukan dakim rangha in
penghargaan dan sanksi.
Perscntess peanbaues des verfha dela Py
Pihak Kedus ERpe—
.
Preacnsase wd‘m:-‘dn:::‘:‘:\‘x (aplidonss 100%
e P . caraua, peacacans dan 3 aran)
NIP, 19720312 200012 2 001 NIP. 19720116 200701 2 014
Penyednan Jasa Pemekharaan. Bwya Pemelhaman
P erro— 100% Dan Pajsk Kendaaan Perorasgas Dinas At Rp 100 000,000.00
Xeodanaan Dinas Jahatan
Peamehharaan Mebel Bp 150.000.000 00
TOTALIRp ;
Wakil Direktur Umum dan Keuangan ~ Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Presentase ares wrpautan CCTV skod =0 (%
P P o sk B do 6 dr. Nurlacla Harate, MPH Saftianingsi, SE, MM
NIP. 19720312 200012 2 001 NIP, 19720116 200701 2 014
i ANGGARAX
= lmul PENUNIANC CRUSAN =» S AEE A
Ty | Daviakh Ry
B oyedaise Posabican Rusih Tansme Ry 47439 666 60
P—:wh-- Tura Pons Vrwramm
! - """" = Rp IAS6.941 400 94
::v‘-d—lmxnm—'h. e Dr A | PRSP PR
¥ e 1755340507006 | BLUD |
PENGADAAN BANANG MILIK DAER AN
? URUSAN - xp 27%4.726220.00
P.ﬂl‘- hﬂ-;‘.ll).u Proswacs Inn::h-; Ry 2.784.726.220.00
T3 MEDIN xp S581.570808 90 |
Opes scaceral Pobnasm Rumab waka = sovax o
Pengeadabon D Pongaw som Seta Tada
Peugawman Perizinan Kk Seko Keles € D | Ry 500,000 00
s Pasiluns Pel an Mo selintan L
ADMENISTRASI UMUM PERANGEAT
™y DAERAH DANATAU BLUD Rp 1.530.366,3%0.00
Balan etk Flanton By 575 00,000 00
Fenyrlenggaraan Rapse Koordmas: Dac Koasan -
;:‘ iy ”‘;’mf Ry 1 615 882 00000
xe ahan * Materiel Rp 437355090000
eralatan Wamsh Tanzgn By 75 000.000.00
2! [ 3,776633850.00 ]
B 1000900,00000 ]
PEAEL IMAKAAN RAKANE MR
Thd DAERAN PENUNIANG URUSAN Ry 1565000000 .00
PEMERINTAFAN DAERAH
o il mars K habr skt Cresbuns Fonmin Diam
4 i Ry 730.000.000.00
Pondiboraan Nebabibias Sarauas Den Prasasms
Prdakung Condung Kanin Asas Misngracis = 71,000 000 00
Lammya

LAPORAN KINERJA UPT RSUD UNDATA TRIWULAN Il TAHUN 2026



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA e STy s et
BAGIAN KEPEGAWAIAN UPT. RSUD UNDATA
syl oyl I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 L o o sy o
Dalam rangka Juck yang efektif, rra
nsparan dan akuntabel sert
berorientasi pada hasﬁ kami yang bertanda fangan di bawah ini :
Nama : Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM
Jabatan - Kepala Bagian Kepegawaian P P S Kopega s an
2 30K 505031 DraLan KSEREAWAIAN o
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama < dr. Nurlaela Harate, MPH
Jabatan * Wakil Direktur Umum dan Keuangan
_— — . e 1 [Eat Wabastishn Stammboor 3 Persentase Kehadian Megiwal = 955 / bulan -
Pihak Pertama berjanji :
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjangian i, dalam rangka mencapai
target jangka menengah seperti yang telah d dalam dok P . Broentee poocabe stexbed clme -
S = i Abvecdatan & bngian o
dan kegagalan pencapatan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, - e
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasl fisik dan keuangan
perangkat daerah sesuai target yang telsh ditetapkan dalam system Elekironik Manitoring Evaluasi
P dan Pelap P 0 (e-MEP)
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperiukan serta akan melak evaluasi terhad PR G
capalan kinerja darl perjanjian ini dan Tindakan ip ) dalam ran;
penghargaan dan sanks|, e A
Palu,
Pihak Pertama
777,/ 7 :::‘::::’“mm“i <3HariKef
r Musdalifsh Dj Umar, SSTP. MM
Pembina Utama Muda Pembina
NIP. 18720312 200012 2 001 NIP, 19860823 200412 2 001
ANGGARAN KETERANGAN
Rp 2,016,000.000.00 APBD
Rp 2,016,000,000.00
Rp 2,016,000 000 00
Rp 1,552,424,120.00 BLUD
ADMINISTRAST KEPEGAWAIAN PERANGAT | ) 40,000,000.00
Rp 40.000.000.00
Rp 4,512,424120.00
Ry 5,937 500 600 00
Penyedian Jass Asuransi _Rp 584 624.120.00
TOTAL] Rp [} 00
Wakil Direktur Umum dan Keuangan Kepala Bagian Kepegawaian

ﬂm

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

i

Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM
NIP. 19860923 200412 2 001
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4+ PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

A1, RE Martaclineta Ked Tondo Kec. Mantitare Paly 96116 Teln (0451) 4131445-4121445

Fax (0451} 401, bete - www. indats

o bd Emall:dir_undata @ yahoo.com

PEIIJA\IIAN INERJA TAHUN 2026

WA K
UPTRSUD U ’(DATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
,  Peaingkatan Mutu Layanan Pelayanun Medik di 5
RS 100
Dalsm rangka ing efoktif, ransparan dan akuntabel seda Terwujud ok —
y uckryn peningkatan muty Peounghatan Mimu Layunan Pelayanan Non- 2
beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di Boawaty i ¥ Ipelayanan Risnah Sakit 2 Medikdi RS 1008
Nama < o¢. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS 3 T atan Mutus Layanan K di 100%
Rurnah Sakit
Jabatan - Wekil Direktur Pelayanan
ANGGARAN KETERANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama dr. Nurtaela Harate, MPH R 31,088,713,358 APBD
Jabatan : Pit. Direktur Rsud Undata Provinsi Sulawesi Tongah Keg. Penyediann Fasillitss
Selaku atasan Pihak Pertams, selanj) d Pihak Kedua Pelay unan, Sueann, Prasneans
N oy heatad La |den Alat Kesehatan untuk UKP Rp 31058713358
Pihak Pertama barjanj = Rujukan, UKM DAN UKM
Rujukan Tingkat Daceah Provinsi
e Tenar
1. Mewujudkan targot kinarfa yang seharusnya sasuai lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapal Penunjang Medik Fasilitas Layanan | Rp 4,480,1 58,500
target jangka menengah seperti yang telah di dalam Kduhlmfsn dan Pemeliharann ”p 13,562,747,458
dan kegagalan pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawst kami. i‘:“‘"‘“::“‘h‘::‘“ :j""‘"‘z‘ x
migembangan Fasilitay Kesehatan
2. Berkomitmen mowujudkan target dongan mefakukan percepatan roalisasi fisk dan keuangan b 5 Rp 13,012,807,000
perangkat daerah sesual target yang telsh ditetapkan dalam system Elekironik Monitoring Evaluas! Peluyanan BLUD 75,190,399,096 HLUD
Pengadnan Barung Milik Ducrab
Perpsen v AR e 1P 1L [Penumjang Urusan Pemeriatah | Rp 2545547671
Dacral
Pihak Kedua akan melakukan suporvne yang diperiukan serta skan melakukan eveluasi terhadap Pengadaan Peralatan dan Mesin Re 2,045.587.671
capaian kinerja dani perj; Tindakan yang dalam rangka Lainn:
penghargaan dan sanksi WIhuun Peralatan dan Rp 500,000,000
Mesin Lainnya
Palu,
1y Pelayauan Non Medik | Rp 70,425,730,175
ihak Kodua Piak Pogama Polayanan Non Medik lanya Rp 375,000,000
Pelayanan famasi Rp 19, 300,000,000
Peliryanan | aundry/Binaty Rp 250,000,000
Pengacaan batan Habls pakal Rp 35,813,007,575
. mfnﬂmm&us Pengolahan Makanan/Grzi 6,491 880,000
Pombina Utama Muda Tingiat | Porvelil Sarann Prasacana dan | o 7,589,842,600
NIP, 19720312 200012 2 001 NIP. 19950621 201001 1 005 Alat Keschatan i g
Peliyanan Keperawatan dan
e |icebidanan » 1754,121,250
Asuhan Keperawatan Generalis Rp 1,754,121,250
[Administrasi Umum Perangkat
1L | aerahs danatau BLUD 465,000,000
Fasilitas Kun, n Tamu 165,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 300,000,000
Kantor
TOTAL| Rp 106,246,112.453.80
Pit Direktyr UPT RSUD Undata
W
drs Harate dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

NIP. 19720312 200012 2 001

NIP. 19850621 201001 1 005
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4+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN MEDIK UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen ang efektif, dan serta
berorientasi pada hasil, kami yang bartanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Subhan Habibi

Jabatan ! Kepala Bidang Pelayanan Madik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. 88

Jabatan . Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan Pihak 1, dissbut Pihak Kodua
Pihak Pertama berjanjl :

1. Mewujudkan target kinerja yang sesual ET

ini. datam rangika moncapal

target jangka menangah sepertl yang telah di dalam p ¥
dan kegagalan pencapaltan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percopatan realisasl fisik dan keuangan

perangkat daerah sesual target yang telah dalam system Monitoring
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)
Pihak Kedus akan melakukan supervise yang di avaluasi

capalen kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yanq dlpedukan dalam 'anoka pemberian
penghargaan dan sanksl,

Palu,
Pihak Pertama

ihak Ked

Pembina [
NIP, 19850621 201001 1 005

NIP, 1971

Penyediaan Fasilitas Polayaman, Sarana, Prasarana
L1 [dan Alat Kesehatan untuk UKP Rojukan, UKM dan | Re 18,042,906,358
UKM Rujuln Tingkat Darab Pravin:
Pengadaon Alas Kesehatan | Alat Peaungang Medik
Fasihtns Laynnan Kenchatan o SIS0
Relinbalitasn dan Pemehharann Fasilitas Keselann
ainoyo o 13,562.747,458
rI NGADAAN BARANG MILIK DAERAN
ml e L.RI:SA.\G TAH DAERAH | BP 2,045,547,671
Pengndann Peratatn Dan Mesin Lainnyn 2.045.547.670 50
ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH
T2 | HANATAU BLUD g 1600800
- |Fasibtast Kumpagan Tamm 165,000,000 00
TOTAL|
Wakil Direktur Pelayanan Kepala Bidang Pelayanan Medik
dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS dr \Subhan Habibi

NIP. 19850621 201001 1 005 NIP. I9780323 201101 1 004

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJIA TARGET
Wiakns fang gm ravwst jalan <90 Menit| 280% Pasicn
HOR ( Bad Occuponcy Ras) 60.-55%
Perscutaic Pasien IGD yang di Shok
i <5 Mentt
Persontase kematias Neonsin| ¢ B3
b : 5%
Wakdss Pelmacsn nwal 1GD (triage)

2o Seandar ik

 Jurnlab qudt rekam meds dengan

eleghagun 100% 295% leaghap
290% tepat

Persentuse lariepaa ik operas: sl

' Ponmgioatan Ma Layansn Polaysian Matk

[Eepatolisms et clisncad putiry| oo

<Py =

|Pers entase DPIP nenion o

|petstitum Mints o krecamssal =

Pros tase poorsdian nantant

cleruen peoilame Abrrditns & moe 100%

peinymian

mmlah Dokumen Manyemen resio

[ yrnzn s s wrew pedeymmn B

Tugfm bymompemntelotr. | gty
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%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENUNJANG MEDIK UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka i yang elektil, ransparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ind ©

Nama Deky Wotulo, SKM, MM

Jabatan < Kepala Bidang Penunjang Madik
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama dr. Frankiin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selarutnya disebut Pihak Kedus
Pihak Portama besjan]i :

1. Mevaujuckan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran poranjian ini, dalam rangka mencapal
targot jangka menangah separtl yang teleh dalam
gan kagagalan pencapaian target kinerja tersabut menjadl tanggung jawab kami.

2 Berkomitman mewujudkan target dengan melakukan percepatan reafisasi fisk dan keuangan
perangkat daerah sesual target yang telsh ditatapkan dalam system Elektronik Moniioring Evaluasi
Pengendalian dan Pelapcran Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperikan serte akan melskokan evaluasi terhadap

capalan kinerja dani peranjian Ini dan mangamtdl Tindakan yang di dalam rangka
penghargaan dan sanksi
Palu,
Pihak Pihak Pertama
! I
/ G
i L MM
Pembina Tingkat |

'ombina
NIP. 12850621 201001 1 005 NIP. 18761224 199703 1 003

~o SASARAN SIRATEGIS

1 Femungkatan Mutu Peounjmg Medik

gkt pebanhan kompetens,

INDIKATOR KINERJA TARGET
Ketepatan Wk Radiologs berbani GO
bl '
Ketepatan Wk Laysnan Laborsmnmm 058,
berbasis digitalinass e
Metepatan Waktn Penyediazan Durak (Diloar e
Kojadian K1LB) b
‘Wakt Tonggm Hasl Radiologa = 3 Tam 90%%
Wkt Tinppn Fais) Labonstorim <2 Tam 2000

Darals Seas 290"
Tumulah Kesalabon hosd labradsologs firmass © modon
Porsentase Tonaga pommiang modik O,

Netugratin laporsm <tk obat dem logistik
furmac yang berbasis digaalisasi

et dist pasien sested nstndod @

205%

Premntane pemeouban condard sheen
i i area [

Tunilal Dolures Manay sesen £0ao yosg
izt di area pemiyang medik

Kapunans Penppoim Luvanas Penuayass
Medik

285%

Persentase Alar barfingst bk dan swap pakal

B

=930
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dan Wkt Mespon Laywnan Penvijang Cnwat 5
3 Laymuan Dyt XD Voely
Keterandinnn fengen Dan Babing Habis Pakons =o596

mealhit e Saramn,
Frasmrana dan Alar Kesehatan wntwk
2 | e wb T CIRCAT W b | 2P 15,012, K07 000

Winghont Daveah Provine

PEMELIHARAAN BARANG VI K
I [DAERAI PENUNJANG URUSAN
PEABIN FAMAN DAKRAN

= Doy Dot Laimenyn

Ry
0
= Lotaie i R 12
£ 2 > Ep 6,491, €¥0,000 |
Pereltharman Sarans Prasaoann dan Alat "y 7,080, £42.600
eaelimtan - -

el myminan Lond s Hmnt B 350,000,000_|

LS

- |[Peseadans Dalan Habis Pakat 35.810.007,575

T0425,730,17F

375000 000

PR NGADAAN BARANCG MUK
.2 [DAERAH PENUNJANG URUSAN R 500,000,000
PRATEIEIN LARE DA KA R

Pemnaliuarsui Pavalatin Dan Mosn Laimiye | %5 500,000,000
T3 | AFRAHDANATAUBLUD | P 30000000
. E‘:’:ﬁ;:m mmmléama Rp 300,000,000
TOTAL| Rp. 84,238,537,175

‘Wakil Direkmur Pelayanan Kepala Bidang Penunjang Medik

' aA

dr. Fr: in Lessyama Sinanu, Sp. BS Deky Wotulo, SKM, MM
NIP. 19850621 201001 1 005 NIP. 19761224 199703 1 003
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%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEPERAWATAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KEPERAWATAN UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Dalam rangka yang
berorentasi pacda hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini -
: Lince, SKM.M.AP
: Kepala Bidang Keperawatan

elokiif, tmnyparan dan akuntabel serts

Nama
Jabatan

Selanjutnya disobut pihak pertama

Nama dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan + Wakil Dwaktur Pelayanan

Seiaku atasan Fihak Pertama, disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama betjanji

Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perganjian ini, datam rangka mancsoal
target j[angka monongah seperti yang telah dalam d

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut monjadi tanggung jawab kami.

2. Barkomitmen mewujudkan target dengan mealskukan percepatan realisasl fisk dan keusngan
perangkat daerah sesual target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi
Pengendalian dan Pelaporan Pambangunan (e-MEP),

Pihak Kedua akan Ipes ang sera evaluasi
capaian kinerja dan Ini dan Tindakan yang dalam rangka pemberan
penghargaan dan sanksl.

L Q Plhlkl(alul

P-nblniT hat |
NIP. 19850621 201(1)! 1005

x

NIP, 18680603 188902 2 002

Persentase pemenuhan ratio perawat sesual ;
0%
standar
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

[PELAYANAN KEPERAWATAN
= IDAN KEBIDANAN Rp 1,754120.258
ASUHAN KEPERAWATAN
GENERALIS Rp 1,754,121 250
TOTAL| Rp 1,754,121,250
Wakil Direktur Pelayanan Kepala Bidang Keperawatan
dr. Fraklin Lessyama Smamm, Sp. BS Lince, MA?P

NIP. 19850621 201001 1 005 NIP 19690603 198902 2 002

No

SASATAN

INDIKATOR

TARGET

Permakntnn st pelaymone

sarnon dan
Koy ecomvotan yang tervedia dan lovak pekel
wevind standar pelayinan kepaaatin

~00e

| B alused nautu pelasusie: keperwwato

=98ty

Evalunal / Survey kepuanan pasica pada
aspek polayanan porawat

=R5%

Tuenlal Tasiden kesslataran posien tedoit
tindakasn keperawatas

0 Tomidan

Pelaknnnana Asdit Keperawntan Klinie

=2 Yol Tuluan

| K cbanlapan dokustsiiue ADELE dus
amabinn kepernwatan

Hers ctmae gremownt wactyakarts goc)

=05

[tisucian i e kagrera watas

Coror PPr PA DR, Tonie B 15, BHD L
Kepanéian Penggiiaan APTY 5%
Kopandian Identifikast Pasieo 1000
Perseiross Ketepstan Jodwsl Jaga (Dinasy 1007

oo e
[Mumstat Doakairen Mansjenmen vk yeng S
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%+ PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR PROGRAM DAN DIKLIT

WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
11 35 Martadinata b Tondn Kee. Mastit Tl 5411448
T (D451 4012955 wekaite ; i w rindusd sba, M Yrab:dr_undate ® yahce.com
PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2026
WAKIL DIREKTUR PROGRAM DAN DIKLIT
UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ﬁj PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 M SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA TARGET
1 1 3 [
1 Persontasy NakowNomed yang menglats oy
Datam rangka I yang ofoktif, ransparan dan akuntabel serta pelatshun yomun bebutuhan rumah sakst o
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan i bawah ini © | {Meninghatkan s playunan poniitan, ) j\lu-H( pr::’:\ inmernabiek stermal g >25 Keglatin
Nama + Indrawati, SKM, MM . e 3 umiah berjasaens Sengan ectis] pendiiiim BT
Jabatan : Wakil Direkiur Program, Pendidikan dan Penokian 4 m”“‘ Iponcubleg; g olah 28N
1"_Redenghepan laporan akuniabiies Livega )
Selanjutnya disebut pihak pertama 3 Meninglatkun kelenghapan dokurnen 2 Keleaghapan dok Rurnh 106es
" dene
Nama - dr, Nurlaola Harate, MPH PSSR e Sl § Welemshapm Gokumen peapocen Mot =
reniko Rumah kst
Jabatan < Pit. Direktur Rsud Undata Provingi Sulawesi Tengah
4 |Muninghackan pelayanan rekam med, 17 | Tenclegaanys pelayanan ks modik, T, e
Selaky atasan Pihak Pertama, dissbut Pihak Kodua afiormsasi (lun pemimarsn Informasi da pensesaran
Pihak Pertama berjanii
NO FROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Mewujudian target kinerja yang sesual lampiran jian ini, dalam rangka mencapai I [Pentughkatun Pelavanan BLUD ny 2,747,464500.00 BLUD
farget jangka menengah seperti yang telah dalam 2 ;n‘n: Tesumjang Urume Pemerintahan ' 1.125,000.000.00 =
dan kegagalan pencapaian targst kinerja tersebut menjadi m\ngaung fawab kami. aern
2 Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan roalisasi fisik dan keuangan = Adeusess Kepegrwaisn Peranglal Dasuh | Rp 1,125,000,000 00
perangkat daerah sesuai target yang telsh ditetapkan dalam system Elektronik Monitoning Evalussi 1y Mrogram Peiayanan Kesehatun pads Rumah W e
aan (o-MEP). Salit Daerah
= Pelyaman Nonmadik Rp 542,920, (00,00
Pihak Kedua akan supervise yang di serts akan evaluasl ap e Peningkatan Pelayanan RLID Rp 629,544,800,00
Gapaian kinedfa dari perfanjian ini dan i yang dalam rangka
penghargaan dan sanksi Pesencanzn, Pengaeggaran Dan Evaluas
Kitteris Peranighut Diveshs Ro R
Palu, TOTAL O TTATACA S0
Kedua Pihak Pertama 2
Pit. Direlgur UPT RSUD Undata Wakil Direktur Program dun Diklit
Sae
ol
Ing
Pembina Utama Muda Pombina -
i P 1 04 200904 2
N ABA A SIS 2 01 i (0104 2 dr. Nurlacla Harate, MPH Indrawati, SRM., MM
NIP. 19720312 200012 2 001 NIP. 19810404 200904 2 002
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4+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA NO| SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI UPT. RSUD UNDATA
i::;ﬁ;g-nlwnahmnhhn 1065
; |Termsusnys Lporan akunstiliss kinesn
Russal Sakat
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028 v R W
Dalam rangka judkan j p yang efektif, P dan serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Teguh Hidayat, SKM., M.P.H
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
emunspeimnmmmn
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama * Indrawati, SKM, MM
Jabatan - Wakil Direktur Program dan F Latihan dan F 2 5 | dobusnen Rurmty
T[Sl
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Partama berjanji :
Kelen gion, Dok laporan.
ity sedA RS | ey
1. Mewujudkan target kinerja yang seh ya sesual lampi janjian ini, dalam rangka mencapai
target jangka menengah seperti yang telah dalam dok p Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangen
perangkat daerah sesuai target yang telsh dil dalam system Elekironik M ing Evaluasi
Py dan Pel; Pemb (e-MEP).
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang dip sena akan melakukan evaluasl terhadap ki s g sk TR s
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperukan dalam rangka pemberian P A s il N
penghargaan dan sanksi
Palu,
Pihak Kedua Pihak Pertama
: MM Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H
Pembina Ina R W —" ———
NIP. 19810404 200904 2 002 NIP. 19740316 199303 1 003 v B L sesmon
- _|Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD [Rp 308.133.100
- |Evaluasi Kinegja BLUD [Rp 234811.700
TOTAL Rp 629,544,800

‘Wakil Direktur Program dan Diklit Kepala Bidang Program dan Evaluasi

.

Indrawati, SKM, MM Teguh Hidayat. SK.M.. M.P.H
NIP. 19810404 200904 2 002 NIP. 19740318 199303 1 003
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PENELITIAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN UPT. RSUD UNDATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka a yang ookt
berorlentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan df bawah ini &

dan

Nama : Dr. Surianto, S.Kep,NS, MPH

Jabatan : Kepala Bidang Pondidikan, Latihan dan Penslitian

Selanjuinya disobut pihak pertama

Nama * Indrawai, SKM, MM

Jabatan * Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penaltian
Selaku atasan Pihak Partama, sel. disebut Pihak Kedua

Pitiak Portama beranii

1. Mewujudkan target kinera yang seharusnya sesusl lampiran perjaniian ini, dekam rangke mencapal
target jungka menengah seperti yang telah dalam
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebot menjadi tanggung jawsab kami

2. Berkomitmen mewujuckan target cengan melakukan percepatan reslisasi fisk dan keuangan
perangkat daerah sesuasi target yang tolah ditetapkan dalam systom Eloktronik Monionng Evakuasi
Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP),

Pihak Kedua akan P yang serta akan evaluasi terhadap

capaian kinerja dan perj ini dan Tindakan yang diperl dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanks:
Pihak Kedua

Indrawatl, SRM. MM
Pembina
NIP. 18810404 200904 2 002

bina
NIP, 18760205 200312 1 011

¥

S

Prughacan Mis Poadidise, Potnitmn ds
Penelitzan d: Bz Saket

o DXDMKAL
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%+ PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA NO SASANAN STRATEGIS INDIKA TOR KINERSA | TARGEL
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI UPT. RSUD UNDATA
m::i“ Taperan alastatbnlstny e
1 [Tersusunnys laporan akumatstites kineam
Rusmak Sakit
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 Biwpivapmond-ias bt 2o 3%
Dalam rangka yang efektif, ransparan dan akuntabel secta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawsh ini :
Nama Teguh Hidayat, SKM., MPH
Jabatan : Kepala Bikiang Program dan Evaluasi

Kelenghapan dokumen perencanasn

1000
Selanjutnya disebut pihak pertama )
Nama * Indrawati, SKM, MM
Jabatan Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penelitian i P E—e Rty
Selaku atasan g Pihak Pertama, disebut Pinak Kedua .
Pihak Pertamsa berjanii -
Kelenghngnn Dokimen Laporan
manogemen resiin R 100w

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mancapsi

targel jangka menengah seperti yang telah dalam P i

dan kegagalan pencapalan target kineria tersebut menjaci tanggung jawab kami,
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan

parangkat daerah sesual target yang telsh ditetapkan dalam system Elektronlk Monktoring Evaluasi

P dan P P (e-MEP).
Pihak Kedua akan mefakukan supervise yang diperiukan serta akan melakukan svaluasi terhadap
capatan kinera darl pedanjian ini dan Tindakan yang dalam rangka pemberian ' dan evalicat guogeam R Sakat | Lapacan satissst o ogias 5 Laguwan
penghargaan dan sanksi

Palu,
Pihak Kedua Pihak Pertama
T PERESCANAAN, FENGANGGARAN DAN
e Xeguh Hidavat, S.K.M.. MP.H 11 |EVALUASE KINERIA FERANGKAT Ro 629,513 500
Pembina DAERAI
NIP. 19810404 200804 2 002 NIP, 19740318 198303 1 003 Z yusuasa Daloméa Fapaceaasd Buomgliar. |po 66600000
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